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Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan
Penelitian Strategis Tahun 2013 Pusat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (PPPM-
STPN) telah dapat dilaksanakan dengan baik. Rangkaian penelitian
ini telah diikuti oleh dosen-dosen STPN dengan mengangkat tema
“Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan untuk Optimalisasi
Pelaksanaan Redistribusi Tanah dan Pelayanan Pertanahan.”

Penelitian strategis merupakan penelitian yang inisiatifnya
datang dari para peneliti/dosen STPN yang bersifat monodisipliner
maupun multidisipliner. Penelitian strategis diupayakan untuk
mengupdate materi perkuliahan serta sebagai respon atas masalah-
masalah strategis di bidang pertanahan. Sejak tahun 2006-2013,
PPPM STPN telah menyelenggarakan penelitian strategis sebanyak
121 judul. Pada tahun 2013 ini penelitian strategis dilakukan
sebanyak 20 judul yang diselenggarakan dalam dua periode yaitu
termin pertama dilaksanakan pada bulan april 2013 yang diikuti
oleh 14 (empat belas) tim peneliti serta termin kedua pada bulan
September-Oktober yang diikuti oleh 6 (enam) tim peneliti. Pada
termin pertama penelitian dilaksanakan di Lampung, Simalungun,
Bangka Belitung, Blora, Pekalongan. Sukoharjo, Gombong, Salatiga,
Rawa Pening, Gresik, Jember, Bali, dan Sulawesi Selatan. Sementara
itu, pada termin kedua penelitian dilaksanakan di Sumatera Utara,
Kalimantan Timur, Wonosobo, Kebumen, Boyolali dan Sulawesi
Tenggara.

PPPM-STPN mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga
kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan
ini sejak proses penyiapan sampai dengan pelaporan kegiatan.
Penghargaan setinggi-setingginya juga disampaikan kepada semua
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narasumber/Tim Evaluasi Penelitian yang telah membimbing dan
mendampingi proses penelitian ini awal sampai akhir, kepada: Prof.
Sjamsir Mira, Prof. Dr. PM Laksono, Prof. Dr. Hadi Sabari Yunus,
M.A,, Prof. Sudjito, S.H., M.Si. serta Tim Evaluasi Penelitian (TEP)
dari internal STPN: Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S., Dr. Sutaryono,
M.Si., Dr. Senthot Sudirman, M.S., Dr. Ir. Tjahjo Arianto, S.H.,
M.Hum., dan Dr. Valentina Arminah, M.Si. Semua kontribusi dan
jerih payah yang diberikan adalah bagian yang terus diharapkan
untuk bisa meningkatkan kualitas penelitian strategis PPPM STPN.
Ucapan terima kasih juga diberikan untuk kerja keras semua staf
PPPM STPN yang telah mendukung dan menjadi bagian keseluruhan
proses yang telah berjalan. Semoga laporan ini benar-benar bisa
dimanfaatkan dalam pengembangan keilmuan secara khusus bagi
internal STPN dan secara umum juga diharapkan dapat ber-
kontribusi bagi berbagai pihak.

Yogyakarta, Desember 2013

Kepala PPPM

Pengantar Penyunting
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Dinamika Pengelolaan Tanah Adat
di Kabupaten Gianyar dan Bangli
Provinsi Bali

Oleh:
IG Nyoman Guntur, Yahman, dan Widhiana H Puri

A. Pendahuluan

Tanah lebih dari sekedar jiwa, ia adalah filosofi hidup, harga diri,
penjelajahan ke masa lampau serta arah ke depan seseorang atau
masyarakat. Berdasarkan sejarah peradaban manusia, diketahui
bahwa sejak manusia hidup menetap dengan bercocok tanam maka
pemilikan dan penguasaan tanah menjadi masalah yang sangat
mendasar. Tanah mempunyai fungsi pokok menunjang kehidupan
manusia. Mengingat pentingnya fungsi tanah,' pembentuk Undang-
undang Pokok Agraria (UUPA) berharap dapat mewujudkan apa
yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu
kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan
menggariskan pentingnya pengaturan pemilikan dan pemanfaatan
tanah (Pasal 2 ayat (2) UUPA).

Singkatnya, masalah agraria (pertanahan) itu kompleks karena
aktivitasnya merupakan jaringan hubungan antar manusia. Masalah
ini masih perlu diamati secara terus menerus karena dampak
modernisasi menciptakan perubahan-perubahan dalam kehidupan

1 Perhatikan Tara Wiguna, I Gusti Ngurah, 2009, Hak-Hak Atas Tanah Pada Masa Bali
Kuna Abad X — XI Masehi, Udayana University Press, Bali, hal. 1.
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masyarakat. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta
pesatnya pembangunan industri dan sarana pendukungnya, praktis
akan membutuhkan tanah luas, berdampak mempersempit luas
tanah pertanian, dan pada gilirannya akan mempercepat transfor-
masi fungsi tanah. Dalam kehidupan masyarakat Bali di masa lalu,
tanah? bersifat magis-religius bahkan kadang-kadang disakralkan,
berfungsi untuk mencukupi kebutuhan bersama masyarakat.
Namun di era globalisasi saat ini, tanah menjadi “komoditi ekonomi”
yang mempunyai nilai sangat tinggi.

Saat ini pemilikan tanah cenderung dapat di persamakan
dengan sumber daya ekonomilain dimana tanah menjadi komoditas,
sehingga merupakan akar terjadinya krisis ekonomi dalam masya-
rakat. Dalam kepemilikan mutlak, si pemilik dapat melakukan
apapun yang dia mau tanpa batasan (restriction) atau pengekangan
(restraint).

Pada era penjajahan Belanda, masyarakat Bali sudah mulai
mengalamimasalah pertanahan, misalnya diabaikannya keberadaan
tanah adat dan pola kepemilikan tanah mulai bergeser dari per-
spektif sosial ke individu. Setelah Pemerintah Republik Indonesia,
muncul harapan bagi pengakuan hak atas tanah adat. Hanya dalam
realitasnya pemerintah “menggantungnya” karena tanah adat hanya
diakui apabila masih ada, serta pelaksanaannya tidak bertentangan
dengan undang-undang yang lainnya.

Ketidakjelasan atau menggantungnya keberadaan tanah adat
(tanah ulayat), karena lembaga hak ulayat tidak akan ditur dan
UUPA juga tidak memerintahkan untuk mengaturs, namun secara
konstitusional eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak
ulayatnya diakui dan dilindungi sebagaimana amanat Pasal 18 B

2 Menurut Oloan Sitorus, 2004, dalam Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah,
Yogyakarta, Cetakan Perdana, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, dinyatakan bahwa
falsafah yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konseptual komunalistik
religius, karena dalam konsep hukum adat kehidupan individu dipandang sebagai
kehidupan yang terutama diperuntukkan buat mengabdi kepada kehidupan masyarakat;
Lihat juga Supomo, R., 1983, Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum
Adat, Jakarta, Cetakan ke-4, Pradnya Paramita.

3 Lihat Budi Harsono, 1987, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-
undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional,
Jakarta, Djambatan, hal. 252.
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ayat (2) UUD 19454 TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang
Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, maupun
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (UUPA)5. Berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang
dimaksud dengan Desa Pakraman ialah kesatuan masyarakat
hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi
dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara
turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa
yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta
berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sebuah desa pakraman
terdiri atas tiga unsur, yaitu unsur parahyangan (berupa pura atau
tempat suci agama Hindu), unsur pawongan (warga desa yang ber-
agama Hindu), dan unsur palemahan (wilayah desa yang berupa
karang ayahan desa dan karang guna kaya). Persoalannya, Pasal
3 UUPA mengakui adanya hak ulayat sepanjang hak ulayat itu
menurut kenyataannya masih ada. Di Bali, masyarakat desa adat
tidak hanya masih ada tetapi menjadi jantung kehidupan sosial
masyarakat yang turun temurun memiliki harta kekayaan berupa
tanah (palemahan).Keberadaantanah (hakulayat)initermanifestasi
dalam berbagai bentuk kepemilikan/penguasaan dan pemanfaatan
atas tanah oleh persekutuan (krama) tetapi tidak diakui dan tidak
diberikan hak ulayatnya oleh Pemerintah. Bagi masyarakat adat
Bali, keadaan ini menimbulkan kegamangan berkepanjangan yang
seringkali berujung konflik. Konflik tersebut menyangkut tanah
adat, baik antara krama (warga) desa pakraman dan desa
pakraman maupun antara desa pakraman dan institusi Pemerintah
untuk kepentingan pembangunan.

4 Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

5 Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam
Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat
hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan
peraturan-peraturan yang lebih tinggi”.

11



PPPM - STPN Yogyakarta

Penelitian ini terinspirasi oleh pengelolaan tanah adat dalam
perkembangan pengaturan hukum agraria nasional. Studi tentang
tanah adat khususnya di Provinsi Bali telah ada dan cukup beragam.
Di tahun 2008 telah ada penelitian yang menegaskan keberadaan
tanah-tanah ulayat di Bali, yang dibedakan menjadi: a) Druwe
Desa, b) Pelaba Pura, c¢) Pekarangan Desa, dan d) Ayahan®.
Penelitian ini hanya menunjukkan pengklasifikasian tanah adat
serta pola keberadaannya yang dilekati hak adat. Penelitian lain
dilakukan oleh I Made Suwitra di tahun 2010 menunjukkan
kecenderungan munculnya konflik akibat adanya peralihan/
konversi tanah adat Bali berdasarkan UUPA.” Juga ada beberapa
penelitian lain di beberapa lokasi di Indonesia seperti Kabupaten
Lebak Banten, Kabupaten Kampar, Riau maupun di lokasi lain yang
dikaji berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang mengaturnya.®
Penelitian-penelitian tersebut menjadi bekal dan pijakan yang
cukup bagi peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam.
Pemahaman yang komprehensif dan lengkap akan membantu
menemukan celah permasalahan yang perlu dikaji dan dianalisis
dalam melihat perkembangan pengelolaan tanah adat di Bali
khususnya dalam kerangka antisipasi tuntutan hukum tanah
nasional yang tidak cukup mengakomodir kepentingan hukum
adat.

B. Pengelolaan Tanah Adat Bali

Pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat, sampai saat ini
otoritas pertanahan terlihat masih gamang atau belum tegas.
Ketidaktegasan pengaturan atau pengelolaan tanah ulayat ini di-
sebabkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menyatakan bahwa

6 S.Hendriatiningsih, A. Budiartha, dan Andri Hernandi, Masyarakat dan Tanah Adat di
Bali, Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali; Jurnal Sosioteknologi Edisi 15
Tahun 77, Desember 2008, hal. 523

7 Suwitra, I Made, 2010, Dampak Konversi dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat
di Bali, Artikel Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar No.
1 Vol. 17 Januari 2010: hal 103-118

8 Lihat Laporan hasil Penelitian Strategis Julius Sembiring, dkk, 2007, Penguasaan
Tanah Ulayat Suku Baduy, Kabupaten Lebak di Provinsi Banten, STPN dan 2008, op.
cit., tidak diterbitkan.
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pelaksanaan kewenangan pengelolaan negara atas hak ulayat dapat
dilimpahkan pada masyarakat hukum adat setempat, dengan suatu
syarat yaitu sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan
pengelolaannya sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara
Demikian juga masyarakat desa adat (desa pakraman)? di Bali,
ditinjau dari aspek pemilikan dan penguasaan tanahnya terdapat
masyarakat yang memiliki tanah secara individual dan atau
kepemilikan secara komunal (bersama) yang disebut tanah adat°.
Tanah adat berada di bawah kekuasaan masyarakat hukum adat,
yang tunduk pada ketentuan hukum adat dan bukanlah milik
perseorangan tetapi milik kaum, suku, atau desa. Dapat dikatakan,
tanah adat di Bali merupakan tanah milik desa adat? (desa
pakraman) yang pengaturannya atau pemanfaatannya disesuaikan
dengan awig-awig* desa adat dan dikelola secara bersama-sama
olehwarga desaadat, yanghasilnya dipergunakan untuk kepentingan
desa adat dan atau warga desa adat itu sendiri. Tanah-tanah adat di
Bali dikenal dengan sebutan “tanah hak atas druwe desa” yang
terdiri dari tanah: 1) pekarangan desa; 2) ayahan desa; 3) laba pura
4) pecatu dan tanah bukti; dan 5) druwe desa®. Adapun pengelolaan
tanah-tanah adat tersebut umumnya sudah diatur dalam awig-awig,

9 Desa Adat pada jaman Bali kuno disebut dengan banwa atau banua; dan pada jaman
Pemerintahan Kolonial Belanda dibentuk desa dinas, maka untuk membedakannya
desa adat selanjutnya disebut desa pakraman (lihat Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2001 tentang Desa Pakraman). Desa Pakraman ini, merupakan suatu bentuk masyarakat
hukum adat yang memiliki tradisi dan tata krama pergaulan hidup serta falsafah hidup
berupa Tri Hita Karana (parhyangan, palemahan, dan pawongan).

10  Menurut Surpha, I Wayan, 2002, Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali, Pustaka Bali
Post, hal. 23, disebutkan bahwa tanah Adat di Bali, memiliki pengertian yang bersinonim
dengan tanah ulayat, yang bermakna tanah-tanah yang ada sangkut-pautnya dengan
hak ulayat (hak desa, hak persekutuan).

11 Mochtar Naim, 1977, Kedudukan Tanah Adat Dewasa ini, Alumni, Bandung, hal. 4

12 V.E Korn dalam Tara Wiguna, I Gusti Ngurah, 2009, op. cit., hal. 14

13 Awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar
pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana (angka
11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman).
Krama adalah anggota masyarakatnya, sedangkan banjar pakraman adalah kelompok
masyarakat yang merupakan bagian dari desa pakraman.

14  Tanah ulayat di Bali disebut dengan prabumian, baca Boedi Harsono, 1997, op. cit., hal.
180

15 Tara Wiguna, I Gusti Ngurah, 209, op. cit., hal. 16
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baik mengenai perolehan, peralihan, pemanfaatan, pemeliharaan
termasuk pemberian sanksi jika krama melanggar awig-awig.

Karakteristik daerah Bali sangat tampak dari kehidupan Agama
Hindu, adat, dan budaya yang menyatu dalam suasana harmonis
dengan tidak terlepas dari peran serta seluruh komponen serta
warisan suatu prinsip kesatuan masyarakat yang ada jauh sebelum
Indonesia merdeka, yaitu Desa Adat. Hubungan masyarakat desa
adat dengan tanah (pertanian) dapat dalam bentuk dan sifat yang
berkaitan dengan pembagian (land division) dan penggunaan tanah
(land use), status pemilikan/penguasaan hak atas tanah (land
tenure) serta luas atau sempit penguasaan tanah (size of land
holding). Besarnya pengaruh pembagian dan penggunaan tanah
tergantung pada tingkat kemajuan masyarakat.

Sementara itu, kebutuhan ruang untuk memenuhi peningkatan
kebutuhan prasarana fisik dan sosial di masyarakat tidak terelakan.
Jumlah penduduk yang membludak karena faktor kelahiran dan
melonjaknya statistik pendatang, mengakibatkan peningkatan
kebutuhan teritorial yang berkelanjutan dan mau tidak mau harus
diantisipasi. Ini berarti, peranan pembagian dan penggunaan tanah
penting untuk mencegah perebutan tanah serta untuk menjamin
kepastian usaha dan perkembangan masyarakat. Ringkasnya, pe-
nentuan kepemilikan, pembatasan tanah termasuk ketentuan pera-
lihan hak menjadi sangat signifikan untuk dilakukan pengaturan-
nya (awig-awig) dalam suatu komunitas. Hal ini tentunya akan
memberikan batasan dan mencegah terjadinya pensertifikatan
tanah adat menjadi milik pribadi/perseorangan.

Dalam memahami dinamika/perkembangan yang terjadi di
Kabupaten Gianyar dan Bangli Provinsi Bali terhadap tanah adat
ini, dikembangkan kerangka pemikiran yang mengilhami dan men-
jadi dasar kajiannya. Berbagai macam faktor dan unsur yang ber-
pengaruh dan menjadi variabel dalam hal ini diidentifikasi yang
dianalisis sesuai dengan peran dan porsinya dalam menyumbang
dinamika yang muncul pada masa kini.

Berikut kerangka pemikiran yang dipergunakan sebagai dasar
analisis dan kajian:
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Komodikas & Masyarakat Adat Gianyar & Bangli - Pariwisata
omodikasi I:: @ . i
Individualisasi Tanah |0 Aspek Kultur Struktur Sosial o ) ?efsr:r{;}ﬁmi
(Watak dan Jiwa) | (Anatomi/Raga) 9
HTN Gerak/Perubahan Kebij-akan
I ' Masyarakat Pemerintah
Hukum Tanah Adat JL
Hukum Tanah Barat | Pengelolaan
Tanah Adat

Gb. 1. Kerangka Pemikiran

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode kualitatif yang terfokus pada perspektif fungsional. Metode
kualitatif dipilih, karena penelitian ini berupaya memahami kata-
kata tertulis dan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati'®, pandangan hidup komunitas, kultur adat dan tindakannya
serta mendeskripsikannya sehingga diperoleh gambaran dinamika
pengelolaan tanah adat di Bali secara holistik. Pendekatan fungsional
yang digunakan dalam penelitian ini, karena memandang masya-
rakat adat Bali pada dasarnya sama saja dengan suatu organisme,
yang terdiri dari bagian-bagian (kelompok) yang mempunyai peran
atau fungsinya sendiri-sendiri dalam suatu sistem yang saling ber-
hubunganv. Lokasi penelitian di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten
Bangli Provinsi Bali, dipilih sebagai lokasi penelitian dengan
pertimbangan memiliki sumber daya alam yang potensial sebagai
daerah agraris yang handal, keindahan alam yang mempesona para
wisatawan dan dengan kekhasan kultur sosial dan budayanya
menyebabkan kemajuan yang pesat pada sektor pariwisata.

C. Pesona dan Potensi Pertanahan
di Kabupaten Gianyar dan Bangli

Pulau Bali terkenal dengan keunikannya. Predikat sebagai Pulau
Dewata memang layak disandang. Pada tiap sudut menurut tatanan

16  Moleong, Lexy J. 2010, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,
hal.4

17 Lihat Bahrein T. Sugihen, 1997, Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar), PT Raja
GrafindoPersada, Jakarta, hal. 62-63.
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nilai yang ada di Bali terdapat banyak pura, tempat suci yang me-
refleksikan sembah sujud kepada berbagai manifestasi dan fungsi-
nya. Keunikan dan keramahan penduduk Bali menjadikan pulau ini
sebagai daerah tujuan wisata internasional.

Kabupaten Gianyar sebagai salah satu kabupaten dari 9
(sembilan) Kabupaten/ Kota di Bali, oleh banyak kalangan dikenal
sebagai “roh”nya Bali. Terletak antara 08° 18’48” - 08° 38'58”
Lintang Selatan 115° 13’29” - 115° 22°23"” Bujur Timur kabupaten ini
berbatasan dengan Kabupaten Badung dan Kota Denpasar disebelah
Barat. Kabupaten Bangli di sebelah Utara, Kabupaten Bangli dan
Klungkung di sebelah Timur serta selat Badung dan Samudra
Indonesia di sebelah Selatan. Luas Kabupaten Gianyar 36.800
Hektar atau 6,53% dari luas Bali secara keseluruhan.

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Dilihat dari luas wilayahnya, pada dasarnya Kabupaten Gianyar
tidak mengalami perubahan wilayah, hanya sebagai konsekuensi
dari pesatnya pembangunanan telah terjadi perubahan penggunaan
tanah. Perubahan terjadi dari tanah sawah menjadi tanah kering
seperti bangunan tempat tinggal, art shop/toko, jalan, serta pra-
sarana fisik lainnya. Tanah nonpertanian terluas adalah berupa
perumahan (termasuk pekarangan) yaitu 12,50% dan bangunan
atau sarana untuk keperluan akomodasi wisata yaitu 1,25% yang
tersebar merata hampir di semua wilayah kecamatan.

Berdasar hasil Sensus penduduk Tahun 2000 tercatat jumlah
penduduk di Gianyar adalah 393.155 jiwa, meningkat menjadi
428.969 jiwa berdasar hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.Dari
jumlah penduduk hasil sensus Tahun 2010 tersebut menunjukkan
bahwa sebagian besar yaitu 419.971 jiwa penduduknya beragama
Hindu (lihat Tabel 2)

Tabel 1
Jenis Penggunaan Tanah di Kabupaten Gianyar
Tahun 2012
No | Penggunaan Tanah Luas (Ha) Persentase (%)
1. Pertanian: 30.865 84,65
a. | Sawah 15.622 42,84
b. | Tegalan 6.446 17,68
c. Perkebunan 611 1,68
d. | Kebun Campuran 6.949 19,06
e. | Belukar 1.153 3,16
f. Perikanan 84 0,23
2. | Non-Pertanian: 5.157 14,14
a. | Perumahan/Pekarangan 4.556 12,50
b. | Tempat Ibadah 111 0,30
c. | Akomodasi Wisata 457 1,25
e. Kuburan 33 0,09
3. | Perairan 40 0,11
4. | Lain-lain 399 1,10
Jumlah 36.461 100,00

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, 2013
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Tabel 2
Penduduk dan Tempat Ibadah di Kabupaten Gianyar,
Tahun 2010
No |Agama Pemeluk Agama | Tempat Ibadah
(orang) (buah)
1 Hindu 419.971 3.766
2 Budha 1.023 1
3 Islam 7.431 17
4 Protestan dan Katolik 554 12
Jumlah 428.969 100

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gianyar, Tahun 2010.

Peranan Lembaga Adat sangat besar artinya bagi kelestarian
perkembangan agama Hindu serta kepentingan kedinasan dan
stabilitas sehingga perlu dipertahankan keberadaannya. Jumlah
desa adat 271 buah, banjar adat 570 buah dan organisasi Subak
(sawah dan tanah kering) berjumlah 575.

Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten di Bali yang
tidak memiliki wilayah pantai. Secara administratif Kabupaten

18  Badan Pusat Statistik Kab. Gianyar, Tahun 2011
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Bangli terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan yaitu: Susut, Bangli,
Tembuku dan Kintamani. Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah
52.081 hektar atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666
hektar).

Dilihat dari jenis penggunaan tanahnya, sebagian besar ber-
turut-turut berupa pertanian tanah kering (tegalan dan kebun
campuran), hutan negara dan perkebunan, sedangkan yang terkecil
adalah sawah dan hutan rakyat (lihat Tabel 3). Pemanfaatan sawah
hanya terdapat di Kecamatan: Bangli, Susut, dan Tembuku sedang-
kan Kecamatan Kintamani didominasi pemanfaatan hutan, tegalan
dan kebun.

Tabel 3
Jenis Penggunaan Tanah di Kabupaten Bangli

No Penggunaan Tanah Persentase (%)
1 Tegalan/kebun campur 45,55

2 Hutan negara 17,94

3 Perkebunan 14,52

4 Permukiman dan pekarangan 6,38

5 Lahan kering 5,84

6 Persawahan 5,55

7 Hutan rakyat 4,22

Jumlah 100

Sumber: Data resmi Pemerintah Kabupaten Bangli, Tahun 2007

Bersumber dari amanat UUD 1945 tersebut, kemudian ditetap-
kan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-undang ini:

“Desa (atau yang disebut dengan nama lain), adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul “dan adat istiadat setempat” yang diakui dan

dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.

Berdasarkan undang-undang tersebut, secara umum untuk
seluruh wilayah Indonesia ditetapkan desa sebagai organisasi
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Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Hanya penerapan
undang-undang ini khususnya di Bali, tidak menimbulkan per-
ubahan yang fundamental terhadap Pemerintahan Desa Adat yang
selama ini berperan dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri,
khususnya dalam menata dan membina kehidupan masyarakat
Desa Adat, maupun dalam proses pembangunan. Di Bali terdapat
dua jenis pemerintahan desa yaitu desa dinas dan desa adat. Desa
dinas mengurus sisi administrasi penduduk, sedangkan desa adat
menyangkut adat istiadat, budaya dan agama krama.

Ringkasnya, di Bali disamping terdapat Pemerintahan Desa
(disebut Desa Dinas) sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan
Negara RI, yang bertugas mengurus masyarakat (warga) sebagai-
mana amanat UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, juga terdapat
Pemerintahan Desa Adat (selanjutnya disebut Desa Pakraman)
yang yuridiksinya dapat sama dan atau berbeda.

Keberadaan Desa Pakraman (disamping Desa Dinas) tersebut,
dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa dalam penyelenggaraan
otonomi daerah sesuai dengan asas desentralisasi diarahkan pada
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan
dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman
daerah yang menghormati kesatuan masyarakat hukum yang mem-
punyai hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal ini sejalan dengan
amanat dalam Pasal 18 B ayat (1) dan (2) UUD 1945, sebagai bentuk
pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang ber-
sifat khusus dan istimewa perlu diatur dalam undang-undang.
Eksistensi Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat Hukum
Adat di Bali yang masih hidup dan telah mengakar dalam kehidupan
masyarakatnya perlu dipelihara, dibina, dilestarikan sehingga tetap
utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketata-
negaraan dan perkembangan pembangunan nasional.

Dalam rangka pelestarian dan peningkatan Desa Pakraman
dalam pembangunan, maka telah dilakukan penataan kembali ter-
hadap kedudukan, fungsi, dan peranan Desa Pakraman sebagai
kesatuan masyarakat hukum Adat di Provinsi Bali dengan ditetap-
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kannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001
tentang Desa Pakraman. Demikianlah keberadaan Desa Adat di
Bali, awalnya disebut banwa atau banua, dan ketika Pemerintah
Kolonial Belanda membentuk desa dinas, kemudian untuk mem-
bedakannya, banua disebut desa pakraman. Menurut Pasal 1 angka
4 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001:
“Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi
Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan
hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan
Kahyangan Tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah

tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah
tangganya sendiri”.

Mengacu pada pengertian tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur
utama Desa Pakraman yaitu: 1) adanya sekelompok orang (disebut
“Krama Desa”), yang terikat oleh; 2) adanya tatanan hukum adat
(disebut “awig-awig”), dan 3) adanya lingkungan tempat hidup
berupa “tanah druwe”. Kesatuan masyarakat (warga bersama) ini
mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi)
bersumber dari hukum adat. Hukum yang berlaku dalam suatu
masyarakat sangat dipengaruhi oleh tatanan masyarakatnya, se-
hingga perlu diselidiki sifat dan susunan badan-badan masyarakat
dalam kesehariannya. Demikian juga di Bali, dikenal bentuk-bentuk
masyarakat hukum adat yang sampai hari ini masih diakui keber-
adaannya secara yuridis atau sosiologis.

Desa Pakraman sebagai desa dresta merupakan suatu kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki warga (krama) tertentu, wilayah
(palemahan) tertentu, dan pengurus (prajuru). Prajuru merupakan
unsur pengurus dan unsur pimpinan sekaligus pelaksana-pelaksana
program di masing-masing desa pakraman. Struktur organisasi
desa pakraman terdiri dari Bendesa Adat, Petajuh, Penyarikan
(sekretaris, terkait administrasi), Petengan dan Baga-baga.
Wilayah desa pakraman yang luas dibagi menjadi beberapa banjar
(banjar diketuai oleh Kelihan Banjar). Untuk wilayah banjar yang
luas, dibagi menjadi beberapa kelompok wilayah tempat tinggal
(diketuai oleh Kelihan Tempek).
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Dalam rangka membina adat istiadat dan budaya termasuk
melestarikan tanah adat di Bali, maka dibentuk majelis desa
pakraman yaitu: 1) Majelis Utama di tingkat provinsi, disebut
MUDP (Majelis Utama Desa Pakraman); 2) Majelis Madya di
kabupaten/kota, disebut MMDP (Majelis Madya Desa Pakraman);
dan Majelis desa di kecamatan, disebut MDP (Majelis Desa
Pakraman). Majelis-majelis ini dibentuk melalui paruman yaitu
paruman adat di tingkat desa pakraman, paruman madya di
tingkat kabupaten/kota, dan paruman agung tingkat provinsi.
Forum paruman ini mempunyai kedaulatan tertinggi dalam meng-
ambil suatu putusan. Tugas utama majelis ini adalah untuk meng-
ayomi adat-istiadat, sebagai mediator dalam menyelesaikan suatu
masalah adat, melaksanakan keputusan paruman, melakukan
penyuluhan adat istiadat dan sebagainya

Hukum keluarga yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat
dipengaruhi oleh sistem kekeluargaannya. Sistem kekeluargaan
pada prinsipnya merupakan suatu cara untuk menarik garis
keturunan, menjadi inti yang mempengaruhi bidang-bidang hukum
perkawinan dan waris, menentukan bagaimana bentuk-bentuk per-
kawinan serta siapa yang berstatus sebagai pelanjut keturunan dan
menjadi ahli waris dalam keluarga. Sistem kekeluargaan di
Indonesia sangat beragam, dan yang berlaku di Gianyar adalah
sistem kekeluargaan Patrilinial khusus ke Purusa Poros.

Dalam hukum (pewarisan) adat Gianyar dan Bangli, pada
prinsipnya berlaku asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
baik kewajiban material maupun immateriil. Artinya ahli waris
adalah penyandang hak sekaligus kewajiban. Ahli waris yang men-
dapatkan hak dari pewaris hanyalah purusa poros atau laki-laki,
sedangkan perempuan bukan pewaris kecuali perempuan nyentana
(dapat berstatus atau dijadikan sebagai purusa), baru sebagai pe-
waris. Sistem pewarisan umumnya kolektif atas nama ahli waris,
sehingga dalam jual beli selalu ijin semua ahli waris. Warisan tanah
ayahan desa (PKD atau AyDs) yang pemilikannya oleh desa
pakraman dan dikuasai secara bersama oleh ahli waris laki-lak baik
laki-laki tertua atau termuda. Sedangkan kewajiban yang bersifat
material meliputi kewajiban pemeliharaan timbal balik antara anak
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dengan orang tua, baik ketika orang tua masih hidup atau setelah
meninggal. Kewajiban yang bersifat immateriil, meliputi tanggung
jawab terhadap kelangsungan tempat suci (sanggah, merajan)
tempat para roh leluhur disemayamkan. Pengabaian terhadap
kewajiban-kewajiban tersebut dapat menyebabkan gugurnya hak
(termasuk hak atas tanah ayahan desa) seseorang sebagai ahli waris.

D. Pengakuan Tanah Adat (Milik)
Desa Pakraman yang Belum Tuntas

Salah satu prinsip yang diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor
IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam adalah mengakui, menghormati, dan melindungi
hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas
sumberdaya agraria/sumberdaya alam. Pengaturan hak ulayat
secara organik terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan dalam
UUPA ini menegaskan bahwa bagi persekutuan hukum adat yang
hak ulayatnya masih eksis diakui namun pelaksanaannya di-
modifikasi atau dibatasi disesuaikan dengan kepentingan nasional
dan negara. Selain pembatasan tersebut, Budi Harsono juga mem-
perkirakan kekuatan hak ulayat cenderung berkurang dengan
semakin kuatnya hak pribadi (warga atau anggota masyarakat
hukum adat) atas bagian-bagian tanah-ulayat yang dikuasai, se-
hingga hak ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak me-
merintahkan untuk mengaturnya. Bahkan lebih ekstrim lagi
Abdurrahman, berpendapat bahwa terdapat kebijakan pemerintah
agar hak ulayat secara berangsur-angsur (atau diam-diam) dimati-
kan, sehingga akhirnya akan lenyap sendiri sebagai akibat perubahan
situasi yang diciptakan oleh Pemerintah sendiri. Sebagai wujud
pengakuan terhadap hak ulayat, Provinsi Bali telah menetapkan
Perda No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman selanjutnya
disebut Perda Desa Pakraman. Berdasarkan Perda tersebut, dapat
dikatakan bahwa eksistensi hak ulayat masyarakat adat diakui,
termasuk pengakuan hak ulayat masyarakat desa pakraman di Bali
karena telah memenuhi tiga syarat yang diatur dalam Peraturan
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Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
5 Tahun 1999 yaitu: 1) adanya sekelompok orang -sebagai warga
bersama- yang disebut “Krama Desa”, yang terikat oleh; 2) adanya
tatanan hukum adat yang disebut “awig-awig”, dan 3) adanya
lingkungan tempat hidup berupa “tanah druwe” yang terdiri dari
tanah Catu, tanah Ayahan Desa, tanah pura (laba pura), dan tanah
bukti.

Salah satu hak yang mendasar (basic right) bagi desa pakraman
adalah hak ulayat atas tanahnya. Hak ulayat atas tanah itu sekaligus
mencakup hak atas hutan (desa) di atasnya, dan hak atas isi bumi
yang dapat digali secara adat oleh warganya. Hak kedua yang men-
dasar adalah hak masyarakat desa untuk bersama-sama mengatur
dan mengurus kepentingan dirinya sendiri. Melalui lembaga
(institution) paruman, krama desa bersama-sama membuat awig-
awig yang bermanfaat bagi krama desa pakraman.

Menurut Pasal II ayat (1) Bagian Kedua Ketentuan-ketentuan
Konversi UUPA, dinyatakan bahwa:

“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau

mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang

disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai
berlakunya undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik,
yasan, andarbent, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand

Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas

bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga

yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam

pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenubhi
syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21”.

Berdasarkan ketentuan konversi UUPA tersebut dapat dijelaskan
bahwa:

1. Hak atas druwe dan atau hak atas druwe desa diakui sebagai
salah satu hak atas tanah;

2. Haksebagaimana angka 1 di atas, merupakan kategori hak lama
karena ada sebelum berlakunya UUPA, namun status (nama)
hak atas tanahya belum sesuai dengan jenis-jenis hak atas tanah
yang diatur dalam Pasal 16 UUPA,;
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3. Hak sebagaimana angka 1 di atas, memiliki kewenangan
sebagaimana atau yang mirip hak milik (sebagaimana dimaksud
Pasal 20 ayat (1) UUPA;

4. Penyesuaian (sering disebut dengan konversi) status hak atas
tanah dari hak lama sebagaimana dimaksud angka 2 menjadi
hak baru sebagaimana tersebut angka 3, sudah terjadi sejak 24
September 1960 (sejak mulai berlakunya UUPA); Artinya
konversi hak atas druwe dan atau druwe desa menjadi hak
milik secara hukum (menurut undang-undang dalam hal ini
UUPA itu sendiri) telah terjadi sejak berlakunya UUPA;

5. Dalam rangka penyesuaian nama hak (sebagaimana angka 2)
lama tersebut menjadi hak milik (sebagaimana angka 3) perlu
adanya suatu penegasan oleh Menteri Agraria (sekarang Kepala
BPN RI). Penegasan ini diperlukan terkait dengan pendaftaran
hak milik atas tanah dimaksud, yaitu untuk memastikan bahwa
pemilik (subyek hak) memenuhi syarat sebagai subyek hak
milik.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa eksistensi tanah druwe
desa merupakan suatu fakta karena dilihat dari unsur wilayah
(obyek) tanah ulayat, masyarakat adat (krama adat) serta awig-
awig masing-masing desa pakraman di Gianyar maupun Bali pada
umumnya, dalam kenyataannya ada (lihat bahasan di atas). Oleh
karena faktanya tanah druwe itu ada, semestinya tanah druwe desa
pakraman dimaksud “sudah dikonversi menjadi Hak Milik”
sebagaimana ketentuan UUPA di atas. Untuk pengkonversian dari
hak-hak yang disebut dalam Pasal II Ketentuan Konversi UUPA
dimaksud, diperlukan tindakan penegasan: 1) mengenai yang mem-
punyainya, untuk memperoleh kepastian apakah akan dikonversi
menjadi hak milik atau tidak, dan 2) mengenai peruntukan tanah-
nya, jika ternyata konversinya tidak bisa menjadi hak milik.
Penegasan tersebut diperlukan karena konversi dari pada hak ter-
sebut di atas disertai syarat-syarat yang bersangkutan dengan status
yang empunya dan sifat penggunaan tanah pada tanggal 24
September 1960. Dengan demikian, seandainya tanah druwe desa
pakraman tersebut dikonversi menjadi hak milik, pertanyaannya

24

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

adalah sampai saat ini desa pakraman belum ditunjuk sebagai
subjek hukum yang dapat mempunyai hak milik sebagaimana Pasal
21 ayat (2) UUPA jo. PP 38 Tahun 1963. Kenyataannya sampai saat
ini, belum ada regulasi lanjutan dalam pendaftaran terhadap tanah
ulayat, termasuk tanah druwe desa pakraman, untuk memperjelas
keberadaan dari aspek kewenangan serta subyeknya. Belum jelas
siapa subyeknya dan sejauh apa kewenangan terhadap obyek (tanah
druwe desa)? Sedangkan secara de facto desa adat mempunyai
(druwe) tanah sebagai satu kesatuan wilayah (pelemahan). Masih
ada hak menguasai desa adat.

Ringkasnya, pengaturan tentang konversi hak tanah druwe dan
atau druwe desa sudah ada dalam ketentuan konversi UUPA, selain
konversi bekas hak barat dan hak adat pada umumnya. Namun
peraturan pelaksanaan dari UUPA tidak dijumpai adanya aturan
khusus tentang penguasaan tanah bersama (tanah komunal) oleh
desa pakraman yang diatur dalam hukum adat (awig-awig). Jadi
masih terdapat kekosongan/kekaburan norma dalam UUPA, ter-
utama regulasi pengakuan dan perlindungan dalam bentuk pen-
daftaran hak-hak atas tanah-tanah adat (druwe desa pakraman)
sebagai tanah komunal. Hal inilah yang merupakan salah satu sebab
otoritas pertanahan di Provinsi Bali mengalami kesulitan/ke-
gamangan dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah druwe desa
pakraman (tanah komunal/tanah ulayat) yang ada di Bali.

Dalam rangka mengatasi kevacuman regulasi pendaftaran ter-
hadap tanah druwe desa tersebut, diterbitkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 556/DJA/1986 tanggal 24 September 1986
yang menentukan bahwa tanah ulayat (tanah druwe desa) yang
berupa Laba Pura dapat disertipikatkan menjadi Hak Milik. Dalam
hal ini subyek haknya adalah Pura. Masalahnya, bagaimana tanah
adat yang lain (selain laba pura), belum ada kepastian secara
hukum; masih menggantung. Ketidakjelasan lembaga tanah adat
tersebut pernah menjadi masalah, yaitu dengan disertipikasi
(konversi). Konversi tanah AyDs dan tanah PkD (sebanyak 5 bidang)
menjadi HM pribadi warga masyarakat di Desa Tamanbali, Bangli
melalui Prona Tahun 1985/1986, di Desa Kemenuh Gianyar,
Kelurahan Kubu, dan Kelurahan Cempaga, terdapat lahan basah
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(tanah AyDs) yang pernah disertipikatkan. Resikonya, ada AyDs
jika dibankkan pihak bank tidak mau karena terkait AyDs milik
adat. Konversi menjadi milik individu tersebut, dimungkinkan
karena kurang pahamnya mengenai konsep tanah adat/tanah
ulayat (tanah druwe desa adat), sebagaimana Pasal II Ketentuan
Konversi UUPA. Dalam ketentuan tersebut tanah druwe desa dapat
dikonversi menjadi HM. Masalahnya, siapa subjek haknya. Memang
dalam proses konversi dilakukan penegasan tentang subyeknya.
Artinya jika subyeknya memenuhi syarat sebagai subyek HM, maka
tanah druwe dimaksud dapat dikonversi menjadi HM. Desa adat
dalam hal ini, tampaknya belum memahami implikasi adanya
konversi tanah AyDs menjadi tanah HM individu penuh, dan saat
ini baru sadar, karena AyDs pada dasarnya nutug (mengikuti) pada
ayahan. Artinya segala keperluan bahan upakara dan upacara
keagamaan biasanya berasal dan dihasilkan dari tanah AyDs yang
disebut teba atau sebagai sumber bahan kebutuhan pokok jika
tanah AyDs berupa tanah sawah.

Ketentuan konversi UUPA, di satu sisi ditujukan untuk jaminan
kepemilikan tanah, terutama ditujukan pada mereka yang memiliki
tanah secara turun temurun (warisan) tanpa adanya bukti ke-
lengkapan surat atau dokumen legal, namun di sisi lain dapat mem-
pengaruhi kepemilikan tanah-tanah yang secara tradisional masih
berstatus dimiliki secara komunal. Efek lain adalah tugas masyarakat
dan agama dalam bentuk “ayahan” yang melekat pada tanah
sebelum diubah menjadi milik pribadi, maupun pembagian tanah
secara tradisional akan menjadi berkurang dan kemungkinan akan
membahayakan penduduk desa itu sendiri.

Tanah adat sebagai hak kepunyaan (milik) bersama dari masya-
rakat adat dipandang sebagai tanah bersama yang merupakan
anugerah dari suatu kekuatan gaib, sehingga semua hak perorangan
bersumber dari tanah bersama tersebut. Implementasi konsep
komunal religius akan sangat nyata dapat disaksikan terhadap
status tanah adat yang dikuasai oleh individu sebagai krama desa
adat. Diakui atau tidak hubungan antara tanah dengan adat sangat
kuat, tidak mungkin untuk dipisahkan, misalnya mencangkul,
slamatan, menjelang Nyepi ada ritualnya. Tanah-tanah adat sebagai
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tanah ulayat di sini merupakan tanah bersama yang dikuasai dan
dimiliki oleh desa adat secara komunal

Sifat menonjol dan khas (universal) dari tanah milik bersama
yang dikuasai secara individu adalah adanya kewajiban “ngayah”
yang selalu melekat pada bidang tanah adat tersebut. Jadi semacam
belakunya “asas perlekatan” (bukan asas pemisahan) antara bidang
tanah dengan kewajiban ngayah pada desa adat setempat.

NGAYAH

Pribadi Kelompok/Komunitas
(& Keluarga) (Desa Adat)

Re—

TANAH ADAT

Gb. 2. Skema Pengaturan Tanah Adat

Ketentuan adat ini tentunya dapat dimaknai bahwa tanah yang
diberikan (dibagikan) pada krama adat pada hakekatnya memang
dapat digunakan untuk: pertama, tidak semata-mata sebagai
sumber penghidupannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup
pribadi dan keluarga krama adat, misalnya digunakan sebagai
tempat tinggal (rumah), tempat beraktivitas (sawah, tegalan, kebun
dan sebagainya); kedua, tetapi juga harus digunakan untuk keber-
langsungan lembaga adat itu sendiri berupa kewajiban “ngayah”
pada desa adat setempat.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan adat ini adalah:

1. Tanah hanya dapat dipunyai/dikuasai untuk digarap oleh
krama desa adat setempat; Pendukung/krama diberikan aset
(tanah) yang hasilnya digunakan untuk memelihara, mengem-
bangkan, dan memperbaiki kayangan tiga. Sehingga seluruh
tanah dibagikan pada masyarakat/krama. Tanah-tanah yang
ada dalam wilayah (wewengkon) desa adat merupakan druwe
(n) desa, kecuali tanah pribadi. Konsep druwe ini, tanah-tanah
adat sebagai tanah ulayat ada dalam kekuasaan desa adat,
konsekuensinya muncul wewenang untuk mengurus dalam arti
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memelihara dan memimpin peruntukannya, juga secara
langsung memanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti
untuk setra, pasar desa, atau balai desa.

Penggarapan tanah lahir karena pengakuan krama adat (desa
pakraman) melalui paruman adat. Perolehan/penguasaan
tanah awalnya karena pembagian, dan sifatnya dapat diwariskan
sepanjang tanah dimanfaatkan, dikelola, dan dirawat dengan
baik, serta tidak diabaikannya kewajiban ngayah pada desa
adat sesuai awig-awig.

Berakhirnya penguasaan/penggarapan tanah, berarti berhenti-
nya pengakuan krama adat atas hak orang yang bersangkutan,
sekaligus berhentinya kewajiban ngayah pada adat. Ciri khas
hak adat ini yakni tiadanya kekuasaan untuk memindahkan
tanah. Menurut penjelasan Pasal 9 ayat (3) Perda Desa
Pakraman, harta kekayaan desa termasuk pekarangan desa,
tanah desa/ayahan desa. Untuk lestarinya desa adat, dilarang
bagi krama desa untuk menjual atau memindahtangankan,
karena tanah tersebut diikuti kewajiban (ayahan) terhadap
desa. Oleh karena itu, peralihan tanah adat pada prinsipnya
dilarang, sehingga:

a) dijual belikan pada bukan orang Bali tetapi tidak ngayah,
ini yang dihindari (dilarang), utamanya tanah PkD yang
selain terdapat bangunan rumah tempat tinggal juga ter-
dapat beberapa bangunan tempat melakukan ritual ke-
agamaan yang sifatnya sakral (magis) seperti merajan,
sanggah, dan sebagainya. Merajan pada hakekatnya me-
rupakan tempat memuja rohnya para leluhur dalam
keluarga tersebut sehingga tidak mungkin untuk dijual.
Artinya, jika tanah pekarangan (PkD) dijual/dipindah-
tangankan berarti juga akan menjual leluhur keluarga yang
bersangkutan. Dapat saja bangunan merajan tersebut tidak
dijual (dipindahkan), hanya saja untuk memindahkan
bangunan merajan memerlukan biaya yang sangat besar,
baik biaya untuk pelaksanaan pembongkaran, peng-
angkutan, dan membangun kembali, serta yang juga lebih
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besar yaitu biaya pelaksanaan ritual pembongkaran dan
pembangunan kembali merajan.

b) peralihan harus ada penukarnya (melalui tukar menukar);
Artinya tanah adat dapat saja dialihkan asalkan pemilik
tanah yang baru juga menggantikan kewajiban ngayah pada
desa adat;

¢) jika pembeli berasal dari krama adat yang sama, maka
kewajiban ngayah hanya satu. Demikian juga jika seseorang
yang membeli tanah ditempat lain tidak ‘negen duo’, tidak
wajib terkena kewajiban adat, karena sudah mempunyai
kewajiban di tempat asal.

d) tanah adat hanya mewaris pada anak laki-laki dengan
sistem pewarisan secara kolektif atas nama ahli waris.
Konsekuensinya wajib “penyeledi” (menggantikan) ke-
dudukan ayahnya yaitu ngayah ke adat; Terkait sistem
pewarisan menganut patrilinial khusus ke purusa poros,
perempuan dapat berstatus sebagi purusa. Konsep purusa,
wanita kawin harus ikut laki-laki atau ke purusa, dan wajib
bertanggungjawab pada kewajiban keluarga.

e) jika anak pindah “agama”, berakibat anak tidak boleh
menerima warisan dari orang tuanya, karena dia tidak
ngayah maka tidak menerima waris.

f) jika keluarga tersebut tidak mempunyai pewaris laki-laki
(putung), maka tanah kembali pada desa adat, selanjutnya
dimusyawarahkan (perarem) untuk memutuskan siapa
yang mau menempati, ditawarkan pada krama;

Tanah yang dikuasai/digarap bukan milik pribadi, maka tanah
adat tidak boleh disertipikatkan menjadi atas nama individu/
privat. Penguasaan krama atas tanah PkD dan AyDs dilakukan
secara individu (layaknya milik sendiri) karena bersifat turun
temurun, artinya hak penguasaan desa akan muncul kembali
jika tanah adat yang dikuasai diterlantarkan atau dicabut. Oleh
karena itu setiap individu secara pasti selalu ingin menjalin
hubungan secara baik dengan banjar atau desa adatnya sebagai
persekutuannya.
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Agar eksis AyDs dan PkD maka jangan bayar pajak, sehingga
tidak dapat disertipikatkan. PkD disertipikatkan, otomatis ikatan ke
desa adat lepas, rasa kegotongroyongan, kebersamaan luntur.
Seharusnya arahnya dapat diberikan hak milik pada desa adat.

Perkembangan tanah adat di Bali khususnya dalam rangka
penguasaan dan pemilikannya telah mulai menunjukkan ke-
cenderungan lepasnya tanah adat dan beralih pada kepemilikan
pribadi. Dalam beberapa observasi lapangan serta wawancara yang
dilakukan terhadap warga desa adat yang menguasai tanah desa ini
menunjukkan adanya berbagai bentuk perubahan diantaranya:

1. Penyesuaian pemanfaatan/penggunaan tanah

Adanya dinamika dalam pemanfaatan/penggunaan tanah adat
dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan
ekonomi maupun tuntutan dari luar/eksternal yang perlahan
namun pasti telah mempengaruhi pola pikir sampai dengan
tindakan sehari-hari. Di wilayah Gianyar, terdapat kecenderungan
pemanfaatan tanah PkD yang tidak lagi hanya sekedar sebagai
tempat kediaman/rumah tinggal namun juga menjadi sarana
penopang kebutuhan keluarga/desa adat.

Penguasaan & pengelolaan tanah
secara konvensional
untuk rumah tangga & desa g

Penggunaan Q
bagian depan rumah Tukar menukar
untuk usaha

Gb. 3. Dinamika Pemanfaatan/Penggunaan Tanah Adat.

Realitas pemanfaatan tanah adat pada saat ini dilakukan dengan
cara yang lebih beragam, diantaranya:
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Disewakan

Pemanfaatan tanah adat dengan cara disewakan ini umum-
nya dilakukan oleh warga yang menguasai tanah adat yang
memiliki letak strategis sebagai tempat usaha. Pengusaha yang
menginginkan tanah adat dimaksud dapat menyewa tanah ter-
sebut dengan seijin dari desa adat. Adapun kompensasi dari
penyewaan tanah tersebut dapat berupa:

1) Pembayaran sejumlah uang kepada warga pengelola tanah
adat, dimana warga juga memiliki kewajiban untuk
menyerahkan sebagian uang sewa tersebut kepada desa
adat. Pembayaran uang sewa tersebut digunakan sebagai
kompensasi penggunaan tanah adat oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu.

2) Pembayaran sejumlah uang sewa serta pendirian bangunan
sebagai ruang usaha pada tanah tersebut. Selain memiliki
kewajiban membayar sejumlah uang sewa, penyewa juga
memiliki kewajiban untuk membangun sendiri bangunan
yang akan digunakan sebagai tempat usahanya. Apabila
jangka waktu sewa telah habis, maka bangunan yang di-
dirikan oleh penyewa akan menjadi milik si pengelola tanah
adat yang bersangkutan.

3) Ada juga penyewa yang memiliki kewajiban lebih daripada
kedua hal di atas. Selain berkewajiban membayar uang
sewa tanah yang dipakai serta mendirikan bangunan yang
akan digunakan sebagai tempat usaha, penyewa juga ada
yang dikenai kewajiban untuk memberikan tanah pengganti
kepada pemegang tanah adat tersebut. Umumnya tanah
pengganti ini letaknya berada agak jauh/kurang strategis
serta tanah ini akan menjadi tanah PkD setempat.

Tukar menukar

Tukar menukar tanah merupakan bentuk lain dari dinamika
pemanfaatan tanah adat yang terjadi di Bali. Pertukaran tanah
ini umumnya dilakukan terhadap obyek tanah adat yang me-
miliki letak/posisi strategis untuk kegiatan usaha/ekonomi.
Adapun pertukaran ini dapat dilakukan baik oleh warga desa
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itu sendiri maupun warga di luar desa. Prosedur yang dapat
dilakukan adalah dengan meminta ijin kepada warga desa yang
menguasai tanah serta kepada desa adat melalui para pengurus-
nya yang diputuskan dalam rapat desa. Adapun kriteria untuk
tanah pengganti yang ditukarkan dengan tanah adat dimaksud
adalah harus memiliki luasan 2 (dua) kali lipat dari tanah adat
yang ditukar', serta tanah penggantinya harus terletak dalam
satu lingkungan desa adat yang bersangkutan.

c. Penggunaan bagian depan rumah untuk tempat usaha.
Masyarakat Bali mengenal pemanfaatan tanah adat yang
terbagi sesuai peruntukannya. Sebagaimana diketahui bahwa
tanah PkD yang digunakan untuk tempat kediaman masing-
masing warga desa terbagi atas sikut satak dan tebo. Sikut satak
berfungsi sebagai rumah tinggal, dapur, dan merajan/pura
keluarga sedangkan tebo yang terletak di bagian belakang ber-
fungsi sebagai ladang/tegalan untuk berusaha. Perkembangan
dan tuntutan ekonomi dan globalisasi yang ada telah mendorong
pemanfaatan tanah bagian depan rumah yang umumnya
langsung berbatasan dengan jalan sebagai sarana/tempat
usaha. Adapun bentuk pemanfaatan seperti warung, rumah
makan, maupun disewakan untuk ruko dan lain sebagainya.

2. Penyesuaian penguasaan

Perkembangan pola penguasaan tanah adat baik di Gianyar
maupun Bangli yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjuk-
kan dinamika yang sifatnya cenderung terbuka. Meskipun untuk
beberapa wilayah tertentu, masih memiliki komitmen kuat dalam
menjaga aturan adat (magis dan religius), berusaha meminimalisir
dan membendung arah dinamika yang bertentangan dengan awig-
awig yang telah disusun dan disepakati bersama oleh krama desa.
Dalam perkembangannya, pola penguasaan tanah adat di Bali me-
nunjukkan keberagaman (lihat Ragaan 11) diantaranya:

19  Wawancara dengan I Made Gita Arsana, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013.
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a. Penguasaan tanah adat secara penuh dan utuh oleh warga desa;

b. Penguasaan atas sebagian tanah adat dengan tambahan tanah
pengganti;

c. Bagi keluarga dengan beberapa anak laki-laki, maka tanah adat
dikelola oleh anak laki-laki (Purusa) tertua atau termuda misal-
nya di Desa Pakraman Beng, Gianyar, sedangkan anak lainnya
dapat tinggal serumah di tanah tersebut atau membeli tanah di
luar desa dengan kewajiban tetap ngayah di desa adat.

d. Untuk tanah adat yang tidak kelola dengan baik/tidak me-
menuhi kewajiban ngayah pada desa serta bagi keluarga yang
tidak memiliki anak/keturunan (putung) dan atau tidak meng-
angkat anak maka tanah adat adat diambil kembali oleh desa
untuk diberikan kepada warga desa lainnya melalui paruman.

3. Penyesuaian administrasi

Menghadapi dinamika/perkembangan baik penguasaan dan
pemanfaatan tanah adat di Bali tentunya juga mendorong diterap-
kannya kebijakan prosedur baru dalam kegiatan administrasi/pen-
daftaran tanah. Hal ini mengingat bahwa dalam praktiknya dewasa
ini semakin marak terjadi kegiatan jual beli tanah di desa-desa.
Pemerintah desa termasuk juga BPN RI sebagai otoritas yang
langsung bersangkutan dalam proses administrasi pertanahan yaitu
pengajuan sertipikat tanah, menerapkan prosedur yang sudah
jamak dilakukan di Bali khususnya untuk tanah-tanah di desa dan
melalui pendaftaran tanah pertama kali. Dalam hal ini, terdapat
sebuah tambahan persyaratan berupa surat keterangan dari
Bendesa yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan
sertipikatnya memang benar tidak merupakan tanah ayahan desa
(AyDs atau PkD), yang juga diketahui oleh otoritas desa dinas.

Hal menarik lainnya yang sebagai bentuk penyesuaian adminis-
trasi tanah adat yaitu adanya indikasi bahwa: “Semua tanah adat
disertipikatkan menjadi laba pura”°. Jalan pintas ini diambil
karena sampai saat ini di satu sisi desa pakraman belum ditunjuk

20 Wawancara dengan Bapak Wayan Sutita (Kasi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten
Gianyar), hari Selasa tanggal 9 April 2013.
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sebagai subyek hak (hak milik), sedangkan di sisi lainnya lembaga
Pura sudah ditetapkan sebagai subyek Hak Milik.

BPN Provinsi Bali mencatat terdapat 58% atau sekitar 1,1 juta
bidang tanah dari 1,9 juta bidang tanah di Pulau Dewata belum
bersertipikat. Alasannya karena bidang tanah tersebut adalah milik
desa adat yang belum diakui secara lembaga hukum. Sedangkan
jumlah desa adat di Bali sendiri tercatat berjumlah 1.453 desa pada
tahun 2009.2

58% [ Bidang tanah
belum tersertifikasi
dan berupa tanah adat
[] Bidang tanah
yang sudah tersertifikas

Gb. 4. Diagram Perbandingan Pensertipikatan Tanah di Bali

Terdapat beberapa faktor yang mendorong arus perubahan
pada pengelolaan dan penguasaan tanah adat di Bali, diantaranya:

1. Aspek Makro Penyebab Perubahan

Perkembangan globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi telah memberikan pengaruh yang luar biasa bagi
kehidupan masyarakat. Bagaimana proses modernisasi yang ber-
kembang secara global perlahan juga merubah pola pikir dan pan-
dangan masyarakat dalam memaknai tanah dan kehidupannya.
Proses pembangunan dan modernsisasi yang semakin pesat, me-
lemparkan tanah sebagai komoditas yang sangat menarik untuk
mendatangkan keuntungan. Pembangunan tempat-tempat wisata/
resort, restoran, hotel berbintang, villa, dan cottage menjadi daya
tarik tersendiri bagi investor untuk turut bermain dalam kegiatan
pariwisata di Pulau Dewata ini. Data REI Bali juga menunjukkan
bahwa harga tanah di sekitar pusat Kota Denpasar dan Kabupaten
Badung diperkirakan akan terus naik hingga sekitar 4 milyar per are

21 www.kompas.com 30 Maret 2011. Sertifikasi tanah di Bali temui kendala. Diunduh
tanggal 3 Juni 2013.
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(100 m?), naik dari 2,6 milyar pada tahun lalu.?> Hal ini didorong
oleh tingginya permintaan tanah sedangkan tanah yang ada tetap.

2. Aspek Individu/keluarga Penyebab Perubahan

Konsep keserasian dan keseimbangan hidup yang tertuang
dalam Trihita Karana yang dipegang teguh oleh masyarakat mulai
goyah dengan penguatan salah satu unsur yang artinya juga
menyebabkan unsur yang lainnya melemah. Aspek-aspek dalam
Trihita Karana yaitu Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan
pada masa lalu diterapkan secara selaras dan seimbang. Awalnya
masing-masing unsur memberikan konsep yang kuat dan mem-
pengaruhi pola pikir maupun tindakan masyarakat dalam ke-
hidupannya. Namun pada saat ini, unsur pawongan (manusia)
sebagai subyek pelaku kehidupan semakin menguat karena semakin
tingginya egoisme serta keserakahan masyarakat mulai nampak
mengubah tatanan pengelolaan tanah adat yang bersifat komunal
dan religius, mengarah pada pemilikan secara individual/pribadi
guna dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan pribadi
semata.

Perlindungan terhadap tanah adat di Bali tetap dapat dilakukan
melalui berbagai elemen yang berkaitan langsung dengan eksistensi
tanah adat itu sendiri. Peranan dan pengaruh yang kuat dari ke-
majuan globalisasi dan pembangunan saat ini yang begitu mem-
butuhkan tanah tentunya harus dihadapi dengan dasar pemahaman
dan pola pikir yang mengakar dan kembali pada falsafah masyarakat
Hindu yang mengutamakan keseimbangan dan keharmonisan.
Peranan desa adat, desa dinas, bahkan pemerintah sangat diharap-
kan untuk dapat menjaga tetap lestarinya kearifan lokal yang begitu
melindungi warga masyarakat asli termasuk juga tanah sebagai
unsur penting dalam kehidupan. Awalnya di Bali pada umumnya,
ada indikasi tanah yang seharusnya milik adat berubah mejadi
tanah milik pribadi, bahkan ada tanah adat yang berfungsi sebagai
tempat beribadah berubah menjadi hak milik pribadi. Penyerobotan
tanah adat oleh korporasi-korporasi juga sering terjadi. Hal ini

22 http://royalgardenresidence.wordpress.com, 26 Desember 2012. Harga Property Bali
Rekor di 2013. Diunduh pada tanggal 4 Juni 2013.
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karena pemerintah mendasarkan demi pembangunan nasional.
Bangunan sejarah pembentukan tanah adat di Bali yang penuh
dengan cerita religiusitas dan komunalitas runtuh seketika dengan
istilah kepentingan nasional. Kiranya menjadi bijaksana bila kita
pun mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional di satu
sisi dan kepentingan masyarakat dengan segala kearifan lokal dan
nilai-nilainya.

E. Penutup

Masalah penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah hal yang
sederhana, karena selain menyangkut hubungan manusia dengan
tanah, tetapi juga (dan justru terutama) menyangkut hubungan
manusia dengan manusia. Dalam kehidupan masyarakat Bali di
masa lalu, tanah bersifat magis-religius bahkan kadang-kadang
disakralkan. Selain berfungsi untuk mencukupi kebutuhan bersama
masyarakat, namun di era globalisasi saat ini menciptakan fenomena
tanah sebagai “komoditi ekonomi” yang mempunyai nilai sangat
tinggi. Masyarakat adat meyakini bahwa konsep tanah yang bersifat
komunalistik religius ini harus dijaga, sehingga tanah adat desa
yang diberikan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada
masyarakat dengan ikatan kewajiban ngayah terhadap agama dan
lingkungannya. Inilah yang memberikan ikatan kuat antara tanah
dengan masyarakatnya meskipun secara yuridis formal tidak kuat.

Masyarakat desa adat di Gianyar dan Bangli Provinsi Bali meng-
atur kepemilikan (sistem pengelolaan) tanah adatnya dengan tetap
berpegang teguh pada awig-awig desa maupun dalam bentuk
perarem yang telah ada sejak jaman dahulu. Ikatan religius yang
kuat antar masyarakat dikuatkan melalui media tanah yang semata-
mata dikuasakan kepada warga/krama desa untuk dapat memberi-
kan kesejahteraan, sehingga meskipun tanpa memiliki bukti kuat
kepemilikan serta tidak adanya hak untuk mengalihkan kepada
pihak lain, warga/krama desa tetap menjunjung tinggi aturan desa
dan menjalankan kewajiban adatnya dengan penuh kesadaran dan
tanggung jawab.
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Perkembangan jaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi dewasa ini telah mempengaruhi pola kehidupan masya-
rakat Bali terutama dalam penguasaan maupun pemanfaatan tanah
adatnya. Penguasaan yang awalnya didasarkan sebatas pada ke-
putusan desa tentang tanah adat yang dikuasakan kepada masing-
masing warga/krama desa, kini mulai berkembang pada kebutuhan
warga/krama desa yang mulai menyesuaikan dengan tuntutan
jaman.

Dinamika pemanfaatan dan pengelolaan tanah adat di Bali juga
menunjukkan perubahan yang menarik. Perkembangan dan ke-
majuan jaman mendorong pola pikir masyarakatnya juga turut
berubah. Kesemuanya dilakukan masyarakat dengan seijin dari
desa pakraman melalui prajuru dengan pertimbangan bahwa
kepentingan/kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan tetap
menjaga keberadaan tanah adat dan ikatan komunalistik religius
tanah dengan manusia dan sang pencipta.
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“Petani Penggarap
dan Pengusaha Perkebunan™:

Dinamika Konflik Agraria di Bandar Betsy.
Kabupaten Simalungun. Sumatera Utara

Oleh:
Dwi Wulan Pujiriyani dan Sutan Hasudungan Limbong

“Sengketa tanah sudah sejak jaman dahulu adanya. Satu riwayat
yang sudah tua. Sejak manusia hidup di atas dunia dan mulai
mengambil hasil bumi sebagai pangkal kehidupannya. Suatu
sengketa yang dikenal rakyat. Menjadi pusaka kepada anak
cucunya yang tidak dapat dan tidak mudah dilupakan. Untuk
sejengkal tanah, tak gampang orang disuruh berdamai. Tak
mudah orang disuruh menyerah dan mengalah. Sejengkal tanah
berarti sesuap nasi yang menghidupinya” (Tauchid, 2009:269).

A. Pendahuluan

Problema agraria terus menerus mencuat dalam dinamika ke-
hidupan di Indonesia. Salah satu problema agraria yang dihadapi
adalah munculnya berbagai konflik seputar tanah yang salah
satunya muncul dalam potret konflik perkebunan. Sebagaimana
ditambahkan Bahari (2004), Konflik agraria di wilayah perkebunan
merupakan warisan masa lalu dan telah berakar pada masa kolonial.
Dalam konflik perkebunan, gejala hampir sama yang dijumpai
adalah tuntutan pengembalian hak rakyat atas tanah perkebunan
karena diklaim tanah tersebut diperoleh oleh pihak perkebunan
dengan cara “merampas” ataupun pemenuhan pembayaran nilai
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ganti rugi (tanah) yang dianggap terlalu kecil. Tuntutan tersebut
jamak kemudian diikuti dengan okupasi tanah oleh masyarakat
(termasuk penjarahan).

Pada tahun 2011, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
mencatat 163 konflik yang menyebar di seluruh Indonesia. Konflik
yang melibatkan 69.975 kepala keluarga tersebut, berada di area
472.948,44 hektar. Dari 163 kasus, sebanyak 97 kasus (77%) berada
pada sektor perkebunan, 36 kasus (22%) pada sektor kehutanan,
dan 1kasus (1%) pada wilayah tambak/pesisir.' Sebagaimana dicatat
dalam Bachriadi & Wiradi (2011), perkebunan merupakan salah
satu sektor yang menguasai tanah cukup besar selain proyek
kehutanan, pertambangan, pembangunan kota baru dan pariwisata
serta industri berskala besar. Sampai tahun 2000, tercatat ada 2178
perusahaan baik swasta maupun perusahaan milik negara yang
menguasai 3,52 juta hektar areal kebun atau dapat diartikan setiap
perusahaan rata-rata menguasai sekitar 16.000 hektar lahan.

Salah satu konflik agraria yang saat ini masih berlangsung dan
belum mendapat penyelesaian yang efektif adalah konflik warga
Bandar Betsy dengan PTPN III di Kabupaten Simalungun.? Kasus
Bandar Betsy merupakan satu contoh kasus konflik di Sumatera
Utara yang dalam catatan Jawa Pos National Network 11 Januari
2013, menduduki peringkat kedua setelah Riau sebagai daerah
dengan riwayat kasus konflik perkebunan yang tertinggi. Kasus
Bandar Betsy bermula dari klaim para penggarap terhadap sebagian
dari areal yang diakui sebagai bagian areal Hak Guna Usaha PTPN
III.

Untuk selanjutnya, tulisan ini akan membahas lebih lanjut
mengenai dinamika penguasaan dan sejarah pemilikan lahan yang
terjadi sehingga menimbulkan konflik perkebunan di Bandar Betsy.
Dalam hal ini pemetaan dan relasi aktor akan dilihat dalam kaitan-
nya dengan upaya penyelesaian terhadap konflik yang telah dilaku-
kan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan

1 http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/02/09, /Mengurai-akar-konflik-agraria.

2 Selain kasus Bandar Betsy, kasus lain yang menjadi perhatian publik antara lain: kasus
sengketa tanah warga Sei Silau, Kabupaten Asahan dan PT Perkebunan Nusantara III,
dan masyarakat Sarirejo dengan Pangkalan TNI AU di Medan.
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mengangkat konflik Bandar Betsy sebagai studi kasus untuk mem-
peroleh gambaran secara komprehensif tentang profil dan sejarah
konflik antara penggarap dan pengusaha perkebunan yang terjadi.
Melalui profil ini pula akan dianalisis mengenai penyikapan dan
upaya penyelesaian konflik yang dilakukan termasuk kondisi aktual
yang terjadi pada relasi sosial antara pihak-pihak yang terlibat
dalam konflik.

B. Peta Konflik Agraria di Kawasan Perkebunan

Konflik antara pihak perkebunan dengan masyarakat jamak diawali
dengan ketimpangan akses sumberdaya serta praktek-praktek
perkebunan yang tidak mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.
Aspek ketimpangan serupa ini dapat dijumpai dalam beberapa
tulisan seperti Colchester (2006), Saragih (2010), Guttal (2011),
Julia (2011), dan Gironde (2012). Dengan sedikit variasi, dapat
dikatakan bahwa cerita tentang perkebunan adalah cerita tentang
kerusakan hutan, perampasan tanah dan pemiskinan masyarakat
serta lingkungan. Banyak perkebunan yang diiringi dengan pem-
rosesan yang mengkonsumsi sejumlah besar energi dan air yang
sebelumnya digunakan oleh masyarakat. Perkebunan bersifat
monokultur serta mensyaratkan penggunaan pupuk, pestisida dan
herbisida kimia, seringkali membuat tanah menjadi kering,
mengandung racun, kehilangan nutrisi dan mengkontaminasi
sumber air tanah. Ketimpangan dan berbagai kondisi represif yang
muncul akibat keberadaan perkebunan inilah yang pada akhirnya
menyemaikan munculnya kantong-kantong perlawanan (resistence
enclave) dan pusat dari political obedience masyarakat dalam mem-
berikan perlawanan baik terhadap negara maupun kapitalisasi
perkebunan.

Ann Stoler (2005) dalam penelitian etnografisnya pada per-
kebunan di Deli menambahkan bahwa perlawanan rakyat di wilayah
perkebunan dibentuk terus menerus oleh kolonialisme maupun
pengalaman-pengalaman sosial, ekonomi, dan politik dari
komunitas buruh Jawa yang tinggal di perbatasan perkebunan-
perkebunan Sumatera. Perkebunan seperti halnya daerah-daerah
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koloni merupakan sebuah situs produksi kultural, ‘laboratorium
modernitas’, tempat strategi pendisiplinan, politik pembebasan dan
penciptaan identitas rasial, dipertaruhkan. Stoler menekankan
bahwa pemahaman pada kronfontasi yang terjadi di perkebunan
tidak semata difokuskan pada aspek ekonomi, tetapi harus memper-
hatikan secara khusus pada ‘relasi kekuasaan, dominasi, manipulasi
dan kontrol yang terjadi dimana semua ini berkaitan dengan trans-
formasi kapitalis yang terjadi.

Sementara itu, mengenai bentuk resistensi atau perlawanan
masyarakat, dapat ditelusuri melalui berbagai kasus reklaiming
yang terjadi di Indonesia. Kajian serupa ini telah dilakukan oleh
Wahyudi (2005) dalam kasus reklaiming tanah PTPN XII (Persero)
Kalibakar Malang; Chrysantini (2007) dalam penelitiannya mengenai
pendudukan tanah di dusun Keprasan, Desa Gendis, Kecamatan
Nglegok, Blitar; serta Aprianto (2010) dalam kajiannya mengenai
kasus reklaiming yang terjadi di Ketajek, Jember.

Tipologi konflik perkebunan menggambarkan pola tingkah laku
setiap pelaku konflik berdasarkan konteks lokal kebun dan
lingkungannya. Dari rekaman seluruh konflik perkebunan yang
terjadi, gejala lapar tanah (kepadatan manusia terhadap lahan yang
tinggi) dan dualisme ekonomi (kesenjangan sosial ekonomi) antara
perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitarnya semakin
menguatkan peluang terjadinya konflik atau meningkatkan derajat
konflik yang telah berlangsung.

Dalam konteks perkebunan di Sumatera Utara, penelitian
Agustono, dkk (1997) mengenai sengketa tanah antara Badan
Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia dengan PTPN II di
Sumatera Utara dan penelitian Sitorus (dkk) mengenai penataan
penguasaan tanah perkebunan tembakau Deli, memberikan
gambaran bahwa penggarapan masyarakat terhadap lahan-lahan
perkebunan milik negara seolah sudah lekat dalam dinamika
praktek perkebunan. Penggarapan menjadi karakteristik khas dari
akar konflik yang terjadi dimana hal ini kerapkali direspon dengan
penyikapan melalui kebijakan yang ternyata juga belum mampu
secara tepat menjadi solusi dari konflik yang terjadi.
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Tipologi konflik yang berbeda-beda pada dasarnya memerlukan
resolusi konflik yang berbeda pula. Dalam konteks ini Agusta dan
Undang (2009) memunculkan istilah manjemen sosial yaitu
penerapan dari strategi pengembangan masyarakat (community
development) yang lebih mengedepankan partisipasi dari setiap
pelaku konflik (manajemen perkebunan dan anggota masyarakat).
Manajemen sosial memuat pula penggunaan maupun penyusunan
modal sosial yang mencakup lembaga-lembaga informal, jaringan
sosial dan kepercayaan antar pelaku. Tipe manajemen sosial
memang tidak selalu tepat diberlakukan, untuk tipe konflik yang
berbeda dibutuhkan strategi penanggulangan yang berbeda pula.
Konflik antara perusahaan perkebunan dan pemerintah serta per-
usahaan lebih berbasis pada hubungan-hubungan formal, sehingga
penyelesaiannya lebih cocok berupa keterpaduan manajemen sosial
dan penyelesaian hukum atau penggunaan hukum formal.
Penanggulangan konflik berbasis tindakan kriminal dilakukan me-
lalui keterpaduan manajemen sosial dan pendekatan keamanan.
Penanggulangan konflik berbasis bandit sosial mengetengahkan
strategi manajemen sosial yang dipadukan dengan strategi-strategi
gerakan sosial. Sedangkan konflik di sekitar sumber masalah
kesenjangan ekonomi dapat diatasi dengan beragam program-
program ekonomi untuk meningkatkan kemampuan berusaha dan
bekerja pada masyarakat sekitar perkebunan. Penanggulangan
konflik reklaiming lahan cocok dilakukan dengan manajemen sosial
berikut pendekatan hukum, akan tetapi bukan pendekatan hukum
formal yang mengikuti perundang-undangan secara literer, melain-
kan strategi sosiologi hukum dimana produk hukum dipandang
sebagai hasil kesepakatan (kontrak sosial) antar pelaku hukum.
Sementara itu program-program ekonomi dimulai dengan proyek-
proyek yang dibangun perusahaan perkebunan dan dilanjutkan
iuran diantara masyarakat dalam penggunaannya (repayment)
atau membangun dana bergulir. Arti penting dana bergulir adalah
untuk memperoleh kredit dan belajar menabung yang berarti me-
refleksikan kemampuan mengakumulasi kekayaan yang jika dialih-
kan untuk modal dapat menghasilkan kegiatan yang produktif.

45



PPPM - STPN Yogyakarta

Tabel 1
Tipologi Konflik dan Model Resolusi

No | Tipologi Konflik Model Resolusi

1. | Konflik berbasis kriminalitas Manajemen sosial dalam
bentuk kekuatan pemaksa

2. | Konflik berbasis bandit sosial Gerakan sosial

3. |Reklaiming lahan (sub tipe berbasis argumen | Kekuasaan hukum
sejarah dan argumen hukum)
4. | Konflik berbasis kesenjangan ekonomi (sub Ekonomi
tipe asimetris inti-plasma dan konflik antara
pendatang dengan lokal

Sumber: Ivanovich Agusta dan Undang Fadjar (2009)

C. Simalungun dan Lingkar Penguasaan
Perkebunan

Simalungun adalah sebuah kawasan yang didominasi landscape
perkebunan. Keberadaan perkebunan di wilayah Kabupaten
Simalungun merupakan salah satu primadona perekonomian di
Sumatera Utara. Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten
Simalungun baik yang dikelola oleh rakyat (perkebunan rakyat)
maupun perkebunan swasta/PTPN, seperti karet, kelapa, kelapa
sawit, kopi, coklat, teh, dan lain-lain memberikan nilai yang cukup
berarti bagi usaha peningkatan pendapatan masyarakat. Dari luas
keseluruhan tanah di Kabupaten Simalungun (438.660 Ha), sekitar
38,23 persen digunakan untuk perkebunan. Sampai saat ini, tidak
kurang dari 6 perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten
Simalungun antara lain: PT.Perkebunan Nusantara III, PT.
Perkebunan Nusantara IV, PT. Bridgestone, PT. Bukit Maradja
Estate, PT. SIPEF, PT. Toba Pulp Lestari, PT Djasa Putra Kebun
Nagor Usang, London Sumatra (Lonsum), dan Murida (Kebun
Maligas).

Kabupaten Simalungun dapat dikatakan sebagai pionir dan
‘guru’ bagi proses perkembangan pertanian, terutama perkebunan
di Indonesia. Sejarah perkebunan di Simalungun tidak dapat di-
lepaskan dari sejarah masuknya kolonialisme. Sejarah mencatat
bahwa dari tahun 1865 hingga tahun 1871, Belanda sudah mulai
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menelusuri dan mengamati kondisi tanah Simalungun. Penjajah
Belanda datang ke Simalungun pada akhir abad XIX. Simalungun
merupakan daerah yang sangat subur dan sangat cocok dijadikan
perkebunan. Kolonialisme Belanda dengan gaya kapitalisnya telah
mengubah Simalungun menjadi daerah perkebunan untuk pangsa
pasar di Eropa. Menurut catatan sejarah J.Tideman, terhitung sejak
masuknya pemerintahan kolonial Belanda di awal abad ke-17 di
Sumatera Utara, Simalungun adalah wilayah yang dipilih untuk
pengembangan perkebunan, terutama teh, karet, dan kelapa sawit.

Setelah dibukanya perkebunan di Simalungun, Belanda meng-
hadapi kendala untuk mendapatkan tenaga kerja untuk menggarap
perkebunan tersebut. Orang Simalungun tidak bisa di harapkan
menjadi pekerja di perkebunan, karena karakter mereka yang santai
dan bukan pekerja keras. Pada akhirnya jatuhlah pilihan kepada
orang Jawa yang dianggap lebih tekun, mudah diatur dan tidak
banyak menuntut. Belanda mendatangkan pekerja dari Pulau Jawa
yang dikoordinir oleh Belanda yang sudah lebih dulu menjajah
disana.

Kedatangan Belanda ke Simalungun membawa perubahan
sosial yang besar. Hal ini terjadi karena kehadiran para planters
(tuan-tuan kebun), para buruh kuli kontrak dari Jawa dan petani
penggarap sawah dari Tapanuli Utara (Batak Toba) yang sengaja
didatangkan Belanda demi menunjang kelanggengan usaha para
planters yang menguntungkan keuangan kolonial. Semakin banyak
dibuka perkebunan, semakin banyak pula migran jawa yang datang
ke Simalungun. Kendala kembali muncul berkaitan dengan bahan
pangan untuk memenuhi kebutuhan para migran yang didatangkan
dari Jawa. Pada akhirnya, Belanda kembali mendatangkan orang
orang yang bisa menjadi penyedia makan bagi migran jawa.
Karesidenan Tapanuli yang menguasai wilayah toba akhirnya
menjatuhkan pilihan kepada batak toba yang mendiami sekeliling
danau toba. kelompok subsuku ini merupakan kelompok terbesar
orang batak dan dianggap paling maju dalam bidang pertanian
sawah dan pendidikan dibanding kelompok yang lain. Tanah yang
dianggap tepat untuk dijadikan persawahan adalah wilayah
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Kerajaaan Siantar, Panei dan Tanah Djawa.? Cerita tentang per-
kembangan keberadaan perkebunan di Simalungun selanjutnya
adalah cerita tentang pergantian penguasaan, sengketa dan per-
lawanan.4

Simalungun secara historis memiliki kompleksitas per-
masalahan penggarapan rakyat atas areal perkebunan. Catatan
Bakumsu (2012) menunjukan bahwa terdapat 17 persoalan konflik
yang terjadi di Kabupaten Simalungun yang dipicu oleh persoalan
penggarapan yang dilakukan oleh masyarakat. Mencermati gam-
baran dari masing-masing kasus, terlihat dengan jelas bahwa per-
masalahan penggarapan ini merupakan persoalan lama yang rata-
rata diawali dengan pengambilalihan tanah yang sudah digarap
oleh masyarakat yang dilakukan oleh pihak perkebunan. Catatan
dari kantor pertanahan Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa
dinamika yang terjadi saat ini adalah persoalan penggarapan lahan
yang dilakukan masyarakat telah diwarnai dengan persoalan politik
dan bisnis. Persoalan tuntutan petani sudah tidak bisa dilihat secara
murni, karena ada banyak kepentingan yang mengatasnamakan
perjuangan tanah pertanian bagi petani.

Persoalan penggarapan yang terjadi di Simalungun tidak bisa
dilepaskan dari dinamika ketimpangan penguasaan dan akses ter-
hadap tanah. Terdapat ketimpangan yang sangat nyata dimana
presentase ketersediaan tanah di Simalungun sudah tidak seimbang
dengan perkembangan jumlah populasi atau kebutuhan penduduk
akan lahan pertanian. Hal ini diperparah dengan peruntukkan
lahan yang juga sebagian besar cenderung lebih dialokasikan pada
kepentingan modal melalui sektor perkebunan dan kehutanan.

Persoalan penggarapan yang terjadi di Simalungun seperti yang
terjadi juga di banyak wilayah perkebunan lain, memuncak pasca
bergulirnya era reformasi 1998. Krisis moneter yang terjadi pada
tahun 1997 yang menimbulkan terjadinya kerawanan pangan

3 Perpindahan ini terjadi pada tahun 1910-an.

4 Perlawanan nyata atas perampasan tanah hak milik Simalungun terhadap penjajahan
Belanda telah dilakukan oleh Raja Sangnaualuh Damanik (Raja Siantar ke-XIV) dengan
tidak mengenal kata menyerah. Beliau dipenjarakan di Medan (1904-1906), namun
tetap menolak untuk kompromi dengan Belanda. Akhirnya Sangnaualuh diasingkan ke
Bengkalis untuk menghindari pengaruhnya dan meninggal dunia di sana pada 1914.
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sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan, menjadi
momentum perjuangan rakyat untuk menguasai areal-areal per-
kebunan yang kebetulan sedang kosong dan tidak ditanami oleh
pihak perkebunan. Hal ini semakin sulit karena terdapat catatan
tentang penerbitan surat-surat kepemilikan atas tanah oleh aparat
pemerintah di daerah kepada masyarakat.

C. PTPN III Kebun Bandar Betsy

PT. Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN III (Persero) merupa-
kan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, peng-
olahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan utama yang
dilakukan oleh perseroan secara umum terdiri dari: pengusahaan
budidaya tanaman (pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan,
penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman);
produksi (pengolahan hasil tanaman menjadi barang setengah jadi
dan atau barang jadi serta produk turunannya; perdagangan
(kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi); pengem-
bangan usaha bidang perkebunan (agrowisata, agrobisnis dan agro-
industri); serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
perusahaan

Sejarah Perseroan diawali dengan proses pengambilalihan
perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah
RI pada tahun 1957 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi per-
usahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara
(PPN). Setelah mengalami beberapa kali perubahan, maka pada
tahun 1968, Perseroan Perkebunan Negara (PPN) di restrukturisasi
menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP)
yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah
menjadi PT.Perkebunan (Persero). Dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, Peme-
rintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan
melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi
dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah
penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga) BUMN
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Perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan III (Persero), PT
Perkebunan IV (Persero), dan PT Perkebunan V (Persero) disatukan
pengelolaannya ke dalam manajemen PT Perkebunan Nusantara
III (Persero). Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No.8
Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut
digabung dan diberi nama PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.

PT. Perkebunan Nusantara III mengusahakan komoditi kelapa
sawit, karet, kakao, dengan areal konsesi seluas 166.909.94 yang
sebagian diantaranya diperuntukan sebagai lahan plasma bagi
petani. Dari keseluruhan lahan yang diusahakan sendiri seluas
142.541 ha terdiri dari: kepala sawit 88.287 ha, karet 45.327 ha dan
kakao 8.761 ha.

Tabel 2
Presentase Luas Kebun Plasma dan Komoditi
yang Diusahakan PTPN III

kebun kakao;

plasme; 8.761

19.553

diusaha
kan
sendiri,
142,541 |

kelapa
sawit;
88.287

Sumber: Data primer, 2013

Kebun Bandar Betsy sendiri merupakan salah satu kebun dari 34
kebun yang dimiliki PTPN III. Keseluruhan areal HGU Kebun
Bandar Betsy berasal dari hak erpacht menjadi PPN Karet IV- PPN
IV-PTP IV-dan kemudian dilebur dan kini menjadi PTP Nusantara
III.

5 Lebih lanjut lihat Ester Silaban. 2010. Dampak Program Pola Kemitraan PTPN III
terhadap Sosial Ekonomi Usaha Kecil Menengah Masyarakat Sekitar. Studi Kasus
Masyarakat Sekitar Perkebunan PTPN III di Kabupaten Deli Serdang. Skripsi Si.
Departemen Agribisnis Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan. www.
usurepository.ac.id.
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Nama ‘Bandar Betsy’ ternyata juga memiliki asal-usul atau
riwayat historis. Nama ini tidak muncul begitu saja melainkan
sebagai pengingat peristiwa terbunuhnya seorang istriadministratur
perkebunan asal Belanda akibat aksi balas dendam yang dilakukan
oleh seorang karyawan perkebunan yang merasa tidak puas dengan
perlakuan administratur yang kejam. Nama ‘Betsy’ berasal dari
nama istri seorang asisten kebun pada zaman Belanda. Sementara
itu nama ‘Bandar’ mengacu pada nama wilayah kecamatan. Nama
ini sudah mengalami 3 kali perubahan yaitu dari ‘Bandar’ menjadi
‘Pematang Bandar’ dan terakhir menjadi ‘Bandar Huluan’. ©

Kebun Bandar Betsy membentang dalam wilayah administratif
Kecamatan Bandar Huluan dan sebagian berada di wilayah
administratif Kecamatan Pematang Bandar dan Bandar Masilam.
Dalam profil PTPN III, kebun Bandar Betsy tercatat sebagai aset
yang berkualitas baik. Hal ini ditunjukkan dari prestasi yang di-
peroleh kebun pada tahun 2007, 2008 dan 2010, masing-masing
sebagai kebun dengan kategori inovasi terbaik; sebagai pabrik
ribbed smoke sheet, Kebun Tanaman Belum Menghasilkan Terbaik
(TBM) serta Pabrik Rubber Smoked Sheet penghasil karet paling
produktif.” Secara umum, berdasarkan Sertipikat HGU No 1 tanggal
16 Agustus 1989 luas Kebun Bandar Betsy adalah 5.348,90 Ha
dengan budidaya: karet, kelapa sawit, oanip, entrys. Sebagian areal
digunakan sebagai perumahan, jalan, dan pabrik. Selain itu terdapat
juga pandau-pandau atau rendahan dan karet serta kelapa sawit
yang digarap penduduk.

D. Perjalanan Konflik Bandar Betsy
dan Dinamika Penggarapan

Dalam konteks penggarapan di Kebun Bandar Betsy, riwayat awal
penggarapan yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan erat dengan
dua momen utama yaitu mobilisasi masyarakat pada masa

6  Kecamatan Bandar beribukota di Perdagangan, Kecamatan Pematang Bandar, beribu
kota di Pematang Bandar dan sekarang Kecamatan Bandar Huluan, beribukota di
Nagajaya II.

7 Lihat www.ptpn3.com
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pendudukan Jepang dan migrasi dari Tapanuli. Dua momen inilah
yang menandai gelombang masuknya kelompok penggarap di
Bandar Betsy. Mobilisasi Jepang menjadi pintu masuk yang mem-
berikan legitimasi keberadaan kelompok penggarap di kawasan
perkebunan. Hal ini berlangsung sampai kemudian pada tahun
1951-1952, gelombang penggarapan kedua terjadi dengan adanya
migrasi besar-besaran dari wilayah Tapanuli. Hal ini dipicu oleh
kemarau panjang yang berlangsung selama 13 bulan, sehingga
menyebabkan umbi tidak tumbuh lagi. Akibat musim kemarau
inilah akhirnya masyarakat menjadi kekurangan pangan dan ter-
jadilah gelombang migrasi ke arah timur. Sebagian kelompok yang
bermigrasi ini melihat ada kebun yang terlantar di Bandar Betsy,
akhirnya dimulailah penggarapan besar-besaran. Kebun Bandar
Betsy dikatakan terlantar karena ketika itu berada dalam kondisi
ditumbubhi ilalang akibat tidak ada lagi pengelolaan yang intensif
sejak ditinggalkan oleh Belanda saat kalah dalam Perang Dunia II.
Pada tahun 1953, Belanda mulai mengolah lagi, sementara
penggarapan sudah sangat masif. Kondisi serupa ini menjadi
pemicu banyaknya gesekan antara pihak perkebunan dan kelompok
penggarap. Banyak aduan-aduan ke kantor polisi. Dalam hal ini,
masyarakat pun tidak mau menyerah dan tetap melanjutkan peng-
garapan sehingga pada akhirnya gesekan yang terjadi antara per-
kebunan dan kelompok penggarap pun terus berkepanjangan.®
Dalam kondisi ini, muncullah satu Kebijakan dari dengan
keluarnya UU Darurat No 8, Tahun 1954 yang secara singkat
menyatakan bahwa persoalan pemakaian tanah perkebunan oleh
rakyat akan diakomodir penyelesaiannya melalui ‘perundingan’
antara pengusaha dengan rakyat yang bersangkutan.® Kebijakan ini
sebenarnya dimaksudkan untuk membuat batas agar tidak ada lagi

8 Kondisi serupa ini terjadi juga di Tanjung Morawa dan Jawa Barat. Jika di Jawa Barat
dan Tanjung Morawa sampai jatuh korban, maka di Bandar Betsy tidak demikian
halnya.

9 Bachriadi (2002:41) menyebutkan bahwa ketika UU Darurat No 8 Tahun 1954 yang
mengatur penyelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan diterbitkan untuk
mengantisipasi pendudukan tanah-tanah bekas perkebunan asing, sesungguhnya
‘kemenangan secara hukum’ telah diperoleh oleh para petani penggarap karena
undang-undang ini mengakui dan dengan sendirinya mengesahkan pendudukan tanah-
tanah tersebut (pasal 2, 11, penjelasan umum pasal 1 dan 7).
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kontak fisik antara penggarap dengan pihak perkebunan. Kebijakan
ini secara tersirat juga menunjukkan bahwa posisi pemerintah
ketika itu cukup mengakomodir dan melindungi keberadaan peng-
garap. Kelompok penggarap pun mempersepsikan kebijakan ini
sebagai legitimasi keberadaan mereka dengan memaknai bahwa
“Tanah negara, tanah kesultanan, tanah kerajaan, atau tanah
apa saja yang sudah digarap penggarap sebelum tahun 54, adalah
sah menjadi milik penggarap”.

Pada kenyataannya keberadaan UU Darurat no 8 Tahun 1954
memang tidak mampu sepenuhnya menjembatani kepentingan
perkebunan dan kelompok penggarap. Hal inilah yang secara nyata
muncul dalam kasus Tugu Sudjono dimana persoalan konflik peng-
garap dan perkebunan kemudian dikemas dan ditumpangkan
dalam sebuah momen yang menjadikan persoalan ini masuk dalam
ranah politis. Pasca peristiwa 65, seperti yang terjadi di beberapa
tempat lain, pembantaian pun terjadi di Bandar Betsy. Kelompok
penggarap yang banyak berafiliasi dengan PKI pada akhirnya men-
jadi sasaran pembantaian baik yang digerakkan oleh organisasi
mahasiswa/pelajar, KNI, atau Hapkira yang menggerakannya
seperti dituturkan kembali oleh Toto (40 tahun):

“Memang waktu itu bergejolak Barisan Tani Indonesia dimana-mana

Pada saat itu kan kejayaannya partai komunis indonesia. Ngertinya

itu kan kelompok tani, dikasih cangkul ya ikut. Suruh neken ya ikut.

Gratis, ya pergilah kesana. Pihak perkebunan itu tadi memanfaatkan

supaya tanah itu bisa kembali, dikatakanlah PKI, basisnya di Bandar

Betsy. Makanya dicomotilah semua orang itu, habislah sejarah orang
asli yang punya tanah.”

Akibat aksi inilah orang-orang berafiliasi atau dituduh komunis
akhirnya pindah, gelombang migrasi atau lebih tepatnya disebut
pengungsian dari kelompok penggarap ini pun terjadi. Mereka
keluar dari Bandar Betsy, menyelamatkan diri atau bersembunyi di
daerah-daerah yang dianggap lebih aman seperti di Rantau Prapat,
Kisaran dan Tanjung Morawa.

Dalam konflik Bandar Betsy, muncul kronologi dalam berbagai
versi cerita baik yang dimunculkan oleh pihak perkebunan,
kelompok penggarap dan pemerintah. Satu cirikhas yang muncul
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dari konflik Bandar Betsy ini adalah munculnya berbagai dokumen
tertulis tentang riwayat konflik. Masing-masing pihak baik per-
kebunan, kelompok penggarap dan pemerintah, memiliki cerita
sendiri tentang kronologi konflik Bandar Betsy.*® Secara umum
kronologi konflik Bandar Betsy dapat dikelompokkan berdasarkan
tahun-tahun yang menandai perubahan penguasaan perkebunan
yaitu: sampai tahun 1941 saat perkebunan masih dikuasai Belanda;
tahun 1942 saat perkebunan ditinggalkan Belanda dan kemudian
dikuasai Jepang serta dimulainya penggarapan; tahun 1945 atau
masa kemerdekaan saat perkebunan berada pada masa transisi
(diambilalih kembali oleh pemerintah Indonesia); tahun 1951-1952
saat terjadi gelombang penggarapan kedua; tahun 1957 saat terjadi
nasionalisasi dan pembersihan areal lahan garapan oleh per-
kebunan, tahun 1968 saat perkebunan diminta kembali oleh PTPN
III dan pasca 1998 saat gelombang pendudukan dan penggarapan
lahan kembali terjadi. Dalam kurun waktu tersebut, gesekan dan
benturan terjadi silih berganti bermula dari penggarapan yang
dilakukan masyarakat pada tanah perkebunan.

b Dibawah = e ikt
Belanda ' (R, PPN-militer)
e . Penggarapan dimulai (Belanda-KMB)
1951-1952
Pasca 1998 1968
gelombang penggarapan Penguasaan kembali HongueHan RN Sl
baru oleh perkebunan (gelombang penggarapan
kedua)

Gambar 1. Dinamika Penguasaan
Sumber: Data primer, 2013

Perjalanan konflik Bandar Betsy dimulai dari mobilisasi massa
yang dilakukan pada masa penjajahan Jepang ketika kemudian
masyarakat didorong untuk masuk menebang hutan untuk

10  Kronologi ini secara umum mendukung tuntutan atau kepentingan dari masing-masing
pihak. Pengaburan atau penekanan pada titik-titik tertentu terlihat nyata terutama
dalam dokumen yang dimiliki oleh pihak perkebunan dan kelompok penggarap.

54

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

digunakan sebagai bantalan kereta api serta mengusahakan
tanaman pangan. Mobilisasi massa inilah yang dapat dikatakan
sebagai awal kehadiran dari kelompok penggarap. Penggarapan
yang dilakukan masyarakat di wilayah perkebunan, sejak awal
sudah menimbulkan banyak gesekan. Lokasi lahan garapan masya-
rakat yang berada di dalam areal kebun, dianggap menyebabkan
pihak kebun tidak bisa melakukan optimalisasi penanaman.
Masyarakat dipandang sudah terlalu jauh merambah areal kebun
karena yang tadinya hanya menanami rendahan (pandau-pandau)
dengan tanaman palawija, secara perlahan berkembang menjadi
tanaman keras, dan kemudian berubah menjadi tanaman karet dan
kelapa sawit yang semakin lama-semakin meluas.

1

Bidang Tanah Yang Dikistm masyarakat seluss 943 Ha
farapan masyarakat yarg berads di areal kialm

Tugu Lotds Sudjons

Lahas garapan masyerakat

Perkampungan

Gambar.2. HGU PTPN III Kebun Bandar Betsy dengan lahan garapan masyarakat
Sumber: Data primer, 2013

Sebenarnya pemerintah cukup memberikan perhatian pada
keberadaan penggarap di Bandar Betsy. Hal ini dapat dilihat dari
catatan kronologi dari versi pemerintah dimana pemerintah pernah
mengeluarkan izin pembukaan tali air pada tahun 1963 untuk
memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Simalungun. Izin
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pembukaan tali air" ini kemudian disusul dengan pengukuhan
petani Bandar Betsy atas tanah garapannya dengan terbitnya dua
surat keputusan yaitu: 1) Surat Keputusan Panitia Landreform
Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, Tanggal 2 maret 1965,
No.4/11/10/LR/BP, tentang Pelepasan Tanah Garapan dari Pihak
Perkebunan kepada masyarakat petani yang berlokasi di Afd.
8,31,39,40 dan 41, sejumlah 2107 Ha, dan 2) Surat Panitia
Landreform Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, tanggal 31
Maret 1965, No 2/II/10/LR/65/PP, tentang Pelepasan Tanah
Garapan dari Pihak Perkebunan kepada masyarakat petani yang
berlokasi di Afd.37, sejumlah 306 Ha. Sebagaimana dijelaskan
dalam Kalo (2003:259), kedua SK Panitia Landreform tersebut
memutuskan untuk mengeluarkan areal kebun Bandar Betsy seluas
+2.413 ha. Berdasarkan kedua SK Panitia Landreform tersebut,
petani penggarap Bandar Betsy menuntut agar pihak perkebunan
mengeluarkan areal tersebut dari HGU Kebun Bandar Betsy untuk
petani penggarap. Namun pada akhirnya kedua SK Pantia Land-
reform dinilai cacat hukum karena tidak memenuhi prosedur,
sehingga tanah yang menjadi objek landreform tersebut harus di-
kembalikan kepada pihak PPN-IV Kebu n Bandar Betsy.

Pada kenyataannya aksi-aksi sepihak dan gesekan antara pihak
perkebunan dan masyarakat penggarap terus terjadi hingga akhir-
nya pada tanggal 22 Juli 1968 dilakukanlah musyawarah. Hasil
kesepakatan menyebutkan bahwa Pihak Perkebunan menyanggupi
pembuatan tali air, membayar ganti rugi tanaman Rp. 4000 s.d. Rp.
6000/Ha dan 380 Ha termasuk pando/perengan diserahkan
kepada masyarakat petani penggarap. Namun Kesepakatan
keputusan musyawarah tersebut pada akhirnya tidak ada realisasi-
nya dari Pihak Perkebunan, sampai akhirnya dilakukan musyawarah
kedua pada tanggal pada tanggal 22 Oktober 1968 untuk mencapai
kesepakatan pembuatan tali air dengan memakai talang. Pihak
perkebunan pada waktu itu telah membuat kontrak dengan pihak
ITI. Pihak perkebunan menyatakan agar tanah terlebih dahulu
dikosongkan baru dapat dicairkan dana dari PPN dengan ketentuan

11 Pembangunan tali air ternyata hanya berjalan selama 1 bulan dan kemudian dihentikan,
karena terjadi kebocoran.
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pihak PPN membayarkan uang muka (panjar) Rp.720.000 sebagai
uang angkut barang. Namun kesepakatan ini pada kenyataannya
tidak ada realisasinya sehingga dilakukan lagi musyawarah yang
ketiga kalinya pada tanggal 5 Agustus 1969 dengan kesepakatan
yang berisi: pembayaran uang angkut barang harus dibayarkan
Pihak Perkebunan dengan tepat waktu; pembuatan talang yang
dikontrakan Pihak Perkebunan penyerahannya harus kepada PU
Tk. IT Kab. Simalungun; jika Pembayaran uang angkut barang dan
penyelesaikan pembuatan talang tidak dipenuhi Pihak Perkebunan
maka batallah segala keputusan musyawarah yang sudah disepakati
dan kembali Keputusan Panitia Landreform Tk. IT Kab. Simalungun.

Kesepakatan yang telah dibuat antara perkebunan dan kelompok
penggarap pada kenyataannya memang tidak pernah dipenuhi oleh
pihak perkebunan. Ketiga musyawarah yang dilakukan, tidak ada
realisasinya dari pihak perkebunan sehingga pada tanggal 8 Agustus
1969, Bupati KDH II sebagai Ketua Panitia Landreform TK II Kab.
Simalungun mengeluarkan surat keputusan pernyataan standfast
terhadap tanah yang disengketakan.'? Tidak adanya realisasi atas
kesepakatan yang ada menyebabkan konflik terus berkelanjutan.
Konflik sempat tenggelam pada tahun 1971 dengan adanya keputusan
Mahkamah Agung yang akhirnya menyerahkan tanah sengketa
kembali kepada pihak perkebunan. sementara itu pihak perkebunan
menyerahkan kepada masyarakat tanah sejumlah 168 ha.

Pada tahun 1998, tuntutan masyarakat mulai gencar kembali.
Pada tahun inilah dibentuk Tim Terpadu Kantor Gubernur KDH TL
I Sumatera Utara untuk menyelesaikan permasalahan tanah garapan
masyarakat dengan pihak perkebunan. Dalam perkembangannya
luas tanah garapan yang dituntut masyarakat adalah 943 hektar
dari keseluruhan lahan HGU PTPN III yang bermasalah seluas
2.245 hektar. Angka 943 hektar berasal dari tuntutan Djaiman
Nainggolan seluas 1200 hektar dikurangi lahan yang pernah diberi-
kan oleh pihak perkebunan untuk dipakai sebagai perkampungan

12 Selanjutnya dibentuk Tim Pemeriksa ke lapangan pada lokasi tanah sengketa untuk
melakukan registrasi jumlah anggota petani penggarap yang ketika itu terdiri dari 75
KK dan 12 lembar kartu anggota.
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168 hektar dikurangi tuntutan Suharji untuk tanah pando/perengan
seluas 89 hektar seperti dapat dicermati dalam bagan berikut ini:

Tabel 3
HGU PTPN III yang Awalnya Disepakati
akan Diserahkan pada Penggarap

® Tuntutan Djaiman
Nainggolan

M HGU PTEN M ® Tuntutan Suharji

W Lahan

bermasalah Diberikanunt

perkampungan

Sumber: Data primer, 2013

Dari pihak perkebunan sendiri, persoalan tidak terealisasinya
kesepakatan yang ada tidak pernah dimunculkan. Perkebunan tidak
pernah menyebutkan mengenai realisasi janji mereka untuk mem-
buatkan bangunan tali air kepada masyarakat. Tidak ada penjelasan
bahwa pembangunan tali air tersebut berhenti di tengah jalan dan
tidak dilanjutkan. Selain persoalan pembangunan tali air yang tidak
tuntas dan disembunyikan dari catatan kronologi konflik, persoalan
pembayaran ganti-rugi tanah garapan yang telah dilakukan justru
muncul, padahal catatan ini tidak muncul dalam kronologi konflik
versi lain. Kronologi konflik Bandar Betsy yang dimunculkan oleh
pihak perkebunan menunjukkan adanya catatan mengenai ke-
pentingan-kepentingan perkebunan yang dirugikan akibat tindakan
yang dilakukan oleh kelompok penggarap seperti dinyatakan dalam
dokumen kronologi konflik berikut ini:

“Dalam surat No.27/PLP/1966 tanggal 3 April 1966 Panitia

Landreform Pusat Jakarta meminta kepada Panitia Landreform

Kabupaten Simalungun, agar memperhatikan kepentingan Per-

kebunan Negara yang pada hakekatnya adalah juga kepentingan
negara dan rakyat.”
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Salah satu upaya yang dianggap merugikan perkebunan adalah
upaya yang dilakukan oleh seorang pimpinan penggarap yang
menggerakkan seluruh penduduk Bandar Betsy II untuk mengerja-
kan tanahnya masing-masing dan mengusir traktor perkebunan
yang terjadi pada bulan Januari 1970. Kejadian ini berujung pada
pengaduan kepada pihak yang berwajib yang kemudian memenjara-
kan pimpinan penggarap tersebut. Selain itu upaya lain yang di-
soroti perkebunan sebagai tindakan nekad dari masyarakat adalah
penanaman jagung di areal perkebunan pada bulan Mei 1970 yang
kemudian disusul dengan demonstrasi massa secara beruntun
sambil mencabuti pancang dan tanaman karet yang baru ditanami
oleh pihak perkebunan. Pada bulan Januari 1987, dicatat pula
bahwa kelompok penggarap dinilai tidak mematuhi kesepakatan
untuk tidak menanami pandau-pandau/rendahan seluas 85 hektar
dengan padi, melainkan dengan palawija. Dalam catatan kronologi
versi perkebunan, dijumpai pula penjelasan yang menyoroti bahwa
masyarakatlah yang berkali-kali tidak mematuhi kesepakatan-
kesepakatan yang dibuat. Puncak dari persoalan ini terjadi pada era
reformasi 1998 dimana diungkapkan bahwa masyarakat yang
kemudian didukung oleh berbagai organisasi, dianggap semakin
berani dan terdorong untuk melakukan penggarapan terhadap areal
HGU dan meneruskan bahkan memperluas areal garapannya
dengan dibarengi dengan demonstrasi.

E. Peta Aktor dan Klaim

Dalam konflik Bandar Betsy, aktor-aktor yang terlibat dalam konflik
dapat diidentifikasi menjadi dua kelompok yaitu mereka yang ter-
libat langsung dan mereka yang tidak terlibat langsung atau berada
pada posisi sebagai mediator atau pihak ketiga. Mereka yang terlibat
langsung adalah kelompok penggarap dan pihak perkebunan (PTPN
III). Sementara itu mereka yang tidak terlibat langsung adalah
pengacara/kuasa hukum, pemerintah dan LSM pendamping. Dalam
konteks ini, relasi antar aktor dapat didentifikasi melalui interest
(kepentingan), role (peran) dan power (kekuasaan). Kompleksitas
relasi antar aktor dapat dilihat dalam ilustrasi berikut ini:
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Klp. Peduli Keadilan
Klp. Tani LVRI
Kec.Pematang Bandar
Klp. Tani Raptama
Naga jaya

Klp. Bandar Masilam

Gambar.3. Peta Aktor Dalam Konflik Bandar Betsy
Sumber: Data primer, 2013

PTPN 1l

|
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Berdasarkan interest (kepentingan), dapat dilihat bahwa kelompok
penggarap berupaya untuk mempertahankan klaim mereka ter-
hadap tanah yang selama ini telah mereka garap dan menjadi
sumber penghidupan. Kehilangan tanah berarti kehilangan pula
sumber penghidupan yang menjadi penopang bagi keluarga mereka
seperti dituturkan:
“Di tanah ini kami tanami rambung supaya setiap hari bisa dideres.
Soalnya untuk membutuhi lima anak saya yang masih sekolah dan
belanja dapur, semuanya dari hasil getah ini. Makanya kalau sampai
lahan ini diambil, bukan hanya rambung saya saja yang hilang tetapi

rumah saya juga akan hilang. Soalnya pertapakan tanah saya juga
turut diklaim PTPN III sebagai milik mereka.”

Peran mereka dalam konflik ini adalah memperjuangkan status
tanah yang mereka garap dan berupaya untuk mempertahankan
dari upaya-upaya pengambilalihan dan penggusuran yang dilakukan
oleh perkebunan. Power (kekuasaan) yang dimiliki oleh penggarap
bisa dikatakan kuat apabila dilihat dari dasar klaim dan pembuktian
dokumen seperti: UU Darurat No 8 Tahun 1954, Surat Keputusan
Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun,
Tanggal 2 maret 1965, No.4/II/10/LR/BP, Surat Panitia Landreform
Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun, tanggal 31 Maret 1965,
No 2/II/10/LR/65/PP, dan Keputusan Musyawarah 22 Juli 1968.
Hanya cukup disayangkan bahwa dasar klaim sampai saat ini tidak
cukup mumpuni ketika berhadapan dengan perkebunan. Hal ini
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bisa dilihat dari proses pengajuan tuntutan yang begitu panjang
tanpa hasil yang jelas dan bahkan telah menimbulkan rasa frustasi
dan antipati seperti disampaikan Toto (40 tahun):
“Masalah penggarap ini satu, kalau memang kalah, di pengadilan itu
ngomong kalah. Kalau istilahnya dibilangnya kalah, kami pasrah, ya
udahlah. Kalau ini kan nggak, digantung. Dari pusat sudah, tinggal
pemkab mengesahkan saja, masih digantung. Apa mungkin karena
petani ini nggak punya uang sementara perkebunan punya uang

sehingga mereka orang pemkab Simalungun ga mau menyelesaikan
permasalahan tanahnya”

Kondisi inilah yang kemudian memunculkan ketergantungan mereka
pada pihak ketiga yaitu pengacara/kuasa hukum. Mereka inilah
yang kemudian menjadi ujung tombak untuk berhadapan dengan
perkebunan. Gerakan sosial petani yang terlihat pada akhirnya
adalah gerakan sosial yang sifatnya elitis. Kelompok penggarap
telah melakukan deal-deal atau kesepakatan dengan kuasa hukum/
pengacara apabila kasus berhasil dimenangkan. Dikatakan bahwa
dari salah satu kelompok penggarap deal yang dibuat dengan kuasa
hukum mensyaratkan pemberian 300 hektar dari keseluruhan
tanah 943 hektar yang menjadi tuntutan masyarakat. Berada dalam
posisi di antara ‘deal kuasa hukum’ dan ‘tekanan perkebunan’,
kelompok penggarap bisa dikatakan tidak memiliki bargaining
position yang cukup baik. Kasus tuntutan salah satu kelompok
penggarap dari Koreker pimpinan Djaiman Nainggolan yang pada
akhirnya melepaskan kuasa hukumnya karena dianggap sudah
menyalahgunakan kepercayaan dari penggarap dengan cara me-
nerima uang ‘sagu hati’ atau ganti rugi tanaman dari pihak per-
kebunan tanpa sepengetahuan mereka adalah salah satu contoh
bahwa posisi kelompok penggarap sangat rentan. Deal yang dilaku-
kan dengan pihak kuasa hukum tidak bisa dijamin akan dipenuhi
kecuali jika deal itu memang dirasa menguntungkan seperti ditutur-
kan: “Aku sebenarnya nggak suka ke pengacara, karena dia bukan
bela yang benar, tapi bela yang bayar. Sekarang kan ada dua opsi
perkara, bapak menangani terdakwa. Bapak kan tahu siapa yang
salah, makanya pengacara bukan bela yang benar, tapi bela yang
bayar”. Dalam konteks ini, kuasa hukum atau pengacara cenderung
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memiliki keberpihakan pada pihak-pihak yang mampu memberikan
keuntungan secara finansial sehingga menjadi tidak objektif.

Tabel 4
Analisa kekuasaan, Peran dan Kepentingan Aktor dalam Konflik
Bandar Betsy
Aktor Kekuasaan (power) Peran (role) Kepentingan (interest)

Perkebunan | Kapital, kemampuan Mengambilalih lahan | Mempertahankan aset,

mempengaruhi yang digarap mencegah inefisiensi
kebijakan, steril dari masyarakat perkebunan akibat
kewajiban menaati penggarapan liar
hasil kesepakatan
Kelompok Defakto penguasaan Menuntut Mempertahankan tanah
Penggarap (penggarapan) pengembalian lahan | garapan/sumber
penghidupan/
livelihood
Pengacara/ Pengetahuan hukum, Menjadi negosiator/ | Memenuhi kesepakatan
Kuasa Hukum | kemampuan negosiasi, |ujung tombak dengan penggarap
kapital penggarap
LSM Kemampuan Mendampingi Melakukan kritik
memobilisasi massa kelompok terhadap operasional
dalam aksi-aksi penggarap, perkebunan,
kelompok penggarap, | mendesak mendampingi kelompok
membentuk opini pemerintah/ penggarap, eksistensi
publik melalui perkebunan untuk lembaga
dokumentasi aksi-aksi | mengakomodir
yang dilakukan kebutuhan kelompok
penggarap
Pemerintah Otoritas mengeluarkan | Mediator antara Implementasi kebijakan/

kebijakan penanganan | kelompok penggarap | hasil kesepakatan
konflik, menjembatani | dengan pihak
kepentingan antara perkebunan

perkebunan dengan

kelompok penggarap

Sumber: Data primer 2013, diaplikasikan dengan mengadaptasi metode analisis aktor dari
RATA®

Sementara itu pihak perkebunan, dalam konteks konflik Bandar
Betsy memiliki interest (kepentingan) untuk mempertahankan aset

13 Lebih lanjut lihat Galudra G. et all. 2010. Rata: A Rapid Land Tenure Assesment
Manual for Identifiying the Nature of Land Tenure Conflict. Bogor: Indonesia. World
Agroforestry Centre. Hal 67.
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yang mereka miliki berdasarkan sertifikat HGU yang sebenarnya
sudah habis masa berlakunya. Peran mereka dalam konflik adalah
untuk mengambilalih lahan-lahan yang digarap secara ‘tidak sah’
oleh masyarakat dan menyebabkan inefisiensi pengelolaan per-
kebunan. Power (kekuasaan) perkebunan terlihat dari kemampuan
mereka untuk selalu bisa berkelit dari kesepakatan-kesepakatan
yang dibuat dengan penggarap yang telah dimediasi oleh berbagai
pihak. Dalam hal ini terlihat bahwa perkebunan pun cenderung bisa
sangat acuh dan tidak terpengaruh dengan otoritas pemerintah dan
bahkan cenderung bisa mengarahkan untuk mengamankan ke-
pentingan mereka. Perkebunan dinilai memiliki pundi-pundi yang
gemuk, sehingga sering dianggap memilih mekanisme-mekanisme
yang kurang transparan.

Sementara itu di antara kelompok penggarap dan pihak per-
kebunan serta kuasa hukum atau pengacara, aktor selanjutnya
adalah pemerintah. Kepentingan atau interest dari pemerintah
disini adalah menjembatani kepentingan antara perkebunan dengan
kelompok penggarap. Pemerintah dalam konteks konflik Bandar
Betsy berperan sebagai mediator antara kelompok penggarap
dengan pihak perkebunan. Melalui pemerintahlah sebenarnya ber-
bagai upaya fasilitasi sudah dilakukan untuk menyepakati solusi
dari konflik yang terjadi. Power atau kekuasaan dari pemerintah ini
adalah otoritasnya dalam mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan
penanganan konflik.

Aktoryang selanjutnya juga muncul adalah kelompok-kelompok
pendamping masyarakat atau LSM. LSM banyak bermunculan pada
tahun 1998 diantaranya adalah: AGRESU, GERAG, KAMMAS,
DETASS dan JTR. Peran LSM dalam konflik Bandar Betsy adalah
mengadvokasi untuk pressure baik kepada pihak perkebunan
maupun pemerintah. Posisi mereka lebih kepada mediator karena
tidak terlibat langsung dalam konflik. Power atau kekuasaan dari
LSM terlihat dari kemampuan mereka dalam memobilisasi massa
dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok penggarap termasuk
membentuk opini publik melalui dokumentasi aksi-aksi demonstrasi
yang dilakukan. Pro kontra keberadaan LSM dalam konflik Bandar
Betsy ternyata juga muncul berkaitan dengan keseriusan mereka
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dalam membela kepentingan masyarakat seperti dituturkan: “Dulu
adaJTR,jaringantanahrakyat, tapimerekasebatas mengadvokasi
untuk pressure aja, aksi. Sekitar tahun 2005. Banyak LSM di
Simalungun ini, aku bilang Ism abal-abal. Ada beberapa yang
memang betul-betul mengurusi nasib rakyat, tapi yang lain ya
tidak”. Saat ini, keberadaan LSM-LSM ini sudah sulit dilacak.
Penuturansalah seoranganggotakelompok penggarap menyebutkan
bahwa ada sedikit kekecewaan dengan kehadiran LSM ini karena
mereka dinilai tidak menguasai persoalan sehingga upaya-upaya
yang dilakukan tidak menunjukkan hasil.

F. Jalan Panjang Penyelesaian:
Mencari Jawab Konflik Bandar Betsy

Dalam rangka menyelesaikan persoalan penggarapan di Bandar
Betsy, sudah banyak elemen pemerintah yang terlibat diantaranya:
Pemerintah Kabupaten Simalungun, Bupati, Pemda, Setneg, BPN,
Menneg BUMN, Menteri Pertanian, Gubernur Sumut, DPRD, DPR,
dan Polda. Banyak upaya penyelesaian yang telah dilakukan sejak
mulai dari tahun 1965 sampai tahun 2012 lalu. Berbagai upaya telah
dilakukan diantaranya: penerbitan surat keputusan, musyawarah,
pembentukan tim pemeriksa, pemberian rekomendasi/anjuran,
pembentukan tim peneliti penggarap, pengukuran penetapan batas,
dan publikasi media massa.

Secara umum, pemerintah kabupaten Simalungun sendiri
sebenarnya juga sudah memiliki desain penyelesaian konflik. Salah
satu yang dilakukan adalah dengan pembentukan Tim Adhoc
penanganan masalah pertanahan yang timnya terdiri dari BPN dan
Polres. Tugas utama tim adalah melakukan penanganan atau
penyelesaian terhadap masalah pertanahan yang bersifat strategis
berindikasi tindak pidana. Dalam hal ini metode penanganan
masalah yang dilakukan adalah: mediasi, gelar perkara, peninjauan
lapangan, dan jalur pengadilan. Mediasi dilakukan untuk memper-
temukan penggugat dengan tergugat untu penyelesaian masalah di
depan tim adhoc. Gelar perkara dilakukan sebelum pengajuan per-
masalahan ke pengadilan dengan tujuan untuk mengetahui duduk

64

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

permasalahan dan memperoleh masukan dari berbagai pihak.
Peninjauan lapangan dilakukan untuk mengetahui objek per-
masalahan. Sementara itu jalur pengadilan merupakan pilihan atau
jalan terakhir apabila proses musyawarah tidak tercapai.

Selain pembentukan tim adhoc, desain penyelesaian konflik
yang cukup baik sebenarnya sudah dibuat oleh BPN yaitu dengan
mekanisme penelitian permasalahan pertanahan. Dalam per-
kembangan penanganannya, menurut penuturan Kasi Sengketa
Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, kasus Bandar Betsy
sudah dilimpahkan ke pemkab. BPN turut diundang ketika ada
proses mediasi. Dalam kurun waktu 3 tahun, ada 3 kali pertemuan/
rapat untuk membahas kasus ini. Dalam rapat, yang dibahas adalah
persoalan tanah HGU. Perpanjangan HGU tahun 2005 ditunda dari
pemkab. Dikatakan pula bahwa proses ganti rugi belum terjadi. Hal
ini disebabkan ada kesimpangsiuran data. Ketua kelompok dan
anggota penggarap sering berganti-ganti. PTPN dikatakan tidak
punya itikad baik karena tanpa sepengetahuan pemkab dan BPN,
mereka justru membayar tanaman. Mediasi sudah dilakukan, tetapi
ternyata mereka mengambil jalan sendiri. PTPN selalu bertentangan
dengan BPN. Pemkab tidak bisa menyelesaikan, sehingga proses
seolah-olah menjadi mandeg. PTPN diam-diam memanggil
kelompok penggarap dan memberikan seperti uang suap untuk
mereka, sehingga areal makin lama makin menciut. Apabila dikata-
kan di depan forum, PTPN selalu dipastikan menyangkal. Persoalan
berhentinya upaya penyelesaian konflik terjadi karena keputusan-
keputusan yang dibuat dan disepakati tidak segera terealisasikan
sementara kondisi di lapangan sangat dinamis. Peran pemerintah
yang dalam hal ini menjadi pihak ketiga yang menjembatani
kepentingan kelompok penggarap dan perkebunan juga dianggap
tidak bisa berjalan dengan efektif karena kultur dari sistem
pemerintahan di Kabupaten Simalungun yang belum bisa dilakukan
dengan profesional akibat komitmen dan kebijakan yang tidak
tepat.

Secara umum dalam penanganan konflik yang terjadi di
lapangan, pihak perkebunan memiliki sebuah desain penanganan
konflik. Upaya penyelesaian konflik dibedakan menjadi upaya
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penyelesaian untuk konflik perorangan dan konflik kelompok.
Penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.
Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan baik secara perdata
maupun pidana, sementara penyelesaian melalui jalur non litigasi
dilakukan secara persuasif, musyawarah dan biaya suguh hati.

Dalam penanganan konflik Bandar Betsy, realisasi dari
penanganan konflik dilakukan baik melalui jalur litigasi dan non
litigasi. Proses penyelesaian melalui jalur litigasi antara lain adalah
pengaduan pihak perkebunan kepada penggarap yang melakukan
pengusiran traktor milik perkebunan serta pembabatan tanaman
karet milik perkebunan. Pengaduan kasus ini akhirnya berujung
pada pemenjaraan penggarap. Kejadian pertama terjadi pada tahun
1970 dengan terlapor Djaiman Nainggolan yang akhirnya dipenjara
2,5 tahun. Ternyata kejadian berulang kembali pada tahun 2010
atas nama Kemin, Rukiman dan Tukirin yang didakwa telah me-
lakukan penggarapan liar dan perusakan tanaman milik perkebunan
sehingga akhirnya berujung pada dijatuhkannya hukuman 1 tahun
penjara.

Sementara itu jalur non litigasi dilakukan melalui pendekatan
masyarakat dan pemberian sugu hati. Pemerintah Kabupaten
Simalungun sebenarnya menawarkan beberapa alternatif
penyelesaian kepada pihak perkebunan yaitu: menyerahkan tanah
yang dituntut masyarakat kepada masyarakat, relokasi dan sugu
hati/ganti rugi. Pihak perkebunan sendiri lebih cenderung memilih
alternatif terakhir atau pemberian ganti rugi karena pelepasan
tanah dan relokasi dianggap sebagai solusi yang mustahil untuk
dilakukan. Dalam upaya penyelesaian ini, perkebunan menyatakan
bahwa mereka berupaya untuk mencari solusi yang beretika, ber-
moral dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu yang dilakukan
adalah dengan pendekatan secara musyawarah kepada masyarakat
penggarap untuk menawarkan pembayaran sugu hati atau tali asih.

Sugu hati atau tali asih adalah upaya penyelesaian dengan
melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Jumlah
ganti rugi idealnya disepakati antara kedua belah pihak. Pemberian
sagu hati sebagai bentuk upaya penyelesaian untuk kasus Bandar
Betsy telah dilakukan antara lain pada tanggal 11 Oktober 1969
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kepada 12 orang penggarap di Afdeling 36 dan 37 Bandar Betsy II.
Selain itu pembayaran sagu hati juga dilakukan pada 24 Juli 2007
dengan memberikan Rp. 5.000.000,- sebagai bentuk ganti rugi
tanaman kepada penggarap sejumlah 121 orang dengan luas areal
yang dikemnalikan 73,26 hektar. Tujuan mendasar dari pemberian
sagu hati adalah membawa dampak atau pengaruh positif bagi
kelompok masyarakat tani atau penggarap lainnya. Pihak per-
kebunan juga menuturkan bahwa masyarakatlah sendiri yang ter-
kadang mendatangi perkebunan dan meminta pembayaran sagu
hati untuk kemudian menyerahkan lahan garapannya secara
sukarela.

Pembayaran sagu hati bagi perkebunan memang dinilai sebagai
solusi paling ideal untuk mengatasi konflik yang ada, tetapi sayang-
nya tidak demikian menurut masyarakat. Sagu hati dianggap
sebagai akal-akalan yang dilakukan oleh pihak perkebunan untuk
mengelabui masyarakat dan kemudian menjadi alasan untuk meng-
ambil paksa lahan yang digarap masyarakat. Sagu hati bagi masya-
rakat dimaknai sebagai pemberian sesuka hati. Besaran ganti rugi
yang diberikan tidak melalui kesepakatan tetapi telah ditentukan
secara sepihak oleh pihak perkebunan. Pemberian sagu hati pun
seringkali dilakukan dengan cara-cara intimidatif seperti pemaksaan
dan ancaman. Hal ini juga yang ditemukan dalam dokumen
kelompok penggarap dimana dinyatakan bahwa sugu hati memiliki
makna yang simpang siur. Penggarap menganggap sugu hati identik
dengan ‘sedekah’,ibaratorangyang meminta-mintadipersimpangan
jalan atau lampu merah terserah akan diberikan Rp. 1000,- atau
Rp. 5.00,-, tidak ada aturan yang menjadi patokan. Dalam konteks
ini, terlihat bahwa penawaran yang diberikan perkebunan seringkali
tidak sejalan dengan tuntutan yang diminta masyarakat. Masyarakat
menuntut ganti rugi dengan nominal yang mereka anggap ‘wajar’
sementara perusahaan pun juga memiliki standar sendiri untuk
jumlah ganti rugi tersebut.

Pemberian sagu hatijuga dikatakan tidak transparan. Kelompok
sasaran atau penerima sagu hati dipersepsikan oleh masyarakat
justru bukan kelompok yang seharusnya mendapat ganti rugi.
Mereka yang diberi sagu hati oleh pihak perkebunan adalah oknum
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yang memang mau uang dan justru hanya mengambil manfaat dari
dari konflik yang tengah terjadi. Penerima sagu hati cenderung
orang yang sudah kongkalikong atau dekat dengan pihak per-
kebunan. Kondisi inilah yang kerapkali berujung pada ketegangan
antara pihak perkebunan dan kelompok penggarap. Penggarap
mempersepsikan bahwa pemberian sagu hati sarat dengan tipu
daya sementara pihak perkebunan sendiri mempersepsikan bahwa
masyarakat seringkali mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal
dan tidak pernah puas.

Upaya penyelesaian lain yang dilakukan oleh pihak perkebunan
adalah skema Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(Community Development). Hal ini dilakukan antara lain dengan
membangun sarana dan prasarana umum yang diperlukan oleh
masyarakat yang terlibat dalam penggarapan areal Kebun Bandar
Betsy seperti: membangun sumur bor (sarana air bersih) di beberapa
desa dan memberikan pelatihan montir sepeda motor kepada anak-
anak masyarakat desa setempat dengan memberikan sarana per-
bengkelannya melalui dana kemitraan. Hal ini dilakukan untuk
mendukung terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Bentuk community development lain yang dilakukan perkebunan
adalah pembangunan pengerasan jalan di 5 desa sepanjang 5 km
yang berlokasi di Desa Huta Bendungan Nagori Jaya II, Huta Suka
Jadi Nagori Tanjung Hataran, Huta Bandar Rejo Nagori Bandar
Betsy II dan Huta Kesa Nagori Dolok Pamonangan dengan nilai
pembangunan sebesar Rp.595.329.500,- yang dilakukan pada
tahun 2007.

Seperti halnya dengan pemberian sagu hati, program kemitraan
atau community development yang dilakukan oleh pihak per-
kebunan juga dipersepsikan secara berbeda oleh masyarakat.
Perkebunan memang diakui memberikan beberapa bantuan kepada
masyarakat seperti: ternak dan bantuan pembuatan kandang, beras,
dan masjid. Namun semua bantuan yang diberikan perkebunan ini
dinilai hanya dilakukan demi kepentingan tertentu seperti ditutur-
kan: “Ttu kan umpan. Misalnya bantuan masjid, seng. Dari PTPN
ini kasth beras. Yang lain ga ada. Seperti raskin lah. Ibaratnya
mau dekat sama aku, tentu dekatkan diri ke aku.” Program
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community development tidak dipersepsikan masyarakat sebagai
upaya penyelesaian konflik. Community Development dianggap
memang sudah menjadi kewajiban perkebunan dimana 2 persen
dari keuntungan perusahaan memang wajib diberikan kepada
masyarakat di sekitar perkebunan. Dalam konteks program ini pula
dikatakan bahwa jumlah nominal yang diberikan juga tidak begitu
besar. Masing-masing desa yang berada di sekitar perkebunan
seperti: Bandar Tonga, Naga Jaya II, Tanjung Hataran, Bandar
Manis, Panambean, Bandar Silai, Bandar Masilam I, Bandar
Masilam 2, Serawan, memperoleh bantuan sebesar Rp. 5.000.000,-
yang diberikan setiap tahunnya. Namun dikatakan sejak mengalami
masalah atau berkonflik dengan perkebunan, bantuan sudah tidak
pernah ada lagi.

Pengalaman yang dikisahkan warga juga menggambarkan
bahwa bantuan yang diberikan perkebunan terkadang terlalu
minim. Hal ini dicontohkan dengan bantuan bahan bangunan untuk
pembangunan menara masjid yang oleh perkebunan diberikan
bantuan sebesar Rp. 14.000.000,-. Dalam realisasinya ternyata
biaya pembangunan membengkak menjadi Rp. 28.000.000,- se-
hingga terpaksa wargalah yang terpaksa membiayai kekurangannya.
Pada waktu peresmian dikatakan bahwa pihak perkebunan ternyata
juga tidak datang.

Upaya lain yang dikategorikan sebagai bagian dari pendekatan
pihak perkebunan kepada masyarakat adalah pelibatan masyarakat
sebagai karyawan perkebunan. Kebijakan perkebunan memberikan
kesempatan bagi setiap pangulu (kepala desa) untuk mengangkat
satu orang pengangguran dari nagori-nya (desa). Menurut masya-
rakat hal inipun dinilai tidak berhasil karena faktanya peluang
menjadi karyawan sangat sulit. Selain membutuhkan biaya yang
tinggi antara 30-40 juta perorang, proses rekrutmen juga sangat
sulit sehingga masyarakat lebih sering gagal daripada berhasil.
Upaya pendekatan dengan masyarakat ternyata belum cukup efektif
untuk menjadi solusi konflik. Masyarakat masih mempersepsikan
upaya-upaya ini secara negatif sebagai kamuflase dari upaya per-
kebunan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan
mengabaikan kepentingan masyarakat.
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Upaya represif ternyata juga menjadi bagian dari langkah yang
diambil oleh pihak perkebunan. Hal ini secara nyata terlihat dari
catatan eksekusi lahan yang telah dilakukan beberapa kali oleh
perkebunan dengan bantuan pihak keamanan seperti salah satunya
yang terjadi pada 9 Desember 2010. Perkebunan dengan melibatkan
anggota TNI, Polri dan Papam serta beberapa karyawan kebun,
menggunakan alat berat seperti buldozer dan eskavator untuk
mengekskusi lahan garapan masyarakat seluas 151 hektar. Liputan
harian lokal menyebutkan bahwa dalam proses eksekusi, ratusan
warga mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua
memadati lokasi dengan membawa berbagai senjata. Beruntung
aksi tidak menelan korban jiwa.

Mengandalkan kuasa hukum atau pengacara adalah strategi
utama yang dilakukan oleh kelompok penggarap. Dalam rangka
menjaga keberlangsungan perjuangan inilah mereka membuat
kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan kuasa hukum tersebut.
Bersama kuasa-kuasa hukum inilah, kelompok penggarap berupaya
untuk terus melakukan negosiasi dengan pihak pemerintah baik
pihak pemerintah daerah maupun ke legislatif melalui DPR dan
DPRD.

Selain negosiasi, konfrontasi ternyata tetap menjadi pilihan
untuk memberitekanan kepada pihak perkebunan. Aksidemonstrasi
dilakukan tidak hanya sebagai strategi ‘bertahan’, tetapi juga sebagai
strategi ‘melawan’. Aksi demonstrasi menjadi pilihan upaya
penyelesaian dari konflik karena proses negosiasi atau musyawarah
selalu saja menemui kebuntuan. Berbagai kesepakatan sudah dibuat
tetapi tidak ada realisasinya seperti disampaikan: “Semua surat
sudah dikeluarkan dengan lengkap, masalah ini penyelesaiannya
sampai kapan itu tidak tahu”.

Apabila ditilik dari kronologi penyelesaian kasus yang bisa
dilihat dari berbagai dokumen yang ada, terlihat bahwa semua
kesepakatan seolah mentah kembali meskipun sudah menjadi
keputusan yang dibuat dan disetujui bersama. Pada titik inilah
kelihatan kemudian kelompok penggarap merasa bahwa nasibnya

14 Lebih lanjut lihat. Harian Sumut Pos. “Bandar Betsy Memanas”.http://www.
hariansumutpos. com/arsip/?p=67861, Diakses 25 Januari 2013.
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digantung dan tidak ada kejelasan. Kuasa penyelesaian dikatakan
sudah tidak ada di tangan mereka lagi, komitmen pemkab-lah yang
mereka tunggu. Yang dilakukan oleh kelompok penggarap sampai
sekarang adalah tetap menggarap dengan resiko mendapat ancaman
atau intimidasi eksekusi lahan sewaktu-waktu dari pihak per-
kebunan.

G. ‘Solusi yang Tak Bersinergi’:
Kemandegan Proses Penyelesaian Konflik

Pada kenyataannya dari berbagai upaya penyelesaian konflik
Bandar Betsy yang telah ditempuh, belum ada satu pun upaya yang
bisa dikatakan cukup efektif. Sampai saat ini konflik antara pihak
perkebunan dan kelompok penggarap masih terjadi. Masing-
masing pihak masih bersikukuh pada pendirian dan klaimnya
masing-masing. Akar persoalan sebenarnya sudah bisa ter-
identifikasi, namun mekanisme realisasi kesepakatan antara pihak
yang berkonflik belum bisa dilakukan. Akar persoalan konflik
Bandar Betsy yang teridentifikasi antara lain: pertentangan klaim
penguasaan, kepentingan perlindungan aset, kebutuhan bertahan
hidup (survive) dan berbagi keuntungan (profit sharing). Dari akar
konflik inilah, berbagai mekanisme penyelesaian telah dilakukan
dari mulai musyawarah/negosiasi, penerbitan surat keputusan,
pembentukan tim pemeriksa, pemberian rekomendasi, pengukuran
penetapan batas, publikasi media massa, tuntutan ke pengadilan,
pendekatan ke masyarakat, ganti rugi, demonstrasi dan ber-
kolaborasi dengan lembaga tertentu. Capaian dari upaya
penyelesaian yang telah dilakukan ini belum memuaskan karena
pada kenyataannya: masih terjadi intimidasi/ancaman eksekusi
lahan, status quo pada lahan yang berkonflik, penundaan per-
panjangan HGU, ketidakjelasan status tanah, defacto penguasaan
dan penggunaan oleh pihak perkebunan, ketidakpastian nasib
penggara, dan potensi konflik yang meledak sewaktu-waktu.
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Capaian

Intimidasi/ancaman eksekusi lahan, status quo pada lahan berkonflik,
penundaan perpanjangan HGU, ketidakjelasan status tanah, defacto
penguasaan dan penggunaan oleh pihak perkebunan, ketidakpastian
nasib penggarap, potensi konflik yang bisa meledak sewaktu-waktu

Resolusi (Upaya Penyelesaian)

Musyawarah/negosiasi, penerbitan surat keputusan, pembentukan tim
| pemeriksa, pemberian rekomendasi/anjuran, pembentukan tim peneliti
penggarap, pembentukan tim adhoc, pengukuran penetapan batas,
publikasi media massa, tuntutan ke pengadilan, pendekatan ke
masyarakat, ganti rugi/sugu hati, demonstrasi, melaporkan pada
komnas HAM, aparat pemerintah, DPR, polisi, PBB

(Akar Konflik)

Pertentangan klaim penguasaan, kepentingan perlindungan aset,
kebutuhan bertahan hidup (survive), berbagi keuntungan

Gambar 4. Pohon Resolusi Konflik Bandar Betsy
Sumber: Data primer, 2013

Dalam konteks penyelesaian konflik Bandar Betsy, terdapat
persepsi yang berbeda-beda baik antara pemerintah, kelompok
penggarap dan perkebunan. Pemerintah beranggapan bahwa upaya
penyelesaian konflik yang berlarut-larut disebabkan karena kurang-
nya itikad baik dari pihak perkebunan untuk mematuhi hasil
kesepakatan dan dari pihak penggarap sendiri yang jumlah dan
keabsahannya masih terus dipertanyakan. Sementara itu pihak
perkebunan beranggapan bahwa mereka sudah berada pada jalur
yang benar sesuai dengan hak mereka sebagai pemegang HGU yang
sah, sehingga upaya yang mereka lakukan selama ini adalah satu
bentuk upaya untuk melindungi dan mengamankan aset per-
kebunan. Benturan terus terjadi karena kelompok penggarap yang
susah diajak bernegosiasi. Tawaran pemberian sagu hati yang di-
anggap sebagai solusi paling ideal menurut perkebunan tidak di-
respon positif oleh kelompok penggarap. Berbeda dengan peme-
rintah dan pihak perkebunan, kelompok penggarap juga memiliki
persepsi sendiri. Mereka beranggapan bahwa pemerintah kurang
tegas dalam merealisasikan hasil-hasil kesepakatan yang sudah
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berulang kali dilakukan. Pemerintah dianggap kurang memiliki
komitmen karena sebenarnya semua dokumen yang mendukung
keabsahan lahan garapan milik mereka sudah lengkap. Kelompok
penggarap juga beranggapan bahwa pihak pemerintah cenderung
tidak objektif, berat sebelah dan berpihak pada perkebunan. Pihak
perkebunan juga dinilai banyak melakukan tekanan terhadap
kelompok penggarap mulai dari intimidasi untuk menerima sagu
hati yang tidak pernah disetujui oleh kelompok penggarap sampai
upaya pendekatan yang dianggap hanya kamuflase untuk mengabur-
kan bahwa kepentingan utama perkebunan adalah menjaga aset
mereka dan mengabaikan kepentingan kelompok penggarap sama
sekali.

Jika dicermati lebih lanjut, dalam kasus penyelesaian konflik
Bandar Betsy ada beberapa faktor penghambat proses yang ada
pada masing-masing pihak yang dalam hal ini pihak perkebunan
dan penggarap sebagai pihak yang berkonflik langsung, serta pihak
pemerintah yang berada pada posisi mediator sekaligus eksekutor.
Dari sisi pemerintah faktor penghambat proses dapat ditemukan
dari kurang tegasnya komitmen yang pada akhirnya mengesankan
posisi mendua. Hal ini secara nyata terlihat dimana posisi kasus
yang sekarang berada pada Pemkab Simalungun. Ketegasan peme-
rintah diperlukan untuk bisa mensinergikan kebijakan penyelesaian
dengan berbagai instansi terkait.

Tabel 5
Pemetaan Capaian Model Penyelesaian Konflik dan Faktor
Penghambat Proses

No | Inisiator/Pelaksana | Model Penyelesaian Capaian f’i{ltg(;lrambat .

1 | Pemerintah (Pemkab | Penerbitan SK, Pembentukan | Kesepakatan | Komitmen kurang
Simalungun, DPRD, | tim pemeriksa/peneliti yang tidak | tegas, terkesan mendua
setneg, Menneg penggarap, Pengukuran terealisasi | antara melindungi
BUMN, Menteri | penetapan batas, musyawarah, penggarap dan
Pertanian, Gubsu, | negosiasi, mediasi, pemberian mengakomodasi
DPR, Polda) rekomendasi/anjuran kepentingan

perkebunan
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2 |Perkebunan Litigasi (perdata, pidana), Penyelesaian | Komunikasi yang tidak
nonlitigasi (persuasif/ parsial efektif, tidak adanya
pendekatan dengan pendekatan
masyarakat, musyawarah, penyelesaian konflik
biaya sugu hati) yang partisipatif

3 |DPenggarap musyawarah, membuat Berhenti | Gerakan sosial tidak
kesepakatan dengan kuasa | pada solid, kelompok
hukum, demonstrasi /aksi ~ |tuntutan | terpecah-pecah,
massa pendekatan elitis

melemahkan
keberdayaan penggarap

Sumber: Data primer, 2013

Sementara itu, berkaitan dengan pihak perkebunan, faktor
penghambat proses penyelesaian berada pada persoalan komuni-
kasi. Ada kesan bahwa perkebunan berjalan sendiri untuk membuat
penyelesaian-penyelesaian, sehingga sifatnya sangat parsial dan
bahkan terkadang dinilai sarat kepentingan. Perkebunan juga gagal
memberikan citra yang baik bagi masyarakat sekitar. Hal ini tidak
bisa dilepaskan dari konteks distribusi kesejahteraan. Rekaman
kesalahpahaman ‘sugu hati’ adalah sebuah fakta yang menunjukkan
bahwa perkebunan menjadi mercusuar yang begitu eksklusif. Ter-
kesan mengisolasi diri dan tertutup bagi masyarakat di sekitarnya.
Dalam konteks ini, aspek partisipasi dalam pendekatan penyelesaian
konflik, menjadi penting. Sementara itu berkaitan dengan
penggarap, faktor penghambat yang paling utama adalah kekaburan
kategori ‘penggarap’ yang akhirnya masing-masing membentuk
kelompok dan berjuang sendiri. Upaya penyelesaian menjadi tidak
efektif karena diantara penggarap sendiri ada banyak kepentingan.
Upaya penyelesaian yang mungkin efektif bagi kelompok yang satu,
bisa dianggap merugikan kelompok yang lain dan sebaliknya.

F. Penutup

Konflik Bandar Betsy adalah konflik antara kelompok penggarap
dan perkebunan (PTPN III) yang sudah berlangsung sejak tahun
1942. Persoalan bermula dari penggarapan tanah perkebunan yang
ditelantarkan Belanda yang kemudian berlanjut dengan masuknya
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Jepang yang semakin meningkatkan gelombang penggarapan
dengan pembabatan hutan untuk mendukung kebutuhan darurat
perang. Tanah garapan masyarakat yang pada awalnya dilindungi
melalui UU Darurat No 8 Tahun 1954, pada kenyataanya diminta
kembali oleh pihak perkebunan. Benturan dan gesekan antara
penggarap dan perkebunan terus terjadi sampai akhirnya terbit: 1)
Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Kabupaten
Simalungun, Tanggal 2 maret 1965, No. 4/11/10/LR/BP, tentang
Pelepasan Tanah Garapan dari Pihak Perkebunan kepada masya-
rakat petani yang berlokasi di Afd. 8,31,39,40 dan 41, sejumlah 2107
Ha, dan 2) Surat Panitia Landreform Daerah Tingkat IT Kabupaten
Simalungun, tanggal 31 Maret 1965, No 2/1I/10/LR/65/PP, tentang
Pelepasan Tanah Garapan dari Pihak Perkebunan kepada masya-
rakat petani yang berlokasi di Afd. 37, sejumlah 306 Ha. Kedua SK
inilah yang meskipun pada akhirnya dinilai cacat hukum dan mem-
batalkan penetapan lahan konflik sebagai objek landreform, tetap
dipakai oleh kelompok penggarap sebagai dasar klaim mereka
sebagai pemilik yang sah.

Konflik yang terus terjadi dijembatani dengan musyawarah
pada tahun 1968. Hasil musyawarah menyebutkan bahwa pihak
perkebunan akan memberikan ganti rugi kepada kelompok peng-
garap termasuk juga membiayai pembangunan tali air. Pada
kenyataannya hasil musyawarah tidak dilaksanakan, sehingga
masyarakat masih terus menuntut. Upaya tuntutan terus ber-
langsung dan mencapai puncaknya pada era reformasi tahun 1998
dan terus berlangsung sampai saat ini.

Aktor konflik tidak semata melibatkan pihak perkebunan dan
kelompok penggarap. Kompleksitas aktor muncul dengan kehadiran
kuasa hukum atau pengacara yang menjadi bagian dari perjuangan
kelompok penggarap. Tipe gerakan sosial yang muncul adalah
gerakan yang bersifat elitis dimana kelompok penggarap meng-
gunakan pihak ketiga dalam hal ini kuasa hukum untuk berhadapan
langsung dengan pihak perkebunan. Keberlangsungan perjuangan
kelompok penggarap sebagian berada di tangan para kuasa hukum
ini dimana terdapat kesepakatan bahwa ada pembagian hasil
apabila tuntutan berhasil dimenangkan. Keberadaan penggarap
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dalam konflik Bandar Betsy juga tidak bisa dikatakan tunggal.
Regenerasi kelompok penggarap telah menghadirkan beberapa
kategori kelompok penggarap yaitu: penggarap dalam dan peng-
garap luar, penggarap resmi dan tidak resmi, penggarap sah dan
tidak sah. Kelompok-kelompok penggarap ini saling mengajukan
klaim atas lahan garapannya masing-masing. Konflik terbuka di-
antara kelompok penggarap ini tidak dijumpai, namun konflik laten
terlihat jelas dari upaya kelompok penggarap dimana masing-
masing mengklaim bahwa merekalah kelompok yang sah atau resmi
dan berhak atas tanah seluas 943 hektar yang berada di bekas HGU
PTPN III. Dalam konteks aktor konflik inilah, muncul juga peme-
rintah dan LSM yang dalam hal ini menjadi pihak ketiga atau bisa
disebut sebagai mediator.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk penyelesaian
konflik Bandar Betsy, terdapat tiga versi penyelesaian yang dilaku-
kan yaitu versi pemerintah, versi perkebunan dan versi penggarap.
Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah adalah
penerbitan surat keputusan, musyawarah, pembentukan tim pe-
meriksa, pemberian rekomendasi/anjuran, pembentukan tim
peneliti penggarap, pengukuran penetapan batas, dan publikasi
media massa. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh perkebunan
adalah melalui jalur ligitasi dan non litigasi. Jalur litigasi dilakukan
melalui pengaduan para pelaku pencabutan tanaman milik per-
kebunan kepada pihak berwajib yang kemudian masuk dalam kasus
pidana. Jalur non litigasi dilakukan melalui pendekatan dengan
masyarakat, pemberian sagu hati dan represi melalui eksekusi
lahan. Sementara itu upaya yang dilakukan oleh kelompok peng-
garap adalah dengan bantuan kuasa hukum melakukan negosiasi
dengan pemerintah daerah dan legislatif. Aksi berupa demonstrasi
massa juga dilakukan sebagai bentuk represi terhadap proses
penyelesaian yang cenderung lama dan berlarut-larut.

Mencermati tipologi konflik dan model-model penyelesaian
yang telah diupayakan, konflik Bandar Betsy termasuk dalam tipe
konflik berbasis reklaiming lahan yang berbasis pada argumen
historis. Dalam konteks ini upaya penyelesaian yang seharusnya
dilakukan adalah manajemen sosial dan pendekatan hukum melalui

76

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

strategi sosiologi hukum. Pendekatan hukum yang dimaksudkan
bukanlah pendekatan hukum formal yang mengikuti perundang-
undangan secara literer melainkan melihat produk hukum sebagai
hasil kesepakatan (kontrak sosial) antara pelaku hukum. Dalam
konflik Bandar Betsy, manajemen sosial sudah dilakukan yaitu
dengan adanya strategi pengembangan masyarakat (community
development) yang sudah diinisiasi oleh pihak PTPN III. Hanya
disayangkan strategi yang dilakukan masih belum mengedepankan
partisipasi dari pelaku konflik dan, sehingga program masih sangat
bias kepentingan perkebunan. Sementara itu pendekatan sosiologi
hukum juga sudah dilakukan yang hal ini bisa dicermati dari proses-
proses negosiasi atau musyawarah yang sudah berulang kali dilaku-
kan. Kelemahan upaya penyelesaian ini dalam konteks Bandar
Betsy adalah komitmen untuk merealisasikan hasil keputusan
musyawarah dari masing-masing pihak. Ada kecenderungan
masing-masing pihak masih belum bisa menempatkan hasil ke-
sepakatan atau musyawarah diatas kepentingannya sendiri sehingga
terkesan upaya penyelesaian menjadi berlarut-larut dan tidak ber-
ujung.
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‘Dari Mangkuk Menjadi Piring’

(Studi Tata Kuasa Sumber Daya \graria
di Sekitar Danau Rawa Pening)

Oleh:
Deden Dani Saleh, Slamet Muryono, dan M. Nazir Salim

A. Pendahuluan

Berbicara tentang Danau Rawa Pening' adalah membicarakan
persoalan kontestasi dan perebutan ruang. Ruang terbuka hijau ini
menjadi polemik antara masyarakat yang mencoba memanfaatkan
dengan para pihak pemegang kebijakan. Hal itu terjadi akibat
Danau Rawa Pening telah mengalami perubahan fungsi secara
mendasar dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Tentu saja
pemanfaatan ini telah menimbulkan dampak dan perubahan fisik
danau itu sendiri. Ada beberapa hal yang cukup menarik untuk
diperhatikan menyangkut persolan Danau Rawa Pening, diantara-
nya kondisi fisik Danau Rawa Pening yang saat ini mengalami
proses degradasi yang parah. Sebagaimana umumnya terjadi pada
sumber daya agraria dewasa ini, danau ini tidak luput dari proses
degradasi yang semakin hari semakin akut. Laju sedimentasi di
danau ini pada tahun 1993 sebesar 133,751 m3/tahun, pada tahun
2004 sebesar 149,222 m3/tahun. Bahkan, ini disinyalir akan
melenyapkan danau ini sebagaimana diprediksi harian online

1 Danau Rawa Pening terletak Kecamatan Ambarawa, kabupaten Semarang, jawa
Tengah.
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kompas.? Ini berarti bahwa akan terbentuk daratan baru di desa-
desa sekitar danau. Berarti pula timbulnya pola-pola atau sikap-
sikap masyarakat yang baru menyikapi fenomena tersebut. Sikap
masyarakat menghadapi kenyataan alam menjadi menarik untuk
dicermati mengingat kebutuhan tanah selalu meningkat sementara
luas tanah relatif tidak bertambah dan faktanya di wilayah ini luas
tanah bertambah. Hal inilah yang menarik bagi studi ini.

Ada banyak kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan
atas sumber daya agraria di sekitar Danau Rawa Pening. Pertama,
masyarakat petani. Petani di sekitar danau memanfaatkan lahan
pasang surut seluas + 822 ha. Kemudian, air danau ini juga di-
gunakan untuk irigasi sawah seluas 39.277 ha. Ini berarti, selain
petani yang menguasai lahan pasang surut, petani-petani lain yang
mengelola lahan yang bukan lahan pasang surut juga banyak. Kita
juga dapat membayangkan sejumlah besar petani yang memiliki
ketergantungan pada danau ini mengingat luas areal yang terliputi
irigasi air danau mencakup wilayah tiga kabupaten (Semarang,
Demak, dan Grobogan). Kedua, para petani ikan dan nelayan.
Mereka diperkirakan berjumlah 2.251 jiwa. Ketiga, danau ini juga
dimanfaatkan oleh PLTA Jelok dan PLTA Timo yang memberikan
kontribusi tenaga listrik 24.500 KW. Terakhir, air danau ini juga
dimanfaatkan oleh industri minuman kemasan, industri Apac Inti
Karangjati, serta kebutuhan air minum masyarakat yang kesemua-
nya memanfaatkan debit air di kanal Tuntang sebesar 100 liter per
detik. Disamping itu, aliran air dari danau yang masuk ke sungai-
sungai sekitar yang pada gilirannya dimanfaatkan oleh masyarakat
sekitar hilir sungai. Dari fakta tersebut nampak jelas bahwa sumber
daya ini menjadi gantungan banyak pihak dan karenanya ke-
pentingan terhadap danau ini menjadi beragam. Oleh karena itu,

2 Permasalahan di Rawa Pening sangat kompleks. Danau seluas 2.670 hektar itu hingga
kini dipenuhi gulma eceng gondok yang pertumbuhannya tak terkendali. Laju
sedimentasi di danau itu mencapai 270-880 kilogram per hari atau 78 ton per tahun.
Akibatnya, volume air berkurang hingga 30 persen dari kapasitas maksimum 65 juta
meter kubik. Jika permasalahan itu tidak segera ditangani, dalam 10 tahun ke depan
atau pada 2021, Rawa Pening diperkirakan menjadi daratan.(Rencana Penyelamatan
Danau Rawa Pening Belum Jelas, http://regional.kompas.com /read/2012/05/21/

2228206/Rencana.
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kebijakan konservasi sebagaimana penelitian yang telah dilakukan
tidak terimplementasi dengan baik karena berbagai kepentingan
yang berbeda dari kelompok masyarakat yang berbeda pula.

Fenomena lain yang diungkapkan oleh beberapa media online
yang mengungkap kerisauan Pemda Kabupaten Semarang atas
perilaku warga sekitar danau dalam pemanfaatan lahan yang ber-
tentangan dengan perda. Perda Provinsi Jawa Tengah No 11 tahun
2004, tentang Garis Sempadan pada bagian ketiga Danau, Waduk,
Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai, Pasal 51 menyebutkan
bahwa Garis Sempadan Waduk adalah 100 meter dari titik pasang
tertinggi kearah darat. Sementara Pasal 67 ayat 2 menyebutkan
bahwa pemanfaatan daerah sempadan harus mendapat izin peme-
rintah daerah, melalui pejabat yang berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam prakteknya, di daerah
ini, peraturan ini belum dijalankan karena berbagai pertimbangan.

Kondisi terakhir Danau Rawa Pening sebagaimana telah banyak
diketahui, saat ini berdirinya suatu usaha ekonomi kolektif di atas
lahan pasang surut yakni “Kampoeng Rawa”. Rumah makan ter-
apung di tepi danau Rawa Pening, tepatnya di dua desa yaitu desa
Bejalen dan Tambakboyo, Kecamatan Ambarawa Kabupaten
Semarang. Kampoeng Rawa berada di atas tanah “Bondo Deso”
milik masyarakat Desa Bejalen seluas 5.5 hektar dan sebagian milik
warga kelurahan Tambakboyo yang telah dibebaskan dan digunakan
sebagai lahan parkir serta akses jalan masuk menuju lokasi tempat
wisata Apung Kampoeng Rawa. “Kampoeng Rawa” berada di Jl
Lingkar Ambarawa, berdiri sejak 2004 yang dikelola 12 kelompok
tani dan nelayan warga desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo
dengan didukung pendanaan dari KSP Artha Prima Ambarawa.
Menurut penelitian Aripin (2005), keberadaan pariwisata di sekitar
danau ini memberikan kontribusi yang sangat positif kepada kondisi
sosial ekonomi masyarakat sekitar. Namun, keberadaannya di-
anggap Ilegal karena belum didukung perizinan penggunaan lahan.
Obyek Wisata Apung tersebut belum memiliki izin operasional
bahkan melanggar peraturan daerah (Perda) tetapi keberadaannya
dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan warga.
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Dari sudut pandang agraria, kondisi-kondisi tadi dapat dibaca
sebagai sebuah proses yang terjadi antar berbagai stakeholder
kebijakan pemerintah sebagai subyek agraria dalam pemanfaatan
dan pengelolaan tanah (obyek agraria). Hal itu dipengaruhi oleh
penguasaan stakeholder atas tanah atau sumber daya. Bagaimana
hubungan-hubungan kekuasaan itu terjadi? Penelitian ini berusaha
mencoba menjawab beberapa persoalan di atas.

Akibat proses sedimentasi, Danau Rawa Pening saat ini dalam
proses ‘mendarat’ (menjadi daratan). Timbulnya daratan baru ini
akan menarik masyarakat sekitar untuk memanfaatkannya. Selama
ini, di sekitar danau terdapat para petani yang memanfaatkan tanah
pasang surut. Apakah mereka ini, yang benar-benar dekat dengan
areal yang “mendarat” tersebut, yang langsung memanfaatkan
tanah baruini? Atau kelompok yanglain? Orang yang memanfaatkan
tanah-tanah baru tersebut adalah orang yang saat ini berada paling
pinggir. Dia yang sehari-hari mengelola sawah pasang surut di
pinggir danau dapat dengan mudah memperhatikan gejala
penyusutan yang dialami danau, kemudian tanah yang sekarang
tidak digenangi air dapat dengan serta merta diolah. Luas bidang
tanah yang dapat diolah dalam kondisi ini tentunya tidak seperti
senyatanya sekarang, bisa jadi ia diperoleh sedikit demi sedikit
hingga diperolehlah luas tanah sebagaimana sekarang yang dikelola.
Begitulah satu hal yang dapat dibayangkan dalam proses pengelolaan
tanah-tanah baru di sekitar Danau Rawa Pening.

Dengan mengikuti teori “kuasa atas tanah menentukan kuasa
atas bidang lainnya”, maka pertanyaan siapakah orang-orang yang
menguasai tanah-tanah baru ini dan berapa luas penguasaan tanah-
nya menjadi sangat penting? “Siapa” di sini dimaksudkan sebagai
seseorang yang karena luas penguasaan atas tanah memiliki
sejumlah status dan peran dalam proses-proses penentuan klaim
atas tanah-tanah yang timbul. Jika proses penguasaan daratan baru
akibat “danau mendarat” berlangsung, maka secara otomatis para
individu-individu masyarakat yang memiliki inisiatiflah yang me-
manfaatkan. Di lapangan, masyarakat — tidak secara individu,
membentuk lembaga untuk mengatur pemanfaatan daratan-
daratan baru ini. Mereka membentuk lembaga ini tentunya setelah
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melihat gelagat kondisi danau yang mereka lihat dan rasakan
sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana kondisi dan struktur
agrarian di sekitar Rawa Pening? Bagaimana status dan peran setiap
segmen struktur agraria dalam proses pelembagaan suatu aturan?
Siapakah orang atau individu di balik semua proses di atas?
Kemudian, bagaimana kondisi penguasaan tanah orang-orang ter-
sebut? Penelitian ini ingin membuktikan tesis “semakin luas kuasa
atas tanah, semakin tinggi pula kuasa pada bidang-bidang lainnya”.
Pembuktian ini perlu mengingat bahwa tesis tersebut lahir sejak
beberapa dekade lalu. Sementara, saat ini, dengan berbagai
penetrasi kapitalisme serta modernisme di perdesaan yang semakin
meningkat, tesis tersebut dalam beberapa kaus tidak relevan lagi.

Penelitian di dua desa, Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo ini
dilakukan dengan pendekatan kualitatif atau naturalistik. Operasi-
onalisasi pencarian pengetahuan melalui pendekatan naturalistik
berbentuk penggalian pengetahuan baru dari kompleksitas tatanan
komunitas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dsb (Gunawan,
2004). Karena penelitian ini ingin menggali hal-hal seperti tadi
berkaitan dengan tata kuasa sumber daya agraria Rawa Pening,
maka pendekatan seperti inilah yang dianggap mampu memberikan
arahan-arahan dalam proses pelaksanaan penelitian. Model wawan-
cara dengan konsep focus group discussion (FGD) juga menjadi
cara kamiuntuk memperdalam pemahaman kami tentang persoalan
yang terjadi di sekitar Rawa Pening. Tentu saja sumber-sumber
primer dan sekunder lainnya menjadi tetap kami usahakan, ter-
masuk dokumentasi lapangan yang melihat secara lebih dekat.

Fenomena penggunaan sumber daya agraria adalah fenomena
mahluk hidup termasuk tentunya manusia. Manusia menggunakan
tanah (salah satu sumber daya agraria) tidak lain adalah untuk me-
menuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia hidup tidak sendiri,
manusia mengembangkan berbagai cara dalam rangka mengguna-
kan sumber tersebut agar tidak terjadi benturan-benturan dengan
manusialainnya. Berkaitan dengan itu, Sitorus (2002) menyodorkan
segitiga struktur agraria sebagai berikut:
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Komunitas

Sumber-
sumber Agraria

Swasta < > Pemerintah

Gb. 1. Struktur Agraria
Sumber: Sitorus, 2002

Pengguna sumber daya agraria diklasifikasikan menjadi tiga
bagian yakni komunitas, swasta, dan pemerintah. Ketiga kelompok
ini membentuk sebuah segitiga yang di dalamnya terdapat sumber
daya agraria sebagai pusatnya. Empat elemen dalam struktur ini
berhubungan dengan dua ciri yakni hubungan satu arah dan
hubungan dua arah. Hubungan satu arah adalah hubungan yang
terjalin antara seluruh anggota struktur dengan sumber daya.
Hubungan dua arah terjadi antar anggota struktur. Hubungan satu
arah disebut sebagai hubungan teknis agraria dan hubungan antar-
anggota struktur disebut hubungan sosial agraria. Dalam hubungan
itu, terdapat pula dua sifat berbeda, yakni sifat penggunaan atau
pengolahan dan sifat regulator. Hubungan yang hanya bersifat
penggunaan terjadi pada elemen komunitas dan swasta. Sementara,
hubungan yang bersifat regulator berada pada elemen negara.
Hubungan yang dianggap terpenting adalah hubungan antar
manusia. Dalam hubungan ini atribut yang lahir adalah kekuasaan,
kesejahteraan ekonomi, dan hirarki sosial (Ghose dalam Gunawan
Wiradi, 2004).

Dalam kegiatan pengelolaan sumber daya agraria Danau Rawa
Pening, tiga aktor nampak sangat jelas. Pemerintah, misalnya, me-
miliki kepentingan untuk berlangsungnya kesejahteraan masyarakat
sekitar waduk melalui pembangunan irigasi atau pembangkit-pem-
bangkit listrik yang dibangun menggunakan tenaga air di sekitar
waduk. Kepentingan keberlangsungan ini akan mewujud dalam
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berbagai kebijakan pengelolaan dari hulu hingga ke hilir. Dari hilir,
paling tidak pemerintah sudah berkutat dengan program-program
pelestarian DAS-DAS yang mengairi danau, di danau sendiri, untuk
mengamankan kepentingan tersebut, pemerintah menggalakkan
program pemberantasan enceng gondok dengan melibatkan
kelompok tani setempat. Kebijakan untuk melindungi kepentingan
ini dipastikan tidak akan berhenti sampai di situ. Program
pengerukan atau perluasan kembali danau yang sudah menyusut
bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan.

Di sisi swasta, berita jagadpos.com cukup memberikan infor-
masi bahwa kalangan swasta sudah mulai melirik daerah tersebut
sebagai lahan usaha. Danau Rawa Pening sebagai tempat wisata air
sudah menjadi informasi umum dikalangan masyarakat Jawa
Tengah. Dikenal kalangan swasta sudah memiliki kepentingan atas
sumber daya agraria danau.

Dari sisi masyarakat atau komunitas, penduduk sekitar me-
manfaatkan sumber daya untuk berbagai keperluan, terutama
untuk hidup. Di situ terdapat petani padi yang memanfaatkan lahan
sekitar danau dan menggunakan air danau untuk keberlangsungan
usaha pertaniannya. Ada pula petani atau nelayan yang nafkah
sehari-harinya diperoleh dari usaha perikanan.

Berbicara tentang cara masyarakat mengelola suatu sumber
daya agraria, tidak mungkin terlepas dari soal stratifikasi sosial dan
pranata sosial (terutama pranata politik dan ekonomi). Pitirim
Sorokin (Narwoko, 2004) mengatakan bahwa stratifikasi sosial
adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas
secara bertingkat. Sementara pranata sosial sebagaimana Manggolo
dalam Narwoko (2004) adalah suatu cara tertentu yang dikembang-
kan oleh manusia untuk mengatur segala tindak-tanduknya. Jadi,
dalam hal penggunaan tanah, suatu kelompok individu manusia
yang bernama masyarakat mengembangkan berbagai cara yang
kemudian itu disepakati bersama dan harus dijalankan oleh segenap
anggota masyarakat tersebut.

Membicarakan stratifikasi sosial dalam kaitan dengan peng-
gunaan sumber daya agraria, kita dapat melihat data yang meng-
ungkapkan struktur kepemilikan tanah. Di situ disebutkan berbagai
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kategori luas pemilikan dan penguasaan tanah, seperti: 0-1000 m?;
1000-5000 m?; 5000-10.000 m?; dan lebih dari 10.000 m?. Fakta
ini menurut Sutinah dan Siti Norma dalam Narwoko (2004) adalah
suatu stratifikasi sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa di masyarakat
terdapat kelompok masyarakat yang hanya mampu memiliki atau
menguasai tanah seluas kategori-kategori tadi. Ini berarti pula di
masyarakat tersebut dalam hal penguasaan pemilikan tanah ter-
nyata tidak homogen. Ketidakhomogenan inilah yang menunjukkan
stratifikasi dalam hal pengelolaan sumber daya agraria di suatu
kelompok masyarakat.

Sutinah dan Rahma (2004) mengemukakan bahwa terdapat
tiga aspek yang merupakan karakteristik stratifikasi sosial, yakni:
(1) perbedaan kemampuan atau kesanggupan, (2) perbedaan dalam
gaya hidup, dan (3) perbedaan dalam hal hak dan akses. Jadi, ketika
kita ingin memotret startifikasi sosial pada sebuah komunitas, kita
dapat melihatnya pada berbagai kemampuan atau kesanggupan
yang dimilikioleh anggota-anggota masyarakat. Anggotamasyarakat
yang berada pada strata lebih tinggi diasumsikan memiliki kemam-
puan lebih besar dibandingkan anggota masyarakat yang berada
pada strata di bawahnya. Berikutnya, kita dapat melihat stratifikasi
tersebut dari gaya hidup yang seseorang jalani, misalnya dari cara
berpakaian, pola makan, cara bergaul, dan lain sebagainya.
Kemudian, kita juga dapat melihat stratifikasi pada hak dan akses
seseorang kepada sumber daya. Kemampuan seseorang untuk
mengakses sumber daya tanah dalam satu komunitas tentunya ber-
beda. Sebagaimana struktur pemilikan tanah yang sudah sering di-
perlihatkan, itu artinya bahwa status seseorang dalam komunitas
tersebut berada pada posisi tidak memiliki, memiliki sedikit, me-
miliki banyak, atau memiliki sangat banyak.

Ketiga aspek ini, masih menurut Sutinah dan Rahma, saling
terkait meskipun tidak selalu. Seseorang yang memperoleh posisi
politis juga menduduki jabatan tertentu, biasanya ia menduduki
lapisan tertentu pula di masyarakatnya (formal maupun informal),
dan menurut Endriatmo Soetarto dan Moh Shohibuddin (2004)
biasanya atau pasti memiliki bidang tanah dengan luasan yang jauh
di atas rata-rata. Akan tetapi, kondisi tersebut, pada beberapa fakta
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dapat saja tidak terjadi, misalnya seseorang yang memiliki kekayaan
berupa bidang tanah yang luas dan sejumlah besar ternak, bisa saja
gaya hidupnya tidak mencerminkan seseorang yang dianggap kaya.
Ia kadang-kadang menampakkan dirinya sebagai seorang bersahaja
atau bahkan seseorang yang melarat.

Membicarakan stratifikasi sosial berarti pula membicarakan
status dan peran (Raho, 2007). Status menunjukkan tempat atau
posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peranan menunjuk-
kan aspek dinamis dari status. Ia merupakan suatu tingkah laku
yang diharapkan dari seseorang individu tertentu yang berada pada
status tertentu (Sutinah dan Siti Rahma dalam Narwoko, 2004).
Jadi, ketika seseorang berada pada satu posisi atau ditempatkan
oleh komunitas pada satu posisi, seluruh anggota komunitas meng-
harapkan orang itu untuk melakukan atau berperilakuan atau ber-
peran sesuai statusnya itu. Seseorang yang ditempatkan oleh
komunitasnya jadi pemimpin, ia diharapkan oleh anggota komuni-
tasnya itu dapat melindungi anggota-anggota komunitasnya.
Kemudian, bila ia tidak dapat melaksanakan hal tersebut, minimal
anggota komunitas menggunjingkannya atau ekstrimnya memecat-
nya sebagai pemimpin.

Besarnya akses seseorang kepada sumber daya tanah menunjuk-
kan status orang tersebut. Bila mengikuti teori “sumber-sumber
agraria bukan saja membentuk aset tetapi juga merupakan basis
bagi teraihnya kuasa-kuasa ekonomi, sosial, dan politik”, status
akses kepada sumber daya tanah dapat menentukan pula status-
status lainnya (status obyektif) disamping status subyektif lainnya.
Menurut Pitirim Sorokin (Narwoko, 2004) ukuran status seseorang
dapat dilihat pada: jabatan atau pekerjaannya, pendidikan atau
wawasannya, kekayaan, politis, keturunan, dan agama. Dengan
begitu, apabila akses kepada sumber daya tanah menjadi basis,
maka status-status yang disebut Sorokin tadi dapat diraih oleh
seseorang berdasarkan sejumlah akses orang yang bersangkutan
kepada sumber daya tanah.
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Frase ‘dari mangkuk menjadi piring’ adalah sebuah pernyataan
yang lahir dari seorang responden dari Desa Bejalen. Pernyataan ini
ingin mengungkapkan bahwa kondisi Rawa Pening saat ini tidak
seindah dahulu atau sudah mengalami banyak perubahan dan
perubahan tersebut tidak terlalu menguntungkan bagi penduduk
sekitar rawa. Kegundahan penduduk sekitar rawa juga sesuai
dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang diungkapkan
oleh Priyadi Kardono, Deputi Informasi Geospasial Tematik Badan
Informasi Geospasial (BIG) bahwa Rawa Pening adalah salah satu
dari 15 danau di Indonesia yang berada dalam kondisi kritis karena
volume air danau mengalami penurunan sebesar 29,34% selama
kurun waktu 22 tahun. Jika kondisi ini terus berlangsung, pada
tahun 2025 Rawa Pening akan berubah menjadi daratan.
Pertanian tanaman pangan khususnya padi diharapkan bisa
menunjang swasembada pangan Kabupaten Semarang, namun
ironisnya pada tahun 2011 terjadi konversi lahan sawah seluas
403,19 Ha. Keadaan ini sangat berdampak terhadap berkurangnya
luas panen padi untuk masa panen tahun 2011 sebesar 986 Ha.
Berkurangnya lahan sawah ini disebabkan adanya alih fungsi lahan
sawah menjadi lahan kering/tegalan, perumahan/bangunan, jalan
dan infrastruktur lainnya yang tidak diimbangi dengan pembukaan
areal sawah baru. Kejadian ini antara lain juga terjadi di lokasi
penelitian di Kecamatan Ambarawa dan sekitarnya. Produksi per-
ikanan masih mengandalkan rawa sebagai sumber utama dalam
memproduksi ikan dengan menggunakan karamba. Hingga tahun
2011, produksi ikan dari rawa (karamba) masih sangat menonjol
dibandingkan dengan produksi ikan dari sarana lainnya. Produksi
ikan nila paling banyak diperoleh dari hasil rawa (karamba),
produksi ini terbanyak diperoleh dari Danau Rawa Pening.
Peningkatan produksi ini dapat memenuhi tingginya permintaan
masyarakat akan konsumsi ikan air tawar baik untuk konsumsi
keluarga maupun untuk konsumsi di rumah-rumah makan.
Produksi ikan di Kecamatan Ambarawa tahun 2011 yang diperoleh
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dari karamba sebanyak 315 unit berasal dari rawa seluas 385,06 Ha
yang mayoritas berasal dari Danau Rawa Pening.

Kecamatan Ambarawa terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan dan 2
(dua) Desa yaitu Kelurahan Ngampin, Kelurahan Pojoksari,
Kelurahan Tambakboyo, Kelurahan Kupang, Kelurahan Lodoyong,
Kelurahan Kranggan, Kelurahan Panjang, Kelurahan Baran, Desa
Bejalen, dan Desa Pasekan. Penelitian dilakukan di desa dan
kelurahan yang termasuk dalam wilayah Danau Rawa Pening yaitu
Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo.

Luas Desa Bejalen 471,00 Ha secara garis besar jenis penggunaan
tanahnya terdiri dari Tanah Pertanian Sawah dengan luas 81,68 Ha
(17,34% dari luas wilayah desa), Tanah Pertanian Bukan Sawah
seluas 2,85 (0,60%) Ha, Bukan Tanah Pertanian seluas 386,47 Ha
(82,06%), dan Lainnya (Jalan, Sungai, Kuburan, dll) seluas 1,22 Ha
(0,26%). Penggunaan Tanah Pertanian Tanah Sawah, pemanfaatan-
nya untuk sawah irigasi sederhana dan sawah tadah hujan. Peng-
gunaan Tanah Pertanian Bukan Sawah, pemanfaatannya untuk
kolam/empang. Penggunaan Bukan Tanah Pertanian, dimanfaatkan
untuk Rumah/Bangunan dan Rawa. Adapun jenis dan luas peng-
gunaan tanah yang diperinci berdasarkan jenis dan luas serta
persentase pemanfaatan tanah-nya secara terperinci dapat dilihat
pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1
Jenis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Desa Bejalen
No Jenis Jenis Luas |Persentase
Penggunaan Tanah Pemanfaatan Tanah | (Ha) (%)
1 |Tanah Pertanian Sawah | Sawah Irigasi 43,00 |9,13
Sederhana 38,68 |8,21
Sawah Tadah Hujan
2 |Tanah Pertanian Bukan | Kolam/Empang 2,85 0,60
Sawah
3 |Bukan Tanah Pertanian | Rumah/Bangunan 12,82 |[2,72
Rawa 372,43 79,08
4 |Lainnya Jalan, Sungai, 1,22 0,26
Kuburan, dll
Jumlah 471,00 |100,00

Sumber: Pengolahan Data Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 2012, BPS Kab.Semarang
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Penggunaan Tanah Rawa merupakan areal yang terluas yaitu
79,07% dari total luas wilayah Desa Bejalen. Karena letak wilayahnya
yang berada di sekitar Danau Rawa Pening inilah maka jumlah
penduduk yang bermata pencaharian di sektor perikanan adalah
yang paling banyak yaitu 144 orang (20,43%) dari total 705 orang di
Desa Bejalen. Urutan jumlah dan persentase penduduk diperinci
menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
Penduduk Desa Bejalen Menurut Jenis Lapangan Usaha Utama

No |Jenis Lapangan Usaha Utama Jumlah (Orang) i’;;sentase
1 | Perikanan 144 20,43

2 |Jasa Kemasyarakatan & Pemerintahan | 113 16,03

3 | Industri 108 15,32

4 | Perdagangan 104 14,75

5 | Tanaman Pangan 93 13,19

6 | Transportasi dan Pergudangan 34 4,82

7 | Jasa Pendidikan 30 4,25

8 |Hotel dan Rumah Makan 20 2,84

9 |Jasa Kesehatan 20 2,84

10 |Peternakan 17 2,41

11 | Konstruksi 9 1,28

12 | Keuangan dan Asuransi 5 0,71

13 | Informasi dan Komunikasi 3 0,42

14 | Hortikultura 1 0,14

15 |Lainnya 4 0,57

Total 705 100,00

Sumber: Pengolahan Data Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 2012, BPS Kab.Semarang

Sementara luas Kelurahan Tambakboyo 189,00 Ha yang terdiri
dari Penggunaan Tanah Pertanian Sawah 101,39 Ha (53,65% dari
luas wilayah kelurahan), Tadah Pertanian Bukan Sawah 4,29 Ha
(2,27%), Bukan Tanah Pertanian seluas 83,32 Ha (44,08%). Berbeda
dengan Desa Bejalen yang hanya terdapat saluran irigasi sederhana,
di Kelurahan Tambakboyo terdapat saluran irigasi teknis, saluran
irigasi V2 teknis dan saluran irigasi sederhana. Oleh karena itu
Penggunaan Tanah Pertanian Sawah-nya dimanfaatkan untuk Sawah
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Irigasi Teknis, Sawah Irigasi V2 teknis, Sawah Irigasi Sederhana dan
Sawah Tadah Hujan. Tanah Pertanian Bukan Sawah dimanfaatkan
untuk Tegalan dan Kolam/Empang. Penggunaan Tanah Bukan
Pertanian hanya dimanfaatkan untuk Rumah/Bangunan. Adapun
Penggunaan Tanah Lainnya adalah Jalan, Sungai, Kuburan, dll.
Data dari masing-masing Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Jenis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kelurahan
Tambakboyo
No Jenis Jenis Luas Persentase
" | Penggunaan Tanah Pemanfaatan Tanah (Ha) (%)
1 | Tanah Pertanian Sawah |Sawah Irigasi Teknis 48,00 25,40
Sawah Irigasi V2 Teknis | 3,50 1,85
Sawah Irigasi Sederhana | 49,89 |26,40
2 | Tanah Pertanian Bukan |a. Tegalan/Kebun 4,19 2,22
Sawah b. Kolam/Empang 0,10 0,05
3 Bukan Tanah Pertanian | Rumah (Bangunan) 79,72 42,17
4 Lainnya Jalan, Sungai, Kuburan, | 3,60 1,91
dil
Jumlah 189,00 | 100,00

Sumber: Pengolahan Data Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 2012, BPS Kab.Semarang

Dari data tersebut, tampak bahwa penggunaan tanah sawah
merupakan penggunaan terluas. Mata pencaharian penduduknya
selain bekerja di sektor pertanian, banyak pula yang bekerja di
sektor industri, perdagangan, jasa kemasyarakatan/pemerintahan
yang mencirikan jenis mata pencaharian di wilayah perkotaan.
Karena Rawa Pening juga termasuk dalam wilayah Kelurahan
Tambakboyo, mata pencaharian penduduknya sebagian juga ada
yang bergerak di bidang perikanan atau sebagai nelayan. Secara
terperinci urutan jumlah dan persentase penduduk Kelurahan
Tambakboyo yang bermata pencaharian tetap dan diperinci me-
nurut lapangan usaha utama-nya dapat dilihat pada tabel 4.
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Tabel 4
Penduduk Kelurahan Tambakboyo
Menurut Jenis Lapangan Usaha Utama

No |Jenis Lapangan Usaha Utama 3821;‘;) ff:/:)s entase
1 Industri 683 25,85
2 Tanaman Pangan 500 18,93
3 Perdagangan 439 16,62
4 Jasa Kemasyarakatan & Pemerintahan 368 13,93
5 | Konstruksi 156 5,91
6 Transportasi dan Pergudangan 114 4,31
7 Hotel dan Rumah Makan 111 4,20
8 Jasa Pendidikan 70 2,65
9 Perikanan 58 2,20
10 | Jasa Kesehatan 36 1,36
11 | Peternakan 28 1,06
12 | Keuangan dan Asuransi 27 1,02
13 | Informasi dan Komunikasi 12 0,45
14 |Pertambangan/Penggalian 7 0,26
15 | Listrik & Gas 6 0,23
16 | Perkebunan 5 0,19
17 | Kehutanan 4 0,15
18 | Hortikultura 3 0,11
19 |Lainnya 15 0,57
Total 2.642 100,00

Sumber: Pengolahan Data Kecamatan Ambarawa Dalam Angka 2012, BPS Kab. Semarang

C. Mencoba Memanfaatkan
Sumber Daya Agraria

Penelitian ini pada akhirnya melihat pemanfaatan dua sumber daya
agraria, yakni sumber daya tanah dan sumber daya air. Ini dilakukan
karena di Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo pemanfaatan
sumber daya tersebut kedua-duanya tidak dapat terpisah. Untuk
desa Bejalen khususnya dusun Bejalen Timur, kebanyakan pen-
duduknya mengelola tanah yang pada waktu-waktu tertentu di-
genangi air. Demikian pula untuk warga RW Tambak Sari Kelurahan
Tambakboyo. Jadi, disamping membahas pemanfaatan sumber
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daya tanah, pembahasan berikut akan pula mengemukakan sumber
daya air.

Danau Rawa Pening dahulunya merupakan daratan yang ter-
masuk Kampoeng Ngaglik dan Nglarangan. Karena akan dijadikan
PLTA, oleh pemerintah Belanda tanah-tanah yang ada di Ngaglik
dan Nglarangan dibeli oleh Belanda dan ditenggelamkan menjadi
Rawa Pening. Para pemilik tanah yang ada di Kampung Ngaglik dan
Nglarangan selanjutnya dipindahkan sebagian ke Tambakboyo dan
sebagian lainnya ke Bejalen. Kondisi ini berlanjut sampai dengan
Indonesia merdeka. Sejak saat itulah penguasaan tanah di Rawa
Pening ditandai dengan Patok Merah ke arah Rawa Pening yang
merupakan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah atau sering dikenal dengan istilah tanah PJT. Mulai dari
Patok Merah ke arah darat yang merupakan tanah sawah pasang
surut, biasa disebut tanah PU yang sebagian besar dikuasai oleh
masyarakat secara turun temurun. Sebagian tanah tersebut bahkan
ada yang sudah bersertipikat meskipun merupakan tanah pasang
surut. Demikian pula tanah PU ini yang digarap oleh penduduk,
sudah diterbitkan SPPT PBB nya sehingga penduduk yang
menguasai tanah tersebut harus membayar pajak tiap tahunnya.
Padahal pada bidang-bidang tanah yang merupakan tanah PU ini
praktis masyarakat hanya bisa menggarap sawah pada musim
kemarau karena pada saat musim penghujan tanah PU ini pasti
tergenang air luapan rawa. Batas tanah PU ke arah daratan ditandai
dengan adanya Patok Hitam. Jadi batas-batas tanah PU adalah
antara Patok Merah dan Patok Hitam di sekitar Rawa Pening. Tidak
hanya tanah PU saja, tanah PJT juga kalau musim kemarau bisa
dijadikan sawah yang irigasinya dari air Rawa Pening. Tapi ironisnya
meskipun statusnya tanah PJT yang artinya dikuasai oleh Peme-
rintah Provinsi, tetapi pada saat musim kemarau penggarapan
tanah oleh penduduk tidak pernah bermasalah. Artinya setiap orang
sudah tahu bahwa itu tanah garapan si A, si B, si C dan seterusnya
yang merupakan warisan turun-temurun ketika tanah tersebut
belum dibeli oleh Pemerintah Belanda waktu itu. Meskipun tanah
tersebut sudah dibeli Belanda dan sekarang menjadi penguasaan
PJT, tetapi ketika air surut penduduk bisa tahu bidang tanah yang
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digarapnya yang berasal dari warisan nenek moyangnya dulu
sebelum ditenggelamkan. Sengketa penguasaan tanah di Desa
Bejalen selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi karena masing-
masing penggarap tahu bidang-bidang tanah mana yang menjadi
areal penggarapannya meskipun tanah-tanah tersebut sebagian
besar belum bersertipikat. Potensi sengketa penguasaan mulai
nampak ketika sebagian tanah yang merupakan tanah bondo deso
(kas desa) seluas 5,5 ha digunakan untuk objek wisata apung
Kampoeng Rawa. Sebelumnya tanah bondo deso ini digarap
penduduk untuk sawah pasang surut oleh sebagian masyarakat
Desa Bejalen dan sebagian masyarakat Kelurahan Tambakboyo.
Perjanjiannya semula hasil tanah sawah ini adalah bagi hasil 60:40,
yaitu 60% untuk penggarap dan 40% untuk Desa Bejalen. Namun
dalam perjalanan waktu bagi hasil ini tidak bisa terealisasi dimana
Desa Bejalen tidak pernah mendapat bagi hasil tersebut karena
masyarakat yang menggarap tanah bondo desa tersebut tidak mau
menyetor 40% sesuai perjanjian semula. Hal ini disebabkan
masyarakat masih menganggap bahwa tanah bondo deso tersebut
yang sebelumnya merupakan wilayah danau Rawa Pening merupa-
kan tanah warisan dari nenek moyang mereka. Padahal pada jaman
penjajahan Belanda tanah-tanah tersebut sudah dibeli oleh Peme-
rintah Belanda dan dijadikan wilayah danau Rawa Pening yang
berfungsi sebagai PLTA pada waktu itu.

1. Tanah Pasang Surut

Menurut Euthalia Hanggari Sittadewi (2008), lahan pasang
surut di kawasan Rawa Pening adalah lahan yang terbentuk akibat
proses naik turunnya permukaan air. Akan tetapi, menurut hemat
kami, lahan yang ada di Rawa Pening ini bukan terbentuk karena
proses naik turunnya muka air. Tanah yang tergenang sekarang
sudah ada sejak dahulu dan ketika di wilayah ini dibangun
bendungan untuk keperluan energi listrik, maka sebagian tanah-
tanah menjadi tergenang. Menurut hikayatnya, di desa Ngasem,
ada seorang anak yang bernama Aji Saka, yang merasa dikucilkan
oleh warga mengadakan sayembara mencabut tongkat yang sudah
ditancapkan di satu tempat di desa tersebut. Tidak ada satu orang-
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pun yang dapat mencabut tongkat tersebut. Hanya Aji Saka saja
yang mampu mencabut tongkat tersebut. Ketika tongkat tersebut
tercabut, menyemburlah air dan menggenangi desa tersebut. Ini
mengisyaratkan bahwa di tempat tersebut sudah terdapat penduduk
yang menduduki wilayah dimaksud namun kemudian tanah-tanah
milik penduduk tersebut tergenang air dan penduduk sekitar ber-
geser ke tempat-tempat lebih tinggi sesuai bibir air.

Menurut cerita penduduk saat ini, sebelum tahun 1938, Peme-
rintah penjajahan Belanda berencana membuat pembangkit tenaga
listrik untuk memasok kebutuhan listrik wilayah Jawa Tengah.
Untuk itu, dibuatlah waduk yang akan membendung sembilan
aliran sungai, yakni: Sungai Panjang, Sebahung, Galeh, Torong,
Muncul, Ngaglik, Glagah, Parat, dan Sraten. Kesembilan sungai
tersebut ditampung di Rawa Pening dan dialirkan ke Sungai
Tuntang yang berfungsi sebagai pembuangannya. Di aliran Sungai
Tuntang inilah dibuat dam yang berfungsi sebagai pembangkit
tenaga listrik yang sekarang dikenal sebagai PLTA Jelok serta PLTA
Timo.

Untuk mencapai kondisi debit air ideal bagi pembangkit listrik,
genangan air Rawa Pening harus diperluas. Menurut cerita beberapa
penduduk, dulunya di Rawa Pening ini ada dusun Ngaglik. Karena
dusun ini akan digenangi air, para penduduk dusun ini pindah ke
Desa Bejalen dan Tambak Sari. Kemudian tanah-tanah mereka
yang tergenang tersebut di beli atau diganti rugi. Akan tetapi, meski-
pun sudah dibeli, para pemilik tanah masih diperbolehkan untuk
mengolah tanah-tanah bekas miliknya tersebut. Sudah tentu, pen-
duduk sekitar Rawa Pening dapat mengolah tanah yang dulunya
milik mereka pada saat muka air danau menyusut. Pada kenyataan-
nya banyak pula penduduk yang mulai mengolah tanah ketika muka
air menyusut dan beberapa saat kemudian tanah-tanah tersebut
tergenang karena debit air meningkat. Untuk kondisi demikian
lahirlah perjanjian tidak tertulis bahwa apabila tanah yang sedang
diolah tersebut tergenang air karena kondisi waduk Tuntang meng-
haruskan demikian, warga tidak boleh atau tidak dapat menuntut
siapapun atas kerugian yang diderita (misalnya panen tidak dapat
dilangsungkan karena sawah tergenang).
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Tanah-tanah warga sekitar Rawa Pening dibeli oleh pemerintah
Belanda ketika waduk Tuntang didirikan, yakni sekitar tahun 1938-
1939. Beberapa penduduk yang diwawancarai tidak dapat men-
ceritakan proses pembelian tersebut. Mereka hanya mengatakan
bahwa kata orang-orang tua mereka, tanah miliknya atau milik
nenek moyangnya tersebut sudah dibeli oleh Belanda untuk ke-
pentingan waduk. Kemudian, penduduk yang sekarang mengelola
tanah pasang surut adalah mereka yang memperoleh ‘warisan’ dari
orang tua mereka. Mereka hanya ditunjukkan batas-batas tanah
miliknya oleh orang-orang tua mereka. Pada umumnya letak tanah-
tanah tersebut sebagaimana peta di bawah ini:

! & 20

B8PS 1
JRAGUNG TUNTANG

:l Hak Yasan sawah-sawah dibawah garis
kontur +462.05 telah dibeli dengan penuh.

- Hak menanam padi dalam musim kemarau

pada sawah-sawah yang terletak diantara
garis kontur +462.05 dan +462.30 telah dibeli,
jadi hanya dalam rendengan saja sawah-
sawah ini dapat ditanami padi. Sawah -
sawah tersebut telah dibatasi dengan patok-
patok besi.

[ Sawaisawahyang terletak diatas garis
kontur +462.30 sampai +463.30 dapat
ditanami padi 2 kali setahun dengan
ketentuan bahwa padi harus genjah, wakiu

ya harus dilakukan sesuai
peraturan.

Patok hitam terletak pada garis kontur +462.30
Patok Merah terletak pada garis kontur +462.05

Gb.2. Peta Rawa Pening
Sumber: Dokumen Kantor Pertanahan BPN RI Kabupaten Semarang

Dari Peta Rawa Pening yang dibuat oleh BPSDA Jragung
Tuntang dirinci bahwa pengelolaan tanah di sekitar danau Rawa
Pening adalah: (1) Hak Yasan (Dalam peta berwarna coklat muda).
Menurut Pak Kadus, meskipun pada masa kemarau panjang patok
ini jarang terlihat tetapi sesekali juga penduduk sekitar, dengan
menggunakan perahu dapat melihat patok-patok ini. Tanah ini
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sudah dibeli oleh pemerintah Belanda secara penuh. Ketika
Pemerintah Belanda mulai membangun waduk Tuntang untuk
keperluan pembangkit listrik tenaga air, muka air minimal yang
diperlukan untuk pasokan air optimal bagi pembangkit adalah pada
garis kontur +462.05. Dengan mengusahakan agar muka air tetap
berada pada garis kontur tersebut, dipastikan tanah yasan tersebut
akan selamanya tergenang air. Oleh karenanya Pemerintah Belanda
membeli secara penuh tanah-tanah pada wilayah tersebut bukan
saja untuk sebagai ganti rugi akan tetapi juga untuk keperluan
pengamanan pasokan air.

Kedua, tanah antara patok hitam dan patok merah. Tanah
diantara dua patok ini sudah dibeli juga oleh Pemerintah Belanda.
Akan tetapi di wilayah bidang-bidang tanah ini, muka air akan
selalu berubah-ubah. Pada saat kemarau misalnya, karena debit air
menurun, genangan air di wilayah ini akan menurun pula atau
bahkan di beberapa tempat seolah-olah kering tetapi pada saat
musim hujan, saat debit air meningkat, bidang-bidang tanah di
wilayah ini dipastkan akan tergenang dengan genangan yang cukup
dalam hingga tidak memungkinkan tanaman padi tumbuh. Oleh
karena itu dikenal sebagai tanah pasang surut. Dengan kondisi ter-
sebut, karena masih ada kemungkinan untuk ditanami, meskipun
Pemerintah Belanda sudah membeli tanah-tanah di wilayah ini,
mereka masih mengijinkan penduduk yang tadinya pemilik tanah-
tanah tersebut untuk bertanam padi di atasnya.

Untuk bidang-bidang tanah ini, penduduk sekitar mengenalnya
juga sebagai tanah ‘patok merah’ atau ‘tanah-tanah PU’. ‘Patok
merah’ adalah patok yang menandai wilayah yang masih boleh
ditanami. Jadi untuk batas-batas tanah yang masih boleh ditanami
adalah bidang tanah sebelum patok merah. Istilah lain yang dikenal
oleh penduduk sekitar adalah tanah-tanah PU. Menurut Pak Kadus,
dulu ketika pengelolaan waduk ini diserahkan kepada atau diambil
alih oleh pemerintah Indonesia dan pengelolaannya dilakukan oleh
Departemen Pekerjaan Umum (PU). Di patok-patok tersebut ter-
dapat inisial ‘PU’.

Peta tersebut cukup jelas menggambarkan status tanah versi
pemerintah. Batas kepemilikan dalam konteks ini sebenarnya
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cukup jelas, bahkan penjelasan kedalaman air bisa menggambarkan
lahan-lahan yang tidak bisa digunakan untuk bertani. Semua lahan
sekalipun hak Yasan, sudah ada pemiliknya secara jelas. Warga
secara teratur menggunakan haknya sesuai batas kesepakatan jika
lahan tersebut surut dan bisa ditanami padi. Dari sisi pengguna
lahan, mayoritas para petani dari Desa Bejalen, lainnya dari
Tambakboyo. Kedua wilayah ini memang secara historis yang
terkena dampak langsung akibat meluapnya Danau Rawa Pening.
Ketika air danau meluap akibat curah hujan yang tinggi, sawah
warga dengan status hak milik juga terancam, bahkan banyak
diantara warga gagal panen akibat meluapnya air tersebut. Dalam
kondisi tertentu, air tidak bisa dikendalikan akibat curah hujan

yang tinggi.
2, Tanah Sedimen

Teori awal yang dibawa oleh penelitan ini adalah tanah-tanah
baru atau daratan baru. Prediksibeberapa tulisan yang menyebutkan
bahwa pada tahun 2025 atau bahkan tahun 2021 Rawa Pening akan
menjadi daratan membawa pengertian penelitian ini kepada adanya
daratan baru di tepi danau. Ini terjadi karena air danau semakin
hari semakin menyusut dan sudah tentu muka air menjadi menurun
dan akibatnya bidang-bidang tanah yang tadinya tergenang,
sekarang tidak lagi tergenang. Jadi, seseorang yang tadinya meng-
usahakan tanah pertanian seluas 1000 m?, sekarang bidang tanah-
nya menjadi bertambah luas menjadi 1100 m2. Ketika teori ini di-
sampaikan kepada beberapa penduduk Desa Bejalen dalam
kesempatan wawancara yang dilakukan, mereka menyangkal
adanya tanah-tanah seperti itu. Yang mereka miliki dan mereka
garap saat ini adalah tanah pasang surut yang batas-batasnya sudah
ada dan ajeg sejak dahulu. Sampai disini, artinya tanah-tanah yang
dimaksud oleh penelitian ini memang idak ada di Rawa Pening.

Akan tetapi, pada saat penelitian ini akan berakhir, penelitian
mewawancarai salah seorang penduduk Bejalen yang memiliki
tanah ‘PU’°, Pak Rundoyo, tanah yang dimaksud penelitian ternyata
ada. Hal itu kemudian dikuatkan lai oleh Pak Kadus, bahwa tanah
seperti itu dikenal disini sebagai tanah sedimen. Menurut Beliau,
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tidak banyak penduduk yang memiliki tanah seperti yang dimaksud-

kan. Kalau pun ada pertambahannya tidak cukup signifikan seperti

disampaikan:
“Paling berapa meter....dan itupun kalu ada timbulnya lama sekali...
bisa puluhan tahun Pak” Kemudian menurut Pak Rundoyo, “di dekat
tanah saya juga ada...paling hanya tiga puluh meter...jadi bertambah-
nya hanya lebar kira-kira satu meter sepanjang batas tanah saya itu.
Itu pun jarang-jarang saya tanami karena arusnya deras...dalamnya
bisa sampai sepinggang bahkan sampai sedada...tetapi tanahnya
subur sekali...kalau istilah sekarang padi organik...ketika ditanam
tidak menggunakan pupuk apapun karena disamping sudah subur...
pupuk tidak mungkin ditebar karena arus akan menghanyutkan
pupuk tadi”.

3. Tanah Timbul

Satu lagi istilah penduduk yang sempat muncul adalah ‘tanah
timbul’. Menurut Pak Kadus: “tanah timbul itu adalah tanah yang
tiba-tiba timbul di tengah-tengah rawa. Peristiwa itu pernah terjadi
dua kali. Yang masih saya ingat, dulu ketika jaman gonjang-ganjing
Soeharto mau lengser. Dan yang dulu juga katanya pada saat
gonjang-ganjing PKI”. Akan tetapi, setelah beberapa waktu, tanah
timbul tersebut hilang kembali. Tanah yang muncul ditengah-
tengah danau tersebut kemudian oleh penduduk sempat ditanami
juga.

Menurut John Katili, tanah timbul adalah tanah yang diakibat-
kan oleh patahan bumi yang tidak bergerak secara horisontal
(diaklas). Sepertinya, teori ini tidak terjadi di sini karena yang
terjadi kira-kira bahwa tanah timbul itu akibat tumpukan material
yang dibawa oleh arus air. Kemudian, tanah itu timbul karena muka
air rawa yang menurun pada saat itu. Sekarang, ketika muka air
naik tanah itu tenggelam kembali. Jadi kemungkinan tanah timbul
yang timbul di Rawa Pening adalah tanah sedimen yang karena
muka air rawa turun, ia menjadi terlihat dan dapat diolah.

Tlustrasi penelitian atas persepsi tentang bentuk-bentuk tanah
yang berada disekeliling penduduk sekitar Rawa Pening sebagai
berikut:
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Gb.3. Ilustrasi Bentuk Tanah
Sumber: Dokumen BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Dalam gambar diilustrasikan persepsi masyarakat Desa Bejalen
terhadap bidang-bidang tanah yang ada di sekitarnya. Yang berarsir
garis adalah tanah pasang surut, yang berarsir silang adalah tanah
timbul. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Rundoyo, bahwa pada
bidang tanah miliknya tersebut dirasakan ada arus yang besar,
penelitian ini menyimpulkan bahwa tanah tersebut berada di
pinggir sungai. Pak Kadus mengatakan bahwa terdapat dua sungai
yang melintas Desa Bejalen. Jadi warga yang memiliki bidang tanah
sebagaimana diteorikan di awal dapat dikatakan hanya sedikit. Jika
melihat ilustrasi di atas, bisa jadi warga Bejalen yang memiliki tanah
baru hanya beberapa orang saja.

Kemudian, yang terakhir, yang berbentuk tidak beraturan di
tengah-tengah ilustrasi adalah tanah timbul. Dan jika, terdapat
sembilan sungai yang mengalir ke Rawa Pening, kemudian bertemu
di satu titik, maka dimungkinkan tanah timbu tersebut memang
ada. Jika ia timbul atau tenggelam, hal itu terjadi karena muka air
rawa yang naik atau turun. Pada saat penelitian, muka air rawa
sedang naik dan menurut beberapa penduduk, kenaikannya musiam
hujan ini sangat tinggi. Jika dulu tanah timbul, sepanjang ingatan
penduduk pernah terjadi dua kali, bagi penelitian, hal itu berarti
bahwa di Rawa Pening pernah terjadi dua kali muka air turun sangat
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ekstrim hingga tanah sedimen yang cukup tinggi di wilayah rawa
dapat terlihat bahkan dapat dimanfaatkan.

4. Sumberdaya Air

Selain sumberdaya tanah, yakni tanah-tanah sekitar Rawa
Pening, penelitan ini juga melihat penguasaan dan pemanfaatan
sumberdaya air. Pada tabel 2 dan 4 telah ditunjukkan kegiatan
usaha penduduk Bejalen dan Tambakboyo. Nampak bahwa untuk
desa Bejalen, penghasilan utama penduduk terbanyak adalah usaha
perikanan. Kurang lebih 16% penduduk desa ini berpenghasilan
utama dari usaha perikanan. Hal ini menjadi wajar sebab desa
Bejalen terutama dusun Bejalen timur wilayahnya tepat berbatasan
dengan Rawa Pening. Sementara, untuk Kelurahan Tambakboyo,
penduduk yang berpenghasilan utama dari perikanan hanya kurang
lebih 2% dari jumlah penduduk keseluruhan. Jika dilihat secara
fisik, terdapat jarak yang cukup jauh yang memisahkan kelurahan
ini dengan Rawa Pening. Kemudian penghambat lain yang sekarang
ada adal terbangunya jalan lingkar Ambarawa. Menurut beberapa
penduduk Tambakboyo, hal inilah yang mungkin menghalangi
keinginan warga untuk berusaha di bidang perikanan.

a. Branjang

Branjang adalah salah satu model penguasaan dan pemanfaatan
sumberday air Rawa Pening yang banyak diusahakan oleh penduduk
sekitar Rawa Pening termasuk penduduk Desa Bejalen dan
Kelurahan Tambakboyo. Branjang adalah satu tempat yang dibuat
khususuntukmenangkapikan. Gambardibawahinimemperlihatkan
bentuk branjang yang banyak diusahakan:
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Gb. 4. Branjang
Sumber: Data primer, 2013

Dalam gambar nampak bambu-bambu yang dipancangkan
yang biasanya berbentuk segi empat. Dalam segi empat tersebut
biasanya terpancang empat atau enam bambu yang berperan
sebagaipenambatjala. Diantarabambu-bambu tersebut disambung-
kan dengan bambu melintang yang diikatkan ke pancangan bambu
dan dibawahnya diberi drum-drum kosong untuk mengapung.
Bambu melintang ini berfungsi sebagai batas branjang dan juga
sebagai jalan untuk membetulkan jala. Biasanya ukuran segi empat
branjang ini sekitar 6 hingga 8 meter. Jadi, luas branjang ini sekitar
36 sampai 64 meter persegi. Pada satu sisi branjang ini, pada
umumnya, dibuat rumah-rumah atau lebih tepat bangunan seder-
hana semacam dangau atau saung bila di sawah atau kebun.
Kemudian di dalam branjang ini dipasang jala yang sekeliling jala
sudah dipasangi tali. Tali tersebut ditambatkan pada ujung-ujung
tiang bambu yang terpancang disetiap sudut branjang. Penambatan
ini menggunakan roda-roda kecil yang fungsinya untuk memudah-
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kan ketika tali-tali sekeliling branjang ditarik. Tempat menarik tali-
tali ini berada di bangunan tadi.

Penduduk Bejalen atau Tambakboyo, datang setiap ia mau ke
branjang milik mereka. Bila tidak dia sendiri yang melakukan,
anaknya juga biasa melakukan pekerjaan mencari ikan. Penduduk
datang ke branjang tersebut menggunakan perahu. Menurut
beberapa wawancara, penduduk datang ke branjang mereka sejak
pagi hingga siang hari. Ketika datang ke branjang, pekerjaan yang
dilakukan adalah mulai menarik jala dengan kerekan yang diputar
dengan alat semacam kayuhan sepeda yang dikayuh dengan tangan.
Begitu terus setiap beberapa menit, menurunkan dan kemudian
menaikkan kembali jala tersebut.

Hasil tangkapan ikan yang diperoleh tidak menentu setiap
harinya. Seorang penduduk yang diwawancari menyebutkan kalau
lagi bagus sekali ‘mbranjang’, lalu hasilnya dijual kepada pengepul
bisa memperoleh Rp 15.000 atau Rp 20.000. Tidak setiap
‘mbranjang’ memperoleh hasil yang bagus, kadang-kadang mereka
tidak mendapat apa-apa. Kalaupun mendapat ikan yang kecil-kecil,
kalau tidak dibawa pulang untuk sekedar lauk nasi, ikan kecil-kecil
itu dilepaskan kembali.

Jadi, nampak bahwa model usaha perikanan branjang ini tidak
lain dari modifikasi usaha nelayan bukan budidaya ikan, dari dulu-
nya menjala atau memancing ikan. Membuat branjang adalah
usaha untuk memapankan lapangan usaha nelayan yang selam ini
dilakukan karena dengan begitu, seorang nelayan menjadi memiliki
atau menguasai satu tempat tertentu untuk mencari ikan di rawa.

b. Keramba

Bentuk usaha perikanan yang lain yang ditemui di Rawa Pening
adalah petani keramba. Ini yang membedakan dengan usaha
perikanan branjang. Penduduk yang mengusahakan keramba
disebut petani ikan bukan nelayan.
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Gb.5. Keramba
Sumber: Data primer, 2013

Kesan rapi nampak dalam gambar tersebut dibandingkan
dengan gambar branjang di atas. Di keramba tidak diperlukan tiang
pancang yang tinggi serta ‘seliweran’ tali dan jaring. Keramba
adalah tempat budi daya ikan. Kalau boleh dikatakan, keramba
adalah kolam di atas kolam. Gambar di atas kebetulan adalah
keramba milik rumah makan Kampoeng Rawa. Jadi rumah yang
dibuatnya juga lebih bagus dibandingkan dengan keramba-keramba
yang lain.

Sama seperti branjang, bahan baku utama pembuatan keramba
adalah bambu dan jala. Bambu disusun berbaris empat atau lima
batang yang kemudian disambung-sambung hingga rata-rata 8
meter panjangnya. Jalinan susunan bambu tersebut kemudian di-
bentuk persegi empat. Di beberapa titik, dipasangi drum-drum
kosong sebagai pelampung. Di pojok-pojoknya dipancangkan
bambu juga tetapi tidak setinggi tiang pancang branjang (tiang
pancang dibuat rata dengan susunan bambu pembatas). Kemudian,
untuk pembatas dibawah air, jala dipasang dengan mengikuti tiang-
tiang pancang hingga kedalaman rata-rata 4 meter. Pada beberapa
keramba dibuatkan pula bangunan untuk pemiliknya menunggui
keramba setiap malam. Disamping itu, bangunan tersebut kadang-
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kadang dijadikan tempat rekreasi pemilik keramba seperti yang di-
lakukan oleh rumah makan Kampoeng Rawa.

Setelah bangunan keramba selesai, dimulailah menebar benih.
Benih yang ditebar bisa bermacam-macam sesuai keinginan. Benih
yang biasa ditebar penduduk adalah ikan mas dan ikan mujair.
Waktu yang diperlukan dari mulai menebar benih hingga panen
biasanya antara 3-4 bulan. Jika melihat hal ini, permodalan yang
dikeluarkan untuk pola perikanan seperti ini tentu lebih besar
dibandingkan dengan permodalan yang harus dikeluarkan oleh
nelayan branjang.

Sayangnya, penelitian tidak memperoleh angka pasti tentang
hasil yang diperoleh petani keramba ini. Seorang pemilik keramba
menyatakan bahwa hasil yang diperoleh sama saja dengan yang
mbranjang. Yang membedakan adalah modalnya yang lebih banyak
dibandingkan dengan membangun branjang. Jika menurut prinsip
ekonomi, modal yang lebih besar akan menghasilkan lebih besar
pula, ungkapan ini sepertinya tidak menjawab tentang berapa hasil
yang diperoleh. Sementara, dari sudut rasionalitas, ketika seseorang
memilih sesuatu untuk dilakukan terutama dalam bidang per-
ekonomian, sudah tentu pilihan tersebut adalah paling rasional,
paling menguntungkan. Penelitian ini mengasumsikan bahwa hasil
yang diperoleh dari pertanian keramba ini jauh lebih besar di-
bandingkan dengan nelayan branjang.

Satu hal lagi yang terlontar dari penduduk pemilik keramba ini
adalah adanya model pengelolaan permodalan orang lain. Orang
lain, misalnya si X, memiliki modal dan meminta seseorang pen-
duduk untuk membuat keramba untuk kemudian pada saat panen,
hasilnya dibagi sesuai perjanjian. Pada usaha perikanan keramba di
Bejalen, model seperti ini ditemukan. Pengemudi perahu mengata-
kan, ketika melewati salah satu keramba yang cukup luas, bahwa
keramba itu milik orang Semarang, sehari-hari dikelola oleh Pak
Pariyanto (perangkat desa Bejalen), dan katanya model seperti ini
sudah mulai banyak dilakukan oleh para petani keramba di Bejalen.
Ini menandakan bahwa model penguasaan sumberdaya air juga
sudah mulai mengikuti perubahan zaman.
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c. Nelayan Jala dan Pancing

Bentuk usaha perikanan yang paling tradisional saat ini yang
ada di Rawa Pening adalah nelayan pancing dan nelayan jala. Usaha
perikanan ini merupakan usaha paling sederhana yang dapat di-
lakukan oleh penduduk sekitar rawa. Beberapa penduduk Bejalen
juga kadang-kadang saja melakukan hal seperti ini. Biasanya
kegiatan memancing ikan ini dilakukan oleh kaum muda yang
umumnya belum berkeluarga. Hasil yang diperoleh bukan untuk
dijual akan tetapi lebih banyak digunakan untuk sekedar lauk.
Terlebih lagi, saat ini, kegiatan memancing lebih banyak diarahkan
kepada hobi yang harus disalurkan. Oleh karenanya orang yang
datang memancing ke Rawa Pening bukan saja penduduk sekitar
rawa tetapi juga penduduk yang tempat tinggalnya kauh dari rawa,
misalnya dari Ungaran bahkan Semarang.

Menurut Pak Kadus, model memancing yang paling banyak
dilakukan adalah memancing dengan mata pancing yang banyak
dalam sekian meter benang pancing. Biasanya dilakukan di tengah
rawa dengan menggunakan perahu. Setelah diberi umpan, pancing
tersebut disimpan memanjang sepanjang benang pancing yang
dimiliki. Pagi ditanam, siang atau sore diangkat atau sore ditanam
besok paginya baru diangkat. Kegiatan mancing seperti ini, bila
hasilnya bagus tidak saja untuk memenuhi kebutuhan lauk tetapi
juga dijual kepada para pengepul. Hal demikian berlaku juga dengan
penduduk yang mencari ikan dengan cara menjala.

D. Struktur Agraria

Kami ingin mendiskusikan beberapa hal menarik sebagaimana
kami temukan di lapangan berkaitan dengan perilaku anggota segi-
tiga penguasaan sumberdaya agraria. Untuk mengetahui pemilik
atau penguasa terbesar akan sumberdaya agraria di Bejalen maupun
Tambakboyo, kita melihat apa yang terdapat dalam dalam SPPT
pajak bumi, namun untuk Tambakboyo kami mengalami kesulitan.

Tabel di bawah ini adalah gambaran penguasaan tanah-tanah
PU penduduk Bejalen.
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Tabel 5
Struktur Penguasaan Tanah PU Desa Bejalen

No | Penguasaan Jumlah
1 < 1000 9
2 > 1000 < 1500 16
3 > 1500 < 2000 4
4 > 2000 < 2500 3
5 > 2500 < 3000 3
6 > 3000 < 3500 3
7 > 3500 < 4000 0
8 > 4000 < 4500 2
9 > 4500 < 5000 0
10 > 5000 1
41

Sumber: Diolah dari dokumen Kantor Desa Bejalen Tahun 2013

Menurut Pak Kadus, jumlah tanah PU yang ada di Dukuh
Bejalen Timur seluruhnya sekitar 112 bidang tanah. Sebagian di-
antaranya sudah terbit SPT PBB nya dan sebagian lainnya belum
ada SPT PBB nya. Meskipun tanah PU yang digarap penduduk
tersebut belum berstatus hak milik yang sudah bersertipikat, namun
masyarakat memang sudah merasa menguasai tanah tersebut
sebagai tanah miliknya. Hal ini dibuktikan dengan dibayarnya PBB
atas bidang tanah yang dikuasainya tersebut setiap tahun meskipun
mereka hanya bisa menggarap tanah nya pada saat musim kemarau
saja.

Bila melihat tabel di atas, terdapat selisih yang cukup besar
dengan keterangan Pak Kadus. Hal ini terjadi karena, kemungkinan
SPPT tersebut sudah dibawa oleh pemiliknya. Bila melihat data
yang dimiliki Pak Kadus tentang penguasaan tanah-tanah Pu ter-
sebut, tabel diatas bisa saja berubah banyak sekali sebab dalam
daftar tersebut terdapat sekali nama yang sama dan itu menandakan
beberapa bidang tanah dikuasasi oleh seorang dan bisa jadi luas
keseluruhan yang dimiliki tidak seperti gambaran tabel di atas.
Akan tetapi, penelitian tetap menampilkan tabel tersebut dengan
harapan bahwa gambaran struktur penguasaan sumberdaya tanah
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tersebut bervariasi dan berpola seperti pada umumpnya penguasaan
tanah di Indonesia.

Kemudian, dalam sebuah dokumen maket plan Kampoeng
Rowo, bahwa Kampoeng Rowo tersebut akan menempati tanah
bondo desa atau tanah kas desa seluas kurang lebih 5,5 hektar. Jika
dalam peta buatan BPSDA, Kampoeng Rawa ini berada sediit diluar
areal pasang surut. Ini sedikit bertentangan dengan informasi Pak
Kadus dan Pak Agus Marno (Pengurus Kampoeng Rawa) bahwa
bondo desa tempat Kampoeng Rawa tersebut berada dalam wilayah
pasang surut. Dalam dokumen tersebut tertulis sebagian keterangan
perihal bondo desa, yakni yang dikuasasi carik kurang lebih 1,4
hektar; Bekel: 0,2 ha; Modin: 0,25 Ha; dan Bayan: 0,06 Ha. Bagi
penelitian ini, keterangan dalam dokumen ini mengindikasikan
bahwa dalam penguasaan tanah-tanah PU tersebut terdapat pula
penguasaan lebih dari satu hektar dan dalam kenyataanya tanah
seluas itu dikuasai oleh elit desa.

Hasil usaha pertanian dari tanah-tanah PU tersebut menurut
beberapa wawancara dirasakan tidak mencukupi. Berikut salah satu
ilustrasi hasil wawancara dengan seorang petani, Pak Rabun nama-
nya. Menggarap sawah pasang surutnya hanya bisa berproduksi 1
kali padi setahun. Sekali panen bisa menghasilkan padi 3-4 ton padi
basah per 60 are. Harga setempat 1 kg padi basah adalah Rp.4.000.
Pendapatan Pak Rabun untuk sekali panen bisa mencapai Rp.
12.000.000 sampai Rp. 16.000.000. Penghasilan ini masih harus
dikurangi dengan biaya produksi untuk pupuk, sewa traktor, upah
tanam, upah matun serta sedot air yang berjumlah Rp. 7.000.000.
Padahal pengeluaran dalam satu tahun bisa jadi lebih dari Rp
7.500.000. Oleh karena itu, mungkin hampir rata-rata para pemilik
tanah-tanah PU, juga menjadi nelayan atau petani ikan karena
dapat memperoleh tambahan penghasilan sebesar antara Rp
20.000 hingga Rp 50.000.

Transaksi jual beli penguasaan tanah-tanah PU juga terjadi.
Istilah penduduk setempat adalah membeli lintiran (ganti lintir).
Membeli lintiran adalah penguasaan sumberdaya tanah yang paling
mungkin dilakukan karena setiap calon pembeli sudah mengetahui
bahwa status tanah-tanah PU. Proses jual beli lintiran ini pada
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umumnya terjadi antar penduduk Bejalen atau tetangga desa. Pak
Kadus tidak mengetahui apakah transaksi jual beli terjadi juga
antara penduduk Bejalen dengan luar Bejalen. Tidak ada pula harga
pasti untuk transaksi jual beli lintiran ini. Salah satu informasi
tentang harga pengganti atas lintiran ini adalah informasi dari
Mbah Djimin ketika sebagian tanah milik beliau digunakan untuk
jalan masuk Kampoeng Rawa. Mbah Djimin kala itu memperoleh
harga pengganti untuk bidang tanah seluas 2 are sebesar Rp
20.000.000 atau Rp 90.000 per meter persegi. Informasi harga
transaksi ini tidak bisa dijadikan patokan harga transaksi jual beli
lintiran karena pada saat itu Mbah Djimin memperoleh uang peng-
ganti dari seseorang atau sebuah perusahaan yang akan mendirikan
usaha yang besar. Hal ini harus menjadi pertimbangan mengingat
transaksi ini terjadi bukan antar penduduk Bejalen. Kemungkinan
besar transaksi yang terjadi antar penduduk Bejalen akan lebih
rendah.

Satu lagi yang tidak dapat dikesampingkan adalah lahirnya
aturan tertulis tentang penguasaan sumberdaya tanah di Bejalen.
Aturan tertulis dimaksud adalah daftar harga transaksi penguasaan
tanah serta transaksi untuk lapangan usaha konstruksi. Aturan
tersebut dipampang di kantor desa. Aturan tersebut berisikan upah
bagi buruh tani yang harus ditaati oleh para pemilik tanah di wilayah
Bejalen baik itu pemilik lintiran tanah Pu maupun tanah-tanah
pertanian lainnya. Aturan tertulis ini dibuat atas prakarsa desa dan
disayahkan oleh LMD. Aturan ini dibuat, menurut Pak Kadus,
karena warga seringkali kebingungan untuk menentukan harga atas
pekerjaan buruh tani. Kebingungan untuk membayar perkataan ‘ya
monggo, terserah jenengan mawon’ direspon oleh dengan lahirnya
surat ketentuan tersebut.

Ini menjadi menarik sebab lahirnya surat tersebut membuat
warga tidak kebingungan lagi dalam bertransaksi berkaitan dengan
penguasaan sumberdaya tanah. Pertanyaan berikut, apakh ini adil
bagi semua pihak. Pak Kadus menjawab, adil karena ini dirapatkan
oleh perangkat dan LMD, harga yang ditentukan akan selalu diper-
baharui setiap satu tahun sekali, penentuan harga berdasarkan
harga kebutuhan bahan-bahan pokok dipasaran, dan yang ter-
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penting lagi warga semua menerima. Yang belum terjawab adalah
bagaimana cara menghitung penetapan harga yang sesuai dengan
harga kebutuhan pokok. Perkiraan penelitian, perhitungan tersebut
lebih banyak berdasarkan intuisi-intuisi para elit dan cocok dengan
keinginan warga.

FEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN AMBARAWA
DESA BEJALEN

PEMBERITAHUAN UPAH BURUH TANI 2013

I LPAH BURLIH LAKI - LAKI

k { Y= Hari )} + Kirim Rp 25000
1+ Kirim Rp 30,000

Rp 45000
4 Rp 60000
Rp 15.000
- Lebih dari 15 Are , Per Are Rp  1.000
6. Traktor Per Are + Kirim Rp  £.000
7. Kerbau / Beduk + Kirim Rp 40,000
n UPAH BURUH PEREMPUAN
1. Perbeduk { ¥ Hari ) + Kirim Rp 20.000
2. Pert k { ¥ Hari } Bebas Rp 25000
3. Sehs Kirim Rp 35000
4. Schari Bebas Rp 50,000
5. Tandur Per Arc Rp  4.000
. PERTUKANGAN
1. Tukang Schari + Maka Rp  50.000
Tuk Rp 60000
3. Kuli 4 Rp 40,000
4. Kuli Schari Bebas Rp 50,000
CATATAN :
Khusus Pertukangan apat@l jam 12 kentas sampai sore terjadi hojan
Maka dihitang Y. Hari
- Apabils jum 1400 keatas sampai sore terjadi hujan maka tetap
dihitung schari
SEKIAN PENGUMUMAN AGAR DEJALANKAN

TERIMAKASIH

Gb. 6. Peraturan Upah Buruh Tani Bejalen
Sumber: Dokumen Kantor Desa Bejalen Tahun 2013

E. Politik Kampung Rawa: Wong Ndeso
Mbangun Wisoto

Kampoeng Rawa adalah nama sebuah restoran apung di Rawa
Pening atau lebih tepat disebut tempat wisata. Restoran ini berdiri
hampir setahun yang lalu. Lokasi restoran ini begitu strategis. Ia
berada di jalur Semarang-Yogyakarta. Bagi peneliti, Kampoeng
Rawa ini merupakan serendipity yang cukup menarik. Ia merupakan
contoh bagi pengelolaan sumber daya agraria mutakhir yang ada di
Desa Bejalen.
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Berdirinya Objek Wisata Kampoeng Rawa ini merupakan hasil
musayawarah yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) Desa Bejalen yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni
2011. Musyawarah dihadiri oleh Camat Ambarawa, Kepala Desa
Bejalen, Perangkat Desa Bejalen, BPD Desa Bejalen, Para Ketua
Kelompok Tani/Nelayan Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo
yang secara keseluruhan berjumlah 31 orang. Hasil musyawarah
tersebut mengambil keputusan sebagai berikut: 1) Mencari lokasi
yang strategis dari jalan lingkar Ambarawa melintasi jalan wilayah
Kelurahan Tambakboyo, masuk jalan melintasi wilayah Desa
Bejalen menuju Rawa Pening sepanjang 550 m, 2) Melebarkan jalan
yang sudah ada, dari 3 m menjadi 6 m; 3) Mengalih fungsikan Tanah
Kas Desa menjadi Kampoeng Rawa untuk Pemberdayaan Masya-
rakat Petani dan Nelayan Desa Bejalen dan Kelurahan Tambakboyo.
Luas keseluruhan tanah kas desa yang akan digunakan kurang lebih
seluas 5,5 Ha. Pembangunan Kampoeng Rawa direncanakan dilaku-
kan dalam dua tahap. Pembangunan tahap awal dilakukan di atas
areal seluas kurang lebih 2 Ha yang diperuntukan bagi a) lahan
parkir seluas: 0,5 Ha; b) Kolam Ikan seluas: 0,5 Ha; ¢) Kampoeng
Bebek seluas: 0,5 Ha; d) Dermaga dan Warung UKM seluas: 0,5 Ha.
Pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Kampoeng Rawa di-
lakukan oleh penduduk desa Bejalen dan Tambakboyo bekerja sama
dengan pihak ketiga.

Hasil musyawarah ditandatangi oleh Ketua BPD Desa Bejalen
Bapak H. Rackhmad Kristianto A dan Kepala Desa Bejalen Bapak
Nowo Sugiharto, dan dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes)
Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor :
430/02 Tahun 2011 Tanggal 24 Juni 2011 tentang Tanah Kas Desa
Bejalen Yang Dialih Fungsikan Menjadi Kampoeng Rawa Petani/
Nelayan Desa Bejalen. Hasil musyawarah ini ditindak lanjuti dengan
dibentuknya Panitia Pembangunan Obyek Wisata Kampoeng Rawa
Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dengan
susunan organisasi sebagai berikut: Pelindung: Kepala Desa
Bejalen; Penasehat: BPD Desa Bejalen; Ketua I: Suwestiyono; Ketua
II: Agus Sumarno; Sekretaris I: Ngariyono; Sekretaris II: Koko
Qumarulloh; Bendahara: Sunardi; Seksi Pembangunan: Pariyanto;
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Seksi Usaha: Mardi, Heri S, dan Rusmadi; Seksi Perlengkapan: Lilik
K, Sariyono; dan Humas: Dwi Apriyanto, Susiyono, Purwanto,
Trimo, Wahadi, Widarso, Joko Subadyo, Pujono, Wasimin, dan
Sentot. Para anggota panitia ini adalah wakil-wakil dari anggota
kelompok-kelompok tani/nelayan yang tergabung dalam paguyuban
Kampoeng Rawa.

Sampai saat ini, kata Pak Marno, objek wisata Kampoeng Rawa
ini secara resmi belum memperoleh ijin usaha. Hal ini katanya di-
sebabkan melanggar Tata Ruang khususnya menyangkut sempadan
rawa dan sawah lestari. Tetapi kami tidak tahu jenis pelanggarannya
seperti apa karena tidak pernah dijelaskan kata Pak Marno. Padahal
keberadaan Kampoeng Rawa ini termasuk menunjang Instruksi
Gubernur Jawa Tengah tentang Pengembangan Produk Unggulan
Daerah Perdesaan melalui Pendekatan One Village One Product
(OVOP) yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada
tanggal 30 Desember 2011. Instruksi Gubernur tersebut adalah
Instruksi Nomor: 518/23546 dalam rangka pelaksanaan RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Menurut Instruksi
Gubernur tersebut yang tertuang dalam Lampiran I disebutkan
antara lain bahwa OVOP untuk Kabupaten Semarang adalah
Agrobisnis Bunga Krisan dan Agrowisata Perikanan Kampoeng
Rawa.

Pada tanggal 3 Desember 2012, Paguyuban mendapat surat
dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Jragung Tuntang
yang pada intinya menyatakan bahwa dari hasil peninjauan petugas
BPSDA Jragung Tuntang yang disaksikan oleh petugas dari Balai
Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana pada tanggal 30
Nopember 2012 disampaikan bahwa elevasi di lapangan rumah
makan apung Rawa Pening adalah +463,75, sedangkan tampungan
puncak Rawa Pening elevasinya +463,30 sehingga elevasi rumah
makan Kampoeng Rawa masih di atas elevasi tampungan maksimum
Rawa Pening dengan selisih 40 cm. Sehubungan dengan itu,
Paguyuban diminta untuk berkoordinasi dengan BBWS Pemali
Juana di Semarang. Hasil koordinasi ditanggapi melalui surat
tanggal 5 Desember 2012 dari BBWS Pemali Juana yang intinya
bahwa paguyuban disarankan untuk mengajukan surat izin

114

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

penggunaan waduk/rawa pada Rawa Pening kepada Menteri
Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada BBWS Pemali Juana
dan instansi terkait. Sampai dengan saat ini belum ada ijin baik dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun
Pemerintah Kabupaten Semarang. “Saya tidak tahu apa penyebabnya
padahal para petinggi baik dari Provinsi dan Kabupaten sudah
sering meninjau ke Kampoeng Rawa ini, tetapi tetap saja ijin resmi
belum keluar” begitu keluh Pak Marno. Beliau melanjutkan padahal
usaha ini adalah merupakan usaha pemberdayaan kepada masya-
rakat dengan melibatkan masyarakat banyak agar masyarakat yang
tergabung dalam kelompok tani/nelayan bisa tambah pendapatan-
nya. Namun dukungan dari pemerintah yang ada baru sebatas
dukungan lisan belum dituangkan dalam ijin tertulis.

Tag Line “Wong Ndeso Mbangun Wisoto” terpampang dengan
jelas di pendopo kecil tempat para nakhoda perahu menunggu
penumpang yang ingin berkeliling Danau Rawa Pening. Penulis
merasa tergelitik dengan tag line tersebut, karena begitu gagah
sekaligus yakin dengan apa yang sedang dilakukan oleh sekumpulan
petani nelayan di Kampung Rawa. Di tangan para nakhoda perahu
ini para pengunjung bisa berkeliling melihat isi Danau Rawa Pening.
Ada banyak pemandangan di danau tersebut, dari mulai para
nelayan yang sedang menjaring, petani karamba, enceng gondok
yang memenuhi permukaan danau. Saat penulis bersama tim ber-
keliling menggunakan perahu kecil, keindahan danau di bawah
bukit itu dengan jelas terlihat. Nuansa eksotik para nelayan yang
sedang menjaring ikan, menunggu karamba di rumah-rumah
apungnya menjadi pemandangan yang menarik. Dari kacamata
luar, apa yang terlihat menarik untuk diperhatikan secara detil,
namun tidak bagi mereka menjadi nelayan. Bagaimana tidak,
mereka harus seharian berada di atas air untuk mengais rezeki
untuk dibawa pulang, bahkan setelah seharian mereka hanya bisa
menghasilkan sekitar 50an ribu. Tentu ironis, menjadi nelayan yang
seharian harus berada di atas air adalah pekerjaan yang tidak
menarik, mereka tidak bebas untuk bergerak, karena memang tidak
ada pilihan lain untuk bergerak kecuali di tempat kecil (rumah
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apung) berukuran 3x3 meter. Dunia mereka hanya bergerak pada
kisaran rumah apung dan sekitar jaring mereka.

Di luar itu, ruang air di sekitar Rawa Pening adalah ruang
publik, ruang terbuka bagi siapa saja untuk mengais rezeki. Bagi
para nelayan, sekalipun mereka tinggal dekat denagan danau,
mereka merasa apa yang ada di danau bukan milik mereka, siapa
saja boleh memanfaatkan. “Itu karamba yang besar milik orang
Semarang, namun yang menjaga setiap hari orang sekitar sini”, kata
salah satu nakhoda perahu wisata Kampung Rawa. Artinya, nelayan
di Danau Rawa Pening datang dari berbagai wilayah.

Namun apa sebenarnya yang menjadi harta karun danau Rawa
Pening bagi ekonomi warga sekitar? Menurut ketua BPD Desa
Bejalen, “warga sini kalau sampai kelaparan itu kabangetan, karena
asal mau bergerak saja ke danau, sudah pasti mereka bisa makan”.3
Ilustrasi Ketua BPD ini menunjukkan bahwa ada banyak sekali
rezeki yang disediakan oleh Tuhan di Rawa Pening, masyarakat
tinggal mengambilnya. Mungkin benar apa yang dikatakan, karena
di Rawa Pening, orang bisa memancing ikan, dan hasilnya sudah
ada yang menampung, ada enceng gondok yang juga menghasilkan
uang. Keberadaan enceng gondok memang mengganggu pe-
mandangan indahnya danau, akan tetapi bagi pengrajin enceng
gondok, keberadaannya yang tumbuh subur di Rawa Pening adalah
keberkahan yang luar biasa. Bagi Agus Marno, Rawa Pening adalah
harta karun yang harus dijaga, harus diselematkan, harus terus
dipelihara karena menjadi sumber ekonomi warga sektar.#

Dalam konteks Kampung Rawa sebagai pusat dari perhatian
banyak orang di Danau Rawa Pening, keberadaannya memberikan
banyak harapan sekaligus kekhawatiran. Dari sisi pemberdayaan
masyarakat warga sekitar, banyak orang memuji karena lebih dari
90 persen tenaga kerja yang terserap di Kampung Rawa adalah
warga masyarakat sekitar. Hanya sedikit yang berasal dari luar Desa

3 Wawancara dengan Rusmadi, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bejalen, di
Bejalen, tanggal 23 April 2013.

4 Wawancara dengan Agus Marno, Ketua Paguyupan Kampung Rawa, Senin, 20 April
2013. Dalam referensi, Danau Rawa Pening adalah danau yang menjadi perhatian
dunia internasional. Di Jawa hanya terdapat dua danau, pertama Danau Rawa Pening,
kedua Danau Rawa Danau (Jawa Barat).
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Bejalen dan Tambakboyo. Dua desa tersebut adalah desa yang
membidani lahirnya Kampung Rawa sebagai tempat wisata danau
dan kuliner sekaligus kebanggaan warga desa. Meskipun keberada-
annya masih baru, belum genap setahun, keberadaannya cukup
menjanjikan, disamping posisinya yang cukup menarik karena di-
pinggir ringroad, berada disamping danau, dan memiliki pe-
mandangan yang indah karena berada di bawah bukit yang
mengelilingi danau.

Menarik untuk dilihat lebih jauh tentang konsep wong ndeso
mbangun wisoto, sebagaibagian dariterjemahan proyek pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dengan slogan bali ndeso mbangun ndeso,
lalu muncul produk pemerintah one village one product. Menurut
Koko dan| Agus Marno, Bejalen pernah ditetapkan sebagai desa
wisata, maka kampung Rawa akan meneruskan cita-cita itu agar
apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak sia-sia, maka
Kampung Rawa tampil terdepan menciptakan cita-cita itu, wong
ndeso mbangun wisoto.> Sangat relevan karena Danau Rawa Pening
selama ini dimanfaatkan hanya untuk kepentingan sedikit orang,
hanya melibatkan para petani, nelayan, dan pengrajin. Tidak mem-
berikan manfaat lebih bagi warga yang tidak masuk ke wilayah
tersebut, dengan dibangunnya Kampung Rawa, tampaknya upaya
menuju desa wisata akan menjadi perwujudan cita-cita tersebut.

F. Bondo Deso jadi Kampoeng Rawa:
Konflik dan Ketegangan

Kampung Rawa bukan sebuah wilayah administratif namun sebuah
tempat wisata. Sebutan kampung memang digunakan untuk me-
nandai sebuah tempat dengan nama kampung, karena desa wilayah
Kampung Rawa dijadikan sebuah desa wisata. Nama Kampung
Rawa hasil kreasi para penggagas wisata di Bejalen dan ambahboyo.
Di dalam Kampung Rawa terdapat pusat kuliner, wisata danau, dan
rumah makan apung, juga wisata mainan untuk anak-anak. Ketika
orang berkunjung ke Kampung Rawa biasanya mereka akan me-
nikmati makanan sekaligus berwisata, karena posisinya di sekitar

5 Wawancara dengan Koko, salah satu Pengelola Kampung Rawa, 20 April 2013.
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danau. Pengunjung bisa berkeling melihat danau dan menyaksikan
langsung para nelayan menjaring ikan serta melihat-lihat para
petani nelayan.

Gb. 7. Pintu masuk Kampung Rawa. Tampak gambar samping salah satu resto apung di
Kampung Rawa
Sumber: Data primer, 2013

Kampung Rawa® resmi dibuka sebagai tempat wisata pada
Agustus 2012. Secara resmi beroperasi setelah hari raya Idul Fitri
2012. Akan tetapi persiapan menuju dibukanya Kampung Rawa
lebih kurang dua tahun. Meurut para pendiri dan aparat Desa
Bejalen, dibutuhkan waktu lebih kurang dua tahun untuk memper-
siapakan persiapan, dari mulai pemapran gagasan dan keinginan
membentuk wisata kuliner, lobi, dan pembangunannya.” Sebagai-
mana dituturkan oleh Suwestiarno, mantan carik Desa Bejalen,
awal keinginan memanfaatkan tanah kas desa karena status tanah
tersebut secara de jure milik Desa Bejalen, akan tetapi de facto
tanah itu dikuasai oleh para petani Tambakboyo, desa tetangga
Bejalen. Status tanah itu tercatat sebagai kas desa namun mereka
tidak mendapatkan hasil apapun, meskipun terdapat sebuah per-

6 Kampung rawa berdiri di atas tanah kas Desa Bejalen. Luas total tanah ini sekitar 5
hektar, sementara yang dimanfaatkan untuk pembangunan Kampung Rawa sekitar 2
hektar. Akan tetapi menurut para pendiri Kampung Rawa, izin yang diajukan kepada
aparat desa semuanya (5 hektar), namun baru dimanfaatkan seluas dua hektar,
disamping persoalan anggaran, perluasan pembangunan sengaja dihentikan karena
izin yang mereka ajukan kepada pemda setempat belum keluar, dan mereka mencoba
mengikuti saran dari otoritas setempat unutk sementara tidak boleh memperluas
bangunan, agar tidak muncul persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

7 Wawancara dengan Kadus Desa Bejalen.
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janjian bagi hasil 60/40, namun para petani yang menanam padi di
wailayah tersebut tidak mau berbagai dengan Desa Bejalen. Status
tanah ini memiliki potensi konflik yang cukup tinggi karena para
petani Tambakboyo yang menguasai tanah tidak menyepakati ke-
sepakatan yang dibuat antara aparat desa Bejalen dengan Petani.
Sebelum reformasi 1998, para petani penggarap lahan tersebut
masih mau menyetor ke kas desa ketika ada tagihan dalam setiap
panen, namun pasca 1998, mereka tidak lagi mau melakukan
kesepakatn itu, dan salah satu tokoh sentalnya adalah Agus Marno
yang saat ini menjadi pimpinan puncak Kampung Rawa.®

Menurut Kadus Bejalen, status tanah itu terdaftar sebagai tanah
kas desa, namun tanah itu belum disertifikatkan sebagai tanah kas
desa, namun riwayat tanah itu jelas sebagai tanah kas desa.
Sementara para petani penggarap menganggap bahwa tanah itu
adalah tanah nenek moyang mereka yang dulu dibeli oleh Belanda,
ketika Belanda pergi tentu tanah tersebut kembali menjadi hak
milik mereka sebagai keturunannya. Versi ini disampaikan kepada
kami oleh agus Marno sebagai salah satu petani dilahan tersebut.
Akan tetapi cerita riwayat tanah yang disampaikan oleh Kadus
Bejalen cukup detil yang menunjukkan bahwa riwayat tanah versi
mereka jauh lebih didukung oleh banyak sumber, termasuk oleh
mantan Carik Bejalen, Suwestiono.

Ketika lebih jauh penulis kejar kepada Agus Marno, secara
sadar akhirnya dia mengakui bahwa tanah itu adalah tanah kas
desa, terbukti saat ide pembentukan Kampung Rawa ditawarkan ia
menyetujui dan menyatakan secara jelas bahwa status tanah ter-
sebut adalah tanah kas desa, “dulu tanah ini saya rebut, sekarang
saya kembalikan lagi ke desa™. Artinya apa yang ia kerjakan selama
ini dengan petani penggarap lahan tersebut adalah kegiatan yang
dianggap sebagai aksi klaim sepihak dengan Agus sebagai
komandannya. Akan tetap dalam proses itu, terjadi banyak dialog
antara aparat desa dnegan petani penggarap, argumen yang diaju-
kan selalu sama, bahwa tanah itu dahulunya adalah tanah nenek

8 Wawancara dengan Suwestiono, salah satu pendiri Kampung Rawa, mantan Carik Desa
Bejalen, tanggal 23 April 2013.
9 Wawancara dengan Agus Marno, 19 April 2013.
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moyang mereka, sehingga mereka berhak bertani ditempat tersebut.
Menurut Agus, dalam sebuah pertemuan di Kecamatan yang ke
sekian kali, Desa Bejalen sempat mengalah dengan tetap mem-
berikan hak pengolahan tanah kas desa itu kepada petani, namun
harus membayar pajak, akan tetapi pajaknya (SPT) bukan kepada
desa, namun kepada pemerintah, artinya Bejalen tetap gagal
“merebut” tanah tersebut dari tangan warga Tambakboyo. Bahkan
usaha itu dilakukan sampai tingkat kabupaten Semarang, namun
tetap tidak berhasil.

Meurut Pak Kadus Bejalen, warga Bejalen memang pada posisi
“lemah” karena secara turun temurun tidak pernah menguasai
tanah tersebut, bahkan ketika ada gagasan untuk nekat merebut
tanah tersebut dan menanami padi, warga Bejalen tidak akan
mungkin bisa melawan petani Tambakboyo, karena aliran air di
sawah tersebut dari wilayah Tambakboyo, sehingga ketika diolah
warga Bejalen, ancaman petani Tambakboyo akan menghentikan
aliran ke sawah. Politik air yang di ancamkan petani Tambakboyo
cukup menghentikan nyali warga Bejalen. Bagaimana mungkin
bertani tanpa air, dan tidak pula mungkin bisa membuka akses air
dari Tambakboyo karena jalur air ada di wilayah kekuasaan mereka.

Kondisi ini pula yang melatarbelakangi Carik yang kebetulan
didatangi oleh KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Artha Prima agar
mencari sebuah lahan untuk membangun sebuah obyek wisata.
Ketika tawaran itu datang, maka diutuslah seorang nalayan yang
puluhan tahun hidup di atas Danau Rawa Pening, Bapak Pari. Atas
lobi Pak Pari yang mendatangi Agus Marno sebagai pimpinan petani
di tanah kas desa tersebut. Lobi Pak Pari ternyata berhasil me-
nundukkan kerasnya seorang Agus Marno. Ia bersedia membicara-
kan gagasan tersebut. Bahkan Aguslah yang melobi semua petani
Tambakboyo agar bersedia melepaskan tanah tersebut untuk
dijadikan obyek wisata. Namun petani menuntut ganti rugi karena
mereka ternacam kehilangan akses tani dan mengancam kehidupan
keluarganya. Sifat ganti rugi ini menunjukkan dua hal, pertama
tunduk dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah kas desa,
kedua ganti rugi sekaligus mengusir semua hak bagi penggarap atas
lahan tersebut selamanya. Tentu saja aparat Desa Bejalen senang
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dengan status itu karena pihak yang membayar ganti rugi adalah
koperasi Artha Prima sebagai pemodal, desa hanya mengamini
kesepakatan tersebut.

Dalam proses memang tidak mudah untuk mewujudkan gagasan
Kampung Rawa, karena ada banyak tentangan, baik dari petani
maupun pihak lain. Ketidak setujuan bagi aparat Kelurahan
Tambakboyo karena menganggap wilayah tersebut adalah wilayah
sawah lestari. Seperti yang ditunjukkan oleh Lurah Tambakboyo,
mereka menolak gagasan pembangunan Kampung Rawa dengan
mngedepankan legal formal. Sebab menurutnya, wilayah itu ter-
larang unutk didirikan bagunan, karena peruntukanya unutk sawah
lestari. Bagia banyak warga, keberatan Lurah bukan semata per-
soalan perizinan, namun juga konflik pribadi dengan Agus Marno
sebagai sosok yang tidak disukai oleh Lurah. Menurut Pak Waluyo,
ketua Kelompok Tani Sebaung Makmur, “lurah memang sangat
tidak menyukai Agus Marno, karena sering “berantem” dengannya.
Sisi lain, menurutnya, bu lurah pernah “perang” dengan Agus
karena lurah meminta ganti rugi tanah sawahnya unutk jalan masuk
Kampung Rawa terlalu tinggi. Kalau warga lain yang diminta
tanahnya untuk pelebaran jalan menuju Kampung Rawa hanya
dengan ganti rugi 9o ribu permeter, Lurah tambakboyo justru
meminta 400 ribu permeter. Atas permintaan itu, Agus “melabrak”
lurah dan memaki-makinya.” Peristiwa itu membuat hubungan
lurah dengan Agus tegang bahkan hingga kini, sebagaimana juga
diakui oleh lurah, namun menolak unutk hal ganti rugi. Beberapa
kali kami diskusi dengan lurah, tampak sekali ketidaksukaan lurah
dnegan Agus Marno dengan menunjukkan berbagai hal keburukan-
nya. Hal itu mengkorfirmasi beberapa statemen warga Tambakboyo
tentang hubungan kedua pihak.

Secara politik, gagasan KSP Artha Prima menawarkan pem-
bentukan obyek wisata cukup menarik. Setelah Desa menyetujui
dan dibentuk kepanitiaan, lobi politik di tingkat kabupaten dan
provinsi dilakukan, dan menarik karena sosok Agus Marno sebagai
salah satu tim mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan
yang konkrit dari pemerintah. Dalam banyak cerita warga maupun
tim lainnya, Agus adalah sosok yang memliki kemampuan komuni-
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kasi paling baik diantara mereka, sehingga setiap maju untuk me-
lakukan lobi ke pemerintah dan dewa, agus adalah ujung tombak.
Posisi ini menempatkan ia menjadi tokoh sentral di kemudian hari,
apalagi setelah ketua tim Suwestiono menderita sakit, Agus diangkat
sebagai pimpinan. Agus cukup memahami bagaimana birokrasi
bekerja, bagimana elite politik dimainkan oleh lawan dan teman,
maka strategi lobi dengan mengedepankan “dosa-dosa” pihak lain
di kabupaten Ambarawa ditujukkan. Dalam kasus Kampung Rawa,
izin tidak bisa dikeluarkan karena status lahan yang diperuntukkan
untuk sawah lestari, sehingga izin tidak bisa keluar, namun bagai-
mana dengan hotel, tempat wisata, dan lainnya di bandungan dan
sekitarnya? Mereka semua adalah pelanggar aturan. Strategi ini
dilakukan untuk menembak para birokrat, sehingga keberadaan
Kampung Rawa sekalipun “illegal”, pemerintah daerah tidak akan
mungkin berani membongkar atau melarang kegiatan tersebut.
Apalagi, ada sekitar 140an tenaga kerja yang 97 persen adalah wrga
desa Bejalen dan Tambakboyo. Sehingga Pemda akan berfikir seribu
kali untuk melarang kegiatan tersebut.

Izin Kampung Rawa jika dilihat dari sisi administratif tidak
akan mungkin keluar, karena RT/RW wilayah tersebut jelas per-
untukannya. Untuk mengeluarkan izin Kampung Rawa harus
mengubah status lahan tersebut, artinya dibutuhkan perda baru
agar izin operasi bisa keluar. Sekalipun dukungan kuat dari elite
daerah namun sulit bisa dikeluarkan izin tersebut. Memberikan izin
akan menjadi preseden baru, sebab berkaca pada banyak wilayah,
ada ratusan pelanggaran sejenis di wilayah lain yang dibiarkan oleh
negara.

Walau demikian, lobi-lobi tetap aktif dilakukan oleh Agus.
Salah satu cara yang dimainkan oleh Agus adalah dengan meng-
undang makan-makan para elite Kabupaten Semarang di resto
apungnya. Lobi model ini memang lumrah dilakukan dalam dunia
bisnis, namun sebagaimana pengakuan dirinya yang lulusan S3
(SD, SMP, SMA), jaringan dan relasi kuasanya cukup menarik untuk
dilihat sebagi bagian dari kuasa Kampung Rawa. Ia berhasil men-
dudukkan kelompok tani sebagai alat berjuang unutk kepentingan
dua hal, kedalam dan keluar. Kedalam bisa membangun jaringan
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kuasa dirinya di kampung Rawa, keluar bagi kelompok tani yang
jumlah 13 kelompok tani. Relasi yang dibangun menjadi garansi
dirinya bagi peta elite Kabupaten Semarang. Dia berhasil meyakin-
kanbahwaapayangdikerjakan adalah bentuk konkrit pemberdayaan
masyarakat petani sekaligus membangun desa wisata (wong ndeso
mbangun wisoto), selaras dengan gagasan Gubernur Jawa Tengah
(Bibit Waluyo) dengan konsep one village one product.

Dalam kacamata kuasa, orang-orang yang ia jamu dan temui
bukan semata lobi untuk mendapatkan izin seperti anggota DPRD
dan pejabat kabupaten, namun juga penguasa kemanan wilayah.
Dari sana juga penulis melihat bahwa mobil-mobil plat merah yang
parkir bukan semata unutk menikmati hidangan gratis sajian Agus
dan kawan-kawan, tetapi ia sadar betul bagaimana melobi mental
birokratnya. Jamuan dan pertemuan dengan kelompok ini adalah
media baginya untuk membentuk sebuah kebijakan yang memihak
padanya. Policy process yang diharapkan tentu bukan sekadar
lisensi izin operasional, tetapi backup politik dan keamanan.
Menurut Wolmer, pembentukan kebijakan harus dilihat sebagai
sebuah proses politik, ia tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan
rasional murni, legal formal, serta tahapan logis, tetapi juga butuh
sebuah intrik untuk menggapai bagaimana birokrasi bisa menyata-
kan hal tersebut, dan ujungnya adalah eksekusi birokrasi. Proses ini
dipahami betul oleh Agus dengan mengambil pilihan-pilihan
dengan mengalokasikan sumberdaya ekonomi politiknya.*°

G. Pengelolaan Sumberdaya sebagai Pranata
Ekonomi Baru

Kampoeng Rawa pada dasarnya dikelola oleh kelompok-kelompok
tani yang berjumlah 13 kelompok tani yang berasal dari Desa Bejalen
(9 kelompok) dan Kelurahan Tambakboyo (4 kelompok) yang ter-
gabung dalam Paguyuban Rawa Pening. Anggota paguyuban
seluruhnya berjumlah 325 orang yang merupakan para anggota
kelompok tani/nelayan. Tenaga kerja objek wisata Kampoeng Rawa
hampir seluruhnya (+£95%) berasal dari penduduk setempat

10 W. Wolmer and Scoones, An introduction to policy processes. IDS: Brighton, 2005.
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termasuk didalamnya anggota kelompok tani dan 5% sisanya dari
luar. Salah satunya, seperti yang diungkapkan Agus Marno, pekerja
yang berasal dari luar tersebut antara lain ada yang berasal dari
Menado. Orang dari luar yang direkrut ini benar-benar profesional.
Hal ini dimaksudkan agar penduduk setempat belajar tata cara
pengelolaan restoran, arena hiburan, serta wisata lainnya dari
tenaga kerja luar. Setelah selesai belajar ini, pada akhirnya diharap-
kan para pegawai yang berasal dari penduduk setempat yang
notabene tidak profesional yang nantinya bisa mandiri dan per-
lahan-lahan tenaga kerja dari luar akhirnya dikurangi jumlahnya.
Saat sekarang, tenaga dari luar ini masih dibutuhkan terutama
untuk menjalankan restaurant apung.

Pendapatan dari Kampoeng Rawa ini rata-rata bisa mencapai
sekitar Rp 200 juta per bulan. Pendapatan tertinggi pernah dicapai
pada bulan Desember tahun 2012 lalu. Saat itu, pemasukan men-
capai Rp 600 juta lebih. Sebagian besar pendapatan tersebut,
kurang lebih Rp 60 juta, digunakan untuk membayar angsuran
kredit kepada Koperasi Artha Prima. Menurut Agus Marno, ber-
dirinya restoran dan tempat rekreasi Kampoeng Rawa juga berkat
andil besar koperasi Artha Prima yang memasok dana permodalan
hingga sebesar 10 milyar rupiah. Selain itu, kurang lebih 20%
pendapatan digunakan untuk gaji karyawan yang berjumlah 130
orang. Kemudian, pendapatan tersebut digunakan untuk membayar
pajak Rp 200 juta per tahun; cadangan promosi; cadangan
penyusutan; cadangan operasional; dan cadangan infrastruktur.

Pendapatan yang tinggi ini tidak lain karena banyaknya
pengunjung. Menurut Agus Marno, pada hari Sabtu dan Minggu
biasanya pengunjung banyak. Bahkan untuk masuk restoran apung,
pengunjung harus antre. Akan tetapi, pada hari-hari biasa, jumlah
pengunjung tidak membludak seperti hari Sabtu dan Minggu.
Pertanyaannya, apakah ini hanya fenomena sesaat? Sebagai per-
bandingan, penelitian sempat mengunjungi salah satu obyek wisata
di Rawa Pening (Bukit Cinta) yang menurut beberapa warga me-
rupakan tempat rekreasi paling awal yang pernah dibangun. Kondisi
pengunjung tempat rekreasi ini cukup memprihatinkan. Meskipun
sekarang nampak kegiatan renovasi di beberapa tempat, pengunjung
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nampak sepi, hanya terlihat beberapa pemancing yang tengah
bersiap-siap pergi ke tengah rawa. Menurut Pak Kadus, tempat
wisata ini dibangun oleh pemda. Satu lagi, restoran dan tempat
hiburan ‘Rawa Pening’ yang berlokasi di jalur Semarang-Solo.
Pengunjung disini juga tampak sepi. Menurut keterangan petugas
setempat, pengunjung mulai ramai biasanya pada hari Sabtu dan
Minggu. Inti yang ingin penelitian sampaikan adalah pengelolaan
yang baik dan profesional merupakan cara untuk dapat tetap ber-
tahan dan bersaing.

Bagaimana dengan nilai tambah yang diperoleh oleh para pen-
duduk Bejalen yang bekerja di Kampoeng Rawa? Pak Sukamto yang
sempat diwawancarai menyebutkan bahwa gaji 800 ribu perbulan
untuk warganya cukup lumayan dibanding mereka harus menjadi
buruh di kota. Kalau disini dekat, bisa dengan sepeda, bisa dengan
motor, dan tentu saja tidak habis gajinya untuk kos dan transport.
Karena dekat itu maka akan memberikan banyak keuntungan bagi
warga. Dari wawancara serupa yang dilakukan kepada beberapa
warga lain juga menghasilkan informasi yang sama bahwa peng-
hasilan sebagai pekerja di Kampoeng Rawa cukup karena berbagai
hal tadi. Disamping itu, warga juga tetap dapat melaksanakan
aktifitas lain yang dapat menghasilkan uang tambahan. Keuntungan
lain yang diperoleh warga terutama warga yang masuk dalam
kelompok tani adalah hasil dari mengoperasikan sarana hiburan di
Kampoeng Rawa, misalnya perahu untuk berkeliling rawa. Hampir
semua kelompok tani diberi pinjaman modal untuk membuat
perahu. Bagiyang sudah memiliki perahu, dari hasil mengoperasikan
perahu tersebut diperoleh bagi hasil 85% pemasukan untuk
Kampoeng Rawa, 15% untuk kelompok, dan 5% untuk operator.
Pendapatan lain yang diperoleh kelompok adalah 10% keuntungan
Kampoeng Rawa yang direalisasikan sebagai saham kelompok di
Kampoeng Rawa.

Lain halnya bagi desa. Untuk Desa Bejalen mendapat 12.5%
dari keuntungan yang diperoleh Kampoeng Rawa setiap bulannya.
Jika tidak mendapat untung, Desa Bejalen tetap mendapatkan
bagian perbulannya sebesar Rp 1.000.000. Kemudian, untuk dua
RW di Tambakboyo mendapat 7.5%. Untuk Kelurahan Tambakboyo,
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hanya dua RW saja yang memperoleh bagian karena kelompok-
kelompok tanai yang ikut dalam Paguyuban Rawa Pening berasal
dari dua RW ini. Semua aturan main dietapkan bersama dan
masing-masing memahami aturan tersebut.

H. Penutup

Struktur agraria adalah susunan kepemilikan dan penguasaan
tanah. Susunan kepemilikan tersebut memiliki tipe-tipe tertentu
seuai ciri-ciri yang diperlihatkannya, seperti yang di katakan
Gunawan Wiradi dalam Sitorus (2002) terdapat tiga tipe struktur
agraria, yakni: tipe kapitalis yang berciri penguasaan sumber-
sumber agraria oleh non-penggarap (perusahaan); tipe sosialis yang
berciri penguasaan sumber agraria oleh negara atau kelompok
pekerja; dan tipe populis/neo-populis yang berciri penguasaan
sumber agraria oleh keluarga atau rumah tangga pengguna. Tiga
tipe ini adalah tipe ideal. Oleh karenanya tidak mudah melihat tipe-
tipe ideal ini ada di sebuah negara. Yang biasa terlihat adalah
kecenderungan-kecenderungan saja. Jadi, dalam faktanya, tipe
yang berjalan dan terlihat di sebuah negara adalah tipe campuran.
Kesulitan melihatini menjadi semakin bertambah ketika penglihatan
ditarik ke wilayah yang lebih kecil.

Di daerah penelitian, struktur agraria yang terlihat adalah
struktur agraria tipe campuran karena tiga subyek agraria ada
dalam struktur agraria yang terbangun. Kita dapat melihat
penguasaan sumberdaya agraria oleh komunitas (warga masyarakat
Bejalen), kita dapat melihat penguasaan sumberdaya agraria oleh
aktor non negara (pengusaha), dan kita juga dapat melihat
penguasaan sumberdaya tanah oleh negara (dalam hal ini desa
melalui penguasaan bondo desa dan bengkoknya).

Yang seringkali dipersoalkan dalam membahas struktur
penguasaan sumberdaya agraria adalah ketimpangan penguasaan,
misalnya komunitas yang berjumlah banyak menguasai tanah lebih
kecil dibandingkan pengusaha yang jumlahnya lebih sedikit dari-
pada jumlah komunitas. Di daerah penelitian, khususnya di Bejalen,
dan lebih khusus lagi penguasaan tanah-tanah PU, struktur agraria
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yang terlihat adalah penguasaan oleh komunitas sangatlah kecil.
Data yang berhasil dirangkum menunjukkan menunjukkan rata-
rata penguasaannya di bawah 0,5 Ha. Luas penguasaan ini berada
dibawah batas minimum kepemilikan tanah. Kemudian, jika luas
tanah ini tidak pernah berubah sejak orang-orang tua mereka,
artinya bahwa kepemilikan tanah minimalis ini sudah berlangsung
sejak lama, sejak jaman kolonial. Apabila disandingkan, luas
penguasaan komunitas dengan luas penguasaan negara (desa)
menjadi sangat kontras, yakni 0,5 Ha dengan 1,5 ha.

Struktur penguasaan sumberdaya tanah di daerah penelitian
ini memiliki hal menarik yang lain, yakni hubungan antar subyek
penguasa sumberdaya. Yang menarik adalah hubungan dalam
peristiwa penguasaan tanah oleh pengusaha. Pemodal datang untuk
menguasai sumberdaya tanah melalui gabungan beberapa anggota
komunitas termasuk pula didukung oleh negara. Jadi, hubungan
yang terjadi adalah kelompok komunitas yang bergabung dengan
negara didukung oleh kekuatan modal untuk menguasai sumberdaya
tanah.

Peran negara dalam membangun pranata baik ekonomi maupun
politik menjadi sangat strategis. Disatu sisi, negara diharapkan
untuk berlaku seperti itu. Akan tetapi motivasi lain dibalik hubugan
penguasaan yang terjadi adalah faktor kunci dalam terbentuknya
pranata tadi. Akibatnya, fungsi dan disfungsi dari peran-peran yang
dilakukan bervariasi.
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Sinergi Kantor Pertanahan
dengan Kelompok Tani
dalam Memberdayakan Petani

(Studi di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah)

Oleh:
Aristiono Nugroho, Haryo Budhiawan, dan Tullus Subroto

A. Pendahuluan

Sebagaimana wilayah lainnya, Kabupaten Blora memiliki beberapa
kelompok tani yang diorganisir oleh petani di tingkat desa.
Kelompok tani dari beberapa desa selanjutnya mengorganisir diri
dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di tingkat kecamatan.
Organisasi petani ini berupaya memperjuangkan kepentingan men-
dasar petani, terutama dalam mendukung kegiatan pertanian para
anggotanya, dan berinteraksi dengan institusi yang berkehendak
membantu atau memberdayakan petani. Dalam konteks pertanahan
dan berdasarkan kegiatan kelompok tani, maka terbuka peluang
sinergi (synergy) antara kelompok tani dengan kantor pertanahan.
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,
“Bagaimana sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan
kelompok tani dalam memberdayakan petani?”

Sebagaimana diketahui K.J. Veeger (1990) menyatakan, bahwa
masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing ber-
pikir sendiri, berkemauan sendiri, berperasaan sendiri, berbadan
sendiri, dan beralamat sendiri. Untuk lebih mengetahui konsepsi
individu pada masyarakat perlu kiranya diperhatikan pendapat
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John Dewey (1859-1952), yang mengungkapkan filasafat instrumen-
talisme. Filsafat ini menolak pemisahan antara teori (hasil peng-
amatan terhadap praktek) dengan praktek. Filsafat ini juga menolak
anggapan adanya value free science (ilmu atau sains bebas nilai).
Penolakan ini didasari pada kekhawatiran, bahwa sains semacam
ini akan melucuti pengetahuan manusia dari ciri kemanusiaannya
yaitu nilai-nilai kemanusiaan, meskipun diketahui bahwa value
free science sendiri menolak anggapan bahwa pikiran manusia
merupakan cerminan dari luar.

Menurut K.J. Veeger, manusia tidak secara pasif menerima saja
pengetahuannya dari luar, tetapi secara aktif dan dinamis mem-
bentuk sendiri pengetahuan (pemikiran) dan perilakunya.
Lingkungan hidup dan situasinya tidak mendeterminir (membatasi)
dia, tetapi merupakan kondisi yang menjadi dasar bagi penentuan
sikapnya. Dalam tataran teori tindakan diketahui, bahwa pemikiran
John Dewey yang menggarisbawahi kesatuan antara berpikir
dengan bertindak, telah mempengaruhi George Herbert Mead
(1963-1931), sehingga dapat “melihat” bahwa pikiran (mind) dan
kedirian (self) merupakan dasar dari perilaku manusia, khususnya
ketika berinteraksi dengan orang lain.

David Jary dan Julia Jary menjelaskan bahwa Mead dipengaruhi
oleh John Dewey dan Charles Horton Cooley. Sedangkan K.J.
Veeger menyatakan bahwa Mead menaruh perhatian pada upaya
manusia mengenakan arti pada dunianya. Sementara itu, Nicholas
Abercrombie dan kawan-kawan menyatakan bahwa Mead menaruh
perhatian pada kehidupan sosial, yang menurut Mead ditentukan
oleh kemampuan manusia membayangkan dirinya pada peran
sosial orang lain, dan kemampuan manusia yang bersangkutan
berdiskusi secara internal dengan dirinya sendiri. Akhirnya Herbert
Blumer (dalam Poloma, 1994:261) berhasil memahami konsepsi
yang ada pada pemikiran Mead, dan mengemasnya dalam teori
sosiologi yang disebut Teori Interaksionisme Simbolik. Teori ini
menyatakan, bahwa: Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasar-
kan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna
tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain
dan disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.
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Dengan memanfaatkan Teori Interaksionisme Simbolik, sinergi
Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam
memberdayakan petani dapat diamati dalam beberapa segmen,
sebagai berikut: Pertama, makna sinergi bagi Kantor Pertanahan
Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora.
Kedua, proses pembentukan makna sinergi oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora.
Ketiga, interaksi antara Pertanahan Kabupaten Blora dengan
kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora. Keempat, proses
penyempurnaan makna sinergi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora.

Ketika saling menyempurnakan makna, maka akan terbuka
peluang terjadinya benturan antara hukum negara (berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan hukum lokal
(berdasarkan tradisi, norma, dan ketentuan setempat). Tentang hal
ini Julius Sembiring (2012:83) menjelaskan, bahwa ketika hukum
negara berbenturan dengan hukum lokal, maka akan terjadi
dinamika eksternal hukum. Sementara itu, ketika terjadi benturan
antar berbagai aturan sektoral, maka akan terjadi dinamika internal
hukum. Dengan demikian sebagai sebuah konsepsi sosial, maka
hukum bersifat dinamis, sehingga penyempurnaan makna suatu
konsep layak dilakukan secara terus menerus.

Interaksi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok
tani yang ada di Kabupaten Blora, juga dapat didekati dengan
mengamati pertemuan keduanya pada simpul agribisnis, meskipun
dalam ukuran yang relatif kecil. Konsep agribisnis memanfaatkan
teknologi yang bercirikan, mampu: (1) meningkatkan efisiensi dan
cost effectiveness produksi melalui teknologi inovatif, (2) menekan
biaya produksidan meningkatkan kualitas produk, (3) menghasilkan
produk primer berkualitas tinggi dengan standar harga pasar yang
baik, (4) mengurangi kehilangan hasil pada saat pra panen dan
pasca panen, (5) mengolah by-product menjadi produk bernilai
tambah, (6) mempertahankan produktivitas dan kualitas produksi,
serta suplai produk ke pasar secara berkesinambungan, dan (7)
mampu memperbaiki kualitas kemasan untuk transportasi (lihat
Budianto, 2002).
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Ketika sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan
kelompok tani di Kabupaten Blora sedang dilakukan, maka per-
hatian terutama harus ditujukan pada upaya mensejahterakan
petani miskin. Ashley dan Carney (1999) menjelaskan, bahwa petani
miskin di pedesaan mempunyai strategi yang berbeda-beda untuk
meningkatkan pendapatannya, di mana hal ini tergantung pada
keadaan sistem pertanian yang berkembang di wilayahnya. Oleh
karena itu, Berdeque dan Escobar (2002) menyatakan, bahwa
program yang disusun untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan
harus didasarkan potensi sumber daya di masing-masing lokasi,
dengan melihat hubungan langsung ataupun tidak langsung yang
mempengaruhi produktivitas pertanian.

Dengan demikian sinergi antara Kantor Pertanahan Kabupaten
Blora dan kelompok tani yang ada di Kabupaten Blora dapat men-
jangkau kesejahteraan petani dengan tetap mempertimbangkan
ekosistem. Hal ini akan mendukung tercapainya suatu sistem usaha
tani produktif yang berkelanjutan, yang bercirikan penggunaan
input luar yang rendah. Sistem usaha tani ini juga sejalan dengan
konsep diversifikasi horizontal dalam upaya peningkatan pen-
dapatan rumah tangga tani, yaitu mengembangkan komoditas
unggulan sebagai core of business, serta mengembangkan usaha
tani komoditas lainnya sebagai penyangga. Semua ini dimaksudkan
untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, modal,
dan tenaga kerja keluarga, serta memperkecil terjadinya resiko
kegagalan usaha (Lihat Sarjana, 2001). Diversifikasi usaha tani
tersebut sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan lingkungan
sehingga tidak terjadi degradasi tanah (lihat Orgendo, 1998). Hal
ini penting, karena menurut Rusdi (2012:58), bagi seorang petani,
tanah merupakan satu-satunya harta yang paling berharga, karena
tanah dapat digunakan untuk mencukupi segala kebutuhan hidup-
nya. Sementara itu, Padmo (2000:20) menyatakan, bahwa sawah
bagi seorang petani merupakan sesuatu yang membahagiakan,
karena selain dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga memberi
kesempatan pada pemiliknya untuk terlibat dalam pengambil
keputusan pada kegiatan di desa.
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Arifin (2012:208) menambahkan, bahwa wacana pemikiran
yang berkembang dalam kehidupan keluarga petani di desa, ter-
cermin dalam dialog sehari-hari mereka, tentang hubungan manusia
dengan lingkungan alam sekitarnya. Dalam hidup ini ada keadaan
tertentu di mana manusia harus tunduk serta patuh padalingkungan
alam sekitarnya, dan dalam kondisi tertentu harus mampu menye-
laraskan dengan kondisi lingkungan alam sekitarnya.

Pada penelitian “Sinergi Kantor Pertanahan dengan Kelompok
Tani dalam Memberdayakan Petani (Studi Di Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah)” ini, peneliti menggunakan Metode Kualitatif
Rasionalistik. Secara keseluruhan ada 11 (sebelas) orang informan
dalam penelitian ini, walaupun secara metodologis (kualitatif)
jumlah informan tidaklah ditentukan secara rigid, karena bersifat
situasional dan kondisional. Informan dipilih dengan teknik pen-
jaringan informan yang dilakukan secara purposive, agar dapat
diperoleh akumulasi informasi dari orang yang tepat (lihat Moleong,
2007:224). Sementara itu, jenis data yang diperoleh, terdiri dari
data primer dan data sekunder. Metode Kualitatif Rasionalisitik
yang diterapkan pada penelitian ini juga dilengkapi teknik analisis
data, yang dilakukan secara kualitatif.

B. Makna Sinergi Bagi Para Pihak

Banyak pihak yang memberi makna sinergi antara Kantor Per-
tanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam pelaksanaan
SMS di Desa Sendangharjo. Makna (mean) adalah arti dari suatu
kata, tanda, atau tindakan yang berhasil ditangkap, difahami atau
dimengerti oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Masing-
masing pihak memberi makna atas sinergi tersebut berdasarkan
persepsi, yang dikaitkan dengan kontribusi masing-masing dalam
sinergi tersebut, yang antara lain sebagai berikut: Pertama, Kantor
Pertanahan Kabupaten Blora memberi makna sinergi tersebut
sebagai bentuk pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora
kepada masyarakat, termasuk kepada petani. Sinergi mewujud
dalam pelaksanaan SMS (Sertipikasi Massal Swadaya) di Desa
Sendangharjo, yang merupakan bentuk kerjasama antara Kantor
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Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam member-
dayakan petani, dengan memberi jaminan kepastian hukum atas
tanah yang dimiliki oleh petani. Tokoh penting di balik kerjasama
ini adalah Sri Suharyanto, yang menjabat sebagai Kepala Desa
Sendangharjo. Sri Suharyanto memainkan peran penting, ketika
membentuk panitia desa dalam pelaksanaan SMS di Desa
Sendangharjo.

Kedua, Pemerintah Desa Sendangharjo memberi makna sinergi
tersebut sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Desa Sendangharjo
kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Berkaitan
dengan hal ini, Sri Suharyanto (Kepala Desa Sendangharjo) men-
jelaskan, bahwa masyarakat Desa Sendangharjo senang dengan
adanya SMS, karena sertipikatnya akan digunakan untuk mendapat-
kan kredit di bank untuk modal usaha perdagangan ataupun per-
tanian.

Ketiga, Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa
Sendangharjo memberi makna sinergi tersebut sebagai bentuk
pelayanan Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa
Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa
ini. Berkaitan dengan hal ini, Wiwik Suhendro menyatakan, bahwa
SMS berguna buat petani, karena berarti tanahnya sudah aman,
karena tanah itu harta petani satu-satunya. Ia juga menambahkan,
bahwa petani juga bisa dapat kredit dari bank dengan menjadikan
tanahnya yang telah bersertipikat sebagai jaminan, yang nantinya
kredit tersebut digunakan untuk membeli kambing. Sebagaimana
diketahui Wiwik Suhendro adalah Kepala Dukuh Pilangrejo, Desa
Sendangharjo. Ia juga merangkap sebagai Ketua Kelompok Tani
“Sidorahayu”, yang diberi amanat sebagai Sekretaris Panitia Desa
untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo.

Keempat, Kelompok Tani memberi makna sinergi tersebut
sebagai bentuk dukungan kelompok tani atas perjuangan petani
Desa Sendangharjo. Sebagaimana diketahui pelaksanaan SMS di
Desa Sendangharjo diperuntukkan bagi anggota Kelompok Tani
yang ada di Desa Sendangharjo, yang terdiri dari: (1) Kelompok
Tani “Tirta Mukti” di Dukuh Medang, (2) Kelompok Tani “Tirta
Jaya” di Dukuh Sendang, (3) Kelompok Tani “Tirta Makmur” di
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Dukuh Polaman, (4) Kelompok Tani “Sido Makmur” di Dukuh
Kedawung, serta (5) Kelompok Tani “Sidorahayu” dan Kelompok
Tani “Sidorukun” di Dukuh Pilangrejo.

Kelima, Pemerintah Kabupaten Blora memberi makna sinergi
tersebut sebagai bentuk pelayanan yang penting dari Kantor
Pertanahan, yang perlu didukung oleh Pemerintah Kabupaten
Blora. Pentingnya SMS ditandai oleh kesediaan Bupati Blora untuk
menyerahkan secara simbolis sertipikat hak atas tanah yang di-
proses melalui pelaksanaan SMS pada tanggal 14 Mei 2013. Walau-
pun kemudian, karena ada tugas lain yang tak dapat ditinggalkan,
Bupati Blora gagal melaksanakan kesediaannya itu.

Keenam, petani Desa Sendangharjo memberi makna sinergi
tersebut sebagai bentuk pelayanan dari Kantor Pertanahan yang
bermanfaat buat petani Desa Sendangharjo. Makna ini nampak
dalam penjelasan Rochim (petani Dukuh Pilangrejo) yang ber-
partisipasi dalam kegiatan SMS, sebagai berikut: Ia mengerti bahwa
kegiatan SMS ini bermanfaat buat petani. Pada awalnya ia percaya
tentang manfaat pelaksanaan SMS, karena disampaikan oleh orang
yang ia percaya, yaitu Wiwik Suhendro yang merupakan Ketua
Kelompok Tani “Sidorahayu”, di mana Rochim adalah anggotanya.
Rochim berharap agar sertipikat hak atas tanah atas nama istrinya
ini dapat cepat selesai, karena ia akan mengambil kredit di bank
untuk membeli kambing.

C. Interaksi Dalam Sinergi

Ada beberapa pihak yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan
SMS di Desa Sendangharjo, yang kemudian “dibaca” sebagai sinergi
antara Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani
dalam memberdayakan petani. Beberapa pihak yang saling ber-
interaksi ini selanjutnya mengubah makna sinergi yang sebelumnya
telah dibangun. Tepatnya, sinergi antara Kantor Pertanahan
Kabupaten Blora dengan kelompok tani dalam memberdayakan
petani, yang telah dimaknai oleh para pihak, kemudian disempurna-
kan maknanya seiring dengan berlangsungnya interaksi mereka.
Makna dibangun sebagai persepsi atas sinergi tersebut dalam
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konteks kontribusi masing-masing pihak, sebagai berikut: Pertama,
pada awalnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blora memaknai
sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan Kantor Pertanahan
Kabupaten Blora kepada masyarakat, termasuk kepada petani.
Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak
yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Blora dimaknai, sebagai suatu keharusan
bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, untuk bertindak (ber-
kegiatan) memberdayakan masyarakat termasuk petani.

Kedua, pada awalnya Pemerintah Desa Sendangharjo memaknai
sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Desa
Sendangharjo kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa
ini. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para
pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh
Pemerintah Desa Sendangharjo dimaknai, sebagaibentuk tanggung-
jawab Pemerintah Desa Sendangharjo dalam membantumasyarakat,
terutama petani di desa ini.

Dalam membantu masyarakat, jajaran Pemerintah Desa
Sendangharjo diperkuat oleh perangkat desa yang berjumlah 13
orang, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan
(sebanyak lima orang), kepala dukuh (sebanyak empat orang), serta
modin (kepala urusan agama Islam) dan kebayan (kepala urusan
sosial) yang masing-masing berjumlah satu orang. Sementara itu,
Kepala Desa Sendangharjo bertugas: (1) menyelenggarakan peme-
rintahan desa, (2) membina kehidupan masyarakat, (3) membina
perekonomian desa, (4) memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat, (5)mendamaikan perselisihan masyarakat, (6)
mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan, (7) mengajukan
rancangan peraturan desa dan bersama dengan BPD (Badan
Perwakilan Desa) menetapkan peraturan desa, dan (8) menjaga
kelestarian adat istiadat yang hidup dan tumbuh berkembang di
desa.

Ada beberapa istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat
Desa Sendangharjo untuk menyebut jabatan tertentu perangkat
desa, misal: (1) sekretaris desa biasa disebut “carik”, yang tugasnya
menyelenggarakan administrasi desa, dan memberikan pelayanan
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administrasi desa; (2) kepala dukuh biasa disebut “kamituwo”,
yang tugasnya membantu kepala desa di wilayah dukuhnya; (3)
kebayan yang bertugas melaksanakan kegiatan sosial di wilayah
dukuh yang menjadi tanggung-jawabnya. Selain itu juga ada kepala
urusan yang bertugas menyelenggarakan administrasi desa sesuai
dengan bidang tugasnya.

Sebagai penghargaan atas kinerjanya, perangkat desa memper-
oleh tanah bengkok yang luasnya bervariasi, dari yang paling rendah
yaitu yang dikelola oleh Sutrisno (Kebayan) seluas 0,5 Ha, sampai
yang paling tinggi yaitu yang dikelola oleh Sri Suharyanto (Kepala
Desa Sendangharjo) seluas 8,81 Ha. Khusus bagi Sekretaris Desa
Sendangharjo, karena sudah pegawai negeri tidak dapat bengkok.
Sementara itu para kepala urusan bengkoknya bervariasi antara
1,07 ha-1,92 Ha. Sedangkan kepala dukuh bengkoknya bervariasi
antara 2,36 Ha-2,82 Ha.

Ketiga, pada awalnya Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di
Desa Sendangharjo memaknai sinergi tersebut, sebagai bentuk pe-
layanan Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo
kepada masyarakat, termasuk kepada petani di desa ini. Selanjutnya,
seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi
dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh Panitia Desa untuk
pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo dimaknai, sebagai bentuk
ikhtiar Panitia Desa untuk pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo
dalam membantu masyarakat, terutama petani di desa ini.

Keempat, pada awalnya kelompok tani memaknai sinergi ter-
sebut, sebagai bentuk dukungan kelompok tani atas perjuangan
petani Desa Sendangharjo. Selanjutnya, seiring dengan berlangsung-
nya interaksi para pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi
tersebut oleh kelompok tani dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar
kelompok tani bagi tercapainya kepentingan kelompok tani, yaitu
meningkatnya kesejahteraan petani yang menjadi anggotanya.

Ketika pelaksanaan kegiatan SMS di Desa Sendangharjo me-
libatkan kelompok tani, sehingga kelompok tani dapat berkontribusi
bagi ikhtiar memberi jaminan kepastian hukum bagi hak atas tanah
yang dimiliki petani, maka hal berbeda terjadi di Desa Mojorembun.
Djauhari (Sekretaris Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan,
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Kabupaten Blora) menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan SMS di
Desa Mojorembun didanai dan dikelola oleh PT. Multi Artha dengan
biaya per bidang bervariasi antara Rp. 1-2 juta. Setelah sertipikat
hak atas tanah terbit warga membayar biaya sertipikasi ke PT.Multi
Artha dengan cara mengangsur sebanyak 12 kali dengan bunga flat.
Peserta SMS sebanyak 117 bidang tanah, yang pada awalnya dilaku-
kan sosialisasi kepada warga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Blora, Pemerintah Desa Mojorembun, dan PT.Multi Artha.

Selanjutnya, Pemerintah Desa Mojorembun membentuk Panitia
Desa yang terdiri dari: (1) Ketua: Kepala Desa Mojorembun; (2)
Sekretaris: Sekretaris Desa Mojorembun; dan (3) Anggota: empat
orang kepala dukuh. Sementara itu, peserta kegiatan SMS adalah
warga Desa Mojorembun, dengan tidak memperdulikan anggota
kelompok tani atau bukan anggota kelompok tani. Pada Juni 2011,
warga desa yang tertarik untuk ikut-serta dalam kegiatan SMS
mendaftarkan diri. Seluruh peserta SMS ini kemudian disortir oleh
Panitia Desa, hingga lolos 117 bidang tanah. Pembuatan akta
dilakukan oleh PT. Multi Artha dengan berkoordinasi dengan Camat
Kradenan, tetapi aktanya dibuat PPAT (Notaris) yang ditunjuk oleh
PT. Multi Artha.

Pada Nopember 2011, berkas diserahkan ke Kantor Pertanahan
oleh PT. Multi Artha. Kemudian, pada Desember 2011 dilakukan
pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten
Blora. Saat pengukuran petugas ukur didampingi oleh kepala dukuh
setempat sebagai anggota Panitia Desa, sedangkan penunjukan
batas dilakukan oleh pemilik tanah dengan disaksikan tetangga
yang bersebelahan. Tetapi, karena ada perbedaan luas hasil ukur
dengan luas yang tercantum di akta, maka dilakukan renvoi oleh
PPAT (Notaris) yang bersangkutan.

Sertipikat hak atas tanah telah terbit dan telah diserahkan pada
warga peserta SMS pada Juni 2012. Pendanaan dan pengelolaan
pelaksanaan kegiatan SMS oleh PT. Multi Artha dianggap berhasil
oleh masyarakat, bila dibandingkan dengan beberapa tahun
sebelumnya, di mana sertipkasi tanah didanai oleh BKK (Badan
Kredit Kecamatan) Blora, tetapi setiap empat bulan ada pembaruan
administrasi, sehingga merepotkan warga. Sebagaimana diketahui,
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usaha tani yang dominan di Desa Mojorembun adalah padi dan
palawija (jagung). Meskipun begitu, di desa ini juga ada tembakau,
semangka, melon, lombok (cabai). Segenap komoditi pertanian ini
dikelola oleh para petani yang diorganisir oleh 7 kelompok tani yang
ada di Desa Mojorembun. Sementara itu, berkaitan dengan bidang
tanah, diketahui bahwa di Desa Mojorembun terdapat 2.322 bidang
tanah.

Kelima, pada awalnya Pemerintah Kabupaten Blora memaknai
sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan yang penting dari Kantor
Pertanahan, yang perlu didukung oleh Pemerintah Kabupaten
Blora. Selanjutnya, seiring dengan berlangsungnya interaksi para
pihak yang terjadi dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh
Pemerintah Kabupaten Blora dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar
Kantor Pertanahan dalam meningkatkan kesejahteraan petani,
yang sesungguhnya juga masuk dalam program kerja Pemerintah
Kabupaten Blora.

Keenam, pada awalnya petani Desa Sendangharjo memaknai
sinergi tersebut, sebagai bentuk pelayanan dari Kantor Pertanahan
yang bermanfaat buat petani Desa Sendangharjo. Selanjutnya,
seiring dengan berlangsungnya interaksi para pihak yang terjadi
dalam kegiatan SMS, sinergi tersebut oleh petani Desa Sendangharjo
dimaknai, sebagai bentuk ikhtiar petani Desa Sendangharjo dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kesejahteraan.

D. Penutup

Sinergi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dengan kelompok tani
dalam memberdayakan petani, nampak dalam pelaksanaan
kegiatan SMS di Desa Sendangharjo Kecamatan Blora Kabupaten
Blora. Kegiatan ini terselenggara atas peran yang dijalankan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan kelompok tani yang ada di
Desa Sendangharjo. Namun demikian tidak dapat dikesampingkan
adanya peran pendukung yang dijalankan oleh pihak-pihak lain
yang terkait, seperti Pemerintah Desa Sendangharjo, Panitia Desa
Untuk Pelaksanaan SMS di Desa Sendangharjo, Pemerintah
Kabupaten Blora, dan petani Desa Sendangharjo. Pada awalnya
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pihak-pihak ini memiliki makna bahwa sinergi yang terjadi me-
rupakan bentuk kewajiban semata. Namun seiring dengan ber-
langsungnya interaksi para pihak, ternyata pihak-pihak ini melaku-
kan penyempurnaan makna, sehingga sinergi justru dimaknai
sebagai kepentingan para pihak untuk memberdayakan petani.
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Intervensi Stakeholder
dalam Pelestarian Fungsi Hutan
di Desa Kalimendong. Kecamatan
Leksono. Kabupaten Wonosobo.
Provinsi Jawa Tengah

Oleh:
Tullus Subroto, Aristiono Nugroho, dan Panjang Suharto

A. Pendahuluan

Kabupaten Wonosobo yang wilayahnya bertopografi pegunungan
dan perbukitan dengan kemiringan lereng dari landai sampai curam
merupakan wilayah tangkapan air (recharge area) bagi daerah hilir
disekitarnya. Kerusakan alam yang terjadi di daerah ini sangat
berpotensi menimbulkan bencana bagi daerah ini maupun daerah
lain disekitarnya. Saat penebangan liar pada area kawasan hutan
marak terjadi di Kabupaten Wonosobo khususnya di dataran tinggi
Dieng Kecamatan Kalijajar dan di Kecamatan Kaliwiro serta daerah
lainnya, maka berdasarkan pemberitaan mass media dan peng-
amatan pra survey, hutan di Desa Kalimendong Kecamatan Leksono
tetap aman. Adakah proses kesadaran masyarakat yang muncul
dengan sendirinya dalam memahami keberadaan hutan sebagai
sebuah fungsi ekosistem ataukah adanya proses pemberdayaan
(intervensi) dariberbagai pihak “berhasil” menyadarkan masyarakat
arif dalam mengelola kawasan hutan disekitarnya. Hal tersebut
menarik untuk diteliti mengingat masyarakat desa sekitar kawasan
hutan yang umumnya “lapar tanah” dan persoalan kemiskinan yang
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mendera tak menutup kemungkinan membuat warga gelap mata
dan menebangi pohon untuk dijual.

Hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-
tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohonan dengan
luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi
ekologi tertentu. Tanah di hutan merupakan busa raksasa yang
mampu menahan air hujan sehingga air meresap perlahan-lahan ke
dalam tanah. Tetapi bila pohon-pohon di hutan ditebang, maka
tanah langsung terbuka sehingga bila turun hujan, air hujan
langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan erosi maupun banjir
(Suparmoko, 1997). Karena sifatnya tersebut maka hutan memiliki
fungsi sebagai berikut :

a. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta
memelihara kesuburan tanah

b. Menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada
umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan
industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan
ekonomi

c. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang
baik

d. Memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya
dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan,
dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu
pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata

e. Merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional

Berbagai persoalan terkait dengan pelestarian kawasan hutan
selalu dihubungkan dengan keberadaan masyarakat di sekitar
kawasan hutan tersebut terutama apabila terjadi degradasi lahan
akibat adanya kerusakan pada ekosistem hutan tersebut dan banjir
yang terjadi di Jakarta akhir-akhir ini mungkin dapat memberi
gambaran nyata adanya kerusakan daerah tangkapan air (recharge
area) di daerah hulu. Kejadian tersebut memberikan pembelajaran
yang sangat berharga bahwa ada persoalan tenurial ketika terjadi
klaim sebuah kawasan disebut sebagai kawasan hutan, padahal
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disana telah ada masyarakat yang secara turun temurun tinggal dan
bermata pencaharian dari lingkungan hutan disekitarnya.

Suatu hal yang cukup ironis, bahwa hutan yang terjarah di
Wonosobo kebanyakan tepat bersebelahan dengan hutan rakyat,
yang sampai sekarang masih terlihat tegak berdiri. Hutan rakyat
tetap aman, sedangkan hutan negara porak poranda. Itulah yang
terjadi. Masyarakat terkesan enggan turut serta menjaga hutan
negara. Hal itu disebabkan tidak adanya manfaat yang didapatkan
oleh masyarakat desa sekitar hutan dari hutan yang ada di sekeliling-
nya. Padahal masyarakat tahu persis, bahwa hutan dapat memberi
banyak manfaat bagi mereka, namun, dengan penguasaan Perum
Perhutani yang sangat ketat, akses masyarakat ke hutan sangat
dibatasi, bahkan diputus. Karena itulah, wajar jika rasa handarbeni
masyarakat terhadap hutan sangat rendah (Irfan Bakhtiar, 2009).

Pada penelitian ini akan dilihat bagaimana kondisi geografis
wilayah desa yang berbatasan dengan wilayah kehutanan dengan
sumberdaya yang ada baik adat istiadat/budaya serta kegiatan
ekonomi kemasyarakatan yang kemungkinan hanya mengandalkan
pola kehidupannya dari usaha sector pertanian dengan keterbatasan
luas lahan yang dimilikinya mampu menyadarkan masyarakat
untuk senantiasa menjaga kelestarian wilayahnya lintas waktu
mengingat kegiatan yang diupayakan tidak dapat segera terlihat
hasilnya, namun memerlukan waktu yang lama untuk melihat hasil-
nya. Disinilah pentingnya proses pemberdayaan yang dilakukan
oleh pihak luar (intervensi) dan kemungkinan adanya tokoh local
baik formal maupun informal mampu menumbuhkan kesadaran
masyarakat secara tradisional.

Intervensi dapat diartikan sebagai tindakan campur tangan
atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat (individu,
kelompok, komunitas) untuk melakukan perubahan secara
terencana sebagai upaya untuk memperbaiki fungsi sosial masya-
rakat sehingga dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai
dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya. Dalam hal
ini intervensi dilakukan sebagai sebuah upaya pemberdayakan
masyarakat dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi yang di-
inginkan stakeholder.

147



PPPM - STPN Yogyakarta

Untuk memahami konstruksi pemberdayaan masyarakat
sekitar kawasan hutan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono,
Kabupaten Wonosobo, dapat dimanfaatkan perspektif sosiologis
termasuk memanfaatkan paradigma dan general teorinya. Sebagai-
mana diketahui ada tiga paradigma utama dalam sosiologi, yaitu:
Pertama, paradigma fakta sosial, dengan tokohnya Emile Durkheim,
melalui bukunya “The Rules of Sociological Method” (1895). Kedua,
paradigma definisi sosial, dengan tokohnya Max Weber, melalui
bukunya “Theories of Societies” (1961). Ketiga, paradigma perilaku
sosial, dengan tokohnya B.F. Skinner, melalui bukunya “The
Behavior of Organisms: An Experimental Analysis” (1938).

Paradigma yang tepat untuk digunakan memahami konstruksi
pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa
Kalimendong adalah paradigma definisi sosial, terutama Teori
Fenomenologi-nya. Max Weber menyatakan, bahwa tindakan
manusia dapat menjadi hubungan social, yang selanjutnya oleh
Alfred Schutz dikuatkan dengan menunjukkan adanya bentuk inter-
subyektivitas, yang mengacu kepada suatu kenyataan. Alfred Schutz
juga menyatakan, bahwa individu dan kelompok saling berinteraksi,
saling memahami, dan saling bertindak. Berdasarkan konsep inter-
subyektivitas inilah Alfred Schutz (1899-1959) membangun Teori
Fenomenologi, yang menyatakan bahwa norma (aturan) sosial telah
mengendalikan tindakan para aktor, yang sekaligus memantapkan
struktur sosial, sebagai hasil interpretasi para aktor terhadap
kejadian-kejadian yang dialaminya.

George Ritzer (2005) menyatakan, bahwa bila diamati dengan
seksama maka diketahui adanya empat unsur pokok dalam Teori
Fenomenologi,yaitu: Pertama, actor (actor), adalah pihak yang
melakukan sesuatu. Kedua, sikap alamiah (natural attitude), adalah
sikap yang diisyaratkan atau ditunjukkan oleh aktor dalam kehidupan-
nya sehari-hari yang nampak sebagai suatu kewajaran. Ketiga,
masalah mikro (micro problem), adalah hal-hal yang secara sosio-
logis bersifat mikro, seperti: proses pembentukan dan pemeliharaan
hubungan sosial pada tingkat interaksi tatap muka (face to face).
Keempat, proses tindakan (action process), adalah proses yang
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mengantarkan masyarakat pada kondisi teratur yang dibangun oleh
para aktor (anggota masyarakat) dalam interaksi sehari-hari.

Oleh karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam pem-
berdayaan masyarakat sekitar hutan, maka perlu kiranya diperhati-
kan pandangan Conyers (dalam Supriatna, 2000), yang menyatakan
bahwa ada tiga alasan pentingnya partisipasi masyarakat, yaitu:
Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna mem-
peroleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masya-
rakat setempat, yang tanpa kehadirannya suatu kebijakan akan
gagal dilaksanakan. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih memper-
cayai suatu kebijakan, bila mereka dilibatkan dalam proses per-
siapan dan perencanaannya. Ketiga, suatu hal yang demokratis bila
masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yang
sekaligus menjamin keberlangsungan pelaksanaan kebijakan
tersebut.

Penggunaan, pemanfaatan dan penguasaan tanah oleh masya-
rakat disekitar kawasan hutan ditinjau dari sudut pandang spasial
akan memunculkan perdebatan panjang tentang sejarah apa dan
siapa yang lebih menguasai wilayah tertentu dan dimana batas-
batasnya dilapangan. Istilah “kawasan hutan” sendiri telah di-
persepsikan sebagai sebuah wilayah yang telah dikapling oleh
negara dengan kewenangannya secara topdown dan pelaksanaannya
dilakukan oleh mesin birokrasi Kementerian Kehutanan dengan
segala unit usahanya sampai pada level bawah. Dipihak lain masya-
rakat secara “adat” juga merasa memiliki dan menguasai wilayah
tersebut secara turun temurun sejak dahulu. Dari permasalahan
inilah kemudian muncul konflik tenurial seperti penyerobotan
lahan. Dalam perjalanan waktu kemudian muncul kompromi bagai-
mana mengatur kawasan hutan secara bersama yang kemudian
diberi label pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan
dengan segala aspeknya, lihat Suwito (2007).

Keberhasilan mempertahankan kawasan hutan agar tetap
lestari dan seimbang terutama pada kawasan hutan yang berbatasan
langsung dengan perdesaan (desa-hutan) tentu tidak terlepas dari
kondisi geografis dan sosial budaya serta dorongan dan peran
berbagai pihak baik eksternal maupun internal masyarakat desa-
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hutan terebut. Kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat yang
mempengaruhi perilaku dalam turut mempertahankan kawasan
hutan sebagai kawasan konservasi adalah jumlah penduduk, pen-
didikan, mata pencaharian, penguasaan tanah, luas tanah yang
dimiliki, tingkat kemiskinan. Sempitnya tanah yang dikuasai atau
dimiliki dan tekanan ekonomi akan membuat masyarakat sekitar
kawasan hutan cenderung merambah kawasan hutan untuk mencari
kayu atau membuka lahan pertanian baru untuk memenuhi ke-
butuhan dasar hidupnya. Kondisi geografis wilayah secara naluriah
akan membentuk watak atau perilaku social budaya dalam tataran
local dalam memahami kondisi fisik wilayahnya terutama dalam
mengelola tanah yang dikuasainya dalam wujud penggunaan dan
pemanfaatan tanah.

Faktor internal yang mempengaruhi proses pemberdayaan
masyarakat di desa Kalimendong dalam mempertahankan/me-
lestarikan kawasan hutan di sekitarnya adalah adat/budaya yang
menjadi kebiasaan turun temurun dalam mengelola lahannya,
organisasi local dan adanya tokoh panutan. Intervensi tokoh
panutan baik formal maupun informal memiliki peran yang sangat
penting pada masyarakat perdesaan yaitu sebagai penggerak atau
motivator bagi masyarakat untuk bertindak. Faktor eksternal yang
sangat berperan adalah adanya kegiatan intervensi pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh Perum Perhutani, kemungkinan
pihak LSM, dan kemungkinan pihak Kantor Pertanahan dalam
bentuk legalisasi asset dan ases reform.

Keberhasilan proses intervensi pemberdayaan oleh pihak
internal maupun eksternal dapat dilihat dari jenis program, keber-
pihakan, keterlibatan masyarakat, penguatan kelembagaan masya-
rakat, teknologi pengelolaan lahan, akses pasar dan permodalan.
Konstruksi pemberdayaan tersebut akan dilihat berdasarkan pola
penguasaan dan pemilikan lahan yang dapat menimbulkan dampak
baik positif maupun negative terhadap kelestarian fungsi hutan.
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B. Kondisi Hutan Negara dan Hutan Rakyat

Kondisi hutan negara dengan vegetasi utama tanaman Pinus dan
tanaman lainnya seperti Sengon, Kopi dan Salak terpelihara dengan
baik dan bila diamati secara visual terlihat sangat lebat dan tidak
terlihat celah yang menunjukan adanya kawasan yang tanpa vegetasi
atau gundul apalagi permukaan tanah yang longsor mengingat
bahwa lokasi hutan negara ini terletak pada topografi berbukit
dengan kemiringan lereng yang cukup terjal sehingga apabila tidak
terdapat vegetasi tanaman keras yang rapat dan dengan curah hujan
yang tinggi air hujan akan secara langsung menimpa permukaan
tanah tanpa meresap sehingga dapat dipastikan akan terjadi erosi
berat dan longsor.

Kondisi yang demikian dikarenakan adanya peran kepala desa
waktu itu Bapak Nisro yang berhasil meyakinkan masyarakat untuk
tidak ikut-ikutan menjarah kawasan hutan. Tokoh ini berhasil
mengajak masyarakat dan Perum Perhutani untuk melakukan kerja
sama pengelolaan hutan. Agar tidak ada penjarahan hutan negara
seperti di daerah-daerah lainnya, di Desa Kalimendong dibentuk
LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang diberi nama LMDH
Rimba Mulya. LMDH Rimba Mulya memiliki semboyan (tagline),
“membangun hutan lestari menuju desa mandiri”. Bentuk kegiatan
yang dilakukan adalah bahwa masyarakat diperbolehkan “meng-
garap” lahan di kawasan hutan negara dengan cara melakukan
penanaman tanaman sela berupa tanaman tahunan Sengon, kopi
dan tanaman salak. Data yang ada pada profil desa menunjukan
bahwa pada wilayah hutan negara terdapat 16.533 pohon sengon
dan 24.000 pohon salak, sedangkan jumlah tanaman kopi tidak
diketahui karena semakin berkurang dan sudah tidak ekonomis
lagi.

Di luar kawasan hutan negara di Desa Kalimendong terdapat
tegalan/kebun yang luasnya 297,360 Ha milik masyarakat yang
pada era sebelum tahun 1980 an banyak ditanami dengan tanaman
semusim dan juga tanaman keras berupa tanaman kopi. Pada era
ini juga diperkenalkan tanaman keras berupa tanaman Sengon
untuk ditanam di tegalan milik warga, pada awalnya warga menolak
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karena tidak bisa segera memanen hasilnya seperti tanaman se-
musim. Maka pada sekitar tahun 85 an tanaman sengon sudah
mulai berkembang dan memiliki nilai ekonomi tinggi bersamaan
dengan berkembangnya penanaman tanaman sela jenis salak
pondoh. Mulai saat itulah pada area tegalan/kebun milik warga
ditanami/dikembangkan tanaman sengon dan tanaman sela berupa
tanaman salak. Karena tegakan tanaman sengon yang cukup rapat
dan vegetasinya menjulang tinggi (umur panen kayu sengon adalah
8 tahun dengan diameter kayu rata-rata 25 cm) dan disela-selanya
pohon salak yang cukup lebat, maka secara visual nampak tidak
berbeda dengan hutan pinus pada wilayah hutan negara, sehingga
berbagai kalangan menyebutnya sebagai hutan rakyat. Hal tersebut
diperkuat lagi bahwa hutan rakyat ini berada pada wilayah yang
memiliki topografi berbukit dengan kemiringan lereng terjal
sehingga harus dihutankan.

Pengelolaan hutan rakyat di Desa Kalimendong tidak bisa di-
lepaskan dari tokoh yang kami anggap sebagai figur yang menge-
tahui secara detail keberadaan hutan rakyat yaitu bapak Nisro.
Bapak Nisro seorang mantan kepala desa dua periode terlihat masih
muda dan enerjik dan menurut pengamatan kami beliau cerdas dan
memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan persoalan
lingkungan hidup yang perlu dilestarikan dan menguasai teknologi
informasi dalam hal menjelaskan kegiatannya selama ini. Sosok
yang sangat ramah terhadap siapa saja, dihormati dan disegani
masyarakat meskipun tidak lagi menjadi kepala desa namun beliau
masih menjadi tokoh sentral pengelolaan hutan rakyat untuk desa
Kalimendong dan sekitarnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa sosok Nisro sadar betul akan
kondisi wilayahnya yang berada di ketinggian dan hulu dari
beberapa anak sungai serta topografi wilayahnya yang terjal dan
curam dan yang paling penting adalah bahwa wilayah desanya
berbatasan langsung dengan wilayah hutan produksi milik negara,
maka beliau sebenarnya dalam menggerakan masyarakat penuh
dengan liku-liku yang dimulai dari nol. Sebelum menjadi Kepala
Desa Kalimendong, Nisro berbisnis dengan membuka bengkel
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motor, setelah menjadi kepala desa bisnis bengkel motornya tidak
lagi diteruskan. Saat baru menjabat kepala desa pada tahun 1998,
Nisro harus mengatasi gelombang penjarahan hutan yang marak di
Indonesia dan Nisro berhasil mencegah terjadinya penjarahan di
hutan negara yang dikelola Perhutani, sehingga dapat mencegah
terjadinya kerusakan lingkungan dan penjarahan hutan membawa
dampak negatif secara sosial dan lingkungan.

Karena hutan rakyat tersebut dimiliki oleh masyarakat secara
perorangan, maka masyarakat pemilik tentu saja akan merawat
tanamannya yang sebagian besar berupa tanaman keras sengon dan
tanaman sela salak dengan sebaik-baiknya agar tetap dapat mem-
berikan hasil (produk) baik kayu sengon maupun buah salak yang
bernilai ekonomi tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
secara berkesinambungan. Dengan membentuk wadah organisasi
APHR (Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat) masyarakat pemilik dapat
secara terencana mengatur kapan pohon sengon dapat ditebang,
kapan harus menanam tanaman sengon baru bila ada yang ditebang,
dan kapan memanen buah salak. Maka dengan wadah ini keberadaan
hutan rakyat kondisinya akan tetap lestari dan sekaligus berfungsi
konservasi.

C. Konstruksi Intervensi dalam Pelestarian
Fungsi Hutan

Bentuk intervensi dalam proses pemberdayaan masyarakat di desa
Kalimendong berdasarkan hasil wawancara, dilakukan oleh pihak
kehutanan (perhutani), pihak pemerintah desa dengan tokohnya
Nisro dan juga dilakukan oleh APHR (Asosiasi Pemilik Hutan
Rakyat) dimana masayrakat dengan kearifannya mengatur dirinya
sendiri dalam merawat hutan negara dan hutan rakyat. Bentuk
intervensi dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat dilihat
berdasarkan tabel berikut:

153



PPPM - STPN Yogyakarta

No

Variabel

Bentuk Intervensi Proses Pemberdayaan

Keberpihakan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani langsung ditujukan pada
masyarakat sekitar kawasan hutan agar masyarakat apat ikut memelihara
kelestarian kawasan hutan negara dan sekaligus menghormati hak
masyarakat

Kepemimpinan pemerintah desa yang silih berganti dan terakhir dengan
ketokohan Nisro selalu mengupayakan kesejahteraan kelompok masyarakat
sekaligus dapat melestarikan/mengkonservasi wilayah desanya dengan
mengembangkan hutan rakyat.

APHR yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dan lintas desa merupakan
bentuk kearifan lokal yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
bersama sekaligus melestarikan lingkungan tempat tinggalnya.

Keterlibatan

Perum Perhutani mengajak masyarakat sekitar kawasan hutan untuk secara
bersama mengelola dan menjaga kawasan hutan.

Pemerintah desa mendorong perum perhutani untuk melakukan kerjasama
dengan melibatkan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan negara.
APHR karena dibentuk oleh masyarakat sendiri maka segala kegiatan yang
dilakukan baik secara kelembagaan maupun peningkatan kegiatan
ekonomi, masyarakat secara langsung terlibat didalamnya.

Penguatan
kelembagaan

Perum perhutani menggunakan pendekatan kelompok, dengan membentuk
PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dengan melibatkan
kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat dan melakukan
pendampingan.

Pemerintah desa melibatkan dan memberdayakan karang taruna, PKK dan
kelompok yang sudah ada dimasyarakat secara adat atau kelompok yang
terkait dengan kegiatan kesenian dan keagamaan.

APHR membentuk beberapa kelembagaan yang dibuat oleh dan untuk
masyarakat, dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai kehendak
bersama

Pola usaha
tani

Perum perhutani mengajak masyarakat untuk melakukan penanaman
tumpangsari di sela-sela tegakan Pinus dengan tanaman Sengon maupun
tanaman Salak.

Pemerintah desa mendorong masyarakat untuk menanam tanaman keras
Sengon pada kebun/tegalan yang dimilikinya dan tanaman lain yang sudah
ada di area pekarangan untuk kebutuhan sehari-hari.

APHR selain mengelola hutan rakyat dengan tanaman tegakan Sengon dan
tanaman sela Salak juga mengatur kapan kayu Sengon dapat ditebang dan
keharusan penanamannya kembali seperti bila satu pohon sengon ditebang
maka harus menanam 3 pohon sengon baru.
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5 | Akses pasar | Perum perhutani melakukan pembagian hasil dengan masyarakat penyadap
dan getah pinus dan memberikan sertifikasi kayu sengon agar dapat dijual dan
pemodalan di export.

Pemerintah desa selain mendorong penanaman tanaman tegakan sengon
yang kayunya memiliki nilai ekonomi tinggi, juga mendorong penanaman
tanaman salak sebagai tanaman sela menggantikan tanaman kopi yang
harganya sudah tidak menguntungkan.

APHR membentuk unit usaha yang dapat menampung produksi kayu
sengon dan buah salak dan disalurkan penjualannya ke pabrik pengolah
kayu sengon dan menyalurkan buah salak ke pengepul. Selain itu melalui
unit koperasinya juga mengembangkan kegiatan ekonomi hasil produk
pertanian seperti pengembangan gula semut dil. Unit koperasi juga
melayani kredit peminjaman uang bagi masyarakat dengan agunan
tanaman sengon dan kebun salaknya.

Sutaryono (2008), menyatakan bahwa proses pemberdayaan
memiliki dua kecenderungan yaitu a. memberikan kekuatan atau
kemampuan agar lebih menjadi berdaya yang tujuannya untuk
membangun kemandirian individu atau kolektif melalui pem-
bentukan organisasi, b. Menstimulasi, mendorong atau memotivasi
individu atau kolektif agar memiliki kemampuan untuk menentukan
apa yang menjadi pilihan hidupnya, maka dengan melihat variabel
dan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan di desa Kalimendong
menunjukan telah adanya proses pemberdayaan yang dilakukan
oleh stakeholder.

D. Peluang Intervensi Kantor Pertanahan

Intervensi Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo diperlukan
untuk mendukung upaya konservasi dan kesejahteraan yang dilaku-
kan masyarakat Desa Kalimendong. Sebagaimana diketahui
tanaman keras (sengon) yang ada di hutan rakyat warga Desa
Kalimendong telah mendapat SVLK (Sertipikat Verifikasi Legalitas
Kayu” yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. SVLK ini
menunjukkan, bahwasetiap kayuyangkeluardari Desa Kalimendong
dijamin legalitasnya, sehingga produk yang dibuat dari kayu ter-
sebut legal dan dapat diterima masyarakat internasional, karena
merupakan kayu yang tidak merusak lingkungan. Untuk mendapat
SVLK, petani harus memenuhi syarat berupa: Pertama, kejelasan
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batas tanah yang dimiliki, yang dibuktikan dengan surat keterangan
kepala desa, padahal seharusnya batas tanah ditunjukkan dengan
patok batas yang disahkan oleh kantor pertanahan. Kedua, ada
tegakan pohon (tanaman keras), yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari APHR. Ketiga, kejelasan kepemilikan, yang di-
buktikan dengan SPPT PBB, padahal seharusnya kepemilikan tanah
dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah.

Pada tingkatan yang lebih tinggi (hierarchi) Badan Pertanahan
Nasional juga dapat berperan dalam penetapan kawasan hutan.
Pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia tentang prinsip,
prasyarat dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah
dan kawasan hutan di Indonesia (2011) menyatakan bahwa
penetapan kawasan hutan semestinya legal dan legitimate. Legal
berarti secara hukum sudah mengikuti tata aturan yang sudah di-
tetapkan dan legitimate berarti adanya pengakuan dan penerimaan
dari pihak lain atas tata batas dan keberadaan kawasan hutan
tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Sarjita (2011) bahwa
Kantor Pertanahan dapat berperan dalam penentuan kawasan
hutan karena merupakan salah satu anggota dalam kepanitiaan
Tata Batas Kawasan Hutan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk
meminimalisir sengketa pertanahan (tenurial) antara pihak
kehutanan dengan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan
sumberdaya alam agar terjamin kepastian hukumnya (Sarjita,
2013).

E. Penutup

Untuk menjaga agar kawasan hutan di desa Kalimendong tetap
lestari maka perum perhutani melalkukan intervensi mengajak
masyarakat untuk terlibat menjaga kawasan hutan dengan mem-
bentuk PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat) dengan
sistem bagi hasil. Intervensi perum perhutani juga menginisiasi
pemerintah desa dan masyarakat dengan tokohnya Nisro berhasil
melakukan konservasi lingkungannya dengan mewujudkan pe-
nanaman tanaman keras Sengon dan tanaman sela Salak di ladang
milik masyarakat sehingga terwujud adanya hutan rakyat. Dengan
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melembagakan diri dalam bentuk APHR (Asosiasi Pemilik Hutan
Rakyat) masyarakat pemilik hutan rakyat dapat memberdayakan
dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kantor Per-
tanahan berpeluang memberdayakan masyarakat dengan melaku-
kan legalisasi bidang tanah yang dikuasai/dimiliki masyarakat
sehingga keberadaan hutan milik negara dan dan hutan rakyat
menjadi jelas keberadaan dan statusnya untuk meminimalisir
konflik pertanahan pada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan
hutan.
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Kajian Hukum dan Pemberian
Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan
Melalui Pendekatan
Kasus Tambang Kapur di Kabupaten
Gresik dan Kabupaten Jember

Oleh:
Tjahjo Arianto dan Kariyono

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang me-
limpah. Potensi kekayaan alam tersebut seakan-akan tidak akan
pernah habis termakan waktu dan jaman. Keanekaragaman kekaya-
an alam tersebut meliputi kekayaan alam hayati dan non hayati,
begitu pula dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang
melimpah terutama sumber daya alam yang tak terbaharukan me-
nempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi pusat
perhatian dunia. Bahan galian sebagai sumber daya alam tak ter-
baharukan merupakan komoditi yang sangat berharga dipandang
dari sisi manapun.

Bertolak dari melimpahnya kekayaan alam bahan galian yang
dikandung negara ini, maka wajar apabila dalam Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai wujud hukum dasar negara dicantumkan
mengenai ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air
dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalam-
nya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar
kemakmuran rakyat”. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan
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yang memerlukan jangka waktu panjang yang memerlukan regulasi
dari berbagai sektor. Tidak adanya sikronisasi dan harmonisasi
peraturan perundangan yang mengaturnya akan menyebabkan
tujuan pemanfaatan tanah yang berkeadilan sulit dicapai. Memper-
hatikan pembangunan di sektor pertambangan, ketentuan yang
sangat berkaitan erat adalah masalah perizinan usaha pertambangan
karena akan berkutat dalam hal penguasaan hak atas tanah dan
kepemilikan hak atas tanah di kawasan pertambangan tersebut.
Oleh karena itu, hubungan antara izin usaha pertambangan dan
hak tanah tidak dapat dipisahkan. Bagi perorangan maupun badan
hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah per-
tambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status
hukum tanah yang akan digunakan.

Mengenai pemberian hak atas tanah di areal pertambangan
menurut Pasal 27 ayat (5) UU No 11 Tahun 1967 tentang Kententuan
Pokok—Pokok Hukum Pertambangan menyatakan bahwa apabila
telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di
atasnya tidak terdapat hak tanah dalam hal ini status hukumnya
tanah Negara, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-
bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan
Menteri. Selanjutnya ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meng-
atur bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan selanjutnya di-
sebut IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya
disebut IUPK yang telah menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang
tanah dapat diberikan hak atas tanah. Kata dapat artinya tidak
harus diberikan, dengan demikian hal ini perlu dikaji kembali akibat
pemberian hak atas tanah kepada pemegang IUP atau IUPK.

Saat operasi pertambangan pemberian hak atas tanah kepada
pengelola pertambangan akan menimbulkan permasalahan di-
kemudian hari, mengingat pengelola sesungguhnya hanya memerlu-
kan ijin penggalian bahan tambang. Seperti halnya permasalahan
pertambangan kapur di Kabupaten Jember berada di atas tanah
Negara, kepada perusahaan yang memperoleh ijin penambangan

1 Salim, HS, 2005, Hukum Pertambangan Indonesia, Raja Grafindo Persada,
Jakarta,Hlm. 25

160

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

dari Pemerintah Kabupaten Jember oleh Badan Pertanahan
Nasional diberikan hak atas tanah dengan status Hak Pakai selama
25 tahun. Selain itu di Kabupaten Gresik juga terdapat pemberian
Hak Pakai Nomor 9 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas untuk
“pembuatan bahan baku industri semen” menyebabkan sengketa
antara Pemerintah Daerah dengan PT. Semen Gesik karena Hak
Pakai atas nama PT Semen Gresik, padahal di areal tersebut bahan
galian kapur sudah dinyatakan habis oleh Pemerintah Kabupaten
Gresik

Berdasarkan mandat Ketetapan MPR di awal tahun 2009 peme-
rintah mengeluarkan kembali kebijakan di sektor pertambangan
yaitu UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, dengan dikeluarkan undang-undang tersebut, maka UU
No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Hukum
Pertambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Antara
izin mengelola tanah untuk pertambangan dan mengelola tanah
karena memperoleh hak atas tanah sering dipermasalahkan dan di
antara peraturan tersebut juga belum adanya sinkronisasi. Melalui
penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan
perundang-undangan menjadi harapan harmonisasi peraturan
perundang-undangan pertambangan dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan per-
masalahan dalam penelitian ini sebagai berukut: (1) Bagaimana
status hukum tanah yang dikelola untuk areal pertambangan?; (2)
Apakah perlu diberikan hak atas tanah pada areal pertambangan
kepada pengelola pertambangan?; dan (3) Bagaimana peruntukan
dan status hukum bidang tanah pasca reklamasi setelah bahan
galian tambang habis?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui (1) status hukum yang tepat diberikan pada areal per-
tambangan;(2)perlu tidaknya pemberian hak atas di atas areal
pertambangan, dan (3) peruntukan dan status hukum yang tepat
pada bidang tanah pasca reklamasi tambang. Sedangkan manfaat
adalah (1) manfaat akademis ke arah wawasan perkembangan
Hukum Pertanahan yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun
peraturan perundang-undangan di bidang agraria atau dalam
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menyusun Hukum Agraria, (2) manfaat praktis sebagai sumbangan
pemikiran untuk memperbaiki kebijakan pertanahan dalam hal
pengaturan hak atas tanah di areal pertambangan pada saat peng-
galian maupun pasca tambang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum.
Metodologi penelitian harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang
menjadi induknya. Metodologi penelitian ini didasarkan pada logika
keilmuan dalam peneltian hukum normatif yang dibangun ber-
dasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja Ilmu Hukum Normatif.2
Pendekatan dengan cara pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian di-
lakukan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur yang terdapat
galian tambang kapur yang dilakukan oleh perusahaan semen PT
Semen Gresik yang dalam hal ini pemanfaatan lokasi galian tambang
sempat menimbulkan sengketa dengan Pemerintah Kabupaten
Gresik. Lokasi berikutnya adalah Kabupaten Jember yang mem-
punyai potensi tambang kapur yang dikelola oleh berbagai perusaha-
an perorangan maupun perusahaan berbadan hukum, yang oleh
karena pemberian Hak Pakai oleh Badan Pertanahan Nasional,
Pemerintah Kabupaten Jember sulit dalam mengatur perusahaan
yang akan memperoleh ijin penambangan.

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan berupa bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer
merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim atau putusan
pejabat tata usaha Negara. Bahan hukum sekunder berupa publikasi
tentang hukum yang merupakan dokumen resmi meliputi buku-
buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan
pengadilan.? Bahan-bahan hasil penelitian seperti bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder maupun bahan-bahan non hukum
yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara perskriptif,
menggunakan analisis hukum secara logika. Penelitian ini melaku-

2 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Malang, halaman 57
3 Peter Mahmud Marzuki, op.cit, hal 141
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kan identifikasi secara mendalam mengenai substansi terhadap
pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan
langsung dengan rumusan pokok penelitian.

B. Tinjauan tentang Izin Usaha Pertambangan

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi
landasan hukum dari hak menguasai negara atas bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian hak
menguasai negara dengan demikian merupakan kewenangan yang
dimiliki negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan,
mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan,
masyarakat dan negara dengan tanah maupun hubungan antara
perseorangan, masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang
berkaitan dengan tanah.

Wewenang penguasaan untuk menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan
ruang angkasa dari otoritas tersebut dapat dipilah menjadi dua
bagian yaitu : (1) jika meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan maka instrumen hukum publik yang diberikan
disebut “hak”; dan (2) jika hanya meliputi penggunaan dan pe-
manfaatan saja, disebut dengan “ijin”.4# Dalam Sistem Hukum
Perdata Barat, pembagian tersebut sejalan dengan perbedaan
hubungan hukum antara hak kebendaan dan hak perorangan yang
kriteria pembedanya dapat dilihat dari hubungan hukum antara
subyek dan obyek isi kewenangan, daya lekat hubungan hukum
dengan hak lain.5 Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa “hak”
adalah hak kebendaan, sedangkan “ijin” adalah peorangan. Ijin
dalam hal ini termasuk dalam hukum agraria.®

Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga
yang mempunyai otoritas mengatur tanah yaitu meliputi

4 Julius Sembiring, 2012, Tanah Negara. STPN Press.Hal 46

Ibid, hal 47.

6 Herman Sosangobeng, 2012, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan
Agraria. Yogyakarta,STPN Press.Hal 9.

)]
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penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan maka “hak
atas tanah” diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan
Departemen ESDM mempunyai otoritas mengatur mineral, batu
bara serta minyak dan gas bumi dan dapat memberikan “jin” dalam
bentuk ijin penggunaan dan pemanfaatan yang menurut UU No 11
Tahun 1967 berupa Kuasa Pertambangan dan menurut UU No 4
Tahun 2009 berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam hal ini
ijin yang dikeluarkan oleh otoritas pertambangan masuk dalam
ranah hukum publik (hukum administrasi negara), namun se-
sungguhnya tidak melahirkan hak kebendaan atas sumber daya
alam tersebut’. Dengan kata lain, ruang lingkup ijin tersebut hanya
mengandung kewenangan untuk menggunakan atau memanfaatkan
saja dan tidak mengandung kewenangan untuk memiliki.

Setiap hak atas tanah memberikan kewenangan memakai suatu
bidang tanah tertentu, untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Kewenangan memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan
mengambil manfaat dari suatu dari suatu bidang tanah tertentu
yang dihaki. Dalam rangka memakai tanah mengandung kewajiban
untuk memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta
mencegah kerusakannya.®

Hak Pakai Atas Tanah Negara adalah Hak Pakai ini diberikan
dengan keputusan pemberian hak oleh Badan Pertanahan Nasional
dan terjadi sejak keputusan pemberian Hak Pakai didaftarkan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk
dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda
bukti haknya. Hak Pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali
paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu
paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu
paling lama 25 tahun °.

7 Ibid,hlm 47.
8 Pasal 15 UUPA
9 Ibid,hlm.116.

164

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Pengertian Hukum Pertambangan dan Izin Usaha
Pertambangan

Menurut keterangan dalam ensiklopedia Indonesia (dalam HS
Salim, 2005:7) istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan
dari bahasa inggris, yaitu mining law. Hukum pertambangan
adalah “hukum yang mengatur tentang penggalian atau per-
tambangan biji - biji dan mineral dalam tanah”. Definisi lain dapat
kita baca dalam Blacklaw Dictionary. Minning Law adalah “the act
of appropriating a mining claim (parcel of land containing
precious metal in its soil or rock) according to certain established
rule” (Blacklaw Dictionary, 2004:847). Artinya, hukum per-
tambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak
menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga
di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah
ditetapkan. Dari kedua definisi diatas Salim HS menyempurnakan
pengertiannya dengan menyebutkan bahwa hukum pertambangan
adalah:®

“Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara

dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan

hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam
pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Sistem izin usaha pertambangan yang digunakan dalam UU No. 4
tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini jelas
berbeda dengan sistem kontrak yang terdapat dalam UU No. 11
tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Hukum Pertambangan.
Perbedaan sistem/rezim perijinan dan sistem/ rezim kontrak dapat
dilihat pada tabel berikut:

10 Salim, HS, 2005, Hukum Pertambangan Indonesia, Raja Grafindo Persada,
Jakarta,Hlm. 8
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Tabel 1
Perbandingan Sistem/Rezim Perizinan dan Sistem/Rezim
Kontrak"
No |Subyek Sistem/rezim Perijinan Sistem/rezim Kontrak
1 Hubungan Bersifat Publik, Instrumen Bersifat Perdata
Hukum dan administrasi
2 |Penerapan Oleh Pemerintah Oleh Kedua Belah Pihak
Hukum
3 | Pilihan Hukum | Tidak Berlaku Pilihan Hukum | Berlaku Pilihan Hukum
4 | Akibat Hukum | Sepihak Kesepakatan Kedua
Belah Pihak
5 | Penyelesaian PTUN Arbitrase
Sengketa
6 | Kepastian Lebih terjamin Kesepakatan Kedua
Hukum Belah Pihak
7 |Hak dan Hak dan Kewajiban Hak dan Kewajiban
Kewajiban Pemerintah Besar relatif Antar Pihak
8 |Sumber Hukum |Peraturan Perundangan Kontrak / Perjanjian itu
sendiri

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan
hukum. Adapun sumber hukum tertulis hukum pertambangan di
Indonesia yaitu? Indische Mijn Wet (IMW); Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan; Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hubungan Pertambangan dengan Hak Atas Tanah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 memberikan istilah
Kuasa Pertambangan kepada badan/perseorangan untuk me-
laksanakan usaha pertambangan.'® Apabila telah ada hak tanah atas

11 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika Offset, HIm. 137
12 Salim,HS. Op.Cit.Hlm 17
13 Pasal 3 hurufi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
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sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa per-
tambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang
jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa per-
tambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar
musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama
hak itu tidak dapat dipergunakan.

Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang
tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah dalam hal ini status
hukumnya tanah Negara, maka atas sebidang tanah tersebut atau
bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan
persetujuan Menteri.* Undang-Undang ini secara tegas mengatur
terhadap kuasa pertambangan di atas tanah Negara tidak diberikan
hak atas tanah sebagai mana diatur Pasal 16 UUPA, bisa diberikan
hak atas tanah di areal pertambangan tersebut asal ada persetujuan
Menteri dalam hal ini adalah persetujuan Menteri.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara Istilah kuasa pertambangan
tidak muncul lagi dalam undang-undang ini, untuk melaksanakan
usaha pertambangan dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan, yang
selanjutnya disebut IUP.

Secara implisit pasal 134 ayat (1) menyatakan bahwa WIUP
bukan merupakan Hak Atas Tanah, karena yang dikelola adalah
dibawah permukaan tanah. Pemegang IUP hanya dapat melaksana-
kan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak
atas tanah®. Jadi apabila tanah yang digunakan itu berstatus Hak
Milik (HM), perusahaan penambangan harus memberikan ganti
rugi yang layak kepada pemegang Hak Atas Tanah. Ganti rugi tidak
hanyaterhadap tanah-tanah yang bersangkutan tetapi juga terhadap
benda-benda yang ada diatasnya seperti tanaman dan bangunan
diatasnya.'® Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi
produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang
hak yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atas

14 Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan

15 Pasal 135 Undang-Undang No 4 Tahun 2009

16 HS Salim, op.cit.Hlm. 25
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tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.” Selanjutnya hak atas IUP,
IPR atau IUPK ditegaskan bukan merupakan pemilikan hak atas
tanah.'®

Berbeda dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang
secara tegas kepada penerima kuasa pertambangan tidak dapat
diberi hak atas tanah kecuali dengan persetujuan Menteri, dalam
Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini pemegang IUP
atau IUPK yang telah menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang
tanah dapat diberikan hak atas tanah. Kata dapat artinya tidak
harus diberikan, dengan demikian hal ini perlu dikaji kembali akibat
pemberian hak atas tanah kepada pemegang IUP atau IUPK.

Kegiatan usaha pertambangan berpotensi mengubah kondisi
bentang alam bahkan cenderung merusak, sehingga diperlukan
upaya pemulihan kembali atau reklamasi untuk menjamin pe-
manfaatan bidang tanah di bekas kegiatan pertambangan agar
bidang tanah dapat berfungsi kembali untuk sebesar-besar ke-
makmuran rakyat.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mengatur
apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu
tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang ber-
sangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa,
sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya
bagi masyarakat sekitar. Reklamasi diperjelas pelaksanaannya
dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur
selain pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin menjaga kelestarian
fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan, wajib
juga menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang
pada saat pengajuan IUP atau IUPK. Pelaksanaan reklamasi dan
pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca-
tambang. Peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam
perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan
pemegang hak atas tanah.

17 Pasal 136 Undang-Undang No 4 Tahun 2009
18 Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

168

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
C. Status Hukum Tanah di Areal Pertambangan

C.1. Usaha Pertambangan Menurut Ketentuan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan

Di Gresik deposit batuan kapur hampir seluruhnya dieksplorasi
oleh PT Semen Gresik yang merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN). Selain memperoleh Kuasa Pertambangan, PT. Semen
Gresik di areal bahan galian tambang memperoleh Hak Atas Tanah
dengan status hukum Hak Pakai “untuk persediaan bahan tambang”
selama 25 tahun lokasinya di Kecamatan Kebomas.

Ditemukan pemberian Hak Pakai Nomor 9 Desa Kembangan
Kecamatan Kebomas luas 236.000 m2 (dua ratus tigapuluh enam
ribu meter persegi) untuk “pembuatan bahan baku industri semen”
yang berakhir haknya pada tanggal 8 Mei 2004. PT. Semen Gresik
mengajukan permohonan pembaharuan hak kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan kabupaten
Gresik dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur.
Permohonan tersebut telah diusulkan untuk dikabulkan dengan
Hak Pakai selama 25 tahun oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Gresik sesuai surat tanggal 23 Mei 2006 Nomor 530.2.35
—1039a dan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur
sesuai surat tanggal 10 Juni 2006 Nomor 530.35-11-11707.
Permohonan Hak Pakai untuk “pembuatan bahan baku industri
semen” ini dikabulkan dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16/HP/ BPN
RI/2006 tanggal 29 Desember 2006.

Di Jember lokasi bahan tambang kapur berada di Desa Grenden
dan Desa Pugerkulon Kecamatan Puger, diberikan kuasa per-
tambangan kepada beberapa perorangan maupun badan hukum.
Setiap pemberian kuasa pertambangan oleh Pemerintah Daerah
Tingkat I pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 dilengkapi
dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Peta Gambar
Situasi Kadastral. Peta Gambar Situasi atau dapat disebut sebagai
Peta Bidang ini memberikan informasi letak batas bidang tanah
eksplorasi pertambangan dari masing-masing penerima kuasa
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pertambangan. Batas bidang tanah pada Peta Gambar Situasi ini
letaknya telah memenubhi “asas kontradiktur”.

Tidak setiap pemegang kuasa pertambangan di Jember diberi-
kan hak atas tanah, sebagian besar pemegang kuasa pertambangan
hanya menerima kuasa pertambangan. Ditemukan di Jember pem-
berian Hak Pakai:

a. didesaPugerkulon kecamatan Puger kepada kepada Mochamad
Sajudi qq. CV. Kartika Candra luas 383.455 m2, dengan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor 74/HP/35/1999
tanggal 29-03-1999 dengan jangka waktu selama 25 tahun.

b. di desa Grenden Kecamatan Puger kepada PT Pertama Mina
Sutera Perkasa luas 234.800 m2, dengan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Nomor 027 / HP/35/1999 tanggal 25-01-1999
dengan jangka waktu selama 25 tahun.

Pemberian Hak Pakai tersebut di atas tidak melalui persetujuan
Menteri yang lapangan tugasnya di bidang pertambangan, hal ini
membuktikan bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak mentaati
peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 27 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 yang mengatur “tidak
dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri”. Hal
ini dapat dilihat dari tanggal Keputusan Pemberian Haknya.

C.2. Usaha Pertambangan Menurut Ketentuan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

Terhadap bekas HGB Nomor 2249 Desa Randuagung diberikan
Hak Pakai untuk “cadangan galian bahan baku semen” dengan
jangka waktu 25 tahun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Nomor: 04/HP/BP.35/2013 tanggal
08-04-2013. Dari tanggal Keputusan Pemberian haknya sudah
berlaku ketentuan Pasal 137 UU Nomor 4 Tahun 2009 yang dalam
hal ini kepada pemegang IUP dapat diberikan hak atas tanah.
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Di Jember ditemukan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi (IUP OP) sebagai penyesuaian istilah lama kuasa
pertambangan yaitu:

a. IUP OP Nomor: 541.3/035/411/2010 tanggal 20 April 2010
yang diberikan kepada CV Kartika Chandra qq Moch Sayudi.
IUP OP berlaku hanya 5 (lima) tahun. IUP OP ini di lokasi
dengan Sertipikat Hak Pakai atas nama Moch. Sayudi yang
berlaku selama 25 tahun atau Hak Pakai itu berakhir pada
tahun 2024.

b. IUP OP Nomor 541.3/005/411 /2010 tanggal 8 April 2010 yang
diberikan kepada PT. Pertama Mina Sutra Perkasa. IUP OP
berlaku hanya 5 (lima) tahun. IUP OP ini berada di lokasi
Sertipikat Hak Pakai atas nama PT. Pertama Mina Sutra Perkasa
yang berlaku selama 25 tahun atau Hak Pakai itu akan berakhir
pada tahun 2024.

D. Pemberian Hak Atas Tanah di Areal
Pertambangan

Ditemukannya pemberian Hak Pakai untuk “persediaan bahan
baku industri semen” di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jember
tanpa persetujuan Menteri Pertambangan jelas-jelas melanggar
Pasal 277 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.” Ketentuan
Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kepada Pemegang
IUP atau IUPK yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap
bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditemukan di Jember Sertipikat Hak Pakai untuk penambangan
bahan galian golongan C diagunkan, menjadi problematika ter-
sendiri bila debitur wanprestasi dan bidang tanah itu dilelang
sedangkan hak atas tanah selama eksplorasi tidak dapat digunakan.
Pemberian Hak Pakai oleh BPN selama 25 tahun ini menyebabkan
Pemerintah Daerah “terpaksa” memberikan IUP Operasi Produksi
kepada pemegang sertipikat Hak Pakai, artinya kewenangan

19  Wawancara dengan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Jember
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Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan IUP Operasi
Produksi menjadi dibatasi dengan adanya pemberian Hak Atas
Tanah di areal pertambangan.

Di Kabupaten Gresik ditemukan Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 16/HP/BPN
RI/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang pemberian Hak Pakai
Nomor9/Desa Kembangan, Kecamatan Kebomasyang mengundang
protes dari Bupati Gresik. Hak Pakai Nomor 9 Desa Kebomas ini
habis masa berlakunya tanggal 8 Mei 2004. PT. Semen Gresik telah
mengajukan perpanjangan Hak Pakai tersebut pada tanggal 25
Agustus 2003. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik membuat
Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) tanggal 22
Mei 2006 dengan Nomor 42a /KR/V/2006. Permohonan tersebut
diusulkan untuk dikabulkan dengan Hak Pakai untuk “ pembuatan
bahan baku industri semen” selama 25 tahun oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Gresik sesuai surat tanggal 23 Mei 2006
Nomor 530.2.35 - 1039a dan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi Jawa Timur dengan surat tanggal 10 Juni 2006 Nomor
530.35—11707.

Bupati Gresik dengan suratnya tanggal 16 Pebruari 2007 Nomor
590/ 10/403.12/2007 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Gresik menanggapi tembusan Keputusan Kepala BPN
RI tersebut di atas. Bupati Gresik menyatakan KEBERATAN atas
dikeluarkannya surat Keputusan Kepala BPN RI dimaksud dan
mohon dapat ditinjau kembali

Surat tersebut ditembuskan kepada Kepala BPN RI dan Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Tembusan surat ke
Kepala BPN RI ditanggapi dengan surat Kepala BPN RI Nomor
2624-310.2 -D.II tanggal 20 Agustus 2007 yang ditujukan kepada
Direktur Utama PT.Semen Gresik (Persero) isi suratnya PT. Semen
Gresik (Persero)

Membaca Keputusan BPN RI tersebut khususnya menimbang
huruf c. yang berbunyi: “bahwa secara fisik tanah yang dimohon
dipergunakan oleh pemohon untuk pembuatan bahan baku
industri semen serta penggunaan tanah tersebut tidak ber-
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tentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Gresik”.

Isi dari menimbang huruf ¢ Keputusan Kepala BPN RI tersebut
jelas berbeda dengan fakta hukum sebenarnya di lapangan, oleh
karena itu mengundang protes dari Bupati Gresik. Kesalahan
terletak pada Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)
tanggal 22 Mei 2006 dengan Nomor 42a/KR/V/2006. Panitia
Pemeriksa Tanah tidak melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten Gresik sehingga tidak mengetahui izin penambangan
kapur akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2007. Di sisi lain
pemberian Hak Pakai pada lokasi areal pertambangan ini ber-
tentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1967.

Ada atau tidak ada pemberian hak atas tanah di areal per-
tambangan tidak akan menghambat diterbitkannya IUP. Bila alasan
pemberian hak atas tanah ini untuk menjamin kepastian hukum
lokasi areal pertambangan, maka kepastian lokasi areal per-
tambangan dapat dibuktikan dengan Peta Bidang tanah yang telah
melalui proses kepastian hukum letak batas-batasnya° yang dibuat
Badan Pertanahan Nasional dengan penjelasan status hukum tanah
berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Kepastian
hukum letak batas areal lokasi pertambangan, dengan demikian
tidak perlu dengan pemberian hak atas tanah.

E. Peruntukan dan Status Hukum Bidang Tanah
Pasca Penambangan

E.1 Reklamasi Pasca Tambang Menurut UU No 11 Tahun
1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan

Kewajiban untuk melakukan reklamasi pasca pertambangan
secara yuridis formal telah terdapat pada beberapa aturan dan
kebijakan. Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Penentuan

20 Asas kontradiktur delimitasi
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dana jaminan reklamasi seperti yang telah diatur di dalam pasal 23
Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18
Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang. Pasal 24
ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 me-
nentukan bahwa jaminan reklamasi tersebut wajib ditempatkan
oleh perusahaan sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan
eksploitasi/operasi produksi.

Fakta di lapangan dan membaca surat Bupati Gresik yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No
590/10/403.12/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 perihal Tanah
Negara Bekas Hak Pakai No 9 Desa Kembangan bahwa pihak PT
Semen Gresik Tbk tidak pernah melakukan reklamasi terhadap
galian tersebut yang pada saat tahun 2007 berupa kubangan yang
merupakan sumber penyakit demam berdarah hal tersebut terbukti
data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik untuk Kecamatan
Kebomas merupakan daerah tertinggi terjangkit penyakit demam
berdarah. Selain itu, berdasar surat Bupati tersebut bahwa area
tambang tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Gresik. Hal ini jelas bahwa PT Semen gresik
Tbk tidak melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 30 UU No 11
tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan bahwa
setelah selesai melakukan penambangan bahan galian tersebut,
pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini PT Semen Gresik Tbk
tidak mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga menimbul-
kan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya
yaitu penyakit demam berdarah.

E.2 Reklamasi pasca tambang menurut UU No 4 Tahun
2009 Tentang Mineral dan Batu Bara

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 26
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki
kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali
sesuai peruntukannya. Selanjutnya ketentuan dipertegas dalam
pasal 99 dan pasal 100 UU No 4 tahun 2009. Sesuai amanat Pasal
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101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan
Batu Bara, pada tanggal 20 Desember 2010 Pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi
dan Pascatambang, yang secara detil mengatur hal-hal mengenai
kewajiban reklamasi dan kegiatan pasca tambang, setelah sebelum-
nya diatur secara sederhana di Pasal 99-100 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009.

Berdasarkan UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu
Bara dan PP No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca
Tambang tersebut bahwa PT Semen Gresik telah melakukan
reklamasi namun masih setengah hati. Hal ini terlihat dari adanya
pelaksanaan revegetasidiareal tambang tersebut, namun pelaksana-
annya tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Bahkan informasi
mengenai pelaksanaan reklamasi ini tidak ditemukan papan peng-
umuman di lapangan dan bahkan di website resmi nya PT Semen
Gresik Tbk yaitu www.semengresik.com tidak pernah dicantumkan
dan diumumkan pekerjaan reklamasi dan besarnya proyek tersebut.

Berhubungan dengan adanya reklamasi pasca tambang kapur
di Kabupaten Jember, baru akan dirintis oleh pemerintah daerah
dimana reklamasi pasca tambang dengan menjaminkan dana
reklamasi pasca tambang sehingga apabila pihak perusahaan tidak
melaksanakan reklamasi maka akan memakai dana jaminan ter-
sebut untuk melaksanakan reklamasi pasca tambang. Menurut
pemaparan kepala Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember, jaminan dana
reklamasi pasca tambang ini kan bersifat wajib dan sebagai syarat
mutlak untuk bisa dikeluarkanya Ijin Usaha Pertambangan.

E.3 Status Hukum Pemilikan Bidang Tanah Pasca
Tambang

PT Semen Gresik Tbk terhadap tanah pasca tambang tetap
dikuasai oleh perusahaan tersebut dengan diberikannya per-
panjangan Hak Pakai No 9 Desa Kembangan untuk bahan baku
industri semen, padahal kondisi di lapangan adalah kegiatan di
areal tambang tersebut sudah tidak ada dan sesuai dengan Rencana
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Tata Ruang Wilayah tahun 2004-2014 Kabupaten Gresik adalah
Ruang Terbuka Hijau.

Permasalahan terhadap pihak siapa yang berhak memiliki dan
menguasai lahan pasca tambang ini belum diatur secara jelas dalam
peraturan perundangan yang ada saat ini. Menurut Hutagalung
(Dalam Julius Sembiring), tanah negara bekas hak (Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Bangunan dan Hak Pakai) pengelolaannya di-
laksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara itu
tanah bekas kawasan dilaksanakan instansi sektoral (departemen-
departemen).*

Secara khusus tugas dan fungsi untuk pengelolaan tanah negara
bekas kawasan dilaksakan oleh seksi Tanah Bekas Kawasan,
Subdirektorat Pengelolaan Tanah Negara Bebas dan Bekas Kawasan
yang mempunyai tugas*: “melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, mengolah, dan menyiapkan bahan perencanaan
kebutuhan tanah dan pendayagunaan tanah untuk masyarakat,
dunia usaha dan pemerintah”.

Jadi dalam hal ini yang berhak mengelola tanah bekas kawasan
pertambangan adalah pihak Badan Pertanahan Nasional. Melihat
kasus pemberian pemberian Hak Pakai No 9 Desa Kembangan
terhadap tanah kawasan bekas tambang merupakan kewenangan
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun pemberian
Hak Pakai No 9 tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Gresik 2004-2014 dimana sesuai RTRW daerah tersebut
adalah Ruang Terbuka Hijau dan tujuan peruntukan penggunaanya
adalah untuk bahan baku industri semen, sehingga keputusan pem-
berian Hak Pakai oleh BPN RI tersebut batal demi hukum.

F. Penutup

Di lokasi areal pertambangan ditemukan dua status hukum yang
berkaitan dengan pengelolaan tanah, yaitu status hukum kuasa
pertambangan dari Pemerintah Daerah dan oleh Badan Pertanahan

21 Julius Sembiring.op.cit hal 71.
22  Pasal 315 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
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Nasional diberikan hak atas tanah Hak Pakai. Di Kabupaten Gresik
di areal tambang di berikan Kuasa Pertambangan dan Hak Pakai
“untuk persediaan bahan baku industri semen” selama 25 tahun
sedang di Kabupaten Jember diberikan Kuasa Pertambangan dan
Hak Pakai “untuk penambangan/ eksploitasi bahan galian
golongan C batu kapur” selama 25 tahun. Di mana prosedur pem-
berian Hak Pakai oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten
Gresik dan di kabupaten Jember ini tidak memenuhi ketentuan
Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yaitu
persetujuan dari Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan
pertambangan.

Di areal pertambangan Badan Pertanahan Nasional tidak perlu
memberikan hak atas tanah?3 karena tanpa diberikan hak atas tanah
yang dalam hal ini Hak Pakai, eksploitasi bahan tambang tetap
berjalan. Selain itu pemberian hak atas tanah oleh Badan Pertanahan
Nasional pada areal pertambangan menimbulkan ketidakadilan
dalam pengelolaan kekayaan alam. Peruntukan bidang tanah pasca
tambang harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah dan status hukum bidang tanah pasca tambang dalam hal
ini hak kepemilikan atas bidang tanah belum diatur secara tegas
dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbul-
kan konflik.

Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan Hak Atas
Tanah di areal pertambangan perlu mempertimbangan Rencana
Tata Ruang Wilayah pasca tambang dan akibat hukum yang timbul
setelah pemberian hak atas tanah tersebut. Badan Pertanahan
Nasional dan Menteri yang tugasnya mengurusi pertambangan
harus bersama-sama merevisi peraturan perundang-undangan
dengan menghapus ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 dan menambah Pasal yang mengatur hapusnya hak
kepemilikan atas bidang tanah kepada pemegang Ijin Usaha Per-
tambangan. Agartidakterjaditumpangtindihdiareal pertambangan,
ijjin Usaha Pertambangan di berikan Instansi terkait menunjuk
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dilampiri Peta Bidang

23 dalam hal ini hak tanah menurut istilah Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
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yang telah mempunyai kekuatan hukum letak batas antara areal
pertambangan dengan areal bukan pertambangan dan bidang tanah
yang berbatasan lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Nasional, hal ini mengingat koordinat wilayah tambang yang ada
sekarang belum menjamin kepastian hukum letak dan batas.
Seharusnya Badan Pertanahan Nasional membuat surat Keputusan
pembaharuan Hak terhadap sertipikat Hak pakai No 9 di Desa
Kebomas, dimana Hak Pakai tersebut sudah batal demi hukum.
Seharusnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
menjalankan tugas dan fungsi pengaturan tanah bekas kawasan
dengan optimal dan kerjasama dengan pemerintah daerah serta
instansi terkait sehingga pengelolaan tanah bekas kawasan bisa
berjalan dengan tertib dan tidak terjadi konflik dalam pemilikan,
penguasaaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bekas kawasan
tersebut.
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Penertiban Tanah
Terindikasi Terlantar

Studi Kasus di PT Semen Gombong Kebumen

Oleh:
Nuraini Aisyah, Wisnuntoyo, dan Mujiati

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria merupakan penjabaran dari Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang
mewajibkan aparatur Negara mengelola sumber daya alam (natural
resource) dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi: Hak menguasai dari
Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang
untuk: a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, peng-
gunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; ¢) Menentukan
dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang
angkasa Sejalan dengan kewenangan tersebut, di dalam UUPA telah
diatur norma-norma yang harus dipedomani di dalam pengelolaan
pertanahan baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
(swasta) yang meliputi aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan
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dan pemanfaatan tanah (P4T), serta kepastian dan perlindungan
hukum termasuk administrasi pertanahan.

Mencermati pengelolaan pertanahan selama 63 tahun semenjak
UUPA diundangkan, ternyata masih banyak terjadi penyimpangan
terhadap norma-norma yang telah digariskan di dalam UUPA, se-
hingga mengakibatkan adanya distorsi terhadap perwujudan tanah
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan lemahnya per-
lindungan terhadap rakyat dalam pengelolaan tanah. Penyimpangan
terhadap norma-norma dimaksud dapat dilihat dari beberapa
indikasi yang terjadi antara lain: a) Terjadinya ketimpangan struktur
penguasaan dan pemilikan tanah; b) Adanya kecenderungan pe-
megang hak atas tanah yang belum sepenuhnya memanfaatkan
tanahnya sesuai dengan hak dan kewajibannya; c) Adanya indikasi
akumulasi pemilikan dan atau penguasaan tanah oleh pihak-pihak
tertentu yang bertendensi pada spekulasi tanah, sehingga menutup
akses masyarakat dalam hal pemanfaatan tanah; d) Adanya indikasi
tanah-tanah yang ditelantarkan oleh pemegang haknya; e) Masih
banyaknya bidang tanah yang belum terdaftar.

Salah satu ketentuan dalam hukum tanah nasional bahwa me-
meliharatanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah
kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau
instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu,
dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah (Pasal 15
UUPA). Hal ini mengandung maksud bahwa seseorang atau badan
hukum yang memiliki/menguasai tanah harus mengusahakan
tanah yang dimilikinya harus sesuai dengan sifat dan peruntukannya
agar tercapai kesejahteraan bagi pemilik tanahnya dan masyarakat.
Seseorang atau badan hukum yang membiarkan tanah yang dimiliki
atau dikuasainya tidak diusahakan sesuai dengan peruntukannya
(ditelantarkan) dapat dibatalkan karena telah melanggar asas fungsi
sosial hak atas tanah.

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan dibutuhkan
manusia untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat mendatangkan
kemakmuran maka tanah harus diusahakan, diolah dan diperguna-
kan sesuai dengan tujuan penguasaannya, sesungguhnya yang men-
datangkan kesejahteraan bagi manusia adalah apa yang dibangun/
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diusahakan di atas tanah tersebut dan bukan tanah itu sendiri.
Kebijakan pertanahan pada dasarnya juga diarahkan untuk me-
lanjutkan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada
tahap-tahap sebelumnya antara lain: melaksanakan penataan
kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah termasuk
legalisasi asset yang dapat menciptakan kondisi penguasaan dan
penggunaan tanah bermanfaat guna mewujudkan keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Salah satu permasalahan pertanahan di Kecamatan Gombong
yang perlu mendapat perhatian terkait dengan pengelolaan peng-
gunaan tanahnya salah satu diantaranya tanah yang dikuasai oleh
PT Semen Gombong, perusahaan multi nasional yang menguasai
tanah HGB seluas 1.693.076 M2 di desa Banyumudal, Sikayu,
Semampir dan Purbowangi Kecamatan Buayan dan desa Bumiagung
Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen dengan tujuan semata
untuk menghasilkan semen tetapi di areal tanah tersebut tidak
seperti rencana untuk menghasilkan semen, sebagian belum di
efektifkan penggunaannya dengan sebagian ditanami tanaman per-
kebunan dengan seizin manajemen PT Semen Gombong. Berdasar-
kan informasi dari informan, saat ini areal PT Semen Gombong
penggunaan tanahnya belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan
sifat peruntukannya semula. Data dari Laporan Kegiatan PT Semen
Gombong yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah pada bulan Oktober
2012 tersirat bahwa PT Semen Gombong yang berdiri pada tahun
1991, kegiatan sampai tahun 1999 berjalan dengan baik, tetapi
mulai tahun 2000 sampai tahun 2011 kegiatan yang dilakukan
terkesan stagnan. Pemerintah telah mengeluarkan PP no. 11 tahun
2010 dan Peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 2010 sebagai upaya
penertiban dan pendayagunaan tanah-tanah terlantar, namun
penanganan terhadap tanah-tanah yang diindikasikan tarlantar
belum dilaksanakan sesuai dengan pemerintah tersebut. Sebagai
contoh kasus yang terjadi di PT Semen Gombong tersebut diatas.

Penelitian terdahulu mengenai PT Semen Gombong pernah dil-
akukan Suhartono pada tahun 1997 mengenai pelaksanaan pengada-
an tanah dan hambatan yang dihadapi dalam rangka pembangunan
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pabrik PT. Semen Gombong. Pada tahun yang sama Suparyanto
(1997) mengadakan penelitian yang berjudul Pengaruh Perolehan
Tanah PT Semen Gombong terhadap Mata Pencaharian dan Peng-
gunaan Uang Ganti Kerugian oleh Bekas Pemilik Tanah di Kabupaten
Daerah Tingkat IT Kebumen menyimpulkan bahwa perolean tanah
PT Semen Gombong ternyata tidak menimbulkan perubahan mata
pencaharian para bekas pemilik tanah. Penelitian ini merupakan
kelanjutan dari penelitian sebelumnya yakni menguraikan imple-
mentasi PT Semen Gombong, faktor penyebab PT Semen Gombong
belum sesuai dengan peruntukannya, akibat dikeluarkannya HGB
PT Semen Gombong seta upaya pemerintah dalam menertibkan
tanah yang dikuasai PT Semen Gombong. Secara spesifik penelitian
ini ingin membahas mengenai implementasi PT Semen Gombong
dan faktor penyebab penggunaan yang belum sesuai dengan tujuan
peruntukannya serta akibat yang muncul sejak dikeluarkannya
HGB PT Semen Gombong dan upaya pemerintah dalam penertiban-
nya.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni mendeskriptif-
kan penelitian yang meliputi status penguasaan tanah PT Semen
Gombong, penggunaan secarariil dilapangan dan upaya pemerintah
dalam penertiban tanah milik PT Semen Gombong. Kualitatif dalam
hal ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan informasi mengenai
permasalahan yang diteliti, yakni implementasi PT Semen Gombong
dan faktor penyebab PT Semen Gombong belum sesuai dengan
peruntukannya, akibat dikeluarkannya HGB PT Semen Gombong
serta upaya pemerintah dalam menertibkan tanah yang dikuasai PT
Semen Gombong

B. Sistem Penguasaan Tanah di Indonesia dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar

Menurut Pasal 16 Undang Undang Pokok Angraria (UUPA), sistem
penguasaan tanah di Indonesia yang merupakan hak perorangan
mengakui adanya berbagai hak atas tanah sebagai berikut: a) Hak
milik, yakni hak terpenuh dan paling kuat yang dapat dimiliki atas
tanah dan yang dapat diwariskan turun-temurun. Suatu Hak milk
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dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. Hanya warga Negara
Indonesia (individual) yang bisa mendapatkan hak milik, sedangkan
jika menyangkut korporasi mana yang berhak mendapatkan hak
milik atas tanah dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
korporasi untuk mendapat hak ini. Hak Atas tanah menurut hukum
adat yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UUPA ayat (1) UUPA
dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan oleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional setelah mendengar kesaksian dari masyarat
setempat, dikonversi menjadi hak milik; b) Hak Guna usaha (HGU),
suatu hak untuk mengusahakan tanah yang dikontrol langsung oleh
Negara untuk waktu tertentu, yang dapat diberikan kepada per-
usahaan yang berusaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan.
Suatu HGU hanya dapat diberikan atas tanah seluas minimum 25
hektar, investasi sistem penguasaan tanah dan konflik yang cukup
akan dilakukan dan pengelolaan usaha secara baik akan diberlaku-
kan. HGU juga bisa dipindahtangankan ke pihak lain. Jangka waktu
pemberian HGU diberlakukan maksimum 25 tahun dan hanya WNI
dan badan usaha dapat digunakan sebagai kolateral pinjaman
dengan menambahkan hak tanggungan; ¢) Hak Guna Bangunan
(HGB). HBG adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan
di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain untuk jangka waktu
maksimum 30 tahun. Suatu HGB juga hanya dapat bisa didapatkan
oleh WNIdan perusahaan yang didirikan di bawah hukum Indonesia
yang berdomisili di Indonesia; d) Hak Pakai (HP), Adalah hak untuk
memanfaatkan dan atau mengumpulkan hasil dari tanah yang
secara langsung dikontrol oleh Negara atau tanah yang dimiliki
individu lain yang member pemangku hak dengan wewenang dan
kewajibanan sebagaimana dijabarkan di dalam perjanjian pem-
berian hak. Suatu HP dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu,
atau selama tanah dipakai untuk suatu tujuan tertentu, dengan
gratis, atau untuk bayaran tertentu atau dengan imbalan pelayanan
tertentu. HP selain untuk WNTI dapat diberikan WNA yang tinggal
di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tanah yang langsung di-
kontrol oleh Negara, suatu hak pakai hanya dapat dipindahkan
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kepada pihak lain jika mendapatkan ijin dari pejabat yang ber-
wenang.

Peraturan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar (PP 11 tahun 2010)

Menurut Pasal 2 PP 11 tahun 2010, Obyek penertiban tanah
terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara
berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang
tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan
sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak
atau dasar penguasaannya. Yang tidak termasuk obyek penertiban
tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP 11 tahun
2010 adalah: a) tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas
nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan
sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya;
dan b) tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung mau-
pun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus
Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak diperguna-
kan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya

Identifikasi dan Penelitian Tanah Terindikasi Terlantar

Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data tanah yang terindikasi
terlantar, yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan identifikasi
dan penelitian. Pelaksanaa identifikasi dan penelitian sebagaimana
dimaksud dalam dilaksanakan oleh suatu Panitia yang susunan ke-
anggotaan Panitia sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur Badan
Pertanahan Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh
Kepala BPN. Identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi
terlantar dilaksanakan: a) terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai; atau; b) sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar
penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang. Identifikasi
dan penelitian tanah terlantar meliputi: a) nama dan alamat
Pemegang Hak; b) letak, luas, status hak atau dasar penguasaan
atas tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai Pemegang Hak; c)
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keadaan yang mengakibatkan tanah terlantar. Kegiatan identifikasi
dan penelitian terhadap tanah yang terindikasi terlantar meliputi:
a) melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis; b) mengecek
buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk menge-
tahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, dan
tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada saat pengajuan
hak; ¢) meminta keterangan dari Pemegang Hak dan pihak lain
yang terkait, dan Pemegang Hak dan pihak lain yang terkait tersebut
harus memberi keterangan atau menyampaikan data yang diperlu-
kan; d) melaksanakan pemeriksaan fisik; e) melaksanakan ploting
letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertanahan; f)
membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar; g) menyusun
laporan hasil identifikasi dan penelitian; h) melaksanakan sidang
Panitia; dan i) membuat Berita Acara. Panitia menyampaikan
laporan hasil identifikasi, penelitian,dan Berita Acara Kegiatan
identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang terindikasi terlantar
kepada Kepala Kantor Wilayah.

Peringatan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah yang
Terindikasi Terlantar

Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian disimpul-
kan terdapat tanah terlantar, maka: a) Kepala Kantor Wilayah
memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis
pertama kepada Pemegang Hak, agar dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan, menggunakan
tanahnya sesuai keadaannya atau menurut sifat dan tujuan pem-
berian haknya atau sesuai izin/keputusan/surat sebagai dasar
penguasaannya; b) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan
peringatan pertama, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan
tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan
pertama; ¢) Apabila Pemegang Hak tidak melaksanakan peringatan
kedua, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis
ketiga dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua; c)
Peringatan pertama, kedua dan ketiga dilaporkan oleh Kepala
Kantor Wilayah kepada Kepala BPN; d) Dalam hal tanah tersebut
diatas dibebani dengan Hak Tanggungan, maka surat peringatan
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tersebut diberitahukan juga kepada pemegang Hak Tanggungan; e)
Apabila Pemegang Hak tetap tidak melaksanakan peringatan maka,
Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala BPN untuk
menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar.

Penetapan Tanah Terlantar

Kepala BPN menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang
diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah. Tanah yang akan ditetapkan
sebagai tanah terlantar merupakan tanah hak memuat juga
penetapan hapusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan
hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara. Jika tanah yang akan ditetapkan sebagai
tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan
maka penetapan tanah terlantar memuat juga pemutusan hubungan
hukum serta penegasan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara.

Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pe-
manfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan
untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria
dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.
Peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar
dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pengertian tanah menurut Pasal 1 ayat 2 Jo Pasal 4 ayat 1
Undang — Undang Pokok Agraria adalah permukaan bumi termasuk
tubuh bumi dan air di bawahnya dan ruang angkasa diatasnya
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan
dengan penggunaan tanah. Dalam realita tanah Tanah ada yang
dimanfaatkan secara optimal dan dimanfaatkan secara tidak
optimal. Tanah yang terindikasi terlantar termasuk dalam tanah
yang tidak dimanfaatkan secara optimal.Yang dimaksud tanah
terindikasi terlantar dalam hal ini adalah tanah yang tidak diusaha-
kan sesuai keadaan atau pemberian hak dan dalam jangka waktu 3
tahun. Penguasaan Area PT Semen Gombong terdiri dari Hak Guna
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Bangunan dan Kuasa Tambang. Sebagai fokus penelitian dalam hal
ini adalah Hak Guna Bangunan. Dasar dalam penertiban tanah
terlantar adalah Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 dan
Peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 2010. Urutan kegiatan
penertiban tanah terlantar meliputi inventarisasi tanah yang dilaku-
kan Kanwil BPN, inventarisasi penelitian oleh Panitia C, peringatan
I, 11, IIT oleh Kepala Kanwil BPN dan penetapan tanah terlantar
oleh Kepala BPN. Di dalam kegiatan penertiban tersebut menemui
banyak hambatan di lapangan, sehingga perlu adanya solusi/ jalan
keluaryang tepat. Untuk lebih dapat dilihat pada bagan alir kerangka
pemikiran berikut ini :

‘ Tanah |
! | '
Tidak di manfaatkan Di manfaatkan
Faktor Penyebab secara optimal secara optimal
Tanah terindikasi terlantar:
- Tidak di usahakan sesuai keadaan atau pemberian hak
- Jangka waktu 3 tahun
Area PT Semen Gombong

Hak Guna Bangunan Kuasa Pertambangan

Penertiban Inventarisasi —

tanah terlantar: (Kanwil BPN)

- PP 11/2010 v

- Perkaban 4/2010 Inventarisasi penelitian

Panitia C ]
( T ) Hambatan
Peringatan 1,1, 11| _| So%usi
Keterangan: (Kakanwil BPN)
---------- tidak dilakukan penelitian v
dilakukan penelitian Penetapan tanah
terlantar —
(Kepala BPN)

Gb. 1. Kerangka PemikiranProfil Kabupaten Kebumen
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NAMUDERA NINDPIA ‘

C. Profil Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peta Administrasi diatas, Kabupaten Kebumen secara
geografis terletak di 7° 27 - 7° 50 Lintang Selatan dan 108° 22’ - 109°
50 Bujur Timur. Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten
Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Bagian Timur berbatasan
dengan Kabupaten Purworejo. Bagian Selatan berbatasan dengan
Samudera Indonesia. Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten
Cilacap dan Banyumas. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah
128,111 Hektar, yang secara administratif terdiri dari 26 kecamatan
11 kelurahan dan 449 desa.

Areal yang telah dibebaskan tanahnya untuk rencana pem-
bangunan PT Semen Gombong berada di 2 kecamatan diantara 26
kecamatan di Kabupaten Kebumen. Lokasi tersebut adalah di
Kecamatan Buayan dan Rowokele. Kondisi wilayah dan batas
wilayah administrasi kedua kecamatan tersebut adalah sebagai
berikut: sebelah wutara Kecamatan Sempor, sebelah Timur
Kecamatan Buayan dan Sempor; sebelah Selatan Kecamatan Ayah,
Sebelah Barat Kecamatan Banyumas, Kecamatan Buayan, sebelah
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Utara Kecamatan Rowokele dan Sempor; sebelah Timur Kecamatan
Puring dan Kwarasan, sebelah Selatan Samudera Indonesia dan
sebelah barat Kecamatan Rowokele dan Ayah

Luas wilayah Kecamatan Rowokele adalah 5.379,58 ha atau
sekitar 4,1% dari luas Kabupaten Kebumen, sedangkan Kecamatan
Buayan seluas 6.842,12 ha atau sekitars,3% luas wilayah Kabupaten
Kebumen. Areal PT Semen Gombong di Kecamatan Rowokele ada
di 3 Desa yaitu desa Bumiagung, Jatiluhur dan Kretek, sedang di
Kecamatan Buayan ada di Desa Banyumudal, Jatiroto, Jogomulyo,
Nogoraji, Purbowangi, Semampir dan Sikayu.

Penggunaan tanah di kedua kecamatan yang telah dibebaskan
tanahnya untuk pembangunan pabrik semen adalah berupa tanah
kering/tegalan milik masyarakat di wilayah Kecamatan Rowokele
dan Buayan. Kenyataan saat ini penggunaan tanah baru sebagian
yang dipergunakan untuk pembangunan gedung perkantoraan
seluas kurang lebih 2 hektar dan untuk pabrik pupuk orgamik.
Selebihnya masih berfungsi sebagai tanah kering/tegalan yang
masih tetap diusahakan oleh pemilik tanah lama dengan persetujuan
dari pihak PT Semen Gombong.

Menurut Sukamto, S.Sos., MT, Kasubdit Tata ruang dan
Wilayah Kabupaten Kebumen, Kecamatan Buayan dan Rowokele
adalah 2 kecamatan dari 6 kecanatan yang ditetapkan menjadi
kawasan lindung berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen tahun
2004-2013 (Suara Merdeka : 16 Desember 2003). Selaras dengan
fungsinya sebagai kawasan lindung daerah tersebut harus dapat
memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya. Kawasan
ini adalah sederetan pegunungan karst atau batu gamping yang
sedianya dan diberikan ijin usaha penambangan oleh pemerintah
Kabupaten Kebumen untuk bahan baku pabrik Semen Gombong.
Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila
suatu daerah/kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan lindung
harus tetap dipertahankan agar fungsi lindung untuk mencegah
erosi, banjir dan sedimentasi serta pemeliharaan unsur kesuburan
tanah dapat tetap terjaga. Apabila nantinya pabrik semen Gombong
telah beroperasi dan penambangan batu gamping dimulai
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kemungkinan fungsilindung yang diharapkan dari kedua kecamatan
tersebut akan hilang.

Areal yang direncanakan untuk penambangan bahan baku
semen terletak di daerah Gombong Selatan yang arealnya berupa
pegunungan kapur (karst) yang terdapat beberapa obyek wisata
seperti Gua Jatijajar, Gua Petruk, Pantai Karangbolong dan juga
Pantai Ayah. Menurut revisi RTRW Kabupaten Tahun 2004-2013
daerah Gombong Selatan merupakan daerah pengembangan
Kawasan Karst dan diarahkan pada kegiatan ecotourism karst dan
community development karst. Pemerintah daerah berupaya men-
jaga kelestarian kawasan pengunungan karst tersebut dari hal-hal
yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Pada kenyataanya
penambangan kapur dalam rangka opersional Pabrik Semen
Gombong sampai saat ini belum juga terealisasi dan belum ber-
produksi.

D. Status Penguasaan dan Penggunaan Tanah
serta Faktor Penyebab PT Semen Gombong
Belum Sesuai dengan Peruntukannya

Lokasi tanah yang dikuasai oleh PT. Semen Gombong terdiri dari
dua Kecamatan yaitu Kecamatan Buayan yang meliputi desa Sikayu,
Nogoraji, Banyumudal, Semampir dan Purbowangi dan Kecamatan
Rowokele yaitu desa Bumiagung, dengan luas tanah yang dikuasai
212,8989 hektar. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor: 400/10/1L/1996 tanggal
23-02-1996, pada awalnya PT. Semen Gombong mendapatkan
lokasi seluas1000 hektar. Setelah batas waktu ijin lokasi tersebut
habis, kemudian mengajukan perpanjangan ijin lokasi dan ber-
dasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kebumen Nomor: 400/31/IL/1998 tanggal 20-01-1998, luas tanah
yang diberikan ijin lokasinya menjadi 668 Hektar, dengan
Rekomendasi Bupati Kebumen Nomor: 503/0187 tanggal 15 -02—
1996 perihal permohonan perpanjangan ijin lokasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan Per-
tanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, maka kepada PT. Semen
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Gombong diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut
dengan peruntukan tanah untuk Pabrik Semen yang terletak di
Kecamatan Buayan dan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen,
dengan Surat Keputusan Nomor:

- Nomor:550.2/1731/3/33/1997 tanggal 28 Februari 1997
- Nomor:550.2/1732/1/33/1997 tanggal 28 Februari 1997
- Nomor:550.2/1733/2/33/1997 tanggal 28 Februari 1997
- Nomor:550.2/096/6/33/1997 tanggal 2 Juni 1997
- Nomor:550.2/094/2/33/1997 tanggal 2 Juni 1997
- Nomor:550.2/097/3/33/1997 tanggal 2 Juni 1997

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan tersebut kemudian
diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT.
Semen Gombong sejumlah 22 buah Sertipikat dengan luas 212,8989
hektar, dengan peruntukan dasar penggunaan tanah untuk industri
semen. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut memiliki
jangka waktu selama 30 tahun, dan akan berakhir pada tanggal 03
Maret 2027. Berikut kepemilikan dan luas tanah yang dikuasai oleh
PT. Semen Gombong dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Luas Tanah yang dikuasai oleh PT. Semen Gombong
berdasarkan Status Kepemilikan Tanahnya

a.Nomor SK Berakhir- |Luas
No. | Kecamatan [Desa Status Hak b. Tanggal SK nya Hak | (Ha)
1. |Buayan a. Sikayu -HGB No. 1 | a. 550.2/097/3/33/1997 | 03-03- 277,736
b. 02 - 06 - 1997 2027
-HGB No. 2 | a. 550.2/097/3/33/1997 353,125
b. 02 - 06 - 1997 03-03-
-HGB No. 3 | a. 550.2/097/3/33/1997 | 2027 459,702
b. 02 - 06 - 1997
03-03-
2027
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b Banyumudal |- HGB No. 3 | a. 550.2/094/2/33/1997 | 03-03- 75,536
b. 02 - 06 — 1997 2027
- HGB No. 4 | a. 550.2/094/2/33/1997 50,685
b. 02 - 06 — 1997 03-03-
2027
d. Purbowangi |- HGB No. 1 |a. 550.2/1732/1/5681/ | 03-03- 43,675
33/97 2027
b. 28 - 02 - 1997
2 |Rowokele |Bumiagung -HGB No. 1 | a. 550.2/095/3/33/97 03-03- 17,640
b. 02 - 06 — 1997 2027
-HGB No. 2 | a. 550.2/095/3/33/97 95,416
b. 02 - 06 — 1997 03-03-
-HGB No.3 | a. 550.2/095/3/33/97 2027 72,365
b. 02 - 06 - 1997
-HGB No. 4 | a. 550.2/095/3/33/97 03-03- 35,820
b. 02 - 06 - 1997 2027
-HGB No. 5 | a. 550.2/095/3/33/97 3.050
b. 02 - 06 — 1997 03-03-
- HGB No. 6 | a. 550.2/095/3/33/97 2027 27,451
b. 02 - 06 — 1997
-HGB No. 7 | a. 550.2/095/3/33/97 03-03- 23,931
b. 02 - 06 — 1997 2027
- HGB No. 8 | a. 550.2/095/3/33/97 45,123
b. 02 - 06 - 1997 03-03-
-HGB No. 9 | a. 550.2/095/3/33/97 2027 66,071
b. 02 - 06 - 1997
03-03-
2027
03-03-
2027
03-03-
2027
Jumlah 6 Desa 22 212,8989
Sertipikat

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, 2013

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Kantor Pertanahan
Kabupaten Kebumen diketahui bahwa pada tahun yang sama 22
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Sertipikat HGB yang telah diterbitkan tersebut dibebani Hak
Tanggungan dengan nilai sebesar 67.218.344, 80 US$.

D.1. Penggunaan dan Pemanfaatan

Penggunaan tanah pada areal tanah yang dikuasai oleh PT.
Ssemen Gombong sebagian besar adalah untuk kebun campuran
dan tegalan yang hampir berimbang, yaitu untuk kebun campuran
seluas 98,8413 hektar atau 46,42% dan untuk tegalan seluas 87,2942
hektar atau seluas 41,52%. Sedangkan tanah yang dipergunakan
untuk bangunan perkantoran dan pabrik adalah seluas 26,5634
hektar atau seluas 11,54%. Penggunaan tanah secara terperinci
dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Luas Tanah yang dikuasai oleh PT. Semen Gombong
berdasarkan Jenis Penggunaan Tanahnya

No. |Jenis Penggunaan Tanah Luas
Hektar Prosentase

1. | Emplasmen ( Rumah Karyawan ) - -
2. Bangunan Perkantoran 0,2730 0,13
3. Bangunan Pabrik 24,2904 11,41
4. Kebun Campur 98,8413 46,42
5. | Tegalan 87,2942 41,02
6. Sawah 0,2000 0,09
7. Hutan - -
8. Persemaian bibit tanaman 2,0000 0,93

Jumlah 212,8989 100

Sumber: Kantor Pertanahan kabupaten Kebumen, 2013

Kantor PT Semen Gombong telah dibangun sejak tahun 1997. Dari
hasil pengamatan tim peneliti di lapangan pada lokasi ini terdapat 2
bangunan besar yang berdampingan dan 1 bangunan terpisah tidak
jauh dari lokasi bangunan yang lain. Jenis bangunan di Areal PT
Semen Gombong:

a) Bangunan Gedung Administrasi
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Bangunan ini dimanfaatkan untuk penumpukan material pem-
buatan pupuk, di gedung ini tampak aktivitas para pekerja yang
menyiapkan karung pupuk.

b) Bangunan Gedung untuk Mesin dan Peralatan
Bangunan ini berada terpisah di sebelah selatan gedung
administrasi, dan tampak belum ada aktivitas. Menurut
informasi dari salah seorang pegawai PT Semen Gombong
mesin-mesin dan peralatan dimaksud masih berada di Jerman.

¢) Bangunan gedung untuk pabrik pupuk
Bangunan ini terletak lebih kurang 300 meter di sebelah barat
dari gedung administrasi. Pada gedung ini tampak adanya
aktivitas pembuatan pupuk organik.

d) Area di belakang Gedung Administrasi
Area ini berupa tegalan, dengan area sedikit bergelombang.
Tanaman tahunan yang terlihat adalah jati dan sengon.
Tanaman semusim yang di tanam oleh masyarakat di dominasi
dengan tanaman ubi kayu dan pisang. Kondisi tanah sangat
subur, sehingga tanaman terlihat tumbuh dengan bagus.

Tim bersama pejabat Kantah Kebumen diterima dengan baik
oleh salah seorang karyawan PT Semen Gombong. Pada saat tim
masuk ke gedung administrasi tampak ruang tamu yang agak luas,
dan tepat disamping tampak ruangan kosong yang luas, dan ter-
dapat tumpukan karung. Menurut informasi dari salah seorang
karyawan dari Bangunan yang terpisah yakni seluas 2 Ha adalah
pabrik pupuk organik yag bekerja sama dengan Pabrik petrokimia
Gresik, dengan nama PT. Giri Selomas Sejahtera. Menurut informasi
PT semen tersebut milik Ibu Tineke Manajer PT Semen Gombong,
yang bertempat tinggal di Semarang. Adapun jumlah tenaga kerja
PT tersebut 30 orang pekerja, dan pabrik pupuk tersebut telah
beroperasi sejak tahun 2009. Sekilas dapat disimpulkan meski areal
PT Semen Gombong telah dimanfaatkan tetapi tidak sesuai dengan
rencana peruntukkanya semula dan dapat dikatakan sebagai suatu
bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh PT Semen Gombong.
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Bangunan yang dipergunakan sebagai pabrik tersebut berada kira-
kira 300 meter dari gedung kantor.

Kawasan areal PT Semen Gombong terkesan eksklusif, tampak
dikelilingi pagar tembok yang tinggi, meskipun bangunan rumah
diluar tembok masih kelihatan. Hasil wawancara dengan salah
seorang pegawai pabrik (Pak Tono) dikatakan bahwa areal seluas 21
Ha ditanami tanaman tegalan seperti ubi kayu, dan pada musim
kemarau ditanami kacang tanah serta cabe dan beberapa pohon
jati, sengon dan pisang. Pohon jati dan sengon ditanam dengan
tujuan sebagai pembatas antar bidang tanah bagi yang mengusaha-
kannya. Diketahui Bibit jati yang ditanam masyarakat tersebut ber-
asal dari PT Semen Gombong yang didistribusikan oleh Pemda
Kabupaten Kebumen melalui dinas pertanian.

Tegalan tersebut diketahui dikerjakan oleh masyarakat /pemilik
tanah lama (sebelum dibebaskan) dengan persetujuan /ijin dengan
pihak PT Semen sejak pembebasan tanah areal tersebut. (bentuk :
surat perjanjian tertulis) Perjanjian tersebut dibuat agar tanah tetap
berproduktif sebelum dilakukan pembangunan pabrik. Hasil yang
diperoleh dalam pengusahaan tanah tersebut dinikmati sendiri oleh
masyarakat dan pihak PT Semen Gombong tidak meminta bagian
dari hasil tanah tersebut. Selama ini diketahui hubungan antara
penggarap dan PT Semen Gombong berjalan dengan baik tidak ada
sengketa. Hal lain dari penggarapan tanah tersebut, yakni beberapa
bidang tanah dipindahgarapkan kepada orang lain karena alasan
tertentu dengan bentuk sewa garap, tetapi ada juga bidang tanah
yang digarap oleh pemilik lama. Hal ini terjadi karena mengingat
proses pelepasan tanah areal tersebut sudah lama yakni sejak tahun

1995.

D.2. Faktor Penyebab Penggunaan Tanah PT Semen
Gombong belum Sesuai dengan Peruntukannya

Penyebab penggunaan tanah PT Semen Gombong belum sesuai
dengan peruntukan tanahnya adalah karena adanya krisis moneter
tahun 1997 yang mengakibatkan tertundanya realisasi penggunaan
tanah yang direncanakan untuk pembangunan gedung perkantoran
dan pabrik. Krisis moneter pada tahun 1997 di Indonesia,

197



PPPM - STPN Yogyakarta

berimplikasi bagi pengusaha-pengusaha dalam berinvestasi. juga
beberapa bank yang mengalami pailit. Selain alasan krisis moneter
tim mendapatkan informasi bahwa tempat yang direncanakan
untuk eksplorasi bahan baku semen berupa pegunungan karst/
gamping dan termasuk dalam kawasan lindung.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa PT. Semen
Gombong pernah melayangkan surat ke Kanwil BPN Provinsi Jawa
Tengah, yang menginformasikan tahapan-tahapan kegiatan dari
awal sampai saat ini (1990-2011), juga rencana kegiatan sampai
tahap operasional. Rincian tahapan tersebut sebagai berikut:

a) Tahap Tahap I. tahun 1990 sampai dengan 1999 yang berisi
perijinan yang meliputi: Pendirian, ijin BKPM SIPD,
Penyusunan AMDAL, Pembebasan tanah, Pembangunan per-
kantoran, pembangunan landasan pabrik dan perbaikan jalan.

b) Tahap II tahun 1999 sampai dengan 2011: Penyusunan RKL
dan RPL, Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas pabrik dan
pemeliharaan fasilitas pabrik yang berupa gedung perkantoran
serta gorong-gorong talud agar terhindar dari longsor. Hal ini
dilakukan setiap tahun sampai pabrik mulai beroperasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai PT Semen
Gombongdan hasil dari pengamatan tim secaralangsung didapatkan
bangunan yang panjang/disebelah selatan gedung administrasi/
perkantoran, kelihatan kosong dan jarang dibuka dengan kusen
yang mulai rusak, menurut informasi merupakan tempat yang
direncanakan sebagai kantor para teknisi peralatan operasional
pabrik semen. Menurut informasi dari salah seorang pegawai PT
Semen Gombong peralatan tersebut masih berada di Jerman.
Peralatan tersebut sebenarnya sudah siap dikirim ke tetapi
terkendala krisis moneter tahun 1997.
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E. Akibat yang Muncul Setelah Dikeluarkannya
HGB PT. Semen Gombong dan Upaya
Pemerintah dalam Penertiban Tanah yang
Dikuasai PT Semen Gombong

E.1. Akibat Setelah dikeluarkannya HGB PT Semen
Gombong

Pada awalnya Tanah yang dikuasai oleh PT. Semen Gombong
merupakan tanah-tanah yasan yang dimiliki serta dikuasai oleh
masyarakat sekitar. Setelah PT. Semen Gombong memperoleh ijin
lokasi kemudian dilakukan pembebasan tanah terhadap tanah-
tanah yang dikuasai oleh masyarakat secara musyawarah, melalui
Panitia Pengadaan Tanah. Tanah yang telah dibebaskan tersebut
diberikan ganti rugi dan selanjutnya PT. Semen Gombong meng-
ajukan permohonan hak atas tanah terhadap tanah yang telah
dibebaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui Kantor Pertanahan
Kabupaten Kebumen. Disini tampak adanya perubahan pemilik
tanah menjadi penggarap tanah. Pemilik tanah lokasi/area tersebut
telah melepaskan hak milik sehingga menjadi bukan pemilik tanah
dan status hak atas tanahnya berubah menjadi Hak Guna Bangunan
dengan pemegang hak atas tanah adalah PT Semen Gombong.
Pemilik tanah sebelumnya diberi kesempatan oleh PT Semen
Gombong untuk menggarap tanah bekas miliknya sebelum pabrik
dimaksud beroperasi.

Setelah diterbitkan HGB, yaitu tahun 1997, sertipikat HGB yang
dimiliki PT Semen Gombong yang berjumlah 22 buah dengan luas
total 211,8989 m2 tersebut semuanya dibebankan Hak tanggungan
untuk mendapatkan pinjaman sejumlah 67.218.344,80 USS$,
dengan para pemegang Hak Tanggungan Tanah HGB dari PT Semen
Gombong adalah: PT Bank Bumi Daya, PT Bank Negara ndonesia,
PT Bank Ekspor Impor, PT Bank Pembangunan Indonesia, PT Bank
Dagang Negara, PT Bank Private Development Finance Company of
Indonesia. Padakenyataannya pinjaman dimaksud tidak diinvestasi-
kan secara maksimal untuk pembangunan pabrik dan operasional
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pabrik. Kenyataan di lapangan tim menemukan di area PT Semen
Gombong hanya ada bangunan kantor dan gudang, belum ada area
untuk pengolahan semen.

E.2. Upaya Pemerintah dalam Penertiban Tanah yang
Dikuasai PT Semen Gombong

Penyelesaian pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia adalah dengan langkah sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan dalam PP No. 11 tahun 2010. Panitia
C yang dibentuk oleh Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional
turun lapangan pada akhir tahun 2012 untuk mengecek areal PT
Semen Gombong yang telah dimohon dengan ijin lokasi yang diberi-
kan sejak tahun 1994 dan telah diperpanjang pada tahun 1998.
Tetapi dalam kenyataanya sampai saat ini hasil dari Panitia C
tersebut belum ada keputusan tentang status tanah PT semen
Gombong, apakah ditetapkan sebagai tanah terlantar atau tidak.

Meskipun luas areal PT Semen Gombong tidak termasuk dalam
skala prioritas identifikasi tanah terindikasi terlantar di Provinsi
Jawa Tengah, dengan pertimbangan luas arealnya, akan tetapi
pernah diekspos di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah pada tahun
2010 sebagai tanah terindikasi terlantar. Pihak PT Semen Gombong
pernah mengirimkan surat ke Kakanwil BPN Prov. Jawa Tengah
sebagai langkah yang ditempuh yang bertujuan untuk memberikan
nilai positif bagi aparat pemerintah serta bertujuan untuk memper-
tahankan tanah yang dikuasai. Keputusan apakah areal PT. Semen
Gombong termasuk tanah terlantar atau tidak, sepenuhnya ada di
Panitia C Provinsi jawa Tengah yang telah melakukan pemeriksaan
di lapangan.

Sampai saat ini belum diketahui, apakah Panitia C/Kakanwil
BPN Provinsi Jawa Tengah pernah membuat surat teguran atau
surat peringatan ke PT. Semen Gombong. Arsip surat yang ada di
Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen adalah surat dari PT.
Semen Gombong ke Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tertanggal
1 Oktober 2012 perihal Kegiatan PT Semen Gombong sampai
dengan tahun 2011, dan surat dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Kebumen ke Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tertanggal 15
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Oktober 2012 perihal penegasan bahwa pembangunan Pabrik
Semen di Kabupaten Kebumen masih berlangsung dan areal tanah-
nya tidak terlantar. Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen akan
melaksanakan apapun yang menjadi keputusan dari Kanwil BPN
Provinsi Jawa Tengah, tetapi pada kenyataan sampai saat ini Panitia
C belum menindaklanjuti atau mengambil langkah setelah turun
lapangan pada akhir tahun 2012.

Di harapkan PT. Semen Gombong benar-benar serius dengan
rencana kegiatannya sesuai surat yang dikirimkan ke Kakanwil BPN
Provinsi Jawa Tengah serta sesuai pula dengan surat Bupati
Kabupaten Kebumen ke Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah,
sehingga permasalahan tanah terlantar di Kabupaten Kebumen
bisa selesai. Hak ini mengingat apabila pabrik sudah beroperasional,
diharapkan adanya peningkatan pembangunan di Kabupaten
Kebumen, serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di
wilayah ini.

F. Penutup

HGB yang dimiliki PT Semen Gombong yang berjumlah 22 sertipikat
dan terletak di dua kecamatan di Kabupaten Kebumen, sampai saat
inibelum beraktifitassebagaiindustrisemen. Bangunan perkantoran
dan gudang di lokasi tersebut justru dipergunakan sebagai industri/
pabrik pupuk organik.

Faktor yang menyebabkan penggunaan tanah PT Semen
Gombong belum sesuai dengan tujuan peruntukannya adalah: 1)
Terjadinya krismon pada tahun 1997 serta disebabkan area
eksplorasi bahan semen yang merupakan pegunungan Kkarst
termasuk dalam kawasan lindung; 2) Setelah 22 sertipikat HGB
milik PT Semen Gombong pada tahun 1997 dibebani Hak
Tanggungan dan mendapat pinjaman 67.218.344,80 US$ tidak di-
manfaatkan untuk operasional pabrik dimaksud melainkan di-
manfaatkan untuk keperluan lain.

Akibat dikeluarkannya HGB PT Semen Gombong adalah: 1)
Terjadinya perubahan status pemilikan tanah sebelumnya dari
pemilik tanah menjadi penggarap tanah; 2) Rencana pembangunan
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pabrik semen yang belum terealisasi menyebabkan tertundanya
kemajuan pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah
serta kesempatan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Kebumen.
Upaya penertiban tanah yang dikuasai PT Semen Gombong adalah
dengan menerapkan PP 11 tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan
Panitia C yang turun ke lapangan pada akhir tahun 2012.

Melalui penelitian ini disarankan tindak lanjut Panitia C atas
dasar fakta hasil peninjauan lapangan tahun 2012 tanpa memper-
hatikan intervensi dari pihak lain, sehingga diketahui areal PT
Semen Gombong ditetapkan sebagai tanah dengan kategori tidak
terlantar atau tanah terlantar dan wajib. diberi surat peringatan.
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LARASITA
Sebagai Terobosan Pelayanan
Pertanahan

(Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan.
Provinsi Sumatera Utara)

Oleh:
Heri Mustain dan Priyo Katon

A. Pendahuluan

Gema tentang kehebatan program layanan pertanahan yang men-
jadi andalan BPN RI tiga tahun belakangan ini, yang dikenal dengan
Program Larasita sudah secara luas menyebar di masyarakat, baik
berkat gencarnya sosialisasi melalui media maupun menggunakan
mobil Larasita itu sendiri. Larasita sangat diandalkan dalam mem-
berikan layanan pertanahan secara umum dan tidak sekedar
layanan sertipikasi belaka, sebagaimana awal digagasnya. Walaupun
namanya Larasita (Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah), tetapi dalam
perkembangannya layanannya menjadi lebih luas, mencakup semua
pelayanan pertanahan sebagaimana yang dilayankan kepada
masyarakat di kantor pertanahan. Itulah sebabnya Larasita
diharapkan dapat menjadi Land Mobile Service.

Pelayanan pertanahan secara konvensional melalui kantor per-
tanahan, dirasa kurang memberikan pelayanan yang optimal,
karena pelayanannya menunggu masyarakat datang ke kantor per-
tanahan. Sementara itu, berbagai kendala dan hambatan baik secara
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geografis maupun jarak sangat dirasakan oleh masyarakat untuk
datang ke kantor pertanahan. Larasita dengan seluruh sumber daya
yang ada, dapat bergerak menghampiri masyarakat di kantong-
kantong yang secara geografis relatif jauh dari jangkauan transpor-
tasi. Melalui Larasita, layanan pertanahan tetap dapat diberikan
dan berbagai program pemerintah di bidang pertanahan dapat
diakselerasi pencapaiannya.

Program Larasita mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Presiden dan juga DPR Komisi II memberikan dukungan besar
dengan memberikan dukungan anggaran yang besar melalui APBN,
untuk pengadaan kendaraan roda empat, roda dua, perangkat
computer dan biaya operasionalnya. Sejak diresmikan pada tahun
2009, program larasita sudah memberikan layanan kepada masya-
rakat. Berbagai kritik mengenai kekurangan dan kelemahan bahkan
penyimpangan, bermunculan baik yang berasal dari masyarakat,
LSM maupun legislatif. Ada yang menilai bahwa Program Larasita
hanyalah program pencitraan belaka. Harapan masyarakat untuk
mendapatkan kemudahan pelayanan, biaya lebih murah serta
prosedur yang sederhana, dirasa masih jauh panggang dari api.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pertanyaan
penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana strategi Larasita dalam
memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat?; 2) Bagai-
mana respon masyarakat terhadap layanan Larasita? 3) Bagaimana-
kah produktivitas layanan Larasita?

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik.
Informan berasal dari kalangan pejabat dan pegawai Kantor
Pertanahan Kota Medan, pejabat publik di luar Kantor Pertanahan
dan anggota masyarakat penerima layanan pertanahan. Wawancara
juga dilakukan dengan tokoh atau pejabat publik di Kota Medan,
Kepala Desa, Camat, dan PPAT di lokasi yang sudah pernah dilayani
LARASITA.

B. Pelayanan Publik dan Larasita

Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan
publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
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a)Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan
oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa
publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah
sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta. b)
Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh
organisasi publik, dapat dibedakan lagi menjadi : 1) bersifat primer,
adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan
oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-
satunya penyelenggara, dan pengguna/klien mau tidak mau harus
memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi,
pelayanan penjara, pelayanan perizinan dan pelayanan pertanahan;
2) bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa
publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalam-
nya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya
beberapa penyelenggara pelayanan.

Salah satu konsep dasar dalam memuaskan pelanggan adalah
mengacu pada keistimewaan yang terdiri dari sejumlah keistimewa-
an produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan
atraktif yang dapat memenuhi keinginan pelanggan dan dengan
demikian dapat memberikan kepuasan dalam penggunaan produk
itu. Salah satu produk dalam pelayanan pertanahan adalah
Sertipikat hak atas tanah. Pelanggan atau konsumen akan merasa
puas atau semakin puas apabila sertipikat tanah yang dihasilkan
oleh Larasita mempunyai keunggulan atau keistimewaan dibanding-
kan dengan sertipikat yang dihasilkan oleh kantor pertanahan
secara konvensional. Keunggulan tersebut tidak harus berupa
kenampakan secara fisik, tetapi bisa saja dalam kecepatan proses,
kemudahan akses layanan dan keterjangkauan biaya.

Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan
atau kerusakan. Kualitas dalam konteks ini berfokus pada
kepentingan/kepuasan pelanggan (Customer Focused Quality),
sehingga produk-produk yang didesain, diproduksi dan diberikan,
diupayakan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dalam hal pe-
layanan pertanahan, kualitas produk layanan pertanahan haruslah
diutamakan, misalnya kualitas sertipikat tanah dapat dinilai dari
fungsinya dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap
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subyek maupun obyek hak atas tanah. Oleh karena itu, kualitas
mengacu pada segala sesuatu yang menentukan kepuasan
pelanggan. Suatu produk yang dihasilkan baru dapat dikatakan ber-
kualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat di-
manfaatkan dengan baik serta diproduksi dengan cara yang baik
dan benar.

Dalam bab II Peraturan Kepala BPN RI No.1/2010 tentang
Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, dibuat
pengelompokan dan jenis pelayanan pertanahan, yaitu: a. Pen-
daftaran Tanah Pertama Kali; b. Pemeliharaan Data Pendaftaran
Tanah; c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan; d. Pengukuran
Bidang Tanah; e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan f.
Pengelolaan Pengaduan. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009
tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
dapat diketahui bahwa yang melatari lahirnya kegiatan Larasita
adalah keinginan BPN RI dalam memberikan pelayanan pertanahan
kepada masyarakat secara aktif dengan memperhatikan unsur ke-
adilan bagi masyarakat dalam memudahkan pengurusan per-
tanahan, mempercepat proses pengurusan pertanahan, meningkat-
kan cakupan wilayah pengurusan pertanahan, dan untuk menjamin
pengurusan pertanahan tanpa perantara di lingkungan Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Larasita mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama dengan
kantor pertanahan, bahkan mempunyai tugas tambahan yaitu: a.
menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan Reforma Agraria, b.
melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di
bidang pertanahan, c. melaksanakan pendeteksian awal atas tanah-
tanahyangdiindikasikanbermasalah,d. memfasilitasipenyelesaiann
tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan, e. me-
nyambungkan program BPN RI dengan aspirasi yang berkembang
di masyarakat, f. meningkatkan dan mempercepat legalisasi asset
tanah masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Larasita
senantiasa tidak dapat terlepas dengan data dan informasi yang
sudah ada di kantor pertanahan, oleh karena itu Larasita dilengkapi
dengan kendaraan, perangkat teknologi informasi dan komunikasi
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yang memungkinkan untuk mengakses data yang ada di kantor per-
tanahan secara langsung.

C. Larasita Di Kantah Medan

Dalam menjalankan Layanan Larasita, Kantah Kota Medan
Menerbitkan Surat keputusan No 05/KEP-12.71/1/2013, Tentang
Penunjukkan Pelaksana Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi
Tanah (LARASITA). Dari 14 kecamatan yang ada di kota Medan
yang mendapat layanan program Larasita ada 9 kecamatan.
Pelayanan diberikan setiap hari senin, selasa, rabu dan kamis,
khusus untuk hari kamis pelayanan ditujukan ke seluruh kecamatan
yang diprogramkan dengan cara call center atau pelayanan via
telepon. Adapun 9 kecamatan tersebut yaitu: Kecamatan Medan
Denai, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembang,
Kecamatan Medan Mmarelan, Kecamatan Medan Labuhan,
Kecamatan Mmedan Tembung, Kecamatan Medan Belawan,
Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Tuntungan.

Jenis jenis pelayanan yang diberikan melalui program larasita
di Kantah Kota Medan yaitu: Balik Nama, Peningkatan Hak (HGB
ke HM)), Roya, Penggabungan Sertipikat, Pemecahan Sertipikat,
Permohonan Hak Pertama Kali, Permohonan Pembaharuaan Hak
(CR), Pencatatan Hak Tanggungan (HT). Peralihan Hak—Pewarisan,
Pemberian Hak Berdasarkan SK (Surat Ukur Sudah Ada),
Pengukuran dan Pemetaan kadastral-Sporadik (Surat Ukur).

D. Strategi Larasita Dalam Pelayanan

Layanan kepada masyarakat di wilayah Kantor Pertahanan Kota
medan, dilaksanakan dengan jemput bola. Hal ini dibuktikan
dengan adanya jadwal kegiatan yang rutin dilaksanakan, pada
tahun 2013 dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan
Desember 2013. Dalam rentang waktu tersebut, satu wilayah
Kecamatan rata-rata mendapat jadwal kunjungan lapangan
sebanyak 3 sampai 5 kali dalam sebulan pada hari senin sampai hari
rabu sedangkan pada hari kamis digunakan untuk layanan call

207



PPPM - STPN Yogyakarta

center di seluruh wilayah kota Medan seperti disampaikan: “Jadwal
pelayanan tetap ada, kita juga sosialisasikan kepada para kades
dan camat, pernah saya undang mereka sosialisasi di hotel, tapi
tetap saja hasilnya tidak maksimal” (Serepia Agustina, Kasi IV
Kantah Kota Medan).

Di seluruh kantor pertanahan yang ada di wilayah Provinsi
Sumatera Utara, sudah tersedia fasilitas pelayanan Larasita. Sudah
ada mobil serta sepeda motor untuk operasional dengan peralatan
dan dilengkapi dengan peralatan (IT) yang sudah ada. Kendala yang
dihadapi adalah hanya tersedia satu provider yang dijalankan.
Jaringan terhubung dengan kantor BPN Pusat di Jakarta. Hal ini
dibuktikan dengan terpantaunya kemanapun mobil berada, atau
bergerak. Biaya operasional dalam menjalankan program larasita di
kantah kota Medan menganggarkan Rp.60jt/tahun atau 5 juta
untuk setiap bulannya dan sekitar Rp. 450.000 perharinya.

Sumber daya manusia yang menjalankan Larasita di Kantah
Kota Medan berjumlah 10 orang yang terdiri dari 1 kepala seksi, 1
orang kasubsi, 4 orang tenaga administrasi, 1 juru ukur dan 2
pembantu juru ukur serta satu orang sopir. Sesuai dengan tupoksi
Larasita atau tupoksi kantah plus, 7 kewenangan yang ada belum
sepenuhnya dapat dijalankan di Kantah Kota Medan. Keterbatasan
pegawai dan anggaran menjadikan program ini tidak dapat dijalan-
kan dengan optimal. Kendala ini juga masih ditambah dengan
keterbatasan aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Di KBPN
2/2009 susunan dan kewenangan larasita hanya Front office belum
back office (belum bisa diselesaikan di lapangan), Pelimpahan ke-
wenangan tidak ada/tidak termasuk pelayanan larasita, sehingga
larasita hanya mengambil berkas di lapangan. Revisi Perkaban
18/2009 peraturan terakhir, belum mengakomodir larasita.
Kewenangan masih di kantor definitif (belum kantor berjalan)).
Mekanisme dokumen harus dibawa dengan skip (bukan data fisik/
nyata)”. Buku tanah dan SU yang dibawa ke lapangan sangat
beresiko tinggi atau tidak terjamin keamanannya. Proses peng-
ambilan dokumen yang berwujud softcopy belum ada peraturannya.
Hal ini pada akhirnya dicari jalan keluarnya dengan melibatkan
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aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam memberikan informasi
pelayanan kepada masyarakat.

Harapan terhadap program Larasita adalah bisa memberikan
pelayanan yanglebih baik, lebih cepat, lebih luas cakupan wilayahnya
dan menjamin pengurusan pertanahan tanpa perantara. Larasita di
Kantah Kota Medan diberikan tanda khusus berupa map berwarna
merah sebagai bentuk simbol bahwa pekerjaan harus segera di-
selesaikan.

E. Respon Mayarakat Terhadap Layanan
Larasita

Masyarakat pada kenyataannya belum begitu antusias dengan
layanan Larasita. Banyak masyarakat yang masih belum tahu
tentang program ini. Perlu dibangun komunikasi yang lebih baik
agar program ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah baik
di kecamatan maupun kelurahan. Sebagai contoh dalam kunjungan
layanan di Kecamatan Belawan, mobil Larasita hanya dikunjungi
oleh 4 orang, yang ketiganya merupakan staf kecamatan. Mereka
bertanya tentang prosedur pensertipikatan.

Apabila dibandingkan dengan layanan konvensional di kantor
pertanahan, layanan larasita masih kalah jauh. Hal ini disebabkan
oleh aturan yang belum memadai serta mayoritas pengunjung
Larasita di kota medan yang umumnya kurang mampu. Hal ini
berbeda dengan pelayanan di kantor konvensional (kantah).
Pengunjung di kantah rata-rata berasal dari pegawai PPAT yang
menjadi perantara orang yang akan memanfaatkan layanan kantor
pertanahan. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa mereka yang me-
manfaatkan rata-rata adalah orang yang mampu membayar lebih
seperti dituturkan:

“Dulu pendaftaran di kantah kota Medan tidak harus beli blangko dan

stopmap, sekarang harus beli, seperti di Deli Serdang.Harga

Rp.10.000, relatif beragam respon masyarakat, tapi umumnya tidak,

karena yang urus via PPAT sudah serahkan semua kepada PPAT,
taunya beres, untuk orang-orang yang punya duit”.
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Kendala atau hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam
program larasita ini, adalah kurangnya pemahaman dan informasi
serta tingginya pajak (BPHTB) yang sekarang kewenangannya
dilimpahkan ke pemerintah daerah. BPHTB merupakan salah satu
pajak yang diandalkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan
keuanggan di daerah. Untuk mengatasi hal ini, Kantah melakukan
pengajuan pengurangan pajak sebesar 75% dari pajak yang harus
ditanggung oleh peserta PRONA yang juga dicoba untuk program
Larasita.

F. Produktifitas Larasita

Fakta layanan larasita di Kantah Kota Medan pada Tahun 2013
tercermin dari laporan pekerjaan yang ditangani yaitu: Peralihan
Hak—Pewarisan, Pemberian Hak Berdasarkan SK (Surat Ukur
Sudah Ada), Pengukuran dan Pemetaan kadastral-Sporadik (Surat
Ukur), Balik Nama, Peningkatan Hak (HGB ke HM)), Roya,
Penggabungan Sertipikat, Pemecahan Sertipikat, Permohonan Hak
Pertama Kali, Permohonan Pembaharuan Hak (CR), Pencatatan
Hak Tanggungan (HT). Produktifitas layanan Larasita yang dijalan-
kan selama ini memang belum sebanding dengan produk. Pelayanan
Larasita di kota Medan masih belum maksimal. Hal ini bisa di-
maksimalkan dengan cara meningkatkan semangat untuk memberi-
kan pelayanan kepada masyarakat. Apabila semangat itu dapat
ditingkatkan dan dibarengi dengan komitmen bersama dalam pe-
layanan, serta keterbukaan dalam informasi baik tata cara, waktu
maupun pembiayaan di setiap kegiatan, di kemudian hari kepercaya-
an masyarakat diharapkan akan meningkat.

G. Penutup

Strategi Larasita di kantah kota Medan dalam memberikan layanan
pertanahan kepada masyarakat dilakukan dengan mengadakan
sosialisasi dengan perangkat kelurahan dan kecamatan serta dengan
memberikan simbol khusus (map merah) pada setiap berkas yang
diproses lewat layanan ini agar mudah dimonitor. Produktivitas
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layanan Larasita selama ini, mau tidak mau harus diakui bahwa
masih kurang dari apa yang diharapkan, hal ini tidaklah sebanding
dengan biaya yang dianggarkan yaitu sebanyak 40 juta dalam satu
tahun sedangkan untuk target pekerjaan misalnya dalam pen-
daftaran tanah pertamakali dalam tahun 2013 berjumlah 50 buah
tetapi sampai penelitian ini dilakukan pada bulan September belum
tercapai.

Ada beberapa catatan sebagai saran yang perlu dilakukan yaitu
upaya mensosialisasikan perlu cara pendekatan yang berbeda.
Responmasyarakatbisa ditingkatkan kembali dengan memberitahu-
kan kedatangan dan menjelaskan jenis-jenis pelayanan yang bisa
dilakukan melalui Larasita. Produktifitas dapat ditingkatkan apabila
semua pegawai mempunyai komitmen yang baik dalam memberikan
pelayanan dan memberikan keterbukaan informasi, cara dan pem-
biayaan di setiap jenis pelayanan.
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Penguasaan dan Penilikan
Atas Tanah Pulau-Pulau Kecil
di Provinsi Sulawesi Selatan

Oleh:
Dwi Wulan Titik Andari, Suhardjono, dan Abdul Haris Farid

A. Pendahuluan

Pengaturan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah yang ada
di pulau-pulau kecil (PPK) mengacu kepada pengaturan penguasaan
dan penggunaan tanah di atas permukaan bumi pada umumnya,
yakni untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan rakyat.
Dalam hal ini kepentingan rakyat berkaitan dengan hak-hak yang
dapat dikuasai dan dimiliki atau dapat diberikan oleh Negara
kepada rakyatnya atas obyek tanah tertentu yang berada di atas
suatu pulau. Berkenaan dengan pulau-pulau kecil, saat ini telah ter-
bitkan Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (PWP3K), yang obyeknya
adalah tanah yang ada di pulau dan pesisir yang pengelolaannya
dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanpa
menyebut keterlibatan instansi Badan Pertanahan Nasional.
Muncul berita adanya “pengkaplingan” dan “penjualan” PPK
oleh sekelompok orang, seperti kasus jual beli pulau Bidadari di
Nusa Tenggara Timur yang “dijual” oleh penduduk setempat kepada
pihak warga negara asing yang bernama Ernest Lewandowski,
berkewarganegaraan Inggris pada tahun 2006. “Penjualan” pulau
tersebut mendapat reaksi beragam dariberbagai kalangan, termasuk
Menteri Dalam Negeri saat itu —M. Ma’ruf— yang menyatakan
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pembelian Pulau Bidadari oleh warga Inggris tersebut menyalahi
prosedur karena dilakukan di bawah tangan, padahal izin yang
diberikan adalah untuk investasi (Harian Republika, “Pulau
Bidadari Dijual Di Bawah Tangan”, terbitan tanggal 2 Maret
2006). Penjualan Pulau Bidadari tersebut, dapat menimbulkan
persoalan tersendiri, apalagi dijual kepada orang asing, sebab dapat
berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Dalam konteks ke-
negaraan jelas menyalahi aturan yang berlaku, sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 UUPA yang melarang orang asing mempunyai
hubungan yang sepenuhnya dengan tanah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun
2004 ditentukan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah pada
PPK dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai,
sempadan danau, waduk dan atau sempadan sungai, harus memper-
hatikan kepentingan umum dan keterbatasan daya dukung, pem-
bangunan yang berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keaneka-
ragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan. Dalam hal ini
sempadan pantai di Pulau Bidadari seharusnya masuk kawasan
lindung, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008
ditentukan bahwa kawasan/sempadan pantai dikategorikan sebagai
kawasan lindung atau kawasan perlindungan setempat.

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
dinyatakan bahwa pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas sebidang tanah yang seluruhnya
merupakan pulau atau berbatasan dengan pantai akan diatur ter-
sendiri dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut kemudian
ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-1197 tanggal 3 Juni
1997 antara lain dinyatakan bahwa permohonan hak atas tanah
yang seluruhnya merupakan pulau atau berbatasan dengan pantai
untuk tidak dilayani sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
yang mengatur hal tersebut.

Namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur

hal tersebut belum terbit, tetapi dalam prakteknya penguasaan
tanah pada kawasan tersebut telah dilakukan oleh berbagai pihak,
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baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Penguasaan
tanah tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pe-
mukiman penduduk, pelabuhan dengan sarana dan prasarananya,
industri dengan infrastukturnya, usaha perikanan dan kelautan,
usaha pariwisata dan usaha lain-lainnya. Berdasarkan hal tersebut,
menarik untuk dilakukan penelitian secara lebih mendalam ber-
kaitan dengan pola penguasaan dan pemilikan tanah, penggunaan
tanahnya serta pertimbangan hukum atas kebijakan penguasaan
dan pemilikan tanah di PPK.

Lokasi penelitian di wilayah Sulawesi Selatan, dengan per-
timbangan banyaknya jumlah PPK yang ada di wilayah tersebut,
dan hamper 50% dari jumlah pulau tersebut sudah berpenghuni,
dan bahkan sudah ada yang bersertifikat hak milik. Pemilikan tanah
pada pulau-pulau kecil yang sudah bersertipikat hak milik atas
tanah, meliputi keseluruhan satu pulau yang dimiliki oleh 1 orang
dan ada yang dimiliki oleh beberapa pemilik pada bagian-bagian
tanah dari PPK tersebut.

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan mencari jawaban atas
pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penguasaan dan pemilikan tanah pada pulau-
pulau kecil di Sulawesi Selatan ?

2. Bagaimana pola penggunaan tanah pada pulau-pulau kecil di
Sulawesi Selatan ?

3. Apa yang menjadi pertimbangan kantor pertanahan setempat
memberikan hak atas tanah pada pulau-pulau kecil?

B. Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pada
Pulau-Pulau Kecil di Kota Makassar dan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah pulau di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 313 buah yang
terdiri dari 143 pulau yang berpenghuni dan ada 170 pulau yang
tidak berpenghuni dan semuanya sudah diberi nama. Jumlah total
pulau tersebut termasuk dalam kriteria pulau kecil, sesuai dengan
kriteria dari Pasal 1 angka 3 UU PWP3K, pulau kecil adalah pulau
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dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu
kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Sedangkan
pulau-pulau di Sulawesi Selatan tersebut hanya memiliki luas
antara 1 km2 sampai 30 km2 (1-30 km2).

Pemanfaatan PPK menurut DKP harus berbasis konservasi,
oleh karena berbasis konservasi maka pulau kecil dengan ukuran
kurang dari 2000 km2 hendaknya berjumlah penduduk kurang
dari 20.000 orang (Bengen, dalam Farida, 2012), yang dapat
dimanfaatkan untuk sosial, ekonomi dan demografi.

Namun demikian, seperti yang dituturkan oleh Farida, “selama
ini kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil kurang mendapat
sentuhan pembangunan yang berarti karena pembangunan nasional
di waktu lampau lebih berorientasi ke darat. Walaupun terdapat
pembengunan, tetapi lebih mempertimbangkan pertumbuhan
ekonomi, sehingga kurang memperhatikan kelestarian lingkungan
dan bahkan seringkali memarginalkan masyarakat setempat”
(Farida, 2012).

Fenomena hukum yang krusial berkaitan dengan penguasaan
tanah pulau-pulau kecil adalah berkaitan dengan status hak atas
penguasaan tanah pulau-pulau kecil. Hal ini terjadi karena belum
memadainya regulasi dibidang pertanahan di Pulau-pulau kecil,
sementara wilayah ini sangat potensial dikuasai dan dimanfaatkan,
baik oleh perorangan, keluarga, badan hukum atau masyarakat
hukum adat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ongkosongo (Dalam
Farida, 2012:9) bahwa pulau kecil dewasa ini telah banyak dikuasai
atau dimanfaatkan oleh sepenuhnya atau sebagian besar dari pada-
nya oleh pribadi, organisasi, badan hukum, atau oleh sekelompok
masyarakat tertentu.

Penguasaan tanah pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi
Selatan ternyata dipengaruhi oleh Pola Penggunaan dan
Pemanfaatan tanah pulau-pulau kecil itu sendiri untuk berbagai
kepentingan, seperti mendirikan rumah untuk tempat tinggal atau
melakukan kegiatan usaha, seperti usaha di bidang pariwisata.
Berdasarkan pengamatan bahwa pemilikan tanah pada pulau-pulau
kecil oleh Masyarakat dan Badan Hukum (Subyek Hukum) dapat
dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu: a)meliputi keseluruhan 1
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(satu) pulau oleh Subyek Hukum; dan b) bagian-bagian tanah dari
Pulau-Pulau Kecil oleh Masyarakat. Berikut ini akan dideskripsikan
masing-masing kategori penguasaan dan pemilikan tanah baik oleh
Masyarakat maupun oleh Subyek Hukum tertentu.

a) Penguasaan tanah pada Pulau Kecil secara
keseluruhan 1 (satu) pulau oleh Subyek Hukum

Pulau kecil yang dikuasai secara keseluruhan dalam arti me-
liputi keseluruhan 1 (satu) pulau oleh satu subyek hukum tertentu
yaitu oleh Pemerintah Daerah. Pulau-pulau kecil yang dikuasai
secara keseluruhan di Kabupaten Pangkep pada umumnya di kelola
oleh Pemerintah Daerah (Pemda) karena Pulau-Pulau Kecil sebagai
aset negara yang di kelola oleh Pemda yang selanjutnya pengelola-
annya dengan cara di pihak ke3 kan yaitu dikontrak oleh pihak
swasta Misalnya oleh BOSOWA Corporatian (Bone-Sopeng-Wajo)
digunakan untuk tempat wisata bahari, seperti pada Pulau
Panambungan, pulau Kapoposan, Pulau Badi, Pulau Cangkeh,
Pulau Saranti dan lain-lain. Pada saat ini juga dikembangkan untuk
wisata olah raga misalnya : hiking, trekking, caving, dilengkapi
dengan restoran dan rumah-rumah panggung untuk wisatawan.
Halini dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-
Undang nomor 33 tahun 2004 maka pelaksanaan pembangunan di
daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah
Daerah, khususnya pemerintah kabupaten. Pelaksanaan Pem-
bangunan Pulau-Pulau Kecil menjadi bagian dari tanggung jawab
dan kewenangan tersebut, dalam rangka mengemban program
pembangunan nasional, pemerataan pembangunan dan mengejar
ketertinggalan pembangunan di daerah.

Atas dasar Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut, maka
Pemda atau Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan yang
luas karena Pemerintah Kabupaten memiliki tugas dan tanggung
jawab untuk melaksanakan bentuk penanganan pembangunan.
dengan mengoptimalkan dinas, badan, dan instansi dalam hal ini
termasuk Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Tingkat
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Kabupaten/Kota sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsinya
masing-masing.

Adapun bentuk pengelolaan dan pemanfaatan Pulau-Pulau
kecil oleh Pemerintah Kabupaten dengan zonasi yang diatur dengan
MoU yaitu mengenai Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan
Obyek Wisata Bahari Antara Pemerintah Kabupaten Pangkep
dengan BOSOWA Corporation, dalam MoU tersebut adanya syarat-
syarat dan berdasarkan PMDN 17 Tahun 2007 dan Perda Nomor 12
Tahun 2008 didalamnya mengatur antara lain: Kontribusi (PAD);
Retribusi bagi pengunjung; dan Pajak restoran

Dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat
setempat dalam MoU juga memuat mengenai luas dan batas-batas
obyek, serta mewajibkan pihak pengelola mampu memberikan
multiplier effect terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat
setempat. Contohnya adalah bahwa masyarakat setempat diberikan
kesempatan untuk menampilkan kebudayaan tradisional dan men-
jajakan produk lokal baik berupa makanan khas, dan produk lain-
nya. Jangka waktu perjanjian kerja sama antara Pemda dengan
pihak ke 3 adalah selama 30 tahun dan setiap 5 tahun diadakan
evaluasi kelayakan pengelolaan dan dasar nilai kontribusi. Hal ini
dilakukan untuk mengupayakan tetap terjaganya kelestarian fungsi
lingkungan dan keberlanjutan pemasukan PAD. Selain itu Pemda
juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam pengelola-
an PPK secara mandiri yaitu dengan cara bagi Pulau-pulau Kecil
yang belum ada sarana dan prasananya digunakan istilah GUNA
SERA. Pemda akan memberi sarana selama 2 tahun kepada masya-
rakat, misalnya pada Pulau Cambang-cambang, pada tahun pertama
Pemda sudah membangun fasilitas, namun tidak dapat dilanjutkan
pada tahun kedua karena tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pertimbangan Pemda dalam pengelolaan PPK dikelola oleh Pihak
ke 3 adalah karena apabila dikelola Pemda sendiri belum mampu
karena biaya pemeliharaan tinggi disamping itu juga Sumber Daya
Manusia Pemda belum profesional dalam mengelolan PPK.
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b) Penguasaan dan Pemilikan atas Bagian-Bagian Tanah
pada Pulau-Pulau Kecil oleh Masyarakat

Semula dalam UUPA tidak mengatur mengenai pulau-pulau
dan sempadan pantai tersebut apakah dapat diberikan hak-hak atas
tanah atau tidak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai dinyatakan bahwa pemberian Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas sebidang
tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau berbatasan dengan
pantai akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
500-1197 tanggal 3 Juni 1997 antara lain dinyatakan bahwa per-
mohonan hak atas tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau
berbatasan dengan pantai untuk tidak dilayani sampai dikeluarkan-
nya Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Namun pada kenyataannya bahwa PPK sudah ada yang ber-
penghuni jauh sebelum ada Surat Edaran Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-1197 tersebut.
Penduduk yang menghuni PPK tersebut mencerminkan terdapatnya
hubungan penguasaan antara tanah PPK dengan masyarakat yang
menghuninya. Berdasarkan hasil penelitian beberapa bagian tanah
PPK yang dihuni oleh masyarakat telah dikuasai dengan hak atas
tanah yaitu Hak Milik. Sertipikasi tanah milik perorangan tersebut
utamanya melalui PRONA dan PRODA. Sedangkan untuk pengajuan
rutin tidak ada karena masyarakat PPK masih pasif.

Dari uraian di atas bentuk pengelolaan dan pemanfaatan Pulau-
Pulau kecil oleh Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Daerah ter-
lihat belum adanya jenis hak yang dapat diberikan kepada Pemda,
dimana Pemda Kota Makasar belum dibeti hak Pengelolaan. Sampai
saat ini, status tanah Pulau-Pulau Kecil adalah sebagai Tanah
Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga Jenis Hak
yang seyogyanya untuk pengelolaan PPK adalah Hak Pengelolaan
(HPL) namun menurut informasi dari Kantor Pertanahan sampai

219



PPPM - STPN Yogyakarta

saat ini HPL masih dalam proses koordinasi antara Pemerintah
Daerah dengan Kantah Kota Makassar.

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi Pemerintah Daerah adalah
perlu menyikapi Setiap kerja sama pengelolaan pulau-pulau kecil
antara masyarakat hukum adat dengan pihak ketiga didasarkan
pada kesepakatan yang saling menguntungkan dengan memperhati-
kan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya. Seharus-
nya Pemerintah berwenang untuk memberikan Hak Pengelolaan
(HPL) kepada pihak yang akan melakukan pengelolaan pulau-pulau
kecil dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota berwenang mem-
berikan Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) di atas HPL,
sepanjang tidak melanggar hak individu dan/ atau hak hukum adat
atas tanah. Dalam Pemberian HPL perlu dituangkan antara lain
bentuk perjanjian yang di dalamnya sudah dikenakan jaminan
kelestarian lingkungan.

Dasar Pertimbangan Kantor Pertanahan dalam memberikan
hak milik oleh perorangan atas Bagian-Bagian tanah PPK adalah
berdasar pada segi penguasaan tanah yang sudah lama dikuasai
oleh warga masyarakat setempat, seperti di PPK Kabupaten Pangkep
dan Kota Makassar. Dasar pemberian hak kepemilikan tersebut
adalah pada Penguasaan yang terus menerus dan kemudian dikuat-
kan menjadi hak milik. Penguasaan tersebut didasarkan pada
penguasaan turun-temurun yang dibuktikan dengan surat per-
nyataan yang bersangkutan, atau bukti jual beli secara dibawah
tangan yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala
Desayang dikuatkan oleh Camat setempat. Selain itujuga didasarkan
pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB).

Mengingat PPK merupakan wilayah yang perlu dijaga ke-
lestariannya maka proses penerbitan sertipikat Hak Milik Atas
Tanah di PPK tersebut harusnya memperhatikan kepemilikan tanah
pada PPK, selanjutnya baru dapat menentukan berhak atau tidaknya
masyarakat mempunyai sertipikat maka perlu di kaji melalui
pendekatan pada aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah (P4T) dan selama masyarakat tetap menjaga
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kelestarian maupun keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah
PPK tersebut maka dimungkinkan diberikan hak atas tanahnya.

C. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada
Pulau-Pulau Kecil

Banyaknya pulau kecil yang berpenghuni di Kota Makassar dan
Kabupeten Pangkep tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan
pulau kecil yang berlangsung sudah lama secara alami, yang di-
manfaatkan untuk berbagai peruntukan sosial ekonomi dan demo-
grafi oleh masyarakat pulau. Pemanfaatan pulau kecil oleh masya-
rakat menunjukkan adanya hubungan yang lahir antara subyek
hukum dengan tanah pada pulau kecil yang dihuninya. Misalnya
untuk mendirikan rumah atau sarana sosial lainnya yang berkaitan
dengan penggunaan tanah dan pemanfaan tanah tersebut.

Tabel 1
Jenis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pulau-Pulau Kecil
di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep

No. |Kab/Kota Jenis Penggunaan Tanah

Kota Makassar

Terdapat 2 Kecamatan yaitu
Kecamatan Ujung Pandang
(terdapat pada 1 desa: Desa
Lae-Lae) dan Kecamatan Ujung
Tanah (ada 3 Desa yaitu Desa
Barang Lompo, Desa Barang Caddi
dan Desa Kadingareng).
dengan jumlah 12 PPK, (11
berpenghuni dan 1 tidak
berpenghuni)

Pemukiman penduduk, sarana
kesehatan terbatas, sarana
pariwisata, sarana pendidikan
terbatas. kantor desa dan fasilitas
sosial seperti sarana peribadatan,
sarana pariwisata, sarana olah raga,
dermaga serta terdapat kuburan tua.

Kabupaten Pangkep

Terdapat 4 Kecamatan di 31 desa
yang ada PPK jumlah 115 PPK, 72
pulau berpenghuni dan 43 tidak
berpenghuni

Pemukiman penduduk, sarana
prasarana kesehatan terbatas, sarana
pariwisata, sarana peribadatan,
sarana pendidikan, sarana
pemerintahan, sarana olah raga,
perkebunan campuran, sarana umum
seperti dermaga.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Sulawesi Selatan, 2008 (hasil rekapan)
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Hampir semua pulau kecil yang ada di Kota Makassar sudah
berpenghuni. Hanya ada satu (1) pulau kecil yang tidak berpenghuni,
dan 1 (satu) lainnya berpenghuni tidak tetap, karena pulau tersebut
khusus dijadikan sebagaitempat wisata bahari dan rumah panggung.
Pulau-pulau kecil yang ada di Kota Makassar mayoritas sudah
berpenghuni maka tentu saja penggunaan tanahnya mengikuti
kebutuhan masyarakat yang menghuninya, namun karena akses
pulau kecil dengan kota-kota lain terbatas sehingga aksesibilitas
dan prasarana dasar wilayah serta sarana wilayahnya yaitu infra-
struktur pada pulau kecil tersebut masih sangat terbatas.

Tabel 2 dibawah ini menunjukkan penguasaan dan penggunaan
tanah pulau kecil di Kota Makassar, yang sebagian besar sudah
berpenghuni dan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya mengikuti
kebutuhan masyarakat, seperti pemukiman nelayan, sarana
kesehatan Puskesmas Pembantu (Pustu), sarana pendidikan (SD)

serta fasilitas sosial ekonomi masyarakat pulau tersebut.

Tabel 2

Penguasaan dan Penggunaan Tanah Pulau di Kota Makassar

SHM

pembantu, Masjid

No. | Nama pulau Pengelola Jenis Penggunaan Keterangan
1 P. Lanjukang Orang kerdil Wisata dan Berpenghuni
pemukiman nelayan | 9KK manusia kerdil
2 P. Langkai Masyarakat pemukiman nelayan | Berpenghuni 500 KK
3 | P.Bone Tambung | Masyarakat pemukiman nelayan | Berpenghuni 450 KK
4 P. Lumu-Lumu Masyarakat pemukiman nelayan | Berpenghuni 400 KK
5 | P. Kalokaloang |- Hutan bakau Tidak Berpenghuni,
6 |P. Barang Lompo |Masyarakat, Pemukiman, sekolah, |Berpenghuni
sebagian sudah | Puskesmas 800 KK
SHM pembantu, Masjid
7 | P.Barang Caddi |Masyarakat, Pemukiman, sekolah, |Berpenghuni
sebagian sudah | Puskesmas 700 KK

8 | P. Kadingareng
Keke

Tidak dikelola

Pinus, semak, pasir
putih, dermaga tetapi
tidak tersedia air
bersih

Tidak Berpenghuni Dulu
pernah dihuni 1 KK orang
asing yang beristrikan orang
makasar. namun sekarang
dia di usir karena melakukan
pembangkangan
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9 P. Samalona Dihuni 17 KK, Pemukiman Berpenghuni
danadayang |penduduk, wisata 17 KK

dikelola Pemda
10 |P. Kayangan Pihak 3/ PT. Untuk wisata, rumah | Berpenghuni (Tidak Tetap)

BOSOWA panggung
11 | P.Kadingareng | Masyarakat, Pemukiman Berpenghuni
Lompo sebagian sudah 750 KK
SHM
12 | P. Lae-Lae Masyarakat Pemukiman, Berpenghuni 800 KK

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar, 2008 (direkap)

Dari Tabel 2, bahwa 12 Pulau-pulau kecil tersebut dapat di-
kelompokkan dalam 3 klasifikasi penggunaan yaitu untuk pariwisata,
untuk pemukiman penduduk dan hutan bakau ataupun semak
karena belum ada yang mengelola atau menggunakan. Dalam 3
Klasifikasi pulau tersebut dapat di pulau-pulau yang digunakan
untuk pariwisata sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah sehingga
pulau-pulau tersebut sudah terdapat aksesibilitas yang cukup,
prasarana dasar dan sarana wilayah seperti air bersih, listrik, pe-
dagang kaki lima, toko sudah cukup tersedia atau dalam klasifikasi
C. Klasifikasi C terdapat pada pulau (P. Lonjukang, P. Samalona,
dan P. Kayangan).

Pulau-pulau Kecil yang digunakan oleh masyarakat untuk
pemukiman penduduk kebanyakan pulau tersebut masuk dalam
klasifikasi B yaitu pulau-pulau kecil yang tertinggal prasarana dasar
wilayahnya. Pulau-pulau kecil tersebut terdapat pemukiman pen-
duduk, aksesibilitasnya cukup seperti dermaga, namun prasarana
dasar wilayahnya kurang seperti ketersediaan air bersih dan listrik
masih kurang dan sarana wilayahnya juga masih kurang/terbatas
seperti belum ada pasar, sarana kesehatan terbatas, sarana pen-
didikan juga terbatas (SD). Klasifikasi B terdapat pada pulau (P.
Langkai, P. Bone Tambung, P. Lumu-Lumu, P. Barang Lompo, P.
Barang Caddi, P. Kadingareng Lompo dan P. Lae-lae)

Pulau Kalokaloang (tidak berpenghuni) hanya terdapat hutan
bakau dan belum dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun oleh
masyarakat. Demikian juga dengan pulau Kadingareng Keke juga
tidak perpenghuni, pulau ini ditumbuhi pohon Pinus, semak, pasir
putih, ada bekas dermaga tetapi tidak tersedia air bersih dan tidak
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ada yang mengelola. Ke dua pulau tersebut merupakan pulau-pulau
kecil yang terpencil.

Sebagai salah satu contoh gambaran pemanfaatan dan peng-
gunaan tanah di Pulau Samalona dari hasil observasi adalah sebagai
berikut: penggunaan tanahnya untuk infrastruktur dan fasilitas
umum yang ada di Pulau Samalona (Gugusan spermonde). Tanah
Pulau Samalona berpasir dengan warna putih, hasil dari pecahan
batu karang, sehingga membentuk pasir putih. sebelum sampai di
pulau itu terlihat pemandangan yang sangat menakjubkan, dimana
air laut yang berwarna biru gelap tiba-tiba berubah menjadi biru
terang, dan tak lama setelah sampai di pulau tersebut air berwarna
hijau terang sehingga sangat jelas terlihat dalamnya laut.

Pulau Samalona kurang lebih luasnya sekitar 3,5 ha, dengan 17
KK, 80 orang. mereka adalah ketrurunan dari Daeng Rungrung
dimana daeng Rungrung mempunya 7 orang anak, dan 7 orang
inilah yang merupakan cikal bakal penguasa tanah di pulau
Samalona. mata pencaharian penduduk Samalona 100% nelayan.
Namun mereka mempunyai penghasilan sampingan yang menurut
kami malah sangat menguntungkan daripada mereka menjadi
nelayan, yaitu menyewakan rumah mereka untuk turis. ketika kami
sampai di Samalona berbagai kelompok turis baik lokal maupun
asing berwisata baik bermalam atau langsung balik ke Makasar. ada
sekitar 20 pondokan yang semuanya di bangun sendiri oleh masya-
rakat setempat. meskipun dengan dana swadaya (menurut daeng
bau) kami melihat pondokan yang mereka buat sudah lumayan,
dengan fasilitas ac. mereka menyewakan antara 200 sampai 700
ribu per malam. sempat kami tertarik dengan papan pengumuman
tentang konservasi terumbu karang yang dikelola oleh Universitas
Hasanudin. dijadikanya daerah wisata menjadikan daya tarik ter-
sendiri bagi penduduk sekitar pulau lainnya seperti pulau Lae-lae.
ada pedagang makanan (pisang goreng) yang merupakan penduduk
Lae-lae yang mencari rejeki di salamona. fasilitas yang diberikan
pemerintah memang minim tapi mereka tetap eksis, dimana di
pulau itu PLN belum ada sehingga mereka menggunakan genset
untuk masing-masing pondokan/rumah mereka. Kondisi ini ber-
beda dengan pulau Lae-lae yang sudah ada fasilitas dari pemerintah,
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namun penduduk Lae-lae banyak yang mengadu nasib di pulau
salamoan untuk berdagang dan menjual jasa seperti jasa pijat, guide
atau pemandi wisata dan lain-lain.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), lebih banyak
memiliki pulau kecil dibanding Kota Makassar, setidaknya
Kabupaten Pangkep terdapat 4 Kecamatan kepulauan dimana 1
kecamatan terdiri dari beberapa Kepulauan yaitu Kecamatan
Liukang Tupabbiring, Kecamatan Tangaya, Kecamatan Liukang
Kalmas dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Dari 4
Kecamatan tersebut terdiri dari 31 desa yang ada PPK jumlahnya
115 PPK, yang terdiri dari 72 pulau berpenghuni dan 43 pulau yang
tidak berpenghuni.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DKP (Dinas Perikanan
dan Kelautan) Kabupaten Pangkep pada 43 pulau rata-rata peng-
gunaan tanahnya didominasi oleh pemukiman penduduk, dengan
dimanfaatkan untuk sarana pendidikan dan kesehatan terbatas,
sarana pemerintahan, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana
pariwisata, kebun campur serta sarana umum lainnya seperti;
dermaga. Mata pencaharian masyarakat umumnya sebagai nelayan
tradisional dengan tingkat ketergantungan pada laut masih sangat
tinggi.

Tabel 3
Penguasaan dan Penggunaan Tanah Pulau-Pulau Kecil oleh
Perorangan, Badan Hukum dan Pemerintah Daerah

di Kabupaten Pangkep
No. | Nama Pulau Pengelola Jenis Penggunaan
1 | P.Badi Masyarakat dan Pemda Pemukiman dan wisata
2 | P. Karangrang Masyarakat Pemukiman
3 | P.Panambungan |MoU Pemda dengan Wisata Bahari
BOSOWA CORPORATION
4 | P.Kapoposang MoU Pemda dengan PT, Wisata Bahari
MAKASSAR TIRTA WISATA
5 |P.Balang Lompo |Masyarakat Pemukiman penduduk,
sebagian besar sudah
SHM
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6 |P.Balang Caddi |Masyarakat Pemukiman penduduk,
sebagian SHM
7 | P. Laiya Masyarakat Pemukiman penduduk
8 | P. Polewali Masyarakat Pemukiman penduduk
9 |P.Sarappo Lompo | Masyarakat Pemukiman penduduk
10 |P.Gondong Bali |Msyarakat Pemukiman penduduk

Sumber : Data Primer, 2013

Bahari)

1.
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Sebagai contoh penggunaan tanah pada beberapa Pulau-Pulau
Kecil di Kabupaten Pangkep yang digunakan untuk wisata bahari
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Badan Hukum:

Potensi Wisata Kab Pangkep (Penggunaan Tanah: Wisata

Pulau Langkadea

Tidak ada penghuni, pantai pasir putih

Sarana prasarana: tempat ibadah, olah raga, dan rest house
Kondisi lingkungan baik dan aman, dengan penataan ruang
sudah ada, dan lahan untuk pengembangan masih terbuka
Pemerintah dan swasta punya saham/ investasi, dengan
bagi hasil

Pengelola swasta (Yayasan Amal Amirullah Makassar)
Jarak tempuh: dengan perahu 1 jam dari Pangkep

Pulau Pannambungan

Tidak berpenghuni, pantai pasir putih

Sarana prasarana: tempat ibadah, olah raga, dan rest house
Kondisi lingkungan baik dan aman, dengan penataan ruang
sudah ada, dan lahan untuk pengembangan masih terbuka
Pemerintah dan swasta punya saham/ investasi, dengan
bagi hasil

Pengelola PT. Bosowa Makasar

Jarak tempuh 90 menit dari Makassar dan Pangkajene, 30
menit dengan speed boat

Pulau Kapoposang

Berpenghuni, pantai pasir putih

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Sarana prasarana: tempat ibadah, olah raga, dan rest house
Kondisi lingkungan baik dan aman, dengan penataan ruang
sudah ada, dan lahan untuk pengembangan masih terbuka,
spesies terumbu karang, spesies ikan yang langka, mercu
suar, dan pohon langka (santigi)

Pemerintah dan swasta punya saham/ investasi, dengan
bagi hasil

Pengelola PT. Makasar Tirta Wisata

Jarak tempuh 300 menit dengan perahu dari dermaga
Pangkajene dan Makasar 90 menit dengan speed boat

Pulau Cangkeh

Tidak berpenghuni, pantai pasir putih

Sarana prasarana : belum ada

Kondisi lingkungan baik dan aman, dengan penataan ruang
sudah ada, dan lahan untuk pengembangan masih terbuka
Pengelola pemerintah daerah

Jarak 150 menit dengan perahu melalui Pangkajene dan
Makassar dengan speed boat

Pulau Podang-Podang Caddi

Tidak berpenghuni, pantai pasir putih

Sarana prasarana: belum ada

Kondisi lingkungan baik dan aman, dengan penataan ruang
sudah ada, dan lahan untuk pengembangan masih terbuka
Pengelola pemerintah daerah

Jarak 90 menit dengan perahu melalui Pangkajene dan
Makasar

Pulau Nirwana (Cambang-Cambang)

Tidak berpenghuni, pantai pasir putih, namun dipakai
sebagai upacara jene sapara oleh penduduk sekitar (mandi
Bulan Sapar)

Sarana prasarana: belum ada

Kondisi lingkungan baik dan aman, dengan penataan ruang
sudah ada, dan lahan untuk pengembangan masih terbuka
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- Pengelola pemerintah daerah
- Jarak 30 menit dengan perahu dan 10 menit dengan
speedboat dari dermaga Maccini Baji, Kecamatan Labakang

7. Pulau Jangang Janganggang

- Tidak berpenghuni, pantai pasir putih, namun dipakai
sebagai upacara jene sapara oleh penduduk sekitar (mandi
Bulan Sapar)

- Sarana prasarana: belum ada

- Kondisi lingkungan baik dan aman, dengan penataan ruang
sudah ada, dan lahan untuk pengembangan masih terbuka

- Pengelola pemerintah daerah

- Jarak 180 menit dengan perahu dan 40 menit dengan speed
boat dari dermaga Limbangan

8. Pulau Salemo

- Tidak berpenghuni, merupakan gusung tallang dipakai
sebagai upacara jene sapara oleh penduduk sekitar (mandi
bulan sapar), digunakan untuk penangkapan kepiting
rajungan dan pengolahannya

- Sarana prasarana: belum ada

- Kondisi lingkungan baik dan aman, dengan penataan ruang
sudah ada, dan lahan untuk pengembangan masih terbuka

- Pengelola pemerintah daerah

- Jarak 30 menit dengan speed boat dari dermaga Limbangan

Penggunaan dan pemanfaatan tanah pulau-pulau kecil tersebut,
sampai saat ini masih terbatas dan sederhana terutama untuk
sarana dan prasarana sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan dan
bahkan air bersih juga sulit didapatkan di beberapa pulau.

Penggunaan tanah utamanya untuk pemukiman penduduk dan
pemanfaatan tanahnya untuk berbagai keperluan tersebut lama
kelamaan dapat melahirkan hubungan antara yang menggunakan
atau memanfaatkan tanah pada pulau-pulau kecil tersebut. dimana
yang menguasai adalah masyarakat atau penduduk sekitar maupun
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badan hukum yang menggunakan dan memanfaatkannya untuk
kepentingan lainnya seperti sarana pariwisata.

Dalam penggunaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu
memperhatikan keterkaitan antar pulau, keamanan nasional,
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi, ketersediaan sarana
dan prasarana, kawasan konservasi flora dan fauna termasuk di-
dalamnya yang terancam punah, bentang alam, potensi konflik
pemanfaatan dan faktor-faktor lainnya seperti keunikan, kepekaan
dan transformasi sumberdaya alamnya.

Pembangunan yang dilakukan harus memegang prinsip pada
pembangunan yang berkelanjutan dan keterpaduan yang meliputi
kegiatan ekonomi, sosial dan budaya antar pulau, keterkaitan yang
dapat memberikan sinergitas terhadap pertumbuhan dan per-
kembangan kegiatan sosial ekonomi di kawasan pulau kecil tersebut.
Hal tersebut meliputi skala ekonomi yang tepat, tingkat pengelolaan
yang diharapkan berjalan efisien dan optimal, pelibatan masyarakat/
stakeholders dalam proses pembangunan sehingga semua pihak
diharapkan ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pe-
manfaatan pulau kecil.

D. Penutup

Pola penguasaan tanah pada Pulau-pulau kecil di Kota Makassar
dan Kabupaten ada 3 jenis penguasaan yaitu: 1) Tanah Negara
Bebas; 2) Tanah Negara yang dikuasai oleh masyarakat; dan 3)
Tanah Rincik yaitu semacam tanah hak masyarakat sudah ada
strukturnya, ada pengelolanya dan ada IPEDA-nya, tetapi belum
didaftarkan di BPN. Penguasaan tanah PPK secara penuh yang
meliputi 1 (satu) pulau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang di
swa kelolakan oleh pihak ke tiga dengan MoU. Sedangkan untuk
masyarakat penguasaannya masih berupa bukti PBB dan tanah
rincik yang belum didaftarkan di BPN.

Pola Kepemilikan tanah pada Pulau-pulau Kecil oleh per-
orangan/masyarakat di Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep
oleh Pihak Kantor Pertanahan telah diberikan sertifikasi melalui
PRONA dan PRODA pada PPK dengan pertimbangan telah dikuasai
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secara turun temurun dan secara fisik telah dikuasai dan dimanfaat-
kan selama 20 tahun, dengan proses pengakuan hak. Sedangkan
Pola penguasaan atas seluruh pulau oleh subyek hukum (swasta)
Status penguasaan tanah sampai saat ini belum diproses hak
pengelolaannya (HPL).

Pola penggunaan tanah PPK adalah mengikuti kebutuhan
masyarakat yang menghuninya. Bentuk penggunaan tanahnya
adalah untuk pemukiman penduduk, kebun campur, sarana ke-
sehatan terbatas, sarana pariwisata, sarana pendidikan terbatas.
kantor desa dan fasilitas sosial seperti sarana peribadatan, sarana
pariwisata, sarana olah raga, dan dermaga.

Pemukiman yang ada di PPK memiliki karakteristik Ekonomi
yang Lemah, hal ini karena tidak adanya kepemilikan hak oleh
masyarakat. Untuk itu perlu peningkatan program sertifikasi tanah
baik melalui PRONA maupun Program lainnya. Untuk menentukan
berhak atau tidaknya masyarakat mempunyai sertipikat maka perlu
dikaji melalui pendekatan pada aspek penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Perlu adanya perhatian
dari Pemerintah setempat yang ada terhadap pemanfaatan tanah
PPK. Perlu segera dilakukan Penataan Pemukiman di PPK tersebut
agar Pemukiman yang ada sesuai dengan RTRW yang dibuat oleh
Pemerintah Daerah, penataan ini juga harus memperhatikan
pengembangan pemukiman yang ada, agar penataan yang dilakukan
tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru.

230

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Daftar Pustaka

Harahap, A. Bazar, Dkk. 2005. Tanah Ulayat Dalam Sistem
Pertanahan Nasional. Jakarta: Sandipeda.

Hutagalung, Arie S. 2005. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah
Hukum Tanah. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum
Indonesia.

Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah
Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Harsono, Boedi. 1997. Hukum Agraria Nasional. Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Buku Profil pulau-pulau kecil tahun 2008 di Provinsi Sulawesi
Selatan

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal. 2010. Arah Dan
Kebijakan Penanganan Pulau-Pulau Kecil Terluar Secara
Kegugusan Pulau Sebagai Kawasan Strategis Nasional.
Paper pada Workshop Pulau-Pulau Kecil yang diselenggara-
kan oleh Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, 21
September 2010 di Batam.

Dirman. 1958. Perundang-undangan Agraria di Seluruh Indonesia.
Jakarta: JB. Volters.

Mukhtar Wahid. 2008. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik
Atas Tanah. Jakarta: Republika.

Muchsin, dkk. 2008. Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan
Tanah dan Penataan Ruang. Jakarta: Sinar Grafika.

Patittingi, Farida. 2012. Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di
Indonesia (Studi atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah.
Yogyakarta: Rangkang Education.

Sembiring, Julius. 2012, Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press.

Zainuddin Ali. 2008. Filsafat Hukum.Jakarta: Sinar Grafika.

231



Penataan Sistem Tenurial
Atas Sumber Daya \graria
di Provinsi Sulawesi Tenggara

(Studi Hubungan Hukum dengan Tanah
dan Galian Tambang)

Oleh:
Yahman, I Gusti Nyoman Guntur, dan Ahmad Nashih Luthfi

A. Pendahuluan

Penataan hubungan hukum antara subjek hukum dengan sumber
daya agraria pada dasarnya telah diatur secara sederhana dalam
UUPA. Hubungan antara orang dengan tanah diakomodasi dengan
‘hak’, sedangkan hubungan antara orang dengan sumberdaya
agraria lainnya yang non tanah diakomodasi dengan ijin (Pasal 4 jo
Pasal 8 UUPA).! Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hubungan

1 Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan: “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai
yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan
bumi (garis bawah dari penulis), yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada
dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum.” Selanjutnya, Pasal 8 UUPA menyatakan: “Atas
dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur
pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi (garis bawah dari penulis),
air dan ruang angkasa.” Selanjutnya, Penjelasan Pasal 8 UUPA secara gamblang
menyatakan: “Karena menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) hak-hak atas tanah itu
hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang
bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung
di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan
kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini
merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.”
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hukum dengan tanah lebih kuat daripada hubungan hukum dengan
sumberdaya agraria lainnya, oleh karena hak atas tanah hanya
dapat diberikan terhadap terhadap suatu subjek hukum jika
sebelumnya telah ada alas hak yang mendasarinya; sedangkan ijin
dapat diberikan kepada suatu subjek hukum meskipun sebelumnya
belum memiliki alas-hak. Selain itu, pada penetapan hubungan
hukum berupa hak atas tanah dalam skala besar bahkan harus
didahului ijin lokasi, yakni ijin untuk memastikan bahwa tanah
yang akan diperoleh telah sesuai dengan tata ruang. Mencermati
karakter hukum yang terdapat pada hubungan hukum dengan
tanah dan bahan tambang penting dilakukan ketika kenyataan
menunjukkan bahwa pemberian kedua hubungan hukum itu dapat
terjadi di atas ruang atau di lokasi yang sama.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan 8 UUPA di atas
bahwa hubungan hukum dengan tanah disebut hak atas tanah?
(permukaan bumi), sedangkan hubungan hukum dalam pe-
manfaatan bahan tambang dalam tubuh bumi disebut ijin, yakni
[jin Usaha Pertambangan (IUP).? Dalam implementasinya, risiko
terjadinya “konflik” antara hak atas tanah dengan IUP akan
potensial terjadi. Oleh karena, dalam proses pemberian IUP dikenal
konsep Wilayah Pertambangan (WP) sebagai landasan bagi
penetapan kegiatan pertambangan.# WP ditetapkan oleh

Kiranya, tegas bahwa UUPA memang sejak awal dimaksudkan sebagai ‘induk’ dari
semua aturan hukum mengenai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air dan
ruang angkasa.

2 Pasal 4 ayat (2) UUPA menyatakan: “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1
pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan,
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan
untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam
batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang
lebih tinggi.”

3  Pasal 1 butir 7 UU Minerba menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang
selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal
36 ayat (1) UU Minerba menyatakan bahwa IUP terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni IUP
Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (vide
Pasal 1 butir 8); dan IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan (vide
Pasal 1 butir 9).

4 Pasal 1 butir 29 UU Minerba merumuskan Wilayah Pertambangan sebagai: “wilayah
yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan
adminstrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional”.
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Pemerintahs setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah
(Pemda) dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI) (Pasal 9 ayat (2)).

WP yang ditujukan untuk usaha pertambangan disebut Wilayah
Usaha Pertambangan (WUP).® WUP ditetapkan oleh Pemerintah
setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan
secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(Pasal 14 ayat (1)). Selanjutnya, dikenal pula konsep Wilayah Izin
Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, yaitu
wilayah yang diberikan kepada pemegang I (Pasal 1 butir 31).” Luas
dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh
Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan
kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah (Pasal 17). Di atas WIUP
itulah diberikan IUP. IUP diberikan oleh bupati/walikota apabila
WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. IUP diberikan
oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/
kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari
bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. IUP diberikan Menteri apabila WIUP berada
pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi
dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 37).

Berdasarkan konsep WP dan WIUP di atas, maka konflik antara
hak atas tanah sebagai hubungan hukum dengan tanah (di per-
mukaan bumi) dengan IUP sebagai hubungan hukum dengan bahan

5 Pasal 1 butir 36 UU Minerba merumuskan bahwa Pemerintah Pusat, yang selanjutnya
disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6  Perhatikan Pasal 13 UU Minerba yang menyatakan bahwa WP terdiri atas: (a) Wilayah
Usaha Pertambangan (WUP) ; (b) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan (c)
Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WUP adalah adalah bagian dari WP yang telah
memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi (Pasal 1 butir 30).
WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat
(Pasal 1 butir 32). WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan
strategis nasional (Pasal 1 butir 33).

7 Pasal 16 UU Minerba menyatakan bahwa Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa
WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/
atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
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tambang (di tubuh bumi) akan potensial terjadi.® Sebagaimana
dikemukakan di atas, secara teoretis hubungan hukum dengan
tanah lebih kuat daripada ijin. Namun, perkembangan aturan
hukum agraria tampaknya tidak sepenuhnya berjalan seperti pe-
mahaman di atas. Ketika hak atas tanah “berkonflik™ dengan ijin
usaha tambang, maka hak atas tanah harus “dikalahkan”. Hal itu
tampak dari ketentuan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan yang intinya mengatakan bahwa
apabila ijin kuasa pertambangan atas suatu daerah atau wilayah
telah diperoleh (suatu perusahaan), maka kepada yang berhak atas
tanah ‘diwajibkan memperbolehkan pekerjaaan pemegang kuasa
pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat’
(Pasal 26). Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti
kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di
atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan
daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya (Pasal 25). Inpres
No. 1 Tahun 1976 secara tegas menyatakan: “bila pertindihan
penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak
prioritas pertambangan harus diutamakan”. Berarti, di dalam UU
No. 11 Tahun 1967 ini, tidak ada pilihan pemegang hak atas tanah
selain, menerima kehadiran pemegang ijin usaha pertambangan.
Bahkan, pemeganghak atas tanah yang merintangi atau mengganggu
usaha pertambangan yang sah diancam dengan pidana.

UU Minerba Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Minerba), tampaknya
juga mengambil sikap yang sama. Pasal 37 dan Pasal 134 s/d 138

8 Perhatikan pula Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan. UII Press, Yogyakarta,
2004, hlm. 185, menyatakan: “Selama ada pengusahaan bahan galian, selama itu pula
ada tumpang tindih mengingat karakteristik bahan galian itu sendiri. Tumpang tindih
antara hutan, tambang, tanah adalah sesuatu yang alami, karena hampir semua bahan
galian tambang terdapat di bawah tanah yang di atasnya ditumbuhi hutan, sehingga
tidak bisa dihindari tetapi harus dihadapi dengan kemampuan membuat regulasi yang
tumpang tindih atau harmonis”

9 Konflik dalam bentuk tumpang tindih pemegang izin pertambangan dan penguna
tanah (permukaan bumi) seperti kehutanan/perkebunan/pertanian, hampir tidak bisa
dihindarkan. Apalagi, kenyataan penambangan di Indonesia saat ini yang pada
umumnya masih harus melakukan ‘penambangan terbuka’, dalam arti hampir tidak
bisa dihindari tindakan “mengelupas” permukaan bumi dalam bentang lahan yang luas.
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UU Minerba juga menyatakan bahwa perusahaan pertambangan
harus menyelesaikannya terlebih dulu dengan pemegang hak atas
tanah pada daerah yang akan dikerjakan, yang pelaksanaannya
dapat dilakukan bertahap sesuai kebutuhan. Lebih lanjut, PP 23
Tahun 2010 Pasal 100 ayat (1) dan (2) mengatur penyelesaian
kompensasi melalui sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai.
Oleh karena itu, penyelesaian di luar skenario tersebut dipandang
tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Dari uraian singkat diatas terdapat satu hal yang penting yaitu
dapat terjadi adanya konflik antara hak atas tanah sebagai hubungan
hukum dengan tanah (di permukaan bumi) dengan Ijin Usaha
Pertambangan sebagai hubungan hukum dengan tambang (di tubuh
bumi). Berkaitan dengan hal tersebut diatas,maka penelitian ini
merumuskan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab antara lain:
(1)bagaimanakah penetapan hubungan hukum dengan tanah yang
ada dilokasi tambang? (2) bagaimana penetapan hubungan hukum
dengan bahan tambang di atasnya telah ada hak atas tanah?,(3)
bagaimanakah mengharmonisasikan hubungan hukum atas tanah
sebagai permukaan bumi dengan sumberdaya agraria dalam tubuh
bumi?

Penelitian lapang ini dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi
Tenggara. Pelaksanaan studi lapangan pada tanggal 2 Oktober
sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013,dengan cara menggunakan
penggambilan data observasi langsung, dokumentasi dan wawan-
cara. Untuk observasi langsung dilakukan di 2 (dua) lokasi tambang
nikel sebagai pemegan Ijin Usaha Pertambangan yaitu PT. Bumi
Konawe Abadi (PT.BKA) terletak di Kelurahan Mende, Kecamatan
Motoi, Kabupataen Konawe Utara dan PT. Ifishdeco terletak di Desa
Ngapaaha, Kecamatan Tenaggea, Kabupaten Konawe Selatan.

Mengenai hak kebendaan,perorangan dan lahirnya hak atas
tanah dari hak ulayat dapat diuraikan dengan tabel sebagai berikut.
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Tabel 1
Kriteria Hak Kebendaan dan Hak Perorangan

Unsur Hak Kebendaan Hak Perorangan

Sifat hubungan |hubungan hukum langsung objek tidak ada hubungan
antara subjek dan objek berupa |kepemilikan/ kepunyaan
hubungan kepemilikan/ yang ada hanya hubungan
kepunyaan hukum antar subjek

berkenaan dengan

Isi Kewenangan | Memberikan kewenangan yang |hanya memberi kewenangan

luas yaitu memanfaatkan/ terbatas yaitu
menikmati benda/objek yang | memanfaatkan/ menikmati
bersangkutan atau hasilnya, benda/hasilnya

melakukan semua perbuatan
hukum atas benda, dan
memanfaatkan nilai ekonomis

benda
Daya lekat Haknya melekat/mengikuti hak hanya melekat selama
haknya terus menerus di tangan berada dalam penguasaan
siapapun benda berada subjek yang diberi

(drott de suite)

Pembebanan Dapat dibebani dengan hak lain | Tidak dapat dibebani
dengan hak lain | baik hak perorangan maupun | dengan hak yang lain
hak kebendaan lainnya dan hak |apapun.

jaminan untuk pelunasan utang

Sumber: Diringkas dari L.J. van Apeldoorn dan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Tabel 2
Proses Lahirnya Hak Atas Tanah dari Tanah Ulayat

No |Tahapan Jenis Hak

1 Pencarian dan pemilikan lahan Hak wenang pilih

2 Pemberitahuan kepada kepala masyarakat dan Hak terdahulu
pemberian tanda larangan atas tanah

3 | Membuka dan Mengolah Tanah Hak menikmati

4 | Pengolahan tetap secara terus menerus Hak pakai

5 Mewariskan tanah Hak milik
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B. Sulawesi Tenggara sebagai Sirkuit Kapital
Ekonomi Pertambangan

B.1. Pulau Sulawesi dan Koridor Ekonomi Pertambangan

Kepulauan Sulawesi dalam kebijakan dan strategi pengem-
bangan ekonomi nasional yang terencana dalam dokumen Master
Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025 ditetapkan sebagai koridor ekonomi untuk melakukan
“Produksi dan Pengolahan Migas dan Pertambangan Nasional”.
Melalui produksi komoditas tertentu, yakni tambang (utamanya
nikel), kehadiran pertumbuhan kapital di wilayah ini akan meng-
ubah ruang spasial dalam bentuk pengambil-alihan tanah secara
besar-besaran, pengubahan lanskap geografis, dengan proses dan
mekanisme yang menopang dan melancarkan penggelembungan
kapital tersebut yang berdampak secara mendalam dan meluas
terhadap kondisi masyarakat setempat dan penguasaan dan pe-
milikan tanah mereka. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara baik
darat maupun laut seperti yang diuraikan didalam gambaran umum
Sulawesi Tenggara, memiliki luas daratan 38.140 km2 luas perairan
114.879 km2 dengan jumlah pulau 60 buah yang dijelaskan dalam
peta wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai bahan tambang
mineral logam dan non logam menyebar hampir merata di seluruh
Kabupaten/Kota kecuali Kabupaten Wakatobi dan Kota Kendari,
sebaran bahan tambang seperti nikel, emas dan aspal terpusat pada
beberapa kawasan yaitu: Kolaka Utara, Konawe Utara, Konawe
Selatan dan Bombana serta di Pulau Buton. Untuk wilayah di
Kabupaten Konawe Utara memiliki luas potensi 82.626,03 Ha
memiliki cadangan bahan galian nikel 46,007 milyar wmt sedangkan
di Kabupaten Konawe Selatan terdapat tiga kawasan yaitu kawasan
Torobulu, kawasan Kabaena dan kawasan Rumbia dengan memiliki
luas potensi 267.588,14 ha yang diperkirakan memiliki cadangan
bahan galian tambang nikel 34,13 milyar wmt dan cadangan bahan
galian tambang emas 443.000 ton.

Saat ini ada kemudahan Ijin Usaha Pertambangan bagi peng-
usaha pertambangan yang pada umumnya adalah berbentuk badan
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hukum swasta yaitu Perseroan Terbatas maupun badan hukum
pemerintah Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dapat pula Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota(BUMD).

[jin Usaha Pertambangan (IUP) di kabupaten/kota cukup di-
terbitkan oleh Bupati/Walikota untuk wilayah lintas kabupaten/
kota diterbitkan oleh Gubernur sedangkan untuk wilayah lintas
provinsi IUP diterbitkan oleh Menteri.Sumber informasi dari Dinas
Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara telah diterbitkan
sebanyak 520 Ijin Usaha Pertambangan yang ditanda tangani oleh
bupati untuk wilayah seluruh kabupaten Provinsi Sultra.

B.2. Konteks Global dan Nasional

Pemerintah Indonesia pada 20 Mei 2011 menerbitkan suatu
Peraturan Presiden No.32 tahun 2011 tentang Master Plan Per-
cepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—
2025 (MP3EI). Kebijakan ini dirancang untuk “mempercepat
pengembangan berbagai program pembangunan, terutama dalam
mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan
ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pem-
bangunan SDM dan IPTEK”. Masterplan ini menargetkan nantinya
berdampak pada pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen
pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada periode
2015-2025. Untuk mencapai visi itu, pemerintah melakukan
kebijakan salah satunya adalah Peningkatan nilai tambah dan per-
luasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan
aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui
penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di
dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Strategi yang dilakukannya adalah dengan cara menyediakan
ruang dan tanah air di sepanjang kepulauan Indonesia sebagai
wilayah penyuplai pendapatan ekonomi, atau dikenal dengan
pengembangan potensi ekonomi melalui koridor koridor ekonomi
yang menghubungkan basis-basis produksi lokal sehingga dapat
berhubungan langsung dengan distribusi dan tujuan ekspornya
(capital backwashing). (1) Koridor Ekonomi Sumatera fokus pada
“Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi
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Nasional”; (2) Koridor Ekonomi Jawa sebagai “Pendorong Industri
dan Jasa Nasional”; (3) Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai
“Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi
Nasional”; (4) Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai “Pusat Produksi
dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas
dan Pertambangan Nasional”; (5) Koridor Ekonomi Bali — Nusa
Tenggara sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung
Pangan Nasional”; dan (6) Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan
Maluku sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi,
dan Pertambangan Nasional”.

Tema pembangunan masing-masing
koridor ekonomi dalam percepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi

Sentra Pendorong Pusat Pusat Produksi  Pintu Gerbang Pusat
Produksi dan Industri dan Produksidan | dan Pengolahan Pariwisatadan  Pengembangan
Pengolahan lasa Nasional Pengolahan Hasil Pertanian, Pendukung Pangan,
Hasil Bumi Hasil Tambang Perkebunan, Pangan Nasional Perikanan,
dan Lumbung dan Lumbung Perikanan, Energi dan
Energi Nasional EnergiNasional |  Migas dan Pertambangan
Pertambangan Nasional
Nasional

Gambar. 1. Tema Koridor Ekonomi Kawasan Indonesia

Konteks global dan nasional inilah yang menjadi kekuatan
terbesar dalam mentransformasikan penguasaan tanah di Indonesia
saat ini. Konteks semacam ini menjadi kondisi-kondisi yang me-
mungkinkan terampasnya tanah, perubahan tata guna tanah dan
kawasan, dan tereksodusnya populasi pedesaan dan pedalaman.
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Proyek perencanaan pembangunan seperti MP3EI merupakan
bagian dari upaya untuk memperdalam “integrasi dan kerjasama
ekonomi antar negara Asia secara umum”, sebagaimana tertera.
Dasar pemikiran utama dari model integrasi ekonomi untuk Asia
ini bertumpu pada teori mengenai- Geografi Ekonomi Baru
(Krugman 1991; 2010) untuk melakukan reorganisasi spasial dan
membentuk ulang Geografi Ekonomi Baru (GEB) dalam rangka
memperlancar interaksi dan aliran kapital, barang dan tenaga kerja
untuk aktivitas produksi-konsumsi. GEB ini kembali digaungkan
oleh laporan Bank Dunia (2009), World Development Report,
tahun 2009 yang bertajuk “Reshaping Economic Geography’.
Laporan Bank Dunia ini berupaya untuk menginvestigasi relasi
antara pertumbuhan makro ekonomi dengan pembentukan-ulang
geografi pada umumnya dan pembangunan regional

David Harvey dalam Spaces of Capital Towards a Critical
Geography (2009) mendudukkan paradigma semacam itu sebagai
bagian dari upaya untuk mengintegrasikan pembangunan geografi
yang tak merata (uneven geographical development) yang
dihasilkan oleh neoliberalisme untuk masuk kembali ke dalam
reproduksi kapitalisme. Karena itu, sebenarnya kerangka seperti
MP3EI itu sebenarnya merupakan suatu proyek rekonstruksi
geografis untuk reproduksi sistem kapitalisme guna merestorasi
kembali kekuasaan kelas kapitalis.

C. Kebijakan Pertambangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara membuat
kebijakan ekonomi pertambangan dengan berdasarkan kebijakan
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusu (KEK) berbasis per-
tambangan. Sebagaimana UU RI No. 39 Tahun 2009 Tentang
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dinyatakan bahwa KEK di-
kembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan
geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung
kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang
memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Sebagai-
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mana ditunjukkan dalam gambar peta di bawah, bertanda kuning
adalah kawasan ekonomi khusus pertambangan, meliputi
Kabupaten Konawe Utara, Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Selatan,
dan Kabupaten Buton yang berada di kepulauan.
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Gambar 2. Peta kawasan ekonomi khusus pertambangan, Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011

Berdasarkan penelitian potensi pertambangan oleh Dinas
ESDM Provinsi, Sulawesi Tenggara memiliki potensi mineral
sebagai berikut.
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Berdasarkan jenis komoditas :
1. Mineral logam 2. Mineral bukan logam 3. Batuan 4. Batubara
- Nikel - Batu gamping untuk semen - Oniks - Batubara
- Emas - Clay (lempung) - Pasir batu (sirtu) - Aspal
- Kromit - Pasir kuarsa - Batugamping kristalin
- Pasir besi - Dolomit - Batugamping terumbu
- Magnesit - Marmer

- Mangan

Gambar.3. Peta Ikhtisar Geologi dan Potensi Bahan Galian, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dari daftar potensi di atas, prioritas utama pertambangan di
wilayah ini adalah nikel. Neraca sumberdaya logam nikel Provinsi
Sultra per Desember 2011 adalah sebagai berikut:
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Cadangan Produksi Bijih Nikel (Ton)
No | Kabupaten
(Ton) 2008 2009 2010 2011
1 | Kab Kolaka 12,819,244,028.00 | 3,001,588.00 | 899,830.00 1,269,907.00 | 6,596,010.00
2 | Kab Bombana 28,200,014,800.00 1,286,135.00 |518,400.00 |59,700.00
3 | Kab Kolaka Utara | 2,763,796,196.00 109,055.00
4 | Kab Konawe Utara | 46,007,440,652.72 10,414,798.00 | 474,869.00 |204,350.00
5 | Kab Konawe 4,348,838,160.00 655,410.00 1,595,864.00 | 1,702,600.00
Selatan
6 | Kab Buton dan Kota | 1,676,332,000.00 515,819.00 911,357.00
Bau-bau
7 | Kab. Konawe 1,585,927,189.00
Jumlah 97,401,593,025.72

Merespon kebijakan dan strategi nasional di atas, Provinsi
Sulawesi Tenggara menyusun konsep tata kelola pertambangan
dalam rencana RTRW (2012) yang saat ini masih dalam proses
persetujuan di DPRD, pemerintah daerah menetapkan kawasan
peruntukan pertambangan dalam Usaha Pertambangan (WUP)
seluas 1.624.87 Ha. Keseluruhannya secara terperinci berada di
kabupaten berikut ini:

1. Kabupaten Bombana seluas 186.251,79 Ha dengan potensi
tambang Emas Placer, Nikel Laterit dan Tromit Placer;

2. Kupaten Buton seluas 157.675,99 Ha dengan potensi tambang
Mangan, Nikel Laterit, Aspal dan Batu Gamping;

3. Kabupaten Buton Utara seluas 37.643,44 Ha dengan potensi
tambang Pasir Kromit, Biji Besi atau Pasir Besi, Aspal dan Batu
Gamping;

4. Kabupaten Kolaka seluas 115.992,57 Ha dengan potensi
tambang Nikel Laterit, Besi Laterit atau Biji Besi, Marmer dan
Batu Gamping;

5. Kabupaten Kolaka Utara seluas 233.115,46 Ha dengan potensi
tambang Nikel Laterit, Pasir Krom (Kromit Placer), Marmer
dan Batu Gamping;

6. Kabupaten Konawe seluas 458.623,41 Ha dengan potensi
tambang Nikel Laterit, Batu Gamping dan Marmer;
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7. Kabupaten Konawe Selatan seluas 132.852,29 Ha dengan
potensi tambang Nikel Laterit, Marmer dan Batu Gamping;

8. Kabupaten Konawe Utara seluas 278.297,91 Ha dengan potensi
tambang Nikel Laterit, Biji Besi, Batu Gamping dan Marmer;

9. Kabupaten Muna seluas 4.057,37 Ha dengan potensi tambang
Batu Gamping, Aspal;

10. Kota Baubau seluas 13.546,14 Ha dengan potensi tambang
Nikel, Aspal dan Batu Gamping; dan

11. Kota Kendari seluas 6.818,9 Ha dengan potensi tambang Batu
Gamping.

Saat ini tercatat telah ada 520 IUP yang dikeluarkan oleh Gubernur/
Bupati kepada perusahaan pertambangan dalam beragam skala
mulai kecil hingga besar. Terdapat banyak pemilik IUP yang selain
tidak beroperasi juga tidak memiliki kawasan pertambangan.

Meluasnya pertambangan dan banyaknya IUP yang telah di-
keluarkan itu memunculkan pertanyaan tentang bagaimana cara
dan proses perolehan atas tanah yang digunakan sebagai wilayah
pertambangan, yang dapat terjadi di atas tanah masyarakat, tanah
(kuasa) negara, ataupun tanah kawasan hutan; bagaimana
hubungan antara hak dan ijin atas tanah pertambangan, apakah
terjadi tumpang tindih keduanya dan bagaimana upaya harmoni-
sasinya; serta apakah terjadi konflik yang dihasilkan dari ketidak-
jelasan perolehan hak serta hubungan hukum atas tanah tersebut,
dan bagaimana bentuk konflik yang terjadi? Inilah berbagai per-
tanyaan yang diurai dalam bab selanjutnya ini.

D. Antara Ijin dan Hak dalam Kuasa
Pertambangan

D.1. Hak Atas Tanah Usaha Pertambangan

Pada awalnya perusahaan pertambangan sebelum beroperasi
akan mengajukan Ijin Usaha Pertambangan kepada Bupati yang
selanjutnya oleh Bupati apabila disetujui diterbitkan IUP dengan
menyebutkan desa maupun kecamatan dengan luasannya, namun
tidak dilampirkan peta bidang tanah yang telah diukur secara
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kadastral yang menjelaskan secara rinci mengenai letak koordinat
lokasi yang ditunjuk serta dengan hitungan luas pasti,selanjutnya

peta bidang tersebut dikemudian hari dapat digunakan sebagai
alat/sarana yang tepat untuk rekonstruksi batas bidang tanah
setelah pasca tambang atau operasi tambang dinyatakan selesai,
seperti yang telah berjalan di desa Mende Kabupaten Konawi Utara
dan Ngapaaha, Kecamatan Tinanggea kabupaten Konawi Selatan
tanpa ada peta bidang tanah. Dalam pelaksanaan Ijin Usaha
Pertambangan ada dua tahapan:

1. [jin Usaha Pertambangan Eksplorasi.
2. [jinUsaha Pertambangan Operasi Produksi.

Lamanya ijin usaha pertambangan bervariasi ada yang dua
puluh (20) tahun ada pula yang tiga puluh (30) tahun, hal tersebut
memperhatikan lokasinya apabila luasan lokasi yang dimintakan
ijin relatif luasnya kecil akan diberikan jangka waktu lebih pendek
atau adanya kesepakatan antara pemilik lahan dengan pihak per-
usahaan tambang. Salah satu isu penting dalam pengembangan
kegiatan pertambangan versus kelestarian lingkungan hidup adalah
tumpang tindih dan konflik penggunaan lahan. Di satu sisi, per-
tambangan dalam ekonomi nasional diposisikan sebagai andalan
pemasukan devisa negara, sekaligus ‘motor penggerak’ per-
tumbuhan. Kontribusi kegiatan pertambangan terhadap negara
berupa royalti (sesuai perkembangan kegiatan) dan landrent (pajak
tanah) kepada pemerintah pusat. Di samping itu, nampak juga ada-
nya peningkatan kesejahteraan perkotaan. Hal itu dapat diketahui
dari sebelum tambang masuk lalu lintas sangat sepi, sedang sejak
tambang mulai masuk (tahun 2007), penumpang pesawat mulai
bertambah, hotel hampir dihuni pengusaha tambang, dan sebagai-
nya. Kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
secara kasat mata masyarakat mulai membangun rumah beton,
anak sekolah di Perguruan Tinggi, sebelum tambang BKA masuk,
pendapatan masyarakat sekitar RP.500.000 sampai dengan Rp. 1
juta perbulan dari tanaman kakao, namun sekarang per bulan ada
sekitar Rp. 3 juta yang berasal dari kompensasi sekitar Rp. 2 juta
per KK yang diperoleh sekali waktu.
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Dilihat dari sisi perundang-undangan Minerba yaitu UU Nomor
4 Tahun 2009 Pasal 134 mengatur mengenai penggunaan tanah
untuk kegiatan usaha pertambangan yaitu kegiatan usaha per-
tambangan dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari instansi
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi
hak atas tanah permukaan bumi dan IUP, IPR, dan IUPK bukan
merupakan pemilikan hak atas tanah. Dapat dipahami bahwa per-
usahaan pertambangan harus menyelesaikan® kepemilikan/
penguasaan hak atas tanah pada wilayah yang akan dikerjakan,
yang pelaksanaannya dapat dilakukan bertahap sesuai kebutuhan.

Berdasarkan pengamatan penulis, masalah pokok penyebab
terjadinya tumpang tindih antara sektor perkebunan dengan per-
tambangan yaitu antara lain, pertama adalah faktor managemen
yaitu karena tidak adanya koordinasi antara dinas — dinas terkait,
seperti otoritas perkebunan, otoritas pertambangan bahkan otoritas
pertanahan. Misalnya otoritas perkebunan ego dengan dirinya,
begitu juga dengan pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam
di daerah masih dilakukan berdasarkan ego sektoral. Tidak ada
kesepakatan bagaimana suatu wilayah dipetakan berdasarkan
fungsinya.

Ijin usaha pertambangan tidak mencakup hak atas permukaan
bumi (tanah), sehingga dapat saja kegiatan pertambangan tidak
berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah di bagian
permukaanya, tetapi mengeksploitasi kekayaan alam ditubuh bumi.
Selanjutnya pada ijin usaha perkebunan yang diberikan ijin adalah
tanah di permukaan dan tidak mencakup sampai kedalaman
tertentu.Inilah alasan yang digunakan pemerintah daerah dalam
permasalahan tumpang tindih yang selama ini terjadi.Salah satu

10 Dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) diatur mengenai
penyelesaian kompensasi melalui sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai, yaitu
sebagai berikut:1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang
akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh
hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2)  Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib memberikan
kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.
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produk hukum di Indonesia yang tidak mencerminkan fungsi
hukum untuk memberikan kepastian hukum, mencapai keadilan
dan efisiensi adalah asas pemisahan horizontal dalam hukum per-
tahanan.Penerapan asas pemisahan horizontal adalah konsekuensi
dari dimasukkannya unsur hukum adat ke dalam hukum pertahanan
nasional.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang
hak dengan hak atas tanahnya, ada 2 (dua) macam asas dalam
hukum tanah, yaitu: asas pemisahan horisontal dan asas pelekatan
vertikal". Asas pemisahan horisontal merupakan alas atau dasar
yang merupakan latar belakang peraturan yang konkrit yang ber-
laku dalam bidang hukum pertanahan dalam pengaturan hukum
adat dan asas ini juga dianut oleh UUPA. Berdasarkan asas
pemisahan horizontal, dimungkinkan dalam satu bidang tanah
yang sama terdapat beberapa hak kepemilikan atas tanah secara
bersamaan. Misalnya ada tanah hak milik individu, di atasnya
dibuat perjanjian dengan pihak konstruktor agar dapat dibangun
gedung perkantoran yang dilekatkan Hak Guna Bangunan (HGB)
selama 30 tahun.Jadi dalam sebidang tanah, ada dua hak yang
melekat. Hak primer yaitu hak milik (individu ataupun hak
menguasai negara), dan hak sekunder (Hak Pakai, Hak Pengelolaan,
Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan lain-lain). Sedangkan
asas perlekatan vertikal merupakan alas atau dasar pemikiran yang
melandasi hukum pertanahan dalam pengaturan KUHPerdata.
Dalam asas ini, bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah
merupakan satu kesatuan, bangunan dan tanaman tersebut bagian
dari tanah yang bersangkutan. Hak atas tanah dengan sendirinya,
karena hukum meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman

11 Asas pemisahan horisontal yaitu suatu asas yang mendasarkan pemilikan tanah dengan
memisahkan tanah dari segala benda yang melekat pada tanah tersebut, termasuk
kekayaan alam di bawah permukaan bumi. Kekayaan alam yang terkandung di dalam
bumi disebut bahan-bahan galian, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-
bijih dan segala macam batuan,termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan
endapan-endapan alam(Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan(LN 1967-227, TLN 2831).Sedangkan asas pelekatan
vertikal yaitu asas yang mendasarkan pemilikan tanah dan segala benda yang melekat
padanya sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadi satu.
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yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan
lain dengan pihak yang membangun dan menanamannya.

RUANG ATAS TANAH

7
PERMUKAAN BUMI {TANAH]}/

RUANG BAWAH TANAH

Gambar 4: Bagan asas pemisahan horizontal dalam pemilikan sumberdaya alam

Dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum hak atas tanah yang
berada dilapisan atas kulit bumi dengan tambang yang ada diperut
bumi maka terjadi prubahan bentang lahan yang disebabkan operasi
tambang lewat permukaan bumi yang merupakan letak dari hak
atas tanahnya.

Gambar. 3. Akibat Penambangan PT BKA: perubahan bentang lahan, vegetasi hilang dan
debu di sekitar Desa Bende
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D.2.Kawasan Pertambangan di atas Tanah yang telah
Ber-Hak

Secara kelembagaan pemberian Ijin Usaha Pertambangan di
bawah HGU dimungkinkan, dengan syarat HGU dilepaskan terlebih
dahulu menjadi tanah negara, atau pemegang HGU mengajukan
mengenai ijin perubahan penggunaan lahan®. Menurut penulis,
pernyataan itu kurang tepat, karena jika dilepaskan hak atas tanah-
nya (HGU) berarti IUP berada di atas tanah Negara sebagaimana
bahasan di atas. Sedangkan jika HGU-nya tetap dan hanya peng-
gunaan tanahnya yang diubah, akan menyisakan persoalan lagi
yakni apa yang lebih cocok penggunaan HGU tersebut, mengingat
HGU hanya dapat digunakan untuk pertanian dalam arti luas
seperti perkebunan, tambak, dan sebagainya, namun tidak mungkin
digunakan untuk pertambangan. Dengan kata lain, jika sebidang
tanah sudah ada suatu hak atas tanahnya, maka sebelum penetapan
IUP atau IUPK dapat saja tidak menyelesaikan bidang-bidang hak
atastanahnyaasalkan dalam proses eksplorasinya tidak mengganggu
pemanfaatan hak atas tanah yang ada di atas IUP/IUPK tersebut.
Hanya saja, karena pada umumnya dalam kegiatan penambangan
nikel modelnya terbuka (open space) yang prosedurnya mulai dari
kupas pucuk, tambang, dan reklamasi, sehingga akan menggunakan
permukaan bumi (hakatas tanah), maka sebelum penetapan per-
jjinan tambang (IUP/IUPK) terlebih dahulu dilaksanakan
penyelesaian bidang-bidang tanah dari pemilik tanah. Pasal 135 UU
Minerba mengamanatkan bahwa pemegang IUP eksplorasi atau
IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah
mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.Makna per-
setujuan dari pemegang hak atas tanah dapat berarti pembelian's
sehingga tanah tersebut menjadi milik perusahaan atau dengan
cara sewa tanah.

12 Sarwan Inggadi, Konflik HGU PT. Ifishdeco dengan Masyarakat di Kecamatan
Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, skripsi, Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional, Tahun 2012, halaman 37

13 Jika hak atas tanah semula (yang dijual) tidak dapat dipunyai oleh perusahaan, maka
perolehan tanahnya dilakukan melalui acara pelepasan hak, dilanjutkan dengan proses
permohonan hak atas tanah yang sesuai yaitu “hak pakai” oleh perusahaan.
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Persetujuan antara masyarakat pemegang hak untuk melepas-
kan tanahnya melalui lembaga jual beli putus (melalui pembebasan
tanah) dan selanjutnya dimohonkan HGB dalam hal tanah dimaksud
digunakan untuk tanah keperluan kantor, stok file dan pelabuhan#
PT BKA. Sedangkan persetujuan kedua berupa perjanjian sewa
tanah pada sebagian besar dalam kasus IUP yang dimiliki PT BKA
di Desa Bende, tanahnya semula berupa tanah pertanian (tegalan
yang ditanami dengan jambu mete, pinang, bilaa atau maja, wikoro
semacam ubi, serta hutan belantara)®, sehingga jika penyelesaian
bidang tanah pertanian tersebut melalui sewa-menyewa® (lihat
contoh terlampir) berarti melanggar ketentuan Pasal 10 UUPA yang
menentukan bahwa: “Setiap orang dan badan hukum yang mem-
punyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan
mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan
mencegah cara-cara pemerasan”. Menurut penjelasan Umum
Rowawi II UUPA,mengingat akan susunan masyarakat pertanian,
untuk sementara masihdimungkinan adanya sewa, bagi-hasil, dan
gadai tanah pertanian, dengan ketentuanperjanjian tersebut tidak-
bolehdiserahkanpadapersetujuanpihak-pihakyangberkepentingan
sendiri atas dasar “freefight”, akan tetapi pemerintah akan mengatur
cara dan syarat-syaratnya, sehingga memenuhi pertimbangan
keadilan dan dicegah cara-cara pemerasan (“exploitation de
[-’homme par ’Thomme”).

Menurut penulis, yang dilarang sebenarnya adalah sewa tanah
pertanian yang mengakibatkan monopoli penguasaan tanah
pertanian oleh segelintir orang, sehingga petani menjadi buruh tani
atas tanahnya sendiri.Dalam kasus ini, semula tanahnya memang
berupa tanah pertanian, namun setelah ditambang (ada perjanjian)
pemanfaatan tanahnya tidak lagi diklasifikasikan sebagai tanah
pertanian. Dengan kata lain terjadi penyelundupan hukum dalam

14 Wawancara dengan Safrayansah, pegawai PT BKA, tanggal 6 Oktober 2013.

15 Wawancara dengan Lurah Bende Kecamatan Motoi, Kabupaten Konawe Utara (Ilham,
SSiT, MSi) tanggal 7 oktober 2013.

16 Tanah masyarakat pengelolaannnya dilakukan dengasn sistem kontrak selama 20
tahun. Setelah kontrak berakhir tanah kembali pada masyarakat. Rata-rata surat
pengalihan hak dilakukan dengan sistem sewa (wawancara dengan Lurah Bende)
tanggal 7 oktober 2013.
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proses perjanjian sewa tanah atau kontrak antara pemilik tanah
dengan PT BKA. Sisi positif daripada model sewa atau pinjam pakai
dalam jangka waktu tertentu ini berarti status hak atas tanah masih
tetap dan dimiliki masyarakat/pemilik semula, dan pemilik semula
memperoleh berbagai kompensasi, seperti: 1) ganti rugi atas
tanaman dan atau bangunan yang ada pada bidang tanah, bagi hasil
atau sharing penjualan (royalty). Disamping itu, bagi masyarakat
yang ada di sekitar lokasi tambang yang terkena dampak dari
eksplorasi pertambangan memperoleh kompensasi berupa CSR
maupun uang debu, uang kebisingan, uang tidur dan sebagainya’;
Selanjutnya Safransyah juga menyatakan bahwa status tanah
semula merupakan penguasaan tanah oleh masyarakat (“tanah
negara?”) dengan bukti SKT yang dibuat oleh Camat, dan baru
muncul saat transaksi. Artinya, terdapat kegamangan mengenai
status tanah semula yang dimaknai sebagai tanah Negara, padahal
sudah dikuasai masyarakat sejak tahun 1980-an.

Selain status tanah sebagaimana bahasan di atas, aspek
administrasi pertanahan lain yang perlu diperhatikan jika per-
setujuan terhadap bidang tanah dilakukan melalui cara sewa atau
bagi hasil adalah mengenai kepastian obyek yaitu batas dan letak
tanahnya. Di atas sudah dijelaskan bahwa umumnya penambangan
model terbuka (open space) yang prosedurnya diawali dari survai
awal, studi kelayakan, kupas pucuk (kupas top soil), tambang, dan
diakhiri dengan reklamasi, sehingga akan menggunakan permukaan
bumi (hak atas tanah). Berkaitan dengan bentuk penyelesaian
bidangtanah dengan pemeganghak melalui pembelian (pembebasan
tanah) diperlukan data dan informasi mengenai luas tanahnya guna
pertimbangan dalam penentuan besarnya kompensasi atas bidang
tanahnya.Untuk memperoleh data luas bidang tanah dimaksud di-
perlukan kegiatan pengukuran bidang-bidang tanah sebelum
kegiatan perolehan tanahnya.

Sedangkan jika bentuk penyelesaiannya berupa sewa atau bagi
hasil, maka setelah berakhirnya kegiatan eksplorasi dilakukan
kegiatan reklamasi. Kegiatan reklamasi tersebut bukan hanya

17 Wawancara dengan Safrayansah, pegawai PT BKA, tanggal 6 Oktober 2013.
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sekedar upaya mengembalikan bentuk/topografi bentang lahan
agar dapat diolah (ditanami) dan dimanfaatkan kembali oleh
pemilik tanah semula, tetapi juga terdapat urgensi proses
pengembalian batas-batas dan letak bidang tanah yang disebut
rekonstruksi batas bidang-bidang tanah. Agar rekonstruksi batas
ini dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka sebelum kegiatan
eksplorasi tambang selain kegiatan pengukuran bidang-bidang
tanah juga wajib dilakukan pengikatan bidang-bidang tanah pada
suatu titik tetap (titik dasar teknik) sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.Adanya data dan informasi mengenai
bentuk, luas, dan letak bidang tanah sejak awal ini sangat diperlukan
sebelum proses perijinan mengenai usaha pertambangan ini di-
lakukan.

D.3. Harmonisasi dalam Penetapan Hak Atas Tanah dan
Penetapan Ijin Pertambangan

Bentuk konflik dan sengketa kewenangan dapat terjadi antara
lembaga negara baik pusat-daerah maupun sektoral. Dalam konteks
keruangan, salah satu konflik yang mengemuka adalah kata
“pemerintah” dalam menentukan/pendefinisian kawasan hutan,
dipahamisecaraumum merupakan kewenangan Menteri Kehutanan
(lihatUU41Tahun1999tentang Kehutanan),namunjugapemerintah
daerah dengan otonominya juga memiliki kewenangan mengatur
penataan ruang di wilayahnya masing-masing.

Sementara UU Kehutanan memberikan ruang bagi Pemerintah
untuk menunjuk kawasan hutan, rezim UU 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara seolah membiarkan begitu
saja daratan yang sama kemudian harus dibagi habis pula ke dalam
wilayah pertambangan. Hiruk pikuk keruangan ini kemudian di-
tambah lagi dengan konsep kawasan lainnya dalam pelbagai per-
aturan perundang-undangan misalnya pola dan struktur ruang
dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan kawasan
pertanian pangan berkelanjutan dalam UU 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Permasalahan
tumpang tindih pengaturan ini bukannya tidak disadari. Bahkan
dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
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Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsitelah menegaskan
perlunya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan sesuai dengan kebijakan nasional dengan kebutuhan
daerah terkait masalah sumber daya alam, khususnya terkait
masalah bidang kehutanan, mineral dan batu bara, sumberdaya air,
pertanahan, dan tata ruang.

Beberapa kementerian pada hakekatnyaakan dibebankan untuk
membangun wilayah usaha sektornya masing-masing. Dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubaramelalui Wilayah Usaha Pertambangan, yang
kemudian diklasifikasi lagi ke dalam Wilayah Ijin Usaha Per-
tambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat,misalnya menentu-
kan lokasi yang akan diberikan ijin. Secara normatif dalam Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diatur juga
tentang perlunya penyusunan perencanaan perkebunan termasuk
dalam segi wilayahnya dengan memperhatian rencana tata ruang
dan lingkungan hidup diantaranya.Sementara itu Undang-undang
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan juga menetapkan adanya lahan pertanian
berkelanjutan yang perlu diadakan oleh Pemerintah Daerah dalam
penetapan tata ruangnya. Undang-undang Penataan Ruang
seharusnya mampu menjadi basis bagi seluruh penataan usaha
seluruh sektor.Namun pengaturan kawasan budi daya dalam UU
Penataan Ruang tidak menjelaskan bagaimana rencana pem-
bangunan dan usaha masing-masing sektor tersebut harus di
integrasikan.

Dalam rangka proses perijinan IUP/IUPK harus didahului
dengan perijinan lokasi. Ijin lokasi ini merupakan dasar untuk
melakukan perolehan tanah.Perolehan tanah dapat berupa: 1)
pemilikan tanah melalui pembelian (pembebasan tanah) atau; 2)
penguasaan tanah melalui pinjam pakai dengan kompensasi. Dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan
hukum hak atas tanah, status tanah baik melalui pembebasan dan
atau sewa pakai wajib didaftarkan pada otoritas pertanahan;Teknis
pencatatan dalam buku tanah dan sertipikat harus dilakukan secara
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lengkap utamanya mengenai kewenangan, kewajiban, danlarangan/
batasan-batasan dalam pemanfaatan tanah tersebut.

Tumpang tindih kewenangan lintas sektoral juga terjadi antara
HGU PT. Ifishdeco dengan IUP PT. Baula Petra Buana di Kecamatan
Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Untuk diketahui di areal
HGUNo.2/Ngapaaha a.n PT. Ifishdeco telah terbit IUP atas nama
PT. Ifishdeco berdasarkan SK. Bupati Konawe Selatan No.1321
tanggal 8 September Tahun 2010 seluas 800 Ha dan IUP PT. Baula
Petra Buanaberdasarkan SK. Bupati Konawe Selatan No.1931
tanggal 14 Desember Tahun 2009 seluas 997,3 Ha. Akibatnya terjadi
konflikantara kedua pemegang IUP pertambangan tersebut.

E. Penerbitan HGU di Tinanggea, peralihan hak
dan peng(-salah)gunaannya untuk
Pertambangan

E.1. Penerbitan HGU

Sertipikat Hak Guna Usaha PT.IFISHDECO (Jakarta Selatan)
berada di wilayah Kecamatan Tinanggea. Perolehan haknya ber-
dasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha oleh Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 7/HGU/BPN/1992 tanggal 25
Maret 1992 dengan luas 4.680,29 Ha, peruntukan penggunaan
tanahnya untuk tanaman kebun jarak, mete dan coklat yang telah
diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Konawe (sekarang
Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan). Oleh PT
IFISHDECO dimohonkan ijin pemecahan terhadap HGU nomor 1/
Ngapaaha tertulis pemegang haknya PT IFISHDECO berkedudukan
di Jakarta dalam rangka akan dialihkan kepada PT. AGROMETE
PRANATANI. Permohonan ijin pemecahan telah dikabulkan yang
selanjutnya diterbitkan pemecahan sempurna menjadi dua bidang
sertipikat dengan menyesuaikan wilayah administrasi desa dengan
adanya pengembangan penambahan jumlah kabupaten yang
sebelumnya masuk wilayah kabupaten Konawe berubah menjadi
kabupaten Konawe Selatan, kecamatan Tinanggea,untuk desanya
terbagi menjadi dua desa yaitu desa Ngapaaha dan desa Roraya
kedua-duanya masuk wilayah kecamatan Tinanggea. Dalam
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realisasinya HGU nomor 1/Ngapaaha dipecah menjadi HGU nomor
2/Ngapaaha dengan luas 2.580,29 Ha dan HGU nomor/3 Roraya
dengan luas 2.100 Ha.

Hak Guna Usaha nomor 3/Roraya yang berasal dari pemecahan
tanah Hak Guna Usaha nomor 1/Ngapaaha tertulis atas nama
pemegang haknya PT IFISHDECO, telah ada kesepakatan dengan
persetujuan dari Komisaris Utama PT.IFISHDECO kepada Direktur
Utamanya bahwa HGU tersebut untuk dialihkan kepada PT.
AGROMETE PRANATANI. Oleh Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional telah diterbitkan Surat Persetujuan ijin
peralihan hak Nomor 27-VIII-1994 tanggal 18 Nopember 1994
terhadap HGU Nomor 3/Roraya atas nama PT.IFISHDECO kepada
PT.AGROMETE PRANATANI dengan syarat harus ditindak lanjuti
dengan dibuatkan akte PPAT khusus dari BPN agar dapat didaftar
peralihan haknya kepada PT. AGROMETE PRANATANI. Ternyata
oleh PT. AGROMETE PRANATANI tidak pernah dilaksanakan
sampai saat ini, namun pelaksanaan penyerahan secara fisik telah
dilakukan antara PT IFISHDECO. Perintah untuk melakukan jual
beli dengan dibuatkan akte PPAT khusus belum dilaksanakan justru
PT. AGROMETE PRANATANI TELAH Kkerjasama dengan Depar-
temen Transmigrasi untuk penyediaan tanah bagi pembangunan
lokasi UPT PIR BUN Roraya. Tanah seluas 1.800 Ha dari sebagian
luas 2.100 Ha diserahkan dibawah tangan kepada Departemen
Transmigrasi yang selanjutnya oleh Departemen Transmigrasi
tanah tersebut diserahkan warga transmigrasi sebanyak 205 kepala
keluarga dalam rangka pelaksanaan UPT PIR-BUN Roraya.

Akibat tidak dipenuhinya syarat ijin peralihan hak yang diterus-
kan peralihan hak maka terjadi adanya suatu akibat bahwa baik PT.
IFISHDECO maupun PT. AGROMETE PRANATANTI telah melaku-
kan pembiaran tanah

HGU nomor 3/Roraya tidak sesuai peruntukan penggunaannya
serta sebagai subyek hak tidak memenubhi syarat menurut undang-
undang karena termasuk katagori “penelantaran tanah”.Disamping
hal tersebut ada pihak lain yang termasuk dirugikan karena dengan
menerima penyerahan tanah secara dibawah tangan yang tidak
terlindungi, namun merasa bahwa paling tidak sudah mengeluarkan
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biaya dalam rangka pelaksanaan UPT PIR-BUN Roraya. Kanwil
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara telah me-
lakukan identifikasi dengan membuat RISALAH IDENTIFIKASI
DAN PENELITIAN (PANITIA C) bahwa tanah HGU nomor 3
Roraya untuk diusulkan sebagai tanah terlantar dan tanahnya di-
kuasai langsung oleh negara dengan tidak perlu melalui prosedur
peringatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penertiban
dan pendaya gunaan tanah terlantar.

E.2. Peng(-salah)gunaan untuk Pertambangan

Sementara itu Hak Guna Usaha nomor 2/Ngapaaha merupakan
hasil pemecahan dari Hak Guna Usaha nomor 1/Ngapaaha dengan
luas seluruhnya 2.580,29 Ha atas nama pememgang haknya PT.
IFISHDECO berkedudukan di Jakarta Selatan. Semula sesuai surat
keputusan pemberian hak guna usaha tanah dipergunakan untuk
tanaman kebun jarak, mete dan coklat. Pada awalnya lokasi hak
guna usaha tersebut ditanami jambu mete sesuai peruntukannya
namun dengan berjalanya waktu kebun tersebut tidak terurus hanya
sebagian kecil saja yang masih terdapat tanaman jambu mete.
Bertambahnya kemajuan teknologi yang sangat pesat tidak
ketinggalan pula dibidang pertambangan, maka setelah adanya
penelitian/eksplorasi ternyata dibawah bidang tanah HGU nomor
2/Ngapaaha terdapat kandungan tambang nikel yang luar biasa
besar. Maka melihat peluang ini PT IFISHDECO mengajukan Ijin
Usaha Pertambangan kepada bupati Konawe Selatan seluas 800 Ha
sebagai luasan yang akan dilakukan penambangan. Pada saat ini
telah dilakukan operasi produksi (eksploitasi) tambang nikel secara
intensif, dilakukan pengelupasan top soil dari permukaan tanah
dari sebagian luas 800 Ha yang merupakan masih berstatus Hak
Guna Usaha nomor 2/Ngapaaha sebagian. Di luar dari luas tanah
800 Ha kurang lebih 1780,29 Ha terdapat tanaman pohon mete,
disana-sini banyak lahan yang kosong ini membuktikan dalam
waktu kira-kira 22 tahun sejak diterbitkan sertipikat Hak Guna
Usaha yang haknya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
tanahnya tidak dipelihara dengan baik termasuk kesuburannya
terbukti adanya tumbuhan rumput ilalang yang membentang diatas

258

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

tanah tersebut. Timbul pertanyaan: Pelanggaran apakah yang di-
lakukan oleh PT.IFISHDECO sebagai badan hukum selaku subyek
hak atas tanah Hak Guna Usaha nomor 2/Ngapaaha? Apabila
dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
secara transparan bahwa PT. IFISHDECO dapat dikatakan tidak
melaksanakan kewajiban dengan baik antara lain:

1. Tidak melaksanakan perintah Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional untuk mengalihkan HGU nomor
3/Roraya melalui akte PPAT khusus kepada PT.AGROMETE
PRANATANI yang selanjutnya diusulkan sebagai tanah ter-
lantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Tenggara. Yang dilakukan justru adalah peralihan di
bawah tangan.

2. Tidak melaksanakan penanaman tanaman kebun sesuai per-
untukan penggunaannya sesuai Hak Guna Usaha yang diterbit-
kan.

3. Menelantarkan tanah Hak Guna Usaha nomor 2/Ngapaaha dan
Hak Guna Usaha nomor 3/Roraya yang masih tertulis sebagai
pemegang haknya PT.IFISHDECO.

4. Melakukan Perubahan Penggunaan Tanpa Ijin,yang semula
tanah diberikan hak guna usaha untuk tanaman kebun saat ini
tanah tersebut dipergunakan sebagai lokasi Ijin Usaha
Pertambangan seluas 800 Ha.

5. Dapat terjadi kerusakan lingkungan dengan dilakukannya
pengerukan top soil diatas tanah hak guna usaha nomor 2/
Ngapaha.

Pelanggaran tersebut apabila dikaitkan dengan berlakunya UU
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,yang menonjol beberapa
aspek antara lain:

1. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi
lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan
penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup).
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2. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan ber-
dasarkan RPPLH, tetapi dalam undang-undang ini telah diatur
bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pe-
manfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan
fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan.

Hal di atas belum lagi jika dimasukkan pengaturan beberapa
instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS, tata ruang,
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL,
perijinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan per-
undang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis
lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit
lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan
dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Juga mengenai
pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya
konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam,
dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.

Melihat segenap pelanggaran ini maka terdapat aspek peng-
awasan dan penegakan hukum berupa: Pengaturan sanksi yang
tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu,
pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menebitkan ijin tanpa
AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk
rekayasa genetikan tanpa hak, pengelola limbah B3 tanpa ijin,
melakukan dumping tanpa ijin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa
ijin, melakukan pembakaran hutan.

Sanksi pidana dan perdata yang mengancam setiap pelanggaran
peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, baik kepada perseorangan, korporasi, maupun pejabat maka
akan terkena sanksi dan pemidanaan. Sebagai contoh, pelanggaran
terhadap baku mutu dipidana dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling
banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Disini jelas
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bahwa pelanggaran terhadap undang-undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dikenakan ancaman hukuman/
sanksi primair berupa pidana penjara adapun sanksi subsidair
berupa hukuman denda.

Selain hal di atas, saat ini muncul konflik yang cukup mendalam
di wilayah Tinanggea. Selain peralihan penggunaan tanah HGU
untuk pertambangan yang menimbulkan konflik pelanggaran
peraturan-perundang-undangan, juga konflik dengan masyarakat
yang melihat pembongkaran atas tanah yang diklaim sebagai tanah
milik mereka, sebab pada mulanya HGU bukan diberikan di atas
tanah negara bebas namun di atas tanah milik warga desa, atau
setidak-tidaknya menerabas sebagian besar tanah warga/desa.
Konflik warga dengan perusahaan PT. Ifishdeco membuka kembali
proses awal bagaimana tanah ditetapkan sebagai HGU, diperoleh
dan dimanfaatkan untuk perusahaan.

F. Penutup

Seluruh wilayah indonesia pada umumnya dan wilayah provinsi
sulawesi tenggara pada umumnya belum ada penetapan hubungan
hukum tanah yang berada diatas tanah lokasi pertambangan, yang
ada saat ini adalah usaha tambang. Belum diatur mengenai
penetapan hubungan hukum dengan tambang yang diatasnya telah
ada hak atas tanah, seperti yang terjadi HGU atas nama PT.
IFISHDECO sebagian seluas 8ooha dipergunakan lokasi per-
tambangan nikel. Ternyata belum diatur pula hubungan antara
UUPA dengan undang-undang sektoral khususnya undang-undang
pertambangan belum sejalan karena pada saat terbit IUP tidak
didahului adanya izin lokasi untuk perolehan dan penggunan
tanahnya.

Perlu pengaturan penetapan hubungan hukum antara tanah
yang di atas lokasi pertambangan. Dapat diberikan hak pakai karena
hak pakai sifatnya lebih fleksibel.

Bagi tanah-tanah yang sudah ada haknya dimana dibawahnya
terdapat bahan tambang perlu ada pengaturan khusus penetapan
pemerintah secara otentik. Perundang-undangan agraria dengan
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undang-undang pertambangan harus berjalan secara harmonis
agar tidak terjadi adanya pelanggaran yang akan menimbulkan
konflik antar penyelenggara negara,antara masyarakat dengan
masyarakat.antara masyarakat dengan badan hukum,serta dapat
terjadi konflik antar beberapa pihak.
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Penyelesaian Konflik Penguasaan
dan Penmilikan Tanah
di \tas Tanah Hak Pengelolaan

(Studi di Kecamatan Sukarame.
Kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung)

Oleh:
Sukayadi, Sarjita, dan Rakhmat Riyadi

A. Pendahuluan

Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan
selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya
penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya
akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar
dalam berbagai kepentingan. Berbagai kasus pertanahan yang di-
sebabkan oleh pengelolaan pertanahan dan muncul bersamaan
dengan belum terjaminnya kepastian hak atas tanah. Dalam rentang
satu dekade terakhir, berbagai kasus pertanahan di Indonesia
cenderung mengalami peningkatan. Sebelum tahun 2007, tercatat
jumlah kasus pertanahan di Indonesia tercatat 2.810 kasus.

Kota Bandar Lampung sebagai salah satu dari kota di Provinsi
Lampung merupakan daerah/wilayah yang cukup banyak terjadi
konflik dan sengketa pertanahan. Hal ini disebabkan Kota Bandar
Lampung letaknya sangat strategis, sebagai daerah yang sedang
berkembang dan merupakan daerah transit yang menghubungkan
antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Salah satu konflik
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pertanahan di Kota Bandar Lampung yang bersifat vertikal dan
hingga saat ini belum dapat diselesaikan adalah konflik penguasaan
dan pemilikan tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah
Daerah Provinsi Lampung, di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung. Konflik pertanahan yang belum tuntas atau selesai
sebagaimana telah uraikan menjadi dasar sehingga penulis tertarik
untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penyelesaian
konflik penguasaan dan pemilikan tanah di atas Hak Pengelolaan
(HPL) Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, di Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut,
maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1) Bagaimana kontruksi hukum yang terjadi dalam penguasaan dan
pemilikan hak atas tanah di atas HPL Pemda Provinsi Lampung di
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung?;
2) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konflik
penguasaan dan pemilikan tanah di atas HPL Pemerintah Daerah
Propvinsi Lampung di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung?; 3) Bagaimana upaya penyelesaian
yang dilakukan dalam penyelesaian konflik penguasaan dan
pemilikan tanah diatas HPL Pemda.Provinsi Lampung di Kecamatan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung?

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tepatnya diatas tanah Hak
Pengelolaan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung
seluas 1.110.472 M2. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan ber-
dasarkan fakta bahwa diatas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah
Daerah Provinsi Daerah Tk.I Lampung tersebut, telah terjadi konflik
penguasaan dan pemilikan tanah, dimana tuntutan warga masya-
rakat yang berada diatas tanah tersebut, mohon agar tanahnya
dapat diberikan jaminan kepastian hukum yang berupa sertipikat
hak atas tanah sampai saat ini belum dapat diproses oleh Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Responden dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang
menggarap/menduduki tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah
Tingkat I Lampung yang terletak di Kecamatan Sukarame, Kota
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Bandar Lampung. berdomisili di wilayah Kecamatan Sukarame dan
pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
maupun Pejabat lainnya yang terlibat langsung dalam penyelesaian
konflik penguasaan tanah diatas hak Pengelolaan Pemerintah
Daerah Tingkat I lampung.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu
analisis data dengan menyeleksi dan memilih data yang meng-
gambarkan sebenarnya di lapangan menurut kualitas dan ke-
benarannya. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-
teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen. Data
primer yang berupa angka akan disajikan dalam bentuk tabel untuk
memudahkan deskriptif dan analisisnya. Data sekunder yang di-
peroleh dari penelitian kepustakaan (dokumen dan arsip) maupun
peraturan perundang-undangan dihimpun secara sistematis dan
dijadikan pedoman atau acuan dalam melakukan analisis.

B. Tinjauan Mengenai Peranan Hukum, Konflik,
dan Ruang Lingkupnya

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan
dengan demikian dapat digolongkan pada sesuatu yang abstrak,
yang terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
hukum. Campur tangan hukum dalam kehidupan manusia di dalam
masyarakat semakin luas. Efektivitas penerapan hukum menjadi
semakin penting untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, hukum
harus dijadikan instrumen dan institusi yang mampu berkerja
secara efektif dalam masyarakat untuk mencapai ketertiban umum
dan pada gilirannya menciptakan keadaan yang kondunsif untuk
mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masya-
rakat. Lebih dari itu, maka hukum diharapkan mampu menjalankan
fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa, sarana kontrol
sosial, sarana social engineering, maupun sebagai sarana pen-
distribusian keadilan.

Hak atas tanah, pada hakekatnya merupakan hubungan hukum
antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, dimana
hubungan hukum tersebut memperoleh perlindungan hukum.
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Tujuan dari hak atas tanah adalah untuk memberikan kepastian
hukum terhadap hubungan hukum tersebut, sehingga pemegang
hak dapat menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan
aman. Rusmadi Murad (2007:71-71). Dalam Hukum Tanah
Nasional, pengertian tanah lebih kepada pengertian yuridis, yaitu
tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya me-
liputi juga sebagaian tubuh yang ada di bawahnya dan sebagian dari
ruang yang ada di atasnya (Boedi Harsono, 1999:253). Jenis-jenis
hak atas tanah, dapat dilihat dari bunyi Pasal 16 ayat (1) UUPA yang
menyatakan bahwa hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) adalah: a. hak milik, b. hak guna usaha, c. hak
guna bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. Hak membuka hutan,
g. hak memungut hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk
dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan
undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai
yang disebutkan dalam Pasal 53. Menurut Boedi Harsono,
(1999:284) kewajiban-kewajiban tersebut secara khusus dicantum-
kan dalam surat keputusan pemberian haknya atau dalam surat
perjanjiannya serta dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, baik peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hak Pengelolaan pada
dasarnya UUPA dalam menentukan macam hak atas tanah tidak
bersifat tertutup, artinya UUPA masih membuka peluang adanya
penambahan hak atas tanah selain yang ditentukan dalam Pasal 16
ayat 1). Hal ini dapat diketahui secara implisit dari Pasal 16 ayat (1)
huruf H UUPA yang menyatakan bahwa hak-hak lain yang akan
ditentukan undang-undang.

Pengertian Hak Pengelolaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu
yang memberikan arti sebagai hak atas tanah dan hak menguasai
dari negara. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun
1965, Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 1 Tahun
1967 sebagaimana diubah dengan PMDN Nomor 6 Tahun 1972,
PMDN Nomor 5 Tahun 1973, PMDN. Nomor 5 Tahun 1974 dan
PMDN No.1 Tahun 1977, UU 16 Tahun 1985 yang dinyatakan tidak
berlaku dengan UU Nomor 20 Tahun 2011, UU Nomor 21 Tahun
1997 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang
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BPHTB memberikan pengertian hak pengelolaan sebagai hak atas
tanah,yanglebih cenderungbernuansa privat. Sedangkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996, PP Nomor 24 Tahun 1997,
PP.Nomor 36 Tahun 1998 dan kemudian digantikan dengan PP
Nomor 11 Tahun 2010, PMNA/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 1997
memberikan pengertian hak pengelolaan sebagai hak menguasai
darinegarayang sebagian kewenangan pelaksanaanya dilimpahkan
kepada pemegang haknya. Di sini Hak Pengelolaan lebih bernuansa
publik.

Tata Cara permohonan dan pemberian hak atas tanah diatur
dalam PMNA/Ka.BPN.Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan (sebagai pengganti PMDN Nomor 5 Tahun 1973) dan
kewenangan pemberiannya diatur dalam PMNA/Ka.BPN Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (sebagai
pengganti PMDN Nomor 6 Tahun 1972). Selanjutnya PMNA/Ka.
BPN.No.3 Tahun 1999 tersebut telah diganti dengan dikeluarkannya
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah
Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, sepanjang mengatur
kewenangan pemberian hak atas tanah.

Pengertian Konflik dan Ruang Lingkupnya

Pengertian konflik terdapat pula di dalam lampiran 01/Juknis/
D.V/2007 Angka Romawi II Angka IV Keputusan kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah pertanahan yang
menyebutkan bahwa konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan,
pendapat dan/atau persepsiantara warga atau kelompok masyarakat
atau warga kelompok masyarakat mengenai status penguasaan
dan/atau kepemilikan status penggunaan atau pemanfaatan bidang
tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status keputusan tata usaha
negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau
pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek
politik, ekonomi dan sosial budaya.
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Pengertian konflik ditemukan pula dalam Pasal 1 butir 3
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Dalam ketentuan tersebut, dirumuskan bahwa konflik pertanahan
yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan
antara orang-perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan
hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau
sudah berdampak luas secara sosio-politis.

Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 Perkaban Nomor 1 Tahun
2011 dirumuskan sengketa pertanahan adalah perselisihan per-
tanahan antara orang-perseorangan, kelompok, golongan, organisasi,
badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara
sosio-politis. Sementara itu kasus pertanahan adalah sengketa,
konflik atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan
penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional (Pasal 1 butir 1
Perkaban Nomor 1 Tahun 2011).

C. Konstruksi Hukum Pemberian HPL
atas nama Pemerintah Provinsi Lampung

Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Lampung seluas
1.110.472 M2 terletak di kecamatan Sukarame, Kota Bandar
lampung, Provinsi Lampung yang menjadi obyek penelitian ini,
semula merupakan tanah eks/bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan
terdaftar Nomor 01/Blan PT.Way Halim yang telah berakhir haknya
pada tanggal 24 September 1980. Berdasarkan Surat Menteri Dalam
Negeri tanggal 26 Maret 1980 Nomor BTU.3.505/3-80 terhadap
tanah bekas HGU PT.Way Halim seluas + 1.000 Ha. tersebut telah
diatur peruntukannya yaitu:

a. Diberikan kepada PT.Way Halim Permai dengan Hak Guna
Bangunan (HGB) untuk keperluan pembangunan perumahan
seluas lebih kurang 200 Ha;
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b. Diberikan kembali kepada PT.Way Halim dengan Hak Guna
Usaha (HGU) untuk diusahakan sebagai tanah perkebunan,
seluas lebih kurang 300 Ha;

c. Disediakan/dicadangkan untuk pembangunan perumahan oleh
Perum. Perumnas, seluas lebih kurang 40 Ha.

d. Disediakan/dicadangkan untuk Proyek-proyek pembangunan
Pemerintah Daerah Tk.I Lampung seluas lebih kurang 160 Ha.,
dan

e. Diberikan kepada rakyat yang telah menggarap/menduduki
atas sebagian tanah dari areal perkebunan Way Halim, seluas
lebih kurang 300 Ha.

Terhadap tanah seluas lebih kurang 200 Ha, telah diberikan HGB
kepada PT.Way Halim Permai berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor AG.110/
DA.67/SK/HGB/1981 tanggal 21 Agustus 1981 dengan lampiran
Peta Situasi Nomor 6/1981 tanggal 30 Juli 1981 dan telah diterbitkan
sertipikat HGB Nomor B.4/KD atas nama PT.Way Halim Permai.

Dalam perkembangannya pada tahun 1988/1989 tanah
sertipikat HGB PT.Way Halim Permai Nomor B.4/KD seluas 200
Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi No. 6/1981, dilakukan
pengukuran, dan ternyata setelah dihitung luasnya melebihi 200
Ha. yaitu seluas 320 Ha. Terhadap kekeliruan dan kelebihan luas
tersebut, berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi
Lampung antara lain dinyatakan bahwa: Kepada PT.Way Halim
Permaidiberikan kembalitanah seluas 200 Ha, dan tanah selebihnya
seluas 120 Ha. hendaknya segera diusulkan peruntukannya dengan
memperhatikan kebutuhan tanah untuk keperluan Pemerintah/
pembangunan, dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak
yang memakai tanah secara sah.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 21-XI Tahun 1991 tanggal 24 April 1991 telah
diberikan kembali HGB kepada PT.Way Halim Permai sebidang
tanah negara seluas 200 Ha sebagaimana diuraikan dalam Peta
Situasi Nomor 6/1981 tanggal 30 Juli 1981. Sedangkan untuk luas
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yang 100 Ha., berdasarkan Keputusan Kepala BPN No.58/HPL/
BPN/9g2 tanggal 22 Mei 1992 diberikan Hak Pengelolaan (HPL)
kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas
1.100.472 M2 sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi Nomor
13/1990 tanggal 18 April 1990 dan telah diterbitkan sertipikat
HPLnya masing-masing yaitu: Nomor 01/SI seluas 626.391 M2
Nomor 02/SI seluas 238.606 M2 dan Nomor 03/SI seluas 21.275
Moa.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik
Penguasaan Tanah HPL

D.1. Tidak Tertibnya Administrasi Pertanahan Dalam
Proses Pemberian HPL

Atas permohonan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi
Lampung tersebut telah diterbitkan Keputusan Kepala BPN tanggal
22 Mei 1992 Nomor 58/HPL/BPN/92 tentang Pemberian Hak
Pengelolaan Atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I
Lampung. Sesuai Risalah Pemeriksaan Tanah (RPT) tanggal 31 Mei
1990 Nomor BPN.230/KPBL20/PH/1990 di atas tanah yang
dimohon oleh Pemda.Provinsi Dati I Lampung tersebut terdapat
bangunan stadion/lapangan olah raga dan lain-lain. Secara yuridis
Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah sebagai
pemegang HPL yang sah, namun sejak diberikannya HGB sejak
tahun 1992 sampai saat dilakukannya penelitian ini, ternyata secara
fisik tidak dapat mengelola dan menguasai tanahnya. Dengan
diberikannya HPL kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I
Lampung atas tanah seluas 1.100.472 M2 ternyata telah menimbul-
kan konflik penguasaan tanah antara Pemerintah Provinsi Daerah
Tingkat I Lampung dengan warga masyarakat yang sudah sejak
lama mendudukinya, sehingga diperlukan analisis yuridis mengenai
pemberian HPL atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I
Lampung.

Menurut penulis, untuk bisa menjamin terwujudnya kepastian
hukum hak atas tanah seharusnya tanah yang dimohon haknya ter-
sebut secara fisik dan yuridis clear and clean, artinya secara yuridis
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surat bukti penguasaannya jelas dan secara fisik bidang tanahnya
bersih dari penguasaan, pemilikan dan penggunaan serta pe-
manfaatan pihak lain. Sebagian tanah yang diajukan permohonan
haknya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung,
ternyata secara fisik telah dikuasai dan digarap oleh warga masya-
rakat, yang dilakukan secara turun temurun jauh sebelum tanah
tersebut diberikan HPL kepada Pemerintah Provinsi Lampung,
yang berarti secara fisik tanah tersebut tidak clean and clear. Karena
secara fisik tanahnya tidak clean, maka walaupun diterbitkan
sertipikat hak atas tanahnya, sudah pasti tidak dapat menjamin
kepastian hukum bagi pemegang haknya. UUPA juga mengatur
ketentuan mengenai hapusnya hak atas tanah yang terdapat dalam
ketentuan Pasal 27, 34 dan 40 yang mengatur bahwa salah satu
yang menyebabkan hapusnya hak atas tanah adalah karena tanah-
nya diterlantarkan. Dari analogi pasal-pasal tersebut berarti HM,
HGU, HGB, HP dan sebagainya dapat hapus apabila diterlantarkan.
Untuk dapat memperoleh hak atas tanah seharusnya tidak hanya
didasarkan penguasaan yuridis saja, akan tetapi jauh lebih penting
adalah penguasaan fisik bidang tanahnya. Apabila sejak awal per-
mohonan hak atas tanah secara yuridis mempunyai alas hak atau
bukti kepemilikan dan secara fisik bidang tanah yang dimohon itu
telah dikuasai serta tidak dalam sengketa dengan pihak lain, maka
dalam pemberian haknya dipastikan dapat menjamin kepastian
hukum. Tidak tertibnya administrasi pertanahan dalam proses
penerbitan sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah
Provinsi Lampung tersebut di atas, adalah merupakan salah satu
faktor penyebab yang dapat mendorong timbulnya konflik
penguasaan tanah HPL Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I
Lampung. Secara yuridis memang Pemerintah Provinsi Lampung
adalah sebagai pemegang hak yang sah dengan diterbitkanya
sertipikat HPL. Akantetapidikarenakan dalam proses penerbitannya
dilakukan dengan cara melanggar berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka sertipikat-sertipikat HPL
atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tersebut
tidak mempunyai jaminan kepastian hukum.
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D.2. Penguasaan Tanah HPL Pemerintah Provinsi Daerah
Tingkat I Lampung

Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sebagai
pemegang HPL No.01/SI, No.02/SI dan No.03/SI atas tanah seluas
110.0472 Ha yang terletak di wilayah Kecamatan Sukarame,
kenyataan di lapangan secara fisik tidak dapat menguasai dan
mengelola sesuai peruntukannya, karena tanahnya telah dikuasai
warga masyarakat dan telah berbentuk pemukiman yang padat
penduduk. Kewajiban dari pemegang hak atas tanah adalah sebagai-
mana tersirat dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, Pasal 15 dan Pasal 52 ayat
(1) UUPA yaitu kewajiban untuk memelihara tanah yang dihaki.
Kondisi dimana Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemegang
HPL yang sah secara fisik tidak dapat menguasai dan menggunakan
tanah sesuai peruntukannya, maka secara yuridis Pemerintah
Provinsi Lampung telah menelantarkan tanahnya karena tidak
dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yaitu memelihara tanah
yang dihakinya (Pasal 15 dan 52 ayat 1 UUPA) dan kewajiban untuk
tidak menelantarkan tanahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27,
34 dan 40 UUPA.

D.3. Penguasaan dan Penggarapan oleh Masyarakat

Informasi mengenai penguasaan dan penggarapan tanah yang
dilakukan oleh masyarakat, diperoleh dari berbagai data baik data
primer maupun sekunder. Berdasarkan surat pengaduan dari
masyarakat tanggal 1 September 1995 dinyatakan bahwa berdasar-
kan saksi sejarah, Tua-tua Kampung/Desa, masyarakat telah meng-
uasai dan menggarap tanah tersebut dilakukan secara turun
temurun sejak tahun 1942, dimana sebagian dari areal tanah ter-
sebut telah dijadikan daerah pemukiman dan sebagian lagi berupa
sawah/ladang sebagai sumber penghidupannya. Informasilangsung
mengenai penguasaan/penggarapan tanah HPL Pemerintah
Provinsi Daerah Tingkat I Lampung oleh warga masyarakat,
diperoleh dari nara sumber Bapak Suprianto bertempat tinggal
Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame. Dalam wawancara
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peneliti dengan narasumber, menyatakan bahwa Sdr. Suprianto
telah tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1994 dan memperoleh
tanah tersebut berdasarkan ganti rugi garapan. Oleh karena itu,
Sdr. Suprianto berada di atas tanah negara yang peruntukannya
memang untuk rakyat yang menggarap sesuai pembagian dari surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Maret 1980. Bukti bahwa ia
sebagai pihak yang menguasai secara sah, yaitu dibuktikan dengan
dikeluarkannya Surat Keterangan Pemakaian/Penggarapan Tanah
Negara tanggal 24 Nopember 2005 Nomor 592.2.183.18.71.08.1005.
XI.2005 atas nama Suprianto yang ditandatangani oleh Lurah Way
Dadi dan diketahui oleh Camat Sukarame. Menurut narasumber
sebagian besar warga masyarakat disini telah memiliki bukti-bukti
pemilikan berupa Surat keterangan pemakaian Tanah Negara yang
ditandatangi Lurah Way Dadi dan diketahui Camat Sukarame.

Sihamanto, S.H., MM. (mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bandar Lampung), dalam wawancara tanggal 11 April 2013 mengata-
kan bahwa belum dilakukannya penerbitan sertipikat yang diajukan
oleh masyarakat diatas bekas tanah HPL Pemerintah Provinsi
daerah Tingkat I Lampung adalah dikarenakan belum adanya
pelepasan dari Pemerintah Proipinsi Daerah Tingkat I Lampung,
Pendapat lain disampaikan oleh Watoni, S.H, salah satu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung,
dalam wawancara pada tanggal 18 April 2013, nara sumber menyata-
kan bahwa dalam rangka penyelesaian tanah HPL atas nama
Pemerintah Provinsi Lampung yang kenyataan di lapangan telah
menjadi pemukiman padat, haruslah dilakukan dengan arif dan
bijaksana. Apabila nantinya akan dilepaskan kepada masyarakat
yang menempati, pelaksanaannya haruslah dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan,
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E. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian
Konflik Penguasaan tanah HPL Pemerintah
Provinsi Lampung.

E.1. Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah

Para pihak yangberkonflik mempunyai persepsiatau pandangan
yang berbeda dalam memahami status tanah yang dikuasainya.
Adanya perbedaan pandangan atau pemahaman tersebut, meng-
akibatkan pengakuan yang berbeda mengenai tanah HPL seluas
110,0472 Ha yang terletak di Kecamatan Sukarame. Di satu sisi
pihak Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I lampung sebagai
pemegang sertipikat HPL No.Bo1/SI s/d No.02/SI dan No.03/SI
dengan luas tanah seluruhnya 110,0472 Ha. merasa sebagai
pemegang hak yang sah dimana tanah tersebut merupakan asset
Pemerintah Daerah Lampung, sehingga untuk melepaskannya
kepada masyarakat haruslah dengan persetujuan DPRD Lampung
dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan berpandangan
demikian, maka keberadaan masyarakat yang telah menguasai/
menggarap diatas tanah HPL seluas 110.0472 Ha. tersebut dianggap
menggarap/menduduki tanah Pemerintah Provinsi Lampung. Di
sisi lain, warga masyarakat mempunyai persepsi dan pandangan
sendiri atas penguasaan dan pengarapan atas tanah yang mereka
lakukan. Menurut warga masyarakat tanah yang mereka kuasai itu
merupakan tanah perkebunan Way Halim, yang dilakukan secara
terus menerus dan turun temurun sejak tahun 1942, dimana dalam
perkembangannya sebagian kepemilikan itu dilakukan dengan cara
jual beli, ganti rugi garapan dan sebagainya.

Masyarakat berpendapat bahwa tanah yang mereka kuasai
adalah merupakan tanah Negara yang diberikan kepada masyarakat,
maka penguasaan dan penggarapan yang dilakukan adalah sah dan
tidak melanggar hukum. Adanya anggapan bahwa mereka berada
diatas tanah HPL-nya Pemerintah Provinsi Lampung, masyarakat
mempunyai pandangan sendiri, bahwa masyarakat menguasai/
menggarap pada areal tersebut, jauh sebelum sertipikat HPL
Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung itu diterbitkan.
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Menurut penulis, konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan
sudut pandang atau persepsi dalam memahami sesuatu masalah.
Dalam konflik penguasaan tanah Negara HPL Pemerintah Provinsi
Daerah Tingkat I Lampung, terjadi perbedaan persepsi antara
Pemerintah Provin Lampung di satu pihak dengan masyarakat di
lain pihak mengenai penguasaan atas tanah Negara. Di lain pihak
Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum sselaluberdasarkan
pada ketentuan hukum positif (legal positivistic) atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, dimana
terhadap tanah-tanah di areal tersebut, dianggap masih ada per-
masalahan dengan bekas pemegang hak, maka proses pen-
sertipikatannya belum dapat dilakukan.

E.2. Perbedaan Kepentingan

Pembagian tanah negara eks HGU PT.Way Halim sebagaimana
diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor BTU.3/505/3-80
tanggal 26 Maret 1980 tanpa dilampiri sket/peta lokasi, sehingga
batas-batas pembagiannya tidak jelas, terutama tanah seluas lebih
kurang 300 Ha yang diberikan kepada rakyat yang telah menggarap/
menduduki sebagaian areal perkebunan PT. Way Halim. Dilain
pihak terhadap pembagian-pembagian lainnya telah jelas karena
telah dilakukan pengukuran antara lain untuk Perum-Perumnas,
untuk Proyek-Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Tk.I
Lampung. Menurut Pemerintah Daerah tanah seluas lebih 300 Ha
untuk rakyat itu terletak di beberapa lokasi sesuai penggarapan
sebelum tahun 1980 seperti di Umbul Rakop, Umbul Mentok dan
Umbul Dadi, namun berapa luas tanah pada lokasi-lokasi tersebut
belum pernah dilakukan pengukuran. Disisi lain warga masyarakat
berpendapat sesuai Surat Menteri Dalam Negeri No.BTU.3/505/3-
80 tanggal 26 Maret 1980 tanah yang diperuntukan rakyat adalah
seluas lebih kurang 300 Ha, dan tanah-tanah yang telah mereka
duduki/garap itu adalah sebagian dari yang 300 Ha.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka warga masyarakat
merasa dirinya tidak menduduki tanah HPL Pemerintah Provinsi
Daerah Tingkat I Lampung tetapi merasa menduduki tanah negara
yang memang diperuntukan bagi warga masyarakat sebagaimana
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dimaksud surat Menteri Nalam Negeri Nomor BTU.3/505/3.80
tanggal 26 September 1980. Adanya perbedaan kepentingan dalam
pelaksanaan pengukuran selama ini menjadikan salah satu kendala
dalam rangka penyelesaian konflik penguasaan tanah HPL
Pemerintah Provinsi daerah Tingkat I Lampung, karena tanah
seluas lebih kurang 300 Ha yang diperuntukkan untuk rakyat
sampai saat ini tidak jelas lokasinya

F. Upaya Penyelesaian Konflik Penguasaan
Tanah HPL

Upaya penyelesaian konflik, berhasil tidaknya akan ditentukan oleh
cara penyelesaiannya. Untuk mengetahui bagaimana bentuk
penyelesaian konflik penguasaan dan pemilikan tanah bekas HPL
Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dapat dilakukan
dengan analisis teori penyelesaian konflik. Menurut teori
penyelesaian konflik, ada 2 (dua) cara untuk menyelesaikan suatu
konflik yaitu melalui lembaga peradilan (litigasi) dan dengan cara
di luar lembaga peradilan (nonlitigasi).

Upaya penyelesaian konflik antara Pemerintah Provinsi Lampung
dengan warga masyarakat, pada awalnya dilakukan melalui
pengaduan-pengaduan formal yang disampaikan kepada instansi
terkait antara lain Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung,
DPRD Provinsi Lampung dan sebagainya, baik untuk memperoleh
hak atas tanah maupun bantuan penyelesaian konflik tersebut.

Menurut penulis, warga masyarakat cukup aktif dalam meng-
upayakan penyelesaian konflik mengenai penguasaan tanah HPL
Pemerintah Provinsi Lampung, antara lain dibuktikan dengan
berbagai macam bentuk surat pengaduan kepada instansi terkait
seperti Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kantor Pertanahan Kota
Bandar Lampung, Gubernur Lampung, DPRD Provinsi Lampung
dan sebagainya. Upaya Penyelesaian yang telah dilakukan antara
lain:

a. Bahwa dalam rangka penyelesaian masalah tanah HPL
Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di kecamatan
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Sukarame, masyarakat yang menguasai/menggarap tanah
tersebut telah membentuk Kelompok Masyarakat Sadar Tertib
Pertanahan (Pokmasdartibnah) dengan ketuanya Hi. Chaidir
Nasution dan sekretaris Hi. Darmi Ujang. Harapannya
Pokmasdartibnah tersebut adalah sebagai wakil dari warga
masyarakat, untuk melakukan berbagai upaya agar ada
penyelesaian antara warga masyarakat dengan Pemerintah
provinsi lampung berkaitan dengan tanah HPL Pemerintah
Provinsi Daerah Tk.I Lampung, sehingga tanah tersebut dapat
disertipikatkan atas nama warga masyarakat.

Berdasarkan surat Walikota Bandar Lampung tanggal 20 Maret
2006 Nomor 590/314/02.1/2006 yang ditujukan kepada
Gubernur Lampung yang pada intinya menyatakan bahwa
kenyataan di lapangan sejumlah lebih kurang 3.173 Kk atau
lebih kurang sebanyak 15.676 jiwa telah menempati tanah HPL
Pemerintah Provinsi Lampung. Berkenaan dengan hal tersebut
mohon kiranya kepada masyarakat yang menempati dapat
diterbitkan sesuatu hak diatas tanah HPL Pemerintah Provinsi
lampung tersebut.

Berdasarkan surat Gubernur Lampung tanggal 18 September
2007 Nomor 028/1955/10.B/2007 yang ditujukan kepada
Walikota Bandar Lampung antara lain menyatakan bahwa:
Apabila disetujui untuk dilepaskan kepada masyarakat, maka
proses pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan peru-
ndang-undangan yang berlaku. Tanah dengan dibebani biaya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Walikota Bandar Lampung tanggal 7-12-2009 Nomor
590/1429/02.1/2009, bahwa Tim yang dibentuk oleh peme-
rintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan identifikasi
dan inventarisasi tanah HPL Pemerintah provinsi Lampung
sejak bulan Juni 2009 s/d November 2009 dengan hasil :
terdapat 1.777 bidang tanah yang telah dikuasai oleh warga
masyarakat di Kelurahan Waydadi dan kelurahan Harapan
Jaya, Kecamatan Sukarame.

Surat Keputusan Gubernur lampung No.G/34/B.X/HK/2010
tanggal 22 Januari 2010 telah dibentuk Tim Koordinasi
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Penyelesaian Asset Tanah HPL milik Pemerintah Provinsi
Lampung di kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya,
Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

G. Penutup

Proses penerbitan HPL atas nama Pemerintah Provinsi Daerah
Tingkat I Lampung, tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku, dimana terhadap tanah-
tanah yang telah dikuasai/digarap oleh warga masyarakat tidak di-
lakukan penyelesaian terlebih dahulu atau dikeluarkan (dienclave).
Hal ini sebagai akibat tidak tertibnya administrasi pertanahan
dalam proses penerbitan HPL Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat
I Lampung. Akibat selanjutnya adalah sertipikat HPL yang di-
terbitkan tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi
pemegang hak.

Masyarakat yang menguasai/menggarap tanah diatas HPL
Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung mempunyai
pandangan atau merasa bahwa mereka menggarap/menduduki
tanah tersebut sebagai suatu perbuatan hukum yang sah karena
tanah yang digarap adalah tanah negara bekas HGU PT.Way Halim
yang berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:
BTU.3.505/3-80 Tanggal 26 Maret 1980 tanah tersebut memang
diberikan kepada masyarakat yang telah menggarap/menduduki.

Bahwa dalam menyelesaikan masalah tanah HPL Pemerintah
Provinsi Lampung kendala yang dihadapi antara lain: disatu pihak
warga masyarakat beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan
tanah negara bekas HGU PT.Way Halim, yang peruntukkannya
memang diberikan kepada masyarakat, sedangkan di lain pihak
Pemerintah Provinsi Lampung merasa sebagai pemegang hak yang
sah karena tanah tersebut telah bersertipikat HPL atas nama
pemerintah Provinsi daerah Tingkat I Lampung, dimana tanah
tersebut telah masuk dalam daftar aset Pemerintah Provinsi
Lampung.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi warga masyarakat yang
telah menguasai/menggarap tanah HPL Pemerintah Provinsi
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Lampung sebaiknya kepada masyarakat diberikan HGB diatas HPL.
Dengan pemberian HGB diatas HPL kepada warga masyarakat,
maka penyelesaiannya dapat segera dilaksanakan karena prosedur-
nya tidak memerlukan waktu lama yaitu cukup adanya persetujuan
dari Pemerintah Provinsi Lampung tanpa melalui persetujuan
DPRD Lampung karena bukan merupakan pelepasan aset. Tanah
HPL Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tetap tercatat
dalam daftar aset Pemerintah Provinsi Lampung.

Bahwa dalam rangka penyelesaian melalui cara pemberian
HGB diatas HPL kepada masyarakat tersebut, Pemerintah Provinsi
Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan me-
libatkan Kantor Pertanahan maupun Kanwil BPN Provinsi Lampung
perlu melakukan sosialisasi secara intensif dan maksimal kepada
masyarakat agar masyarakat dapat memamahami dan mengerti,
yang akhirnya dapat menyadari mau menerima penyelesaian yang
demikian.
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Lampiran 1:

Daftar Peneliti Strategis

STPN Tahun 2013
No | Lokasi Judul Penelitian Tim Keterangan
1 |Bali Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di IGN Nyoman Dosen Sekolah Tinggi
Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Guntur Pertanahan Nasional
Yahman
Widhiana Puri
2 | Simalungun | Petani Penggarap dan Pengusaha Dwi Wulan Dosen Sekolah Tinggi
Perkebunan: Dinamika Konflik Agraria di | Pujiriyani Pertanahan Nasional
Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun, | Sutan Mahasiswa Diploma IV
Provinsi Sumatera Utara Hasudungan Pertanahan, sekarang Staf
Limbong BPN RI Kanwil Provinsi
Sumatera Utara
3 |Rawa Tata Kuasa Sumberdaya Agraria (Studi di | R Deden Dani Dosen Sekolah Tinggi
Pening Desa-desa Pinggiran Danau Rawa Saleh Pertanahan Nasional
Pening). Slamet Muryono
M Nazir Salim
4 |Blora Sinergi Kantor Pertanahan Dengan Avristiono Dosen Sekolah Tinggi
Kelompok Tani dalam Memberdayakan | Nugroho Pertanahan Nasional
Petani (Studi di Kabupaten Blora, Haryo
Provinsi Jawa Tengah). Budhiawan

Tullus Subroto

5 | Wonosobo

Pemberdayaan Masyarakat Sekitar

Tullus Subroto

Dosen Sekolah Tinggi

Kawasan Hutan di Desa Kalimendong, Aristiono Pertanahan Nasional
Kecamatan Leksono, Kabupaten Nugroho
Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah Panjang Suharto | Staf PPPM Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional

6 | Jember Kajian Hukum Hak Atas Tanah di Areal | Tjahjo Arianto Dosen Sekolah Tinggi
Pertambangan Melalui Pendekatan Pertanahan Nasional
Kasus Tambang Kapur di Kabupaten Kariyono Mahasiswa Diploma IV
Gresik dan Kabupaten Jember. Pertanahan

7 | Kebumen Pengelolaan Penguasaan Tanah PT. Nuraini Aisyiyah | Dosen Sekolah Tinggi

Semen Gombong Dihubungkan dengan
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar.

Wisnuntoyo

Mujiati

Pertanahan Nasional
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Lampiran 2:

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Strategis STPN

Tahun 2013

No

Kegiatan

Tahun 2013

Bulan

4 5167

8

10

1"

12

Kolokium Proposal

Termin |

Turun Lapangan

Progress Report

Seminar Hasil Penelitian

Termin Il

Turun Lapangan

Progress Report

Seminar Hasil Penelitian

8 | Boyolali Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek | Mujiati Dosen Sekolah Tinggi
Landreform yang Tepat Sasaran bagi Antonius Sriyono | Pertanahan Nasional
Penerima Redistribusi di Kecamatan Nuraini Aisyiyah
Musuk Kabupaten Boyolali, Provinsi
Jawa Tengah
9 | Medan Larasita Sebagai Terobosan Pelayanan | Heri Mustain Dosen Sekolah Tinggi
Pertanahan? (Studi di Kantor Pertanahan | Priyo Katon Pertanahan Nasional
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara)
10 | Sulawesi Hak Kepemilikan dan Penguasaan Atas | Dwi Wulan Titik | Dosen Sekolah Tinggi
Selatan Tanah Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Andari Pertanahan Nasional
Sulawesi Selatan. Abdul Harris
Farid
Suhardjono
11 | Sulawesi Penataan Sistem Tenurial Atas Sumber | Yahman Dosen Sekolah Tinggi
Tenggara Daya Agraria di Provinsi Sulawesi |G Nyoman Pertanahan Nasional
Tenggara Guntur
AN. Luthfi
12 | Lampung Penyelesaian Konflik Penguasaan Dan | Sukayadi Dosen Sekolah Tinggi
Pemilikan Tanah di Atas Tanah Hak Haryo Pertanahan Nasional
Pengelolaan (Studi di Kecamatan Budhiawan
Sukarame, Kota Bandar Lampung, Rakhmat Riyadi
Provinsi Lampung).
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